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Kata Pengantar 

Memasuki tahun 2010, dunia perdagangan banyak menghadcpi 
tantangan, khususnya dengan diberlakukannya Ase.!tn ChintJ Free Ti"tJde 
AretJ {ACFTA), banyak Negara yang menyatakan tidak slap dalam 
menghadapi China, terutama Negara Indonesia. Hal lnl telah dipredlksl 
oleh berbagal Negara sebelum tahun 2010, termasuk Indonesia 
sebelum diberlakukan ACFTA, sudah merasakan adanya persalngan 
berat dalam perdagangan, apalagl dengan diberlakukan ACFTA In­
donesia tidak mungkin dapat menghlndar dan mampu bersaing 
dengan China, perdagangan akan menghadapl persalngan ketat yang 
tak tertandingt dan tak teretakan. Sekarang In I, perusahaan-perusahaan 
di Indonesia sudah banyak yang gulung tikar, bahkan jatuh paUit 
karena tldak mampu bersaing dengan China, dlmana barang-barang 
buatan Chimt merajalela menguasai pasar, dengan herga yang relatlf 
jauh lebih murah dibandingkan dengan produk lokal, kualltllsnya juga 
lumayan bag us, akibatnya pasar dlkuasal oleh barang-barang impor 
dari China. 

Apabila mengacu pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek MonopoU dan Persalngan lldak Sehat, In­
donesia tidak dapat melarang atau menghalang-halangi masuknya 
produk China ke Indonesia, karena di dalam GATT telah tercantum 
salah satunya adalah "No Discrimination'; yl!lng berartl Indonesia 
tidak boleh membeda-bedakan antara Negara Chlm1 dengan Negar8-
negara lain di dunJa. Demlkian juga Negara China, tel8h membuka 
diri dengl!ln menerima investor asing sepertl Australi8 dan negara­
negara lain. China tidak takut menghadapi negara-negara manl!lpun 
d8lam perdagangan, sehingga China menamakan dlri sebagal ''Open 
Door Fblicy'; dengan memberlakukan New Chinese CommercitJI 
Laws. Jadl Indonesia harus memberanlkan diri dalam menghadapi 
perdagangan dengan negara China; mampu bersalngl!ln secant terbuka 
dan bersaing secara sehat. 

Dalam dunia perdagangan, sebenamya ada tlga tradisl hukum 
yang utama dan paUng tua, yaitu hukum dar! Eropa Kontinental (Civil 
Law). hukum Anglo Saxon (Common Law)dan Hukum Sosialls (So-
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clallst L11w). Dalam era globallsasi saat ini, terminology yang 
digunakan bukan lagi sistem hukum, melainkan "tradlsi hukum", 
karena masing-masing negara mempunyai tradisi dagang yang 
berbeda-beda, yang merupakan refleksi dari suatu tradisl negara, 
sehlngga kriteria "Monopoli" suatu negara dllarang, namun dl negara 
tertentu monopoll maslh dl izinkan sepanjang tidak merugikan 
masyarakat ateu konsumen. Dengan mernbaca dan memahami buku 
Aspek Hukum Dalam Persaingan (Jsaha ini, maka akan mampu 
membedakan dan memahaml tentang persaingan usaha sehat dan 
persalngan usaha curang. Kegiatan dan Perbuatan yang dilarang 
dalam usaha dan lain-lain sebagair:nana telah diatur dalam <Jndang­
undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. 

Dalam llmu hukum,. ada teori Rule of Reason dan Per Se Illegal 
yang dapat dlgunakan untuk mengkajl suatu perbuatan ateu keglatan 
apakah termasuk sebagal suatu hal yang dilarang dalam persaing~:m 
usaha, biasanya sering terjadi persekongkolan, terutama tenteng 
Pengadaan Barang dan Jasa, balk dl lnstansi Pemerintah ateupun 
Swasta ataupun perdagangan yang lain. 
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PENGANTAR 

1. Etfka Blmls. 

Etika blsnls adalah suatu pengetahuan tentang tata cara 
pengaturan yang Ideal dan pengelolaan blsnls dengan 
memperhatlkan nonna dan montlltas yang berie~ku secara univer­
sal, secara ekonoml, dan social, penerapan nonna dan morafltas 
untuk menunjang maksud dan tujuan aktMtas blsnls. 

Kata "etlla" dan "etfs" tfdak selalu dlpakal dalam artf yang 
sama dan karena ltu pula "etlka blsnls" blsa berbeda artlnya. Suatu 
uratan slstematis tentang etlka blsnls sebaiknya dlmulal dengan 
menyelldlkf dan menjern.lhkan cera kata sepertl "etika" dan "etfs" 
dipakai. Perlu dakuJ, ada beberapa kemungkinan )'8l'lg tldak seratus 
persen sama (walaupun perbedaannva tldak seberapa) untuk 
menje~lankan penvelidikan inl. Cara yang kami pllih untuk 
menganallsls artl-artl "etfka" adelah membedakan antara "etlka 
sebagal praksls" dan "et.lka sebagaf refleksl". 

EtJka sebagal prak:$5 berartl: nUal-nllai dan norrna-nOITTliS moral 
sejauh dlpraktekkan atau .Justru tldak dlpraktekkan, walaupun 
seharusnytJ dipraktekkan. Dopat Clkatakan )lga, etfka sebagal praksis 
adafah apa yang dJiakukan sejauh sesuaf atau tidak. sesuaf dengan 
nllaf dan norma moral Klta serfng mendengar atau mernbaca 
kallmat-kallmat sepertJ lnl: "Dalam dunla modem, etfka blsnismulal 
menlpls", "Ada unsur tidal< etls dafam akulslsllntemaf", "Semakin 
terasa urgensl membangun etlka blsnls"', "Tegakk.an etika blsnls 
dengan Undang-Undang Anti Korupsr, dan sebagafnya. Semua 
kalimat lnt dlambll darl surat kabar dan hamplr setlap had kla blsa 
membaca kallmat-kallmat sejenis. Perlu ldta perhatlkan maksud kata 
"etlka .. atau "etis" dalam contoh-contoh lnl. Orang yang mengeluh 
bahwa etlk8 blsnls mulai menlpls, bennaksud b8hwa pebisnis sering 
menyimpeng dari nllaf dan norma moral yang benar, jadi Is menunjuk 
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kepada etlka sebagai praksls. Orang yang berbicara tentang akulslsl 
internal, menyatakan keraguannya tentang kualitas etls dMi tindak 
blsnJs. ltu. Kendati dirurnuskan dengan agak hati-mtl, is menduga 
bahwa akuJ-slsi internal .tidal< sesual dengan nllai dan norma moral 
yang semestinya berlaku dalam dunla blsnls. Orang }'81lg memlklrkml 
rnasalah korupsf, berpendapat bahwa dengan membuat undang­
undang anti korupsi dan menemplum undang-undang ltu secara 
ketat dan konsekuen, nilal dan norma moral delam bisnis blsa 
dltegakkan. Etlta sebagal praksls sama artinya dengan moml atau 
morliltas: apa yang harus dllakukan, tidak boleh diakukan, pantas 
dDakukzm, dan sebagalnya. 

Etika sebegal refleksl adalah perniJifran moral. Dalam etlka 
sebagal refleksl klta berplklr tent6ng apa yang dilakukan dan 
khususnya tentang apa yang harus dllakukan atau tidak boleh 
dJlakl:.lkan. Etiko sebagl refteksi berblcara tenmngetlka sebagai praksis 
atau mengambD praksis etls sebagal obyeknya. Etfka sebagal retleksl 
menyorotl da11 menUal balk buruknya pertlaku orang. Etlka dalam 
artllnl dapat dijalankan pada taraf popul« rnaupun Jlmlah. Dalam 
surat kabar atau majalah berita hamplr setlap hari .dapat klta baca 
komentar tentang peristlwa-perlstlwa yang berkonotasl etls: 
perampokan, pembunuhan, kasus korupsi. dan banyak lain lag]. Dan 
setlap hMi ada. banyak sekali orang yang membicerakan peristlwa­
peristfwa ltu. /t\erelal semua melbatkan dlri dalam etlka sebagal 
refleksi pada taraf populer. Tetapi etilal sebagal refleksi blsa mencapal 
taraf llmlah juga. Halltu teJjadJ, blla refleksi dljalankan dengan kritls, 
metodfs, dan astematls, karen a ltlga clri lnUah membuat pemlklran 
mencapal taraf llmlah. Remtkfran UrnJah selalu bersiat kritls, artlnya 
tahu <rnembedakan antara yang 'tatum ujl dan yang tidak tahan ujl, 
antam yang mempunyai dasar kukuh dan yang mempunyal dasar 
lemah. Pemiklran Omlah berslfat metodis pula, artlnya tidal< semrawut 
tetllpl berjalan secara teratur den~ mengikuti satu deml satu segala 
tahap yang t~lah dJrencanakan sebelurnnya. Akhlmya, pemlklran 
llmlah berslfat sistematis, artlnya tidak membataSi dirl pada salah 
satu slsJ saja tetapl menyorotl s..~atu bldang sebagai keseluruhan, 
secara komprdlenslf. 

Sebetulnya dlstlngsl antara praksls dan refleksl lnl tldak 
menandal paham "etika" saja. Di bldang lain pun terkadang blsa 
klta berl>lcara tentang praksls dl samplng refieksi (llmu). Contohjelas 
adalah ekonomi. Dengan "ekonoml" klta maksudkan kegiatan jual-

... 
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beli; membelanjakan dan menerlma uang; memproduksl, 
menCistribuslkan, dan membeli bemng. Artlltu klta maksudkan, bOa 
.klta katakan ·l.nlptlmtlfl{a • bahwa ekonomJ dJ suatu daerah sedang 
lesu atau bahwa suatu negara dlanda resesl ekonornJ. Tetapl kata 
"ekonoml" mempunyal juga artl "Jimu". Mala pelajaran ekonoml 
merupakan reflekslllmlah atas keglatan ekonoml dalam artl praksis. 
Ahll el<onoml adalah llmuwan yang belum tentu secara langsung 
meUbatkan dlrl dalam Ettonoml sebagal praksls. Ekonoml sebagai 
praksls dan ekonoml sebagai llmu jelas harus dJbedakan, blarpun 
tentu ada hubungan erat. Derniklan halnya juga dengan etika. 

Etika sebagal Umu mempunyal tradlsi yang sudah lama. Tradisi 
lni sama panjmlgnya dengan seluruh sejarah ffisefat, karena edkD dalam 
arti ini merupakan suatu cabang ftlsaf8t Karena ltu etika sebagal Omu 
sering disebutj.Jga fllsafat moral atau etJka filosofis. Pztda pennulaan 
sejarah filsafat di Yunanl kuno etb fllosofis sudah mencaplf mutu 
yang mengagumkan pada Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Dan tradlsi 
ini bellangsung terus selama 25 abaci leblh, sampal,pada harf k'll. 

Hal ltu tentu tldak berarti behwa etika filosofis lngin memlllkl 
monopoll dalam me~ toplk-toplk moral. Banyak masalah etls 
dibicarakan pac:la taraf populer dan hal ltu selalu akan teljadJ. llmu 
lain juga blsa menyinggung masalah-masalah etls, walaupun hanya 
sepintas lalu, misalnya, Umu-llmu sosial. Tetapi hanya dalam etlka 
fllosofis, toplk-toplk moral dibahas secara tuntas dengan metode 
dan sistematilal khusus yang sesual dengan bidang moral itu. 
Sebagal contoh dapat dlsebut toplk keadllan. Masalah-masalah 
keadllan banyak sekall diblcarakan dalam masyarakat dan bukan 
saja dibicarakan, tetapi sering menjadJ juga obyek peljuangan dan 
aksi sosial. Sepanjang sejarah dan dl mana-mana dapat ldta sakslkan 
aksi·t.lksl soslal yang menuntut dJtegakkannya keadOan. Akan tetapl, 
apakah sebemmya keadllan Jtu dan apa yang menjadi dasar raslonal 
terdalem untuk keadJlan? Pertanyaan-pertanyaan inJ digarap dan 
didalami dalam ftJsafat moral. Pada Plato dan Arlstoteles sudah 
terdapat teorl yang bermutu tentang keadllan. Dan kemudlan 
pemikiran fllosofts tentang topik tersebut dUanjutkan sampai pada 
saat lni. John Rawls, Robert NolJck. dan Michael Walzer tennasuk 
dalam fllsuf besar yang mendptakan sebuah teori keadilan yang 
berbooot dalam abad ke-20. 

EtJka adalah cabang fllsaf4t yang mempelajari baik bwuknya 
perilaku manusfa. Karena ltu etfka dalam arti lnJ Bering dlsebut juga 
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.. filsafat praktis". Cabang-cabang ftlsafat lain membicar~kan masalah 
yang tampaknya leblhjallil dart kehldupan konkret. Namun demlklan, 
pada kenyataannya etika filosofis pun tldak jarang dljalankan pada 
taraf sangat abstrak, tanpa hubungan lang-sung dengan realitas 
sehari-hari. Sampai-sampal fllsuf Aust~la-lnggrls, Ludwig 
W'rttgensteln, perMh mengungkapkan keherananmya, karena ada 
buku etlk.a yang tldak menyebut satu pun problem moral yang 
sesunsguhnya.(4) Mungkfn sekarang juga maslh ada buku etlk8 
semacam ltu. Tetapl secar~ keseluruhan lkUm pemlklran moral 
sekanmg lebih terarllh kepada masalah-maSISlllh konkret. Sejak akhlr 
tahun 1960-an teorl etikB mula! · membuka dirt bagl toplk-toplk 
konkret dan aktual sebagal obyek penyelidikannya. Perkembangan 
baru lnl sertng dlsebut .. etlka terapan" (applied et/tics). Mula-mula 
topik-toplk konkret ltu menyangkut llmu-ilmu blomedls, karena dl 
situ kemajuan llmlah menlmbulkan banyak masalah etis yang baru. 
lidak lama kemudiem etlkB terapan memperluas perhatiamya ke 
topik-toplk aktual 'lalnnya, sepertl llngkungan hidup, perse!'ljataan 
nuklir, penggunaan tenaga nukllr dalam Pembangkit Ustrik Tenaga 
Nukllr (PLTN), dan lain-lain. EtJka blsnls juga sebl!llknya klta llhat 
sebagal suatu bidang pemlflatan darf etJka terapan. 

Sepertl etika terapan pada umumnya, etlka biS!lis pun dapat 
dijalankan pada tlga tarllf: taraf makro, meso, dan mikro. llga taraf 
lni berkaitan dengan tlga kemungldmm yang berbeda untuk 
menjalankan keglatan ekonoml dan bisnis. Pada taraf makro, etlka 
bisnls mempelajart aspek-aspek moral dart sistem et<onoml seb!'Jgal 
keseluruhan. Jadi, dl slni rnasalah-rnasalah etlka dlsorotl pada skala 
besar. Mlsalnya masalah keadllan: bagalmana sebaiknya kekayaan di 
burnl IIIli dibagi dengan actil? Beberllpll contdh lain adalah: aspek-aspek 
etls dari kapitalisme; masalah keadian sosial dalam suatu masyarakat, 
terutama berkaitan dengan kzlumblllruh; masa!IJh utang negara-negara 
Selatan terhadap negara-negara Otara, dan sebagainya. 

Pada taraf meso (madya atau menengab), etlka bisnis 
menyelldlki masalah-maSISlah etis dl bidamg organisasl. Organisasi 
di sini terutama berartl perusahaan, tapl blsa juga serlkat buruh, 
lembaga konsumen, perhlmpunan profesl, dan lain-lain. 

Pada taraf mikro, yang dlfokuskan latah lndividu dalam 
hubungan dengan ekonoml atau bisnis. OJ slni dlpelajari tanggung 
jawab etis dari karyawan dan majlkan, bawahan dan manajer, 
produsen dan konsumen, pemasok dan im.vestor. ,. 
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Georges Enderle memperllhatkan bahwa etlke blsnls dl semua 
negara tldak memberf perhatlan yang lama kepada taraf-taraf t.adl. 
Etlka blsnls dl Daratan Eropa (lnggrfs dan lrtandfa tldak termasuk) 
terutama menaruh perhatlan untuk masalah taraf makro dan baru 
kemudlan masalah taraf mlkro. 01 Jepang perhatlan etika blsnls 
terutama terfokusken pada masalah taraf meso. Sedangkan dl 
Amerike Utara (Amertkll Serlkllt dan Kanadll) etJk.a blsnls terutama 
menyibukkan dfrl dengan ma$111ah etJs pada taraf mJJa:o dan ~ru 
kemudian dengan masalah taraf meso. Tentu saja, hal ltu tJdak 
berlaku untuk setlap pengarang atau setJap bulru tentang etJkB blsnls 
di Eropa, Jepang, ata.u Ametika Serikat. Di semua negara d1 mana 
etlka bJsnls dlpraktekkan semua topJk blsa dltemukan. Tetapl 
tendensinya memang terarah pada fokus-fokus yang speslflk ltu, 

Akhlrnya boleh ditambahkan catatan tentang nama "eUka 
blsnls .. ~ 01 Indonesia stud! tentang masalah eUs dalam bldang 
ekonoml dan blsnls sudah blasa dltunjukkan dengan nama ltu, sejalan 
dengan keblasaan umum dalam kawasan berbllhasa lnggrfs (busi­
ness ethics). Tetapl dalam bahasa lain terdapat banyak varlasi. Dalam 
bahasa Belenda pada umumnya dlpakal nama bedrljfsethlek (et.lka 
perusahaan) dan dalam bahasa Jerman (Jntemehmensethik (etlka 
usaha). Cukup dekat dengan ltu dalam bahasa lnggrfs kadang­
kadang dlpakal corporate ethlcs(etlka korpo~). Varlasi lain adalah 
"etlka ekonomls" atau "etlka ekonoml" (jarang dalam bahasa lnggrts 
economic ethics; leblh banyak dalam bahasa Jerman 
Wlrtscbaftselhlk). Ditemukan juga nama mmu1gement ethics atau 
manageriiJI ethlcs(etlka manajemen). Kemungklnan lain lagi adalah 
orgarJimtlon ethlcs(etika organlsasl). Sebaglan nama yang berbeda­
beda inl berkaltan dengan preferensl untuk perspektlf makro, meso, 
a tau mlkro yang berbeda d1 pelbagal negara. Namun demlldan, pada 
dasamya semua nama lnl menunjuk kepada stud! tentang aspek­
aspek moral darl keglatan ekonomi dan blsnls, sebagalmana 
dlupayaklln dalam buku lnl. 

Dalam penerapan etlka blsnls, herus mempertlrnbangkan unsur 
norma dan moralltas yang bedaku dl masyarakat perdagangan, selain 
Itu etJka blsnls dapat dlberlakukan dl perusahaan sendirt karena 
memlllki relevansl yang kurrt dan profesionallsme blsnls. Keglatan 
bisnls dUatarbefakangl oleh sudut pandang yang berbeda dart para 
pelaku bisnls, maka pe!aku blsnls harus beradaptasl terhadap 
llngkungan sesame bisnis, tanpa beradaptasl dan komunikasl yang 
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balk dengan para pelaku blsnla, meksud dan tujuan dalam bemlsnJs 
tldak akan tercapal. Maka dalam berblsnls dlperlukan adanya 
pertlmlumgan kepentJngan dan fenomena social dan budaya yang 
bedaku dl masyeralall 

Fungsf perusahaan harus mempunyal fungsi soda!, apablla suatu 
perusahaan tJdak memlllld fungsl social dl mate masyarekat, l11l1ka 
dalam berblsnls akan mengalaml kesuUtan dalam memperoleh 
fasllltas-faslUtas darl Pemerlntah yang dlaldbatkan kemungkinan 
adanya msa tldak senang darl masyarakat terhadap perusahaan 
tersebut Maka pemahaman tentang etlka blsnls sangat pentJng 
dalam blsnls, perlu perhatlan etas kepeduUan masyarakat dan 
lingkungannya. Pelaku blsnls TMrupakan baglan yang terlntegrasl 
dengan masyarakat dan llngkungannya, oleh karenannya keglatan 
blsnls harus menggunakan etJka profesl blsnls agar antar pelaku 
usaha tldak menlmbulkan persalngan curang melelnkan 
TMnclpttJkan persalngan usaha yang sehat. 

Blsnl.s memer1ukan etlka dalam rrmgka klprah blsnls dengan 
masyarakat secara lues, karena : 

(a) blsnls tldak bebas J'VIal. 

maksudnya, pada mulanya blsnls hanya bertumpu pada 
aspek komerslal seja, dlmana mekanlsme memperoleh 
keuntungan ekonoml darl masyarakat dan care yang dltempuh 
untuk mencapal tujuan seolah bebas nUal, bebas norma dan 
bebas etika. Setelah dlkajl darl teorl dan perkembangan llmu 
blsnJs, temyata blsnls tJdak bebas nllai, baik darl nUal moral 
maupun nllal etlka. 

(b) Apllkasl etlka blsnls ldentlk pengelolaan blsnls secara 
proporslonal; 

Prlnslp profe98ional dalarn pengelolaan bisnls sangat erat 
hubungannya dengan apllkasl etlka blsnls, yang mellputl 
keterkaltan yang hannonls, sallng menguntungbn antllr plhak 
dl dalam SIMe holder. Tentunya Ulk lepas dan usaha-usaha 
pengelolaan blsnls se<:ara ulet, jltu, eflslen dan efektif bagl 
alokasl sumber daya ekonoml yang tersedla balk dl dalam 
perusahaan sendln maupun alokasl sumber daya ekonoml 
yang berasal darl luar perusahaan. Prlnslp·prlnslp alokasl 
sumber daya ekonoml tersebut dllakufcan dengan manajemen 
yang cangglh denga~ dasar kesereslan hubungan antara plhak 
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terkalt. Hal inl harus dilakukan dengan kesungguhan dan 
kejujuran. Jadl konsep pengelolaan blsnis yang berorientasi 
kepade usahe kemajuan perusahaan yang dldukung dengan 
kemajuan dan penJngkatan kesejahteraan semua plhak yang 
terk.ait, balk pada plhak internal perusahaan sendlri maupun 
pada pihak eksternal yang lkut berperan dalam system bisnis, 
sehlngga perusahaan mampu hidup den berkembang dalam 
jangka panjang, hal lnl harus diakui sebagal cermfn pengelolaan 
bisnis secara professional. Oleh karenanya, keberhasilan 
perusahaan sangat didukung kuat oleh apllkasl konsep etlka 
secara konsisten. Dengan kata lain apllkasl etlka blsnls 
merupakan kata kuncl bag! keberhasllan pengelolaen blsnls. 
Dengan demlklan pengelolaan bisnis harus mempunyal 
komitmen yang tinggi atas aplikasi etlka dalam blsnls. 

(c) Bisnls merupakan bagllm dari system social. 

lnstitusi bisnis membutuhkzm masyarakat dan dlbutuhkan 
oleh masyarakat. Malus bisnis harus dapat menempatkan diri 
sebagai sub system di dalam masyarakat. Maksudnya, 
ekslstensl bisnis memang diakui bahwa antara blsnis dan 
masyaretkat sating membutuhkan. 

1.1. Prlnslp - prlnsfp Etlka Blsnls : 

(a) Prinsip Kejujuran : 

Nilal kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar 
dalam mendukung keberhasflan kinerja perusahean. Keglatan 
blsnis akan berhasil bila dikelolet dengan prfnsip kejujuran, baik 
terhadap karyawan, konsumen, supplyer dan plhak-pihak lain 
yang terkait dengan blsnls. Bila prinslp kejujuran mampu 
dilaksanakan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan, 
make pastJ akan teljamln pengelolaan bisnis leblh berkembemg 
karena kepercayaan masyarekat terhadap perusahaan tersebut 
tiimggi. Prlnsip kejujuran ini dapat dlterapkan dalam hal : 

- perjanjlan kontrak kerja; 

- penawaran barang· dengan kualitas dan fak.UI rill; 

• hubungan kerja dengan perusahaan loin; 

• hubungan perusahaan dengan tenaga kerja. 
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(b) Prlnslp Tidak BemiDt Jahat. 

Bisnis didlrikem pada umumnya untuk menlngkatkan 
kesejahteraan masyarakat konsumen dan masyarakat, 
tentunya ada niat pada setiap pelaku blsnis terhadap st11ke 
ho/deruntuk maksud-maksud pencapaian tuju~m yang balk 
den posltlf. Tldak ada sedikitpun terllntas niatan maksud 
jahat kepada masyarakat Prlnslp lnilah yang akan 
menyelamatkan perusehaan, sebab bila ada tersembunyi 
nlat jahat. dalam berblsn1s, maka lama kelamaan ekan 
terkuak juga kejahatan tersebut dl mata masyarakat, 
akibatnya akan menjerumuskan perusahaan. 

(c) Prlnsip Keadllan. 

Keadilan dlgunakan untuk mengukur blsnls 
menggunakan etika bisnis adalah keadllan bagi semua plhak 
yang terkait memberikan kontribusl tangsung atau tldak 
langsung terhadap keberhasilan bisnis. Tolok ukur yang 
digunakan untuk menentukan atau memberikan kelayakan 
harus sesuai dengan standar umum yang telah diterima oleh 
masyarakat blsnls. Mlsalnya dalam t~lokasi sumber daya 
ekonoml kepada semua pemHik factor ekonomi, 
memberikan harga yang layllk bagl para konsumen, 
member! upah yang layak bagi para eksekutlf dan karyawan, 
menyepakati harga yang pantas bagl supplyer I pemasok 
bahan dan alat produksi. Mendapatkan keuntungan yang 
wajar bagi\ pemiUk perusahaan. 

Pebisnls yang yang serius nilai dtm prlns\P keadllan yang 
mau bertanggung jawab atas tlndakannya yang tldak adil. 

Prinsip keadilan menuntut agar setlap orang diperlakukan 
secara sama sesuai dengan aturan yang adll dan sesual dengan 
criteria yang rasional obyektlf dan dapat dipertanggung­
jawabkan. 

(d) Prinsip Otonomi. 

Perusahaan secara bebas memilikl kewenangan sesuai 
dengan bidang usaha y~ng dilakukan dan pelaksanaan dengan 
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visi-misi yang dimilikinya. Perusahaan tJdak tergantung kepada 
pihak lain untuk mengambil keputusan, tetepi perusahaan 
memiliki kekuasaan tertentu sesuai visl, misi yang diembannya 
dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Dalam etika 
blsnis,otonoml bersangkut paut dengan policy eksekutlf 
perusahaan dalam mengemban vlsl, misl perusahaan yang 
berorientasi pada kemaf<muran, kesejahteraan para pekerja 
ati!Supwn komunltas yang dlhadaplnya. Otonoml harus 
mengacu pada nllai-nllai profeslonalisme pengelolaan 
perusahaan dalam menggunakan sumber daya ekonomi agar 
memperoleh nilai universal, make perusablaan harus secara 
bebas melekat komltmen tanggung jawab yang tlnggi daiam 
menjalankan etika bisnis. 

Prlnsip otonom adaiah slkap dan kemampuan manusia 
untuk mengambll keputusan dan bertlndak berdasarkan 
kesadaran sendlri tentang apa yang dlanggapnya balk untuk 
dllakukan. 

Bertindak secllra otonom, diandalkan adt1 kebebasan 
untuk mengambil keputusan yang menurutnya terbalk. 
Kebebasan adalllh unsur hakiki, prasyarat utama untuk 
bertindak secara etls. Seorang pelaku usaba hanya mungkin 
bertindak secara etis blla diberl kebebasan dan kewenangan 
penuh untuk mengambil keputusan dan bertlndak sesuai 
dengan apa yang diangap balk. Tanpa kebebasan, seorang 
manajer tidak blsa menjadi manajer yang baik sec~ua etis, 
melainkan sebaUknya hamya menglkuti perintah dan kemauan 
pihak lain dl luar dirinya. 

Otonoml juga mengandelkem adanya tanggung jawab, 
orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan 
kewajibannya dan bebas mengambll keputusan dan tindakan 
berdasarktm apa yang dianggap balk, melalnkan orang yt~ng 
bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan 
tlndakannya serta mampu bertanggung jawab atas keputusan 
dan tindakannya sertll tampak dari keputusan dan tlndakannya. 
Jadi orang otonom adalah yang tahu akan tindakannya, bebt1s 
dalam melakukt~n tindakannya, tetapi sekaligus bertanggung 
jawab atas tlndakannya. 
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(e) Prtnslp sallng menguntungkan (mutual benefit prtndple) 

Prlnsip lni menuntut agar bisnis dijalankan sedemlkian 
rupa, sehingga menguntungkan semua plhak. Secara positif 
agar semua plhak berusaha untuk sallng menguntungkan satu 
sama Jain. 

(f) Prinslp lntegrfUis moral : 

Prinslp lnl dlhayatl sebagai tuntutan Internal dalam diri 
pelaku bisnis atau perusahaan agar pelaku bisnis menjalankan 
bisnis dengan tetap menjaga nama balk perusahaannya. Ada 
imperatlf moral yang berlaku bagi dirinya sendiri dan 
perusahaannya untuk berblsnis, sedemikian rupa agar tetap 
dlpercaya, tetap paling unggul, terbaik. 

1.2. Etos Blsnis. 

Merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral menyangkut 
kegiatan bisnis yang dlanut oleh perusahaan dari satu generasl ke 
generasl yang lain. Inti etos bisnis Jnl adalah pembudayaan, 
penghayatan akan nilell, norma atau prlnslp moral tertentu yang 
dianggap sebagal inti kekuatan dari suatu perusahaan, bentuknya 
dapat berbentuk pengutamaan mutu, pelayanan, disiplin, kejujuran, 
tanggung jawab, perlakuan yang fairtanpa diskriminasi. 

2. Sejarah Etika Blsnls. 

Sejak zaman Pertengahan dl Eropa, menegaskan bahwa pada 
mulanya kegiatan blsnfs adalah merupakan kegiatan yang bernilai, 
bennoral dan harus tunduk pada petunjuk dan hukum-hukum agama 
atau hukum Tuhan. Agama telah melarang adanya bunga dalam 
transaksi bisnls, padahal pada waktu ltu kaum kapitalis melakukan 
pekerjaan dengan membungakan uang atau memberikan plnjaman 
kepada pelaku bisnis dengan menghitung bunga. Hal lnl 
mendapatkan protes darl kaum moralis yang menyarankan agar 
kaum kapitalis tidak berblsnis membungakan uang, melainkan 
membentuk suatu perusahaan yang berbadan hukum atau 
mendirikan persekutuan. 

,. 
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Dalam perkembangannya, membungakan uang maslh tet.ap 
berjalan hlngga< saat lni, meskipun menurut agama dlharamkan, 
karena koum koplt.alis menganggap pelaku bisnis mampu mernbeyar 
dan justru mendapatkan nUai tambah atas adanya plnjaman uang, 
yang alum menambah atau menlngkatkan produktffit.as. Demlldan 
juga cera-cera penggunaan sumber daya manusla at.au tenaga ke~a 
ketlka diawal-awal revolusi industri berorient.asi pada penggunaan 
tenaga.ke~a secara maksimal, yang sering dinytstakon sebagai upaya 
eksploitasl sumber daya manusia secara makslmal yang kurang 
melibatkan pemenuhan kebutuhan manuslawl yang lain dari tenaga 
kerja yang bersangkutan. Akhimya munculnya m1majemen llmJah, 
pengembangan cara-cara baru untuk mengelola perusahaan, 
dengam memperhatikan beberapa hal : 

1. pentlngnya peran manajer dalam menggerakan dan 
menlngkatkan produktfvltas perusahaan; 

2. pemanfaata.n sumber dlsya manusla dengan persyarat.an 
tertentu; 

3. tanggung jawab kesejahteraan tenaga kerja; 

4. kondlsl tenage2 kerja yang cukup memadal untuk 
menlngkatkan produktivitas kelja. 

Kondlsl kesehatan tenaga kelja menjadJ focus yang sangat 
penting dalam menfngkatkan produktivitas tenaga kerja. Karena ltu 
perbalkon kesejahteraan karyawan menjadl perhatian ut.ama dalam 
perusahaan, misalnya pentfngnya pemaikan metode pengupahan 
yang dikaltkan dengan produktlvitas. 

Robert Owen (1771 - 1858} mengintroduslr bet.apa strateglsnya 
peranan sumber daya manusia bahkan merupakan kuncl 
keberhasllan perusahaan. Henry L Gantt (1861 - 1919) 
mengutamakan betapa pentlngnya kerjasama antar manajer 
perusahaan dengan karyawan. Manajer harus menllal pentlng 
peranan tenaga kerja, dan keljasama yang sallng menguntuf'lgkan 
antara kedua belah plhak. Hallnl dlllhat dari cera pemberian upah 
atau bonus yang memicu tingkat produktivit.as kerja para pekerja. 
Selain hal tersebut, pada tiahun 1930- l950•1ebih dltegaskan adanya 
teorl hubungan antar manusla di dalam manajemen sumbel! daya 
man usia yang memenuhi criteria etfka blsnls, yang leblh ditelamkan 
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pada pendekatan hubungan pslkologls terhadap para karyawan 
perusahaan, yaltu deng~m mencermatl perilaku lndlvldu dan 
kelompok sebagal suatu hufT1411 re/tJtlon groupuntuk menlngkatkan 
produktivitas kerja para pekerja. 

Sepanjang sejarah, kegatan perdag~mgan atau blsnls tldak 
pernah luput darf sorotan etlka. Perhatlan et.Lka untuk blsnls seumur 
dengan blsnls ltu sendlr1. Sejak manusla terjun dalam perniagaan. 
dlsadarf juga bahwa keglatan lnl tfdak tertepas dari masaJah etis. 
Misalnya, sejak manusla berdagang is tahu tentang kemungkinan 
penipuan. Dalam teks-teks kuno sudah dapat dlbaca teguran kepltda 
pemiUk toko yang menlpu dengan mempermainkan tlmbangan. 
Pedagang yang menlpu langganan dengan menjuaJ barangnya 
menurut pengukuran berat yang tidak benar, berlaku tidak etls. 161 

Aktivitas pernlagaan selalu sudah berurusan dengan etika, artlnya 
selalu harus mempertJmbangkan apa yang boleh dan apa yang tldak 
boleh dllakukan. Memtmg benar, sejak dltemukannya bisnls, etfka 
sudah mendamplngl keglt~tan mt~nuslawllnl. 

Namun demlkit~n, jlka kit8 menylmak etlka bisnis sebagt~Imana 
dipaht~ml dan dlpraktekkan sekart~ng, tidt~k bisa disangkal juga, di 
sini kit8 menghadapl suatu fenomena bam. Belum pemah dalam 
sejarah, etlka bisnls mendapat perhatlan begltu besar dan lntenslf 
seperti sekarang In I. Etika bisnis mencapai status Umlah dan akademls 
dengan identitt~s sendlrl. Bagalmanl!l perkembangan inl dt~p8t 
dlmengerti'? Richard De George mengusulkan untuk membedakan 
antartl ethics in business dl!ln business ethics, antara etlkt~-dalam­
blsnJs dt~n etika blsnls. M8ksudnya dapat dijelaskan sebl!lgai berikut. 
Etika seJalu sudah dlkaltkan dengan blsnls. Sejak ada blsnls, sejak 
saat itu pula bisnls dlhubungkan dengan etlka, sebt~galmanll etika 
selalu dJkaltkan jugtl dengan wllayah-wilayah lain dalarn kehJdupan 
manusla sepertJ polltlk, keluarga, seksualltas, berbagai profesi, dan 
sebagt~inyt~. Jadl, etlka - dalam-bisnls atllu etlka -berhubungan -
dengan - blsnis berblct~rtl tenttlng bisnls sebagal saJah satu toplk di 
samping sekJem banyak toplk lalnnya. Etika-dalam-bisnls belum 
merupakan suatu bldang khusus yang memUikl corak dan Identitas 
tersendlri. Halltu baru tercapaJ dengan tlmbulnya "etlka blsnls" dalam 
artl yang sesungguhnya. Etlkll-dalam-blsnls mempunyai riwayat yang 
sudah panjang sekllll, sedangkan umur etlka blsnls mt~slh muda 
sekall. Klta baru blsa berblcara ten tang etlk8 bisnis daJam arti spesifik 
setelah menjadl suatu bldang (Be/d) tersendiri, maksudnya suatu 
bldang lntelektual dan akademls daJam konteks pengajaran dan 
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penelitlan dl perguruan tlnggJ. Etlka bisnls dalam anti khusus lnl 
untuk pertama kall tlmbuJ di Amerika Serikat dalam ttlhun 1970-en 
den agak cepat meluas ke kt.l-wesan dunla lafnnya. Dengan 
memanfaatkan dan memperluas pemlkiran De George lnl kit8 d.apat 
membedakan lima peri ode dalam perkembangan etlka...c:Jalam-bfsnls 
menjadl etlka blsnls ini. 

(1) SltutJs/ dllhulu 

Berabad-abad lamanya etlka berblcara - pltda ttlraf llmlah -
tenttlng masalah ekonomi dan blsnls sebagal salah saw toplk dl 
sampfng sekilm banyak toplk l&n. Pada awel sejarah fllsafat, Plato, 
Aristoteles, dan fllsuf-fllsuf Yunanl lain menyelldikl bagafmane 
sebaiknya mengatur kehidupan manusla bersl!ma dalam negMa dan 
dalam konteks ltu mereka membahas juga bagalmana kehJdupan 
ekonorni dan kegfatan nlaga harus dlatur. Dalam fllsafat dan teologl 
Abad PertengtJhan pembahasan lnl dllanjutlatn, daltJm kalangan 
Kristen maupun Islam. Toplk-toplk moral seJdtar ekonoml den 
pemlagaan tfdak luput pula dart perhatlan fllsafat (dan teologl) dl 
zaman modem. 

Dengan membatasl diri peda situasi di Am erika Serikat selema 
paro pertama abed ke-20, De George meluklskan bagaimana dl 
perguruan tlnggl masalah moral di sekitar ekonomJ dan blsnls 
terutllma dlsorod dalam teologl. Pada wektu ltu dl banyak universi­
tas diberikan kullah agamll dJ mana mahaslswa mempelajarl 
masalah-rMSalah moral sekitllr ekonoml dan bisnls. Pembahasannya 
tentu berbeda, sejauh mattl kullah lni diberikan dalam kalllngtJn 
Katollk atau Protestan. Dalam kalangan Katollk, pada umumnya 
mattl kullah lnl mendalarni uAjaran SosiaJ Gereja". Yang dlmaksudkan 
dengannya adalah uraian &lstematls darl ajaran para paus dalam 
ensikllk-enslklik soslal, muJal dengan enslkllk Rsrom /'lovtlJ1JIT7 (1891) 
dari Paus Leo XIII. Dl sin I dlsinggung banyak tern a yang menyangkut 
morallttls dalam kehldupan sosial-ekonoml sepertl hak pekerja atas 
kondlsl kerjo yang baik dan imbalan yang pantas; pentlngnya nUal­
nllei moral bertentangen dengen suasana materlallstis dan 
konsumerlstls; keadilan sosl~ dan upaya memperbelkl taraf hldup 
orang mlskln; tllnggungjawab negare-negara kaye terhadap negara­
negara mlskln, dan sebagainya. Dalam kelangan Protestan, buku 
teolog Jerman Reinhold Niebuhr Moral Mt111 tJnd Immoral Society 
(New York, 1932) menjaJankan pengaruh beser attls pengajaran etika 
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mengenal tema-tema soslo-ekonoml dan bisnts dt perguruen tlnggl 
mereka. 

Deng11n demiJdan dl Amerlka Serikat selama paro pertarna abad 
ke-20 etJka - dalam - blsnls terutema dlprakteldam dalam konteks 
agama dan teologl. Dan pendekaten lni maslh berlangsung terus 
sampaf hari lnl, dl Amerika Serikat maupun di tempat.laln. Para paus 
mengeluarkan enslkllk-enslkllk soslal bl!lru sampat dengan So/1/cltudo 
Ref Soc/111/s(1987) dan CenteslmusAnnus(1991) dari Pilus Yohenes 
Paulus II. Suatu contoh bagus khusus untukAmerika Serikat adalah 
dokumen pastoral yang ~uarken deh para uskup Amerika Serikat 
dengan judul Economic Justice for All. C4tholk Soc/111 Tet~chlng 
11nd the as. Economy (1986). 

(2) MlfSII pemllhmu tiJ.hun 1 !J60..I1n 

Dalam tehun 1960-an ierjadl perkembangan baru yeng blsa 
dOl hat sebagal perslapan Jengsung bagt tJmbulnya etika blsnts dalam 
dekade berikutnya. O,Ssawarsa 1960-an Jnl dl Amerika Serikat (dan 
dunla Barai pede umumnya) ditandal oleh pemberontekan terhadap 
kuasa dan otoritas, revolusl mahaslswa (mula! dl ibukote Prancls 
bulan Met 1968), penolalmn terhl!tdap estJibUshment (kemapanan). 
Suasana tldak tenang lnl diperkuat lagl karen11 frustrasl yang 
dlrasakan secara khusus oleh kaum muda dengan keterlibaten 
Amerlka Serikat dalam perang VIetnam. Rasa tldak pu11s lni 
mengaklbatkan demonstrasi-demonstra~ p11Ung besar y11ngpemah 
dlsakslkan dt Amerlka Serikat. Secara khusus kaum muda rnenolak 
kolusl yang dt mate mereka terjadl anUira millter dan lndustri. Jndustrt 
dlntlal terutama melayanl kepentingan mlllter. Serentak juga untuk 
perUima kall tlmbul kesadaran akan masalah ekologis dan teruUima 
in.dij.strl dJanggap sebagal penyebab masalah llngkungan hidup ltu 
dengan polusl udara, air, den tenah serta Umbah beracun dan sampah 
nukllr. Pada waktu yang samo ttmbul )lga suatu slkap antl­
konsumerlstls. Suasana konsumerlsme semakln dlllhat sebagel 
tendensl yang tldak sehet dalam mesyerakat dan d.lakibatkan oleh 
bisnis modem antarelaln dengan kampanye perlkl811en yang sering 
kall berlebihan. Semua .faktor lni mengaklbetkan s.aatu slkap antl­
blsnls pada kaum muda, khususnye mahaslswa. 

Dunta pendldlkan roenanggapl sltuasl i1l dengan cera berbeda­
beda. Salah satu reeks! paling pentJng adalah memberi perhatJan 

~-
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khusus kepeda socillllssues dalem kulieh tenteng manajemen. 
Beberapa sekolah blsnfs mula! dengan mencantumken mate kullah 
beru dalam kurlkulumnya yang blasanya dtberi nama Business I1J1d 
Society. Kulleh lnl dlberlkan oleh dosen-dosen manajemen dan 
rnereka menyusun buku-buku pegangan dan publikasl. lain untuk 
menunjeng mate kullah baru ltu~ Salah saw toplk yang menjadl 
populer dalam konteks ltU adaleh COrporlJte soc/IJ! responsibility 
(tenggung jaweb sosiel perusahaan). Pendekatan lnt dtadalmn dart , 
segi menejemen, dengan sebeglan melibatkan juga hukum dan 
soslologi, teUipl teori etlka ftlosofls dl sinf belum dlmanfaatkan. 

(3) Etlk11 blsnis /11hlr dl Amedka Sedkllt: tllhun 1970./JIJ 

Etlka blsnfs sebagal suatu bldemg lntelektual dan aka.demls 
dengan ldentltes sendtri mula! terbentuk df Amerika Sedkat sejek 
tahun 1970-an. Jlka sebelumnya etlka memblcarekan aspek-espek 
moral dari blsnls dl semplng benyak pokok pembkeraan moral 
lalnnya (etlke-delem-hubungan-dengan-blsnts), klnl mulai 
berkembang etlka blsnls dalam artl sebenemye. Terutema ade dua 
foktor yang memberi kontribusl besar kepada kelehlran etlka blsnls 
dt Amerlka Serikat pada pertengahan tehun 1970-an: sejumlah ftlsuf 
mulm terUbet dalam rnemkfrkan masalah-11UlS8lah etis sekltar blsnis, 
den etlka bfsnis dlanggap sebegal suetu tenggapan tepet atas krisls 
moral yang sedang meliputl dunla blsnls dl Amerlka Serikat. Klta 
akan memandang due faktor In! dengan leblh rlncl. 

Jlka sebelumnya henya para teolog dan agamawen pada tahap 
llmlah ( =teologl) memblcarakan masalah-masalah moral deri blsnls, 
pade tahun 1970-an para ftlsuf memasukl wllayah penelltlem lnl dan 
dalam waktu slngkat rnenjadl kelompok yang paUng domlnan. 
Beberapa tahun sebelumnya, fllsuf..fllsuf lain sudah menemukan etlka 
blomedls (dlsebutjuga: bk>etlka) sebagel suatu bldang garapan yang 
baru. Sebagian terdorong deh sukses usahaltu, kemudlan beberapa 
fllsuf rmemberanlluln dirt untuk terjun delam etJka blsnis sebagal 
sebuah cabang etlka terapan lalnnya. Bagl ftlsuf-filsuf bersangkutan 
sebenamya langkah tnt merupakanperubahan cukup rl.ldlkal, karena 
suasana umum penelltian fllsafet pede saet ltu justru Jauh dari 
masatah praktls. Pl!lntes dlcatet Jagl, dalam mengembangkan etlka 
bisnis para tllsuf cenderung bekerja same dengan ahU~ahli lain, 
khususnya ahll ekonomi dan rrumajemen. Dengan ltu mereka 
meneruskan tendensl etlka terapan pada umumnya, yang selelu 
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berorfentasl multldlslpllner. Nonnan E. Bowie malah menyebut suatu 
kerja same macam ltu sebagal tanggal kelahlran etfka blsnls. yaltu 
konferensl perdana tentang etika blsnls yang dlselenggaraken dl 
Universitas Kansas oleh Philosophy Dep11rtement (Richard De 
George) bersama Collt!!(/(' of Business (Joseph Pichler) bulan No. 
vernber 1974. Makalah-makalahnya kemudlan diterbltkan dalam 
bentuk bula.t: Ethics, FTtJe EnterpdSII, ~~nd PubUc fb/Jcy: Essl1ys on 
Morllflssues In Business (1 978). 

Faktor kedua png memacu timbulnya edka blsnls sebagal 
sutrtu bldang studl yang sertus adalah krisls moral yang dlalaml dun! a 
blsnls Amerika pede awal tahun 1970-an. Kriss moral dalam dunla 
blsnls ltu dlperkuat lag! oleh krlsls moralleblh umum yang melanda 
seluruh masyarakat Amerllal pada waktu ltu. Sekltar tehun 1970 
maslh berlangsung demonstrasl-demonstrasl besar melawan 
keterllbaten Amerlka dalam perang Vietnam. Karena perkernbangan 
perang lnl, banyak orang mu~l meragukan kredlbilltas pemerlntah 
federal dl Washington dan para polltlsl pada umumnya. Krisls moral 
lnl menjadlleblh besar lagl dengan menguaknya "Watergate Affair" 
}'llngakhlmya memaksa Preslden Richard Nixon mengundurkan dlri 
(pertama kall dalarn sejareh Amerika). Dllaterbelakangl krlsls moral 
yang umum ltu, dunla blsnls Amerika tertlmpa oleh kdsls moral yang 
khusus. Pede awal tahun 1970-an terjadl beberapa skandal dalarn 
blsnls Amerlka, dl mams peblsnl~ berusaha menyuap polltlsl atau 
memberi sumbangan llegal kepada kampanye poJitik. Yang mendapet 
pubUsitas paling luas antara skandal-skandal blsnls lnl adalah 
"Lockheed Affelr", kasus korupsl yang melfbatkan perusahaan 
pesawat terbang Amerika yang terkemuka lnl (bandrngkan Beb 11, 
§4). Kasus korupsl dan komlsl sepertlltu mengaldbatkan moralltas 
dalam berbisnls semaldn dlpertanyakan. Masyaralart mullll menyadarl 
bahwa ada suasana kurang sehat dalam dunla blsnis dan bahwa 
krlsls moralltu segera herus dlatasl. 

Sebaglan sebagal reaksl etas terjadlnya peristiwa-peristlwa tidal< 
etls lnl pada awal tahun 1970-en dalam kalangan pendldlkan Amerika 
dlresakan kebutuhan akan refleksl etllal dl bldang blsnls. Salah satu 
usaha khusus adalah menjadlkan etllal blsnls sebagal mate kullah 
dalam kurlkulum perguruen tlnggl yang mendidlk manajer dan ahU 
ekonoml. Keputusan lnl temyata berdampak lua.s. Jfka etlka blsnis 
menjadl suatu mate kullah tersendfri, harus ada dosen, buku 
pegengan dan bahan pengajaran. lalnnya, pendidikan dosen etfka 

,. 
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blsnls hares dlatur, komunlk.asl Hmfah antera pare ahll etllal blsnls 
hareS dljarnln dengan dlbukanya organlsa91 profesl serta jumalllmlah, 
dan seterusnya. Mlsalnya, Norman E. Bowie, sekretaris eksela.ttif dari 
Amer/clHI PhUosophlcllf Associlltlon, mengajukan proposal kepada 
f'/tltlonlll Endowment for the Hum11nltles (darl Kementerlan 
PendldlJam Amerika) guna menyusun pedoman untuk pengajaran 
kullah etika blsnts. Kelompok yang terdlri atas beberepa fllsuf, dosen 
sekolah bfsnls, dan praktisl blsnis lnl dlberl nama Commltt, for 
Educ11tlon In Business Ethics dan membutuhkan tiga tahun untuk 
menyelesalkan laporannya peda akhlr tahun 1980. Dengan demllden 
dlplllhnye etlka blsnls sebegal mate la.tUah dalam la.trikulum sekolah 
blsnls banyak menyumbang kepada perkembengeMya ke arah 
bldangllmlah yang merrillkf ldentltas sendlri, 

(4) EJ/kll blsn/s dJ Eropll: t4hutr 19lJO..IJn 

01 Eropa Bar at etfka blsnls sebagal ttmu baru mula! berkembang 
klra-klre sepuluh tahun kemudfan, mula-mula dllnggris yang secara 
geografts meupun kultural paling dekat dengan Amerlka Serikat, 
tetapl tldak lame kemudlan juge dl negara-negara Eropa Baret 
lalnnye. Semakln banyak fakultas ekonoml etau sekolah blsnls dl 
Eropa mencantumkan mate kuUah etika blsnls dalam kurikulumnya, 
sebagal mate kulleh plllhan ataupun wajlb dltempuh. Pada tahun 
1983 dlangkat profesor etfka blsnls pertama dl suatu unJvel'lltas 
Eropa (Universitas Nfjenrode, Belande). Sepuluh tahun kemudlan 
sudah terdapat due betas profesor etlka blsnls dl unlverslta.unlve~ 
sJtas Eropa. Perkernbangan pesat lnf cukup mengherankan, lalrene 
terjadl pada saat anggaran belanja unlversltes dl mana-mane 
dlperketat aklbat kesuUtan flnanslal. Karena alasan ftu dl beberapa 
tempet chtlfrdalam etlka blsnls dlsponsori oleh dunla bfsnls, .epertl 
dllng~s pada sekolah blsnls Leeds, Manchester, dan London. 

Pada tahun 1987 dfdfrlkan Europe11n Business Ethics Network 
(EBEN) yang bertujuan menjadl forum pertemuan antara akademJII 
dart universitas serta sekolah blsnls, para pengusaha dan wakll-waldl 
dari organfsasl naslonal dan lnterneslonal (sepertl mlsalnya serlkat 
buruh). Konferensl EBEN yang pertama berlangsung dl Brussel 
(1987), konferensl kedue dJ Barcelona (1989) dan selanjutnya ada 
konferensl setlap tahun: Milano ( 1990), London ( 1991 ), Parts ( 1992), 
Sandvfka, Norwegla (1993), St. Gallen, Swiss (1994), Breukelen, 
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Belanda (1995), Frankfurt (1996). Sebaglan bahan konferensl­
konferenslltu telah dltelbltkan dalam benb.Jk buku. 

(5) Etlka blsnis dalllm lt!n011HH1ll global: t6hun 1 !J90..1Jn 

Dalam dekade 1990-an sudah menj8dl jelas, etfka blsnls Udak 
telbatas lagl pada dunla Barat Memang benar apa yang dlkatalam 
Richard De Oeorge: etika blsnls bend fat nasional, lntemaslonal, dan 
global seperti blsnls ltu sendlrl. Klnl etlka blsnfs dlpel.ajari, dlajarkan, 
dan dikembangkan dl seluruh dunla. KJUI mendengar tentang 
keh~Sdiran etlka blsnls dJ Amerika Latin, AsiiS, Erop8 Timur, dan dJ 
kawasan dunla lo!llnnya. Sejak dimulalnya llberallsasi ekonoml dl Eropa 
llmur, apalagl sejak runtuhnya komunlsme dl sana sebagal slstem 
polltfk dan ekonoml akhlr tahun 1980-an, dl Rusla dan negara efcs.. 
komunls lalnnya dlrasakan kebutuhan besar alum pegangan eUs, 
kclrena dlsadari perallh~Sn ke ~konoml pasar bebas Udak blsa berhasll 
jlka tldak dlsertai etlka blsnls." lldak mengherankan, blla etlka bisnls 
mendapat perhatJan khusus dl negara yang memlllld ekonomf pal­
Ing kuat dl luar dunla Baret: Jepang. Yang tenJtama aktif di sana 
adalah lnsthvm of MarlJiogyyang bennuldm pada Universitas ReiUiku 
dl Kashlwa..Shl, pfngglran kota metropolitan Tokyo. lnstltut lnl 
sebaglan dlsponsorl oleh pemerlntah Jepang dan berusaha 
mendekatlam etJka dengan praktek blsnls. Pada tahun 1989 dan 
1991 mereka menyelenggarakan konferensl tentang etlka dalam 
ekonoml global, yang dlhadlri oleh akademfsl dari seluruh Asia. Of 
India, etlka blsnls terutama dlpraktekkan oleh M4mrgement CMter 
for Humtm Values yang dldlrikan oleh dewan direkst dari lndiiJn In­
stitute for Mtmllge~nt dl Kalkutta pada tahun 1992. Pusat yang 
dlplmpln oleh Prof. S.K. Chakraborty lnl sejak 1995 mengeluarken 
majalah tentang etJka blsnls yang be~udul Joumllf of HumlJIJ Wrf. 
ua) Juga dl Hongkong selama beberapa tahun terakhlr lnf etfka 
blsnls mendapat perh~Stfan khusus, yang tentu tfdak teriepas dari 
perubahan status ~kuasaan yang berlangsung dl sana tahun 1997. 
Sepertf dl b~Snyak temp~St lain, pengalam~Sn dengan beber8pa kasus 
korupsi memacu dlrasakannya kebutuhan akan refteksl etlka tentang 
praktek blsnls. Dalam hal lnl berper~SniSn besar lndepMdtJnt Com· 
mission AJ;Jalnst Corruption (dldlrfkan tahun 1974), Universitas 
Hongkong memlllkl CenttJr for Business Values (1994). Sedlldt 
sebelumny8 Hongkong &Jptlst College mendlrikan Center for Ap­
pU«< Ethics. 

, c 
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Tenda bull~ terakhir bagl slfat glob8l etlka blsnls adai~Sh 
dldlrfkannya lntiHTllltlo/HJI Society for Business, Economics, IJIJd 
Ethks(ISBEE). ISBEE mengadakan pertemuan perdananya dangan 
The First ~d Con!Jf't!JSS of Business, Economics, IJIJd Ethics dl 
Tokyo padiS 25-28 Julll996. Of situ antar8laln dlbawakan 12laporan 
tentang &ituiSsl etJkzt blsnfs dl berbag81 kawasan dunla. Kongres keduiS 
dlrencanakan dl Sao Paolo, BraslJ, tahun 2000. 

2.2 Prom etfka bllllls dewue tn1 

Klnl etlka blsnfs sudah mempunyaJ status Umlah yang sertus. 
18 sei'Midn dlterimiS dl antara Umu-Umu yang sudah mapan dan 
memillld clrf-clrf yang blasany8 menandal sebuah llmu. Tentu sajiS, 
maslh bany8k harus dlkerjakan. Etfkll blsnls h~Srus bergumul terus 
untuk membuktikan dlrf sebag~Sf dlslplln llmu yang depat dlseganl. 
Dan kareniS corak fllosoflsny8 (pad8 kenyaUiannyiS ntsafat leblh 
banyak dtrongrong perbeda~Sn pend8p8t dlbandlng Dmu-llmu lain), 
pergumulan lni ISkan sangat berat. NISmun demlldan, etfka blsnls 
sudah mencap8l status sebegal suatu bidang lntelektual d~Sn 
ISkademls yang pantas dlperhltungkan. Dl slnl kaml berus8h8 
menggambarkan beberapa pertanda yang menunjukkan status ltu 
deng~Sn cukup meyaldnkan, sekallgus kami mencob8 meluklskan 
profllllmlah diSri edka blsnls sebagairMna tampiSk sekarang. 

• 

• 

Praldis dl seg~Sla kllwasan dunla etlka bfsnJs dlberikan sebagal 
mats kullah di perguruan tfnggl. Menurut dugaan De George, 
p!Kia tahun 1987 di Amerika Serikat saja dlberikan leblh d8ri 
500 kuU8h eUka bfsnls, yang mellbatkan leblh darf 40.000 
mah8slswa yang memperoleh Setuan Kredlt Semester (SKS) 
untuk mata kuUah lnl.l Tentang sltu8si sekarang Ud~Sk tersedla 
angka-angka resml, tetapl dapat dlperkirakan bahwa jumlah 
ltu bertambah sekfan kali Upat, apaiiSgi kalau dfp~Snd8ng pad8 
Ulr~Sf glob8l . .KeduclJkannya yMg begil\1 ku~St sebagm mata 
pengaj~Sran di perguruan tfnggl merup8kan cfri pertama yang 
menunjukkan status flmlahnya. 

&nyak sekali publlkasl dltelbltkan tenUing etlka blsnls. Pada 
Ulhun 1987 pula De George menyebut ad~Snya paling sedlldt 
20 buku peg~Sngan tentang etfka blsnls dan 10 buku kasus dJ 
Amerika Serikat saje. Angka lnl pun sekarang sud8h menjadl 
jauh leblh besar, di Amerika Serikat maupun dl temp~St lain. 
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Yang berusaha menglkuti perkembangan, setlap bulan dapat 
mengumpulkan sebuah daftar dengan judul buku·buku baru 
tentang etb blsnls. 

Sekurang-kuremgn,ya sudah ada tiga serf buku tentan~ etika 
bisnls: 

The Ruffin Stllfes In Business Ethics. New York, Oxford 
University Press, sejak 1989, editor: R. Edward Freeman; 

Issues In Business Eth1C8. Dordrecht (Belanda), Kluwer 
Academic Publishers, sejak 1990, editors: Brian Harvey, 
Manchester Business School, U.K., Patrfda Werhane, 
University of VIrginia, USA; 

&ge Series In Business Ethics, Thousand Oaks, Califor­
nia, Sage PubllcatJons, sejak 1995, editor: Robert A. 
Gfac:alone, University of Richmond. 

Sudah ada cukup banyak jurnal llmlah khusus tentang etlka 
blsnls. M.unculnyajumal berspeslallsasf merupakan suatu gejala 
pentlng yang menunjukkan tercapalnya kematangan llmlah b8gl 
bldang bersangkutan. Dalam bahasa lnggrls saja sekarang 
sudah terdapat paling sedlkft Uma jumal tentang etika blsnls. 
Tentu saja, dl samplng ltu banyak artikel.tentang tema-tema 
etlka blsnls dlterbltkan dalam majalah Dmlah lain, blsa majalah 
ekonoml, manajemen, atau fllsafat Dalam dafter lima majalah 
etika blsnls berbahasa Jnggrfs yang dlsebut dl bawah lnl, 
seprstutnya kfta perhat1kzm tahun terbftannya yang maslh muda. 

Business and Professlomlf Elh!cs (University of Aorfda, 
Gmnesvllle, USA, sejrsk 1981); 

Joumlll of Business Ethl~ (dlterbltkan dl Belanda, tetapl 
dengan redaksl lntemaslonrsl yang dldomlnasl oleh 
Amerfka Utara, sejak 1982); 

•Economics 11nd Philosophy (New York, sejak 1985); 

Bus/neu Ethics QuiJtter/y (majalah resml dar! Society 
for Business Ethics, Amerlka Serfkat, sejak 1991; 

Business Ethks. A Europe~~n Rei-few (Jnggrls, dldlrlkon 
untuk menglmbangl pengaruh etlka blsnfs Amerlka dl 
Eropa, sejak 1992: tetapl lnl tJdak merupakan majalah 
Eropa yang pertama tentang etJkzs bisnis. Dlltalla sudah ... 
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ada EUc11 deglll1ffllrl e delle prolt!sslon~ sejak t 988; dl 
Prands menyusullagl Ethlque des lllflllru, sejak 1995). 

Dalam babasa Jennan audah tersedla sebuah kamus tentang 
etlka bfsnls: Lexlkon dttr Wlrtschllftlttthlk (Kamua etJka 
ekonoml), dlredaksf oleh G. Enderle, K. Homann, M. Honecker, 
W. Kerber, H. Steinmann dan dlterbltkan oleh Herder, F'refburgl 
Basel, 1993. Dalam kfra·kfra 200 artikel dl sfnl dlJoroU aspek­
aspek etJs dar! pelbagal masalah ekonomJ dan blsn.la. Kemudlan 
menyusul lagl kamus etlka blsnis dalam bahasa lnggrls: 
Blllckw~lls Encyclopedic Dlction11ry of Bus/n~ss Ethics, 
disunt1ng oleh Patricia Werhane dan Edward Freeman serta 
dlterbltkan oleh Blackwell Publishing, Oxford (1997) 

Sekarang dap8t dltemukan juga cukup banyak lnstftut peneUtian 
yang secara khusus menda.laml masalah etJka blsnls. Dafter 
berfkut lnl jauh dari lengkap, hanya menyebut beberapa contoh: 

Salah satu lnstitut terkenal dl Am erika Serf kat adalah Cen­
t~r of Business Ethics, Bentley College, Waltham, Mas­
sachusetts, direktur: Michael Hoffman; 

Lembaga'laln yang be~pengaruh besar dl Amerlka Sertkat, 
walaupun secara resml tidak berbentuk lnstftut, adalah 
The MIIJJ'ton Ethics Progr11m, Wharton School, Univer­
sity of Pennsylvania, dengan staf antara lain: Thomas 
Dundee dan Thomas Donaldson; 

Dl Jnggrls: Centre for Business mu/ ProfessloniJl Elh!cs, 
University of Leeds, dlrektur: Jennifer Jackson; 

Dl Belgla: Centtum vooreconomlt! en ~th~k(Pusa.t untuk 
ekonoml dan etlka) Fakultas Ekonoml, Universitas Leuven. 

Dl Swiss: R:Jrschungsstel!e fuer Wlrtschlllt8sthlk (Pusat 
peneJitlan untuk etlka ekonoml), Hochschule Sankt Oal.len, 
SwiS& (berbahasa Jerman). 

Swdah dldlrlkan beberapa asoslasl atau hlmpunan dengan 
tujuan khusus memajukan etJkA bisnla, terutama dengan 
mengumpulkan dosen-dosen etika blsnls dan pemlnat lmn 
dalam pertemuan berkala. Dl Amerlka Serfkat ada tJga 
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hlmpunan serupa J(u: Socl«y lor Bus/n§S Ethics (pad a tahun 
1994 mempunyal 655 anggota), Th~ Society for Proft!SS/onal 
Ethics. d8Jl Socillllssues In Mimii{Jtm'1elt &ctlon dart Aclfd­
emy of Mlmlf{Jement Dl Eropa terdapat organlsasl pemlnat 
etikD blsnls dJ Belanda, Swiss, Jerman, Spanyol, ltalla, dan 
lnggrls yang menerbltkan sebuah n~wslt~tter dan 
menyelenggarekan konferensl tahunan. Sejek 1987 organl~sl­
organlsasl naslonallnl dlpersatukan dalam EuroptNUJ Business 
Elhlcs Nt!!twork (EBEN), yang sudah dlsebut sebelumnya. 

• Dl Amertka Sertkat dan Etopa &rat dlsedlakan beberapa pro­
gram stud! tlngkztt S-2 dan 5-3, khusus dl bldang etlka blsnls. 
Salah satu contoh adalah program the MIJster of Arts In Bus/· 
ness ftV/cy ll!1d Ethics, pada Universitas Leeds, lnggrls. 

2.3 Filktor Hjarah dan budaya dalam etJka blanls 

Orang yang teljun dalam keglatan bJsnls, menurut penllalan 
sekarang menyibukkan dirt dengan suatu pekerjaan terhormat, 
apelagl jlka Is berhasll menjadJ peblsnls yang sukses. Dewase lnl 
orang akan merasa bangge, bile dapat menunjukkan kartu nama 
yang menyfngkapkan ldentltasnya aebagal dlrektur mau manejer 
sebuah perusahaan temama. Oalam keluarga-keJuarga terkemuka 
pun ldnl tfdak dlrasakan keberatan, pka anek-anak memlllh keglatan 
blsnls sebagaf profesl tetap. Blsnls sebagal pekeJjaan tldak dJnllaf 
kurang dart profesllafn, terutama kalau menghasilkan pendapatan 
tJnggl. 

Jlka kita rnempetajart sejarah, dan khususnya sejerah dunla 
Baret, slkap posltlf lnl tldak selamanya menandal pandangan 
terhadap blsnls. Sebahknya, berabad-abad lamanya terdapat 
tendensi cukup kuat yang memandang blsnls atau perdagangan 
aebegai keglatan yang tldak pantas bag! man usia beradab. Pedagang 
tldak mempunyal nama balk dalam masyarakat &rat dl masa 
lampau. Orang sepertl pedagang jelas-jelu dlcurtgakan kualltas 
etlsnya. Slkap negatJf terhadap blsnfs lnl berlangsung terus sampal 
z1.1man modern dan baru menghllang seluruhnya sekttar waktu 
lndustrtallsasl. 

Dlalnl tentu tJdak mungkln mempel~ aeluruh perl<embmlgan 
hlstorts dati slkap terhadap blsnls lnl. Hanya beberapa unsur saja 
1.1kan dlslnggung. Tetapl klrany1.1 hal ltu sudah cukup untuk 

~· 
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mempertlhatkan bahwa pandangan etta tentang perdagangan dan 
blsnls berkaftan erat dengan faktor sejarah dan budaya. 

{1) KBJudlfYl!lll/1 'tfJMnl kuno 

M1.1sy1.1rak1.1t Yumml kuno pada umumnya berprasangk1.1 
terhadap keglatan dagang dan kekayaan. Warga negara yang bebas 
sehi.INsnya mencurahkan perhatlan dan waktunya untuk kesenlan 
d1.1n llmu penget1.1huan (fl1saf1.1t), dl s1.1mplng tentu member! 
sumbangslh kepada pengurusan neg1.1r1.1 dan - kalau ke1.1daan 
mendesak - turut membela negara. Perdagangan sebalknya 
dJserahkan kepl.lda orang ulng dan pendatang. Pand1.1ngan negl.ltlf 
lnl dltemukan jugl.l dalam fllsafat Yunanl kuno. Pada msuf Pll.ltc> (427-
347 SM) helltu tampak de-ngan jelas dalam kary1.1 ter1.1khlmya yang 
berjuduJ and1U1[1-Undll/1g. Of sfnl dlg1.1mbarkan bagalmana sebl.llknya 
perund1.1ng-undangan dall.llll negara y~.~ng dlanggap Ideal. Letaknya 
negara ldeelltu seharusnya cula.Jp jauh dar1 p~.~ntallaut, paling sedlldt 
80 stadia {klr1.1-ktra 14,5 kilometer). Maksudny1.1 tentu supay1.1 tldak 
menjadJ pu11.1t perdagqan dan kekuatan marftlm. •t.aut adal1.1h 
seorang kaw1.1n kesehartan yang cukup menyenangkan, namun 
memlllkl juga cfrt yang payau dan pahlt. Deklrtny1.1 I aut mengakibatlaln 
jal~.~n-jalan dlb~.~njlrl dengan pedagang sert1.1 pemiiJk toko dan 
menanamkan dalam jlwa orang keblasaan sepertf ketldaksetJ~.~an dan 
penlpuan, sehlngga negara menjadl tldak setla dan kurang mmah 
balk terhad1.1p par1.1 warganya sendirf maupun terhadap dunla luar. 
Menu rut Plato, negara yang Ideal adlllah negara 1.1gr1.1rfs yang sedapat 
mungkln berdlkarl, sehlngga perdag1.1ngan hamplr tldak perlu. 
Perdagangan mempertebal keserakahan manusta. Yang pallng 
berharga bagl manusla 1.1dalah keutamaan dan bukan kekay1.11.1n 
dunl1.1wi. "Or~.~ng yang dlhantul naf$u untuk memperoleh uang 
dengam c1.1r1.1 tldak benar dan tldak merasa jijlk karena perolehl.ln ltu, 
akan mend1.1patken bahWI.I jlw~.~nya tldak dpertnd1.1h dengan harta 
ltu .... Semu1.1 emas dl atas bum! dan semua emu dl bawehnya tldak 
dapat menglmbangi kekurangan keutamaan". 

Penolakan terhadap perdag1.1ngan dan kelus:yaan dlberi dasar 
lebih teoretls oleh Aristoteles (384-322 SM). Del1.1m kluyanya fblltlc11 
Ia meniJal sebagaJ tldak etls setlap kegl1.1tan menambah kelus:yaan. 
Kalau tita sepakat bahwa blsnls selalu mengMdung unsur mencart 
keuntungan, Arlstotetes menolak bisnls dalam art! modem 1tu sebegal 
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tldak etls. Ia membedakan antara olkonomlke tekhnt! dan 
khrtJ17111dstlke lt!khnt!: keglatan ekonoml dan keglatan krernatJstlk. 
Orang. modem okan mengalaml kesulltan untuk menerlma 
pembedaan lnl. Dan Arl•toteles sendirl mengakul bahwa banyak 
orang pada waktu ltu pun tJdak akan membedakzm dua hal ltu, tetepl 
bag! dJrtnya sendirl pembedaan lnJ sangat haklki. Yang satu 1tu dlnBal 
etis, sedangkan yang lain dJtolak karena menyalahl bates etika. 

Ekonoml (akonoml.!berartf: pengaturan rumah tangga; o1K.os 
= rumah, rumah tangga; nomos= pengaturan, aturan, hukum) 
adalah tukar-menukar untuk memenuhl kebutuhan rumah tangga. 
Mlsalnyo, satu rumah tangga mem!Ukl sepasang sepatu yang tfdak 
dlbutuhkan dan dltukar dengan barang lain. Pertukaran lnl blsa 
berupa barang dengan barang (barter) atau blsa dengan memakal 
uang . .Misalnya, satu keluarga menjual kelebthan anggumya kepeda 
keluarga kedua dan dengan uang y1tng dJperoleh keluarga lnl 
membell gandum dart keluarga lain lag!, karena kebetulan mereka 
membutuhkan gandum. Kalau begltu, uang dlpakal menurut 
kodratnya (nllturtJ), yaltu sebagal alat tukar. Karena ltu, pertukaran 
dalam artJ lnl oleh Arfstoeeles dlaebut "'wajar " atau "kodratJ" (nlltu­
rlll). Ia mengatakan juga bahwa ekonomlltu "dalam bates". 

Krematlstlk (khremlltll = harta benda, kekayaan) adalah 
menukar barang dengan uang hanya untuk rnenambah kekayaan. 
Mlsalnya, suatu keluarga membell gandum dan jlka sesudah 
beberapa waktu te~Ddl kekurangan gandum, mereka menjualnya 
lag! dengan harga tfga kallllpal Cara pertukaran terakhlr lnl dlnllal 
"tfdak wajar" oleh Arlstote4es atau "bertentangan dengan kodrat" 
(unn11tutal). Uang dJ slnt dlpakal bertentangan dengan kodratnye 
sebagal alat tukar. Dengan demlklan uang menjadl suatu tujuan 
sendlrl. "Kekayaa.n serfng dJpandang sebagal terdlrf etas setumpuk 
uang, karena tuju~m krematlstlk atau perdagangan adalah 
membentuk tumpuk mac am ltu". Arlstoteles rnengatakan juga bahwa 
krematfstlk ltu "tak terbatas", karen a selala terarah kepada uang 
leblh banyak lttgl. 

lldak mengherankan, blla rlba atau bunga uang oleh Arlstoteles 
dlmasUkkan juga dalam krematfstJk. Bahlum Is menOal bunga uang 
sebrsgal bentuk krematJstlk yang paling jelek, karena dl slnl uang 
dlpakal paling bertentangan dengan kodratnya. Uang adalah alat 
tukar beleka. Klra-klra sepertl nomor yang kita - orang modem -
depat, blla menltJp tas atau barang lain dl toko swalayan etau 
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perpustakaan. Sedangkan orang yang memfnta bunga dart plnjaman 
uang, memperlakukzm uang ltu same seperti sap! yang memperoleh 
anak sapl atau pohon apel yang menghasllluln buah apel. "Uang 
dlmaksudkan semata-mata sebttgal alat tukar, sedangkan bunga 
berusaha untuk memperbanyak uang ... Karena ltu, dart segala cora 
untuk memperoleh kekayaan lnllah cera yang paling bertentangan 
dengan kodrat". Pandangan negatif Arfstoteles terhadap bunga lnl 
berpengaruh besar dl kemudJan hart. 

Buktf lain yang kerap lulU dlkemukakan untuk nama buruk dart 
perdagangan dalam masyarakat Yunanl kuno adalah kenyataan 
bahwa dewa Yunanl Hermes dlhormatl sebagal dewa pellndung balk 
bagl pedagang maupun bagl pencurt. Memang benar, Hermes 
menjadl dewa pellndung untuk dua golongan orang ltu. Tetapl 
rupanya dengan ltu tJdak dJmaksudluln suatu kuallfllwl etls, yaltu 
bahwa pedagang dapat dJsetarafkan dengan pencurf. Menurut para 
pakar kebudayaan Yunanl kuno, Hennes adalah dewa pellndung 
semua orang yeng mempergunakan jalan. Pedrsgang dan pen<::urf 
terutama termasuk orang yang banyak beperglan dart tempet satu 
ke tempat lain dan karena itu mempergunakan jalan. Namun 
demlklan, bagl orang modem tetap blsa timbul keher~tnan, lmrena 
pedagang dan penc:urf tanpa merasa keberatan dapat dlsebut dalam 
satu tarikzm napas. 

(2) AgllfT1/l Krfstm1 

Dalam Kltab Sucl Kristen terdapat cukup banyak teks yang 
bemada krttJs terhadap kekayaan dan uang, dalam Perjanpan Lama 
maupun Petjanjian Baru. Dalam seluruh Alkltab, orang ~ dlmlnta 
membuka hatlnya untuk !alum mlskfn, untukjanda dan yatfm platu, 
untuk mereka yang sial dalam perjuangan hldup dl dunfa lnl. Dibert 
pertngatan bahwa hartawan tfdak blsa membawa kekayaannya ke 
dalam kubur (Mazmur 49:17-18). Orang mlskln dJnyatakan 
berbehagla dan orang kaye dlnyetakan terkutuk (Luk. 6:20.24). 
"Leblh mudah seekor unta masuk melalul lubang jarum darfpada 
seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Surga" (Mat 19:24). Harte 
benda dan kekayaan disebut "Mamon" yang dlanggap personlflkasl 
dari yang jahat (Mat. 6:24; Luk. 16:9). "Akar seg~a kejahatan adalah 
clnta uang (phlllll'flYIIIl}" (111m. 6: 1 0). K.arena ftu umat dlanjurkan: 
':Jenganlah kamu menjadl hamba uang dan cukupkanlah dJrJmu 
dengan apayMgada padamu" (lbr. 13:15). 
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Dalain Alkftab ltu sendlrt perdegangan tidak dltolak sebagat 
kurang etls. Alam tetapl, kerena perdegangan meru~ salah S8tu 
~lan blasa menuju kekayaan, dapat dlmengerti juga kalau pada 
permulaan sejarah Oereja Kristen perdagangan dlpandang dengan 
syak wasangka. Delam kalangan Kristianl pada zaJMn kuno dan 
Abad Pertengahan, profesl pedagang sering d.lniJal kurang pantas. 
Dan karena ltu urusan nlaga banyak dlserahkan kepada orang Yahudl, 
satu·satunya golongan bukan Kristen dalam masyarakat Barat Abad 
Pertengahan. Augustlnus (354-430) sudah rnenegaskan: "seorang 
pedagang barangkall blsa berkelakuan tanpa dosa, tapl tldak 
mungkln Is berkenan dl hat1 Thhan". Dengan kate lDin, pekerjaan 
seorang pedagang paling-paling netral saja dari ·sudut pandang 
moral, tapl tJdak pernah blsa menjadJ sesuatu yang sungguh· 
sungguh balk. Seorang teolog dart abad 5 atau 6, yang t1dak klta 
kenai namanya, memperluas perkataan Augustlnus lru menjadl 
penolakan paling tajam dan ekstrem terhadap perdagangan dalam 
Uteratur Kristen zaman kuno. Ia mulal dengan menunjuk kepada 
adegan terkenal dart Jnjll dJ mana Yesus mengustr para pedagang 
dan penukar uang dart bait Allah dl Yerusalem. Blasanya adegan ltu 
dlpahaml aeb8gal prates Yesus terhadap protimasl ternpat sucl. Tetapl 
teolog tersebut mempunyal penafsiran lain dengan mellhat adegan 
ltu sebagat penolakan Yesus terhadap perdagangan pada umumnya. 
Teksnya berbunyl sebagal berlkut. "Bahwa Tuhan Yesus mengusir 
para penjual dan pembell dart bait Allah, berartJ bahwa seorang 
pedagang hamplr Udak atau malah Udak pemah berkenan dl hat1 
Thhan. Dan karena ttu• tak seorang Kristen pun boleh menjadl 
pedagang, atau, seandalnya nekad, Ia harus dlkeluarkan dart Oereja 
Allah". Jadl, dl slnl dlnyatakan dengan tegas bahwa profesi sebogal 
pedagang tJdak pantas bag! orang Kristen. Seorang Kristen harus 
memlllh: atau menjadl pedagang atau tetap hid up sebagal Kristen. 
Kedua statusltu tJdak biN dlkomblnaslkan dalam orang yang sama. 
Teks dart abad 5 ateu 6 lnl kemudlan dfmuat dalam Decretum 
Omt/.w/ (akhlr abad 12), sebuah dokumen sangat pent1ng dl bldang 
hukum Oereja dalam Abed Pertengahan. Darf riwayat lnl dapat 
dlslmpulkan bahwa suara Y-'ngbegltu negat1f terhadap perdagangan 
lnl mendapat kedudukan terpandang selama berabad-abad. 

Dolam tahun pertema dart majalah Business Ethics Qu.,rterly 
berlangsung polemlk antara David Vogel dan Thomas McMahon 
tentang pandangan Kristen zaman kuno dan Abed Pertengahan 
mengenal perdagangan. Vogel berpendapat bahwa dalam pertode 

" 
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Krfstlanl sebelum Reformasl blsnls dlanggap Udak etls ateu sekureng­
kurangtya sangat dlcurlgakan. Pada waktu ltu peblsnls yang bermoral 
sebetUinya sama dengan kontradlksi dalam sebutan. MengambU 
profit darl keglatan dagang dlnUal same dengan profiteering 
(pencatutan atau pengambllan keuntungan berteblh-leblhan). Kite 
harus menunggu sampal zaman Protestantisme, hlngga muncul 
pandangan leblh posltif tenteng blsnls. Dan etlka blsnls baru mulal 
dl situ. Sebab, selama blsnls dlpandang negatif belaka tfdak mungkln 
juga menyusun kerangka normatJf yang menghalalkan keglaten 
blsnls. McMahon menganggap pendapat lnl terlalu berat sebelah 
dan mengemukakan banyak teks darl periode pra-ReformDSI dl mana 
tampak slkap leblh konstrukt1f terhadap keglaten blsnls. 

Mendal hasll dfslwsl lnl, rupanya harus klta slmpulkan bahwa 
masalah pandangan Kristen pra-Reformasl tenteng perdagangen 
perlu dldekatJ dengan nuansa yang seperlunya. Pada waktu ltu 
memang ada teks·teks yang sangat negatJf terhadap moraUtes 
perdagangan, sepert1 teks yang dlkutfp tadl. Namun demlkfan, tldak 
blsa dlkatolam juga bahwa teks sepert1 ltu mencermlnkan seluruh 
pandangan Kristen pada waktu ltu. Ada juga cukup banyak 
pengarang Kristen yang memandang perdagangan dengan cara 
leblh positlf. Mereka mellhat blsnls sebagal suatu usaha yang secara 
morDI sekurang.kunmgnya netral. Kualftas moralnya tergantung peda 
apa yang dllakukan manusla dalam usaha ltu. Blsnls ltu sendlrl Udak 
dlanggap sebagal secara lntrinslk lrnoral. Sebegal contoh dapat 
dlsebut Thomas Aquinas, fflsuf dan teolog besar dart abed 13. Tentu 
sa~, Is menolak penlpuan dan praktek curang lalnnya dalam blsnls 
dan secara lmpllsit ls mengakul bahwa blsnls cukup rawan terbadap 
praktek semacarn ltu. Tetepl kesadaran ltu t1dak menjadl al8san untuk 
menolak blsnls ltu sendlrt }'Z!ng memang dlpahamlnya aebagal usaha 
mencart untung. Ol satu tempat Is menulls: "Namun demlklan, 
keuntungan ltu sendlrt yang merupakan tujuan perdagangan ... tldak 
mengandung sesuatu yang berdosa atau bertentangan dengan 
keut.am.lsan, sehJngga Udak ada keberatan untuk mencart Muntungan 
deml suatu tujuan yang perlu atau malah deml suatu tujuan yang 
berkeutamaan, dan dengan demlldan perdagangan menjadl sesuatu 
yang sah". 

Pertu dlakul kepada Vogel, dengan adanya Refonnasf t1mbul 
juga suatu slkap leblh posltlf terhadap perdagangan. Dalam 
pandangan Protestan, mem-peroleh untung dengan berdagang 
dlnllal sebagal pertanda berkat Tuhan atas ke~a keras orang bertman. 
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Dalam perspektlf serupa ltu kecurfgaan terhadap blsnls (yang 
memaJlg menandal pandan~n KatoUk sebelum Reformesl) mudah 
menghllang. lldak eda halangan lag! pedagang blsa menjadl orang 
yang berkeutamaan. Perubahan pandangan itu tentu berkaltan 
dengan apa yang dlkenal sebagal .. tesls Weber". Delam sebuah studl 
yang termasyhur, soalolog Jerman, Max Weber (1864-1920), 
menjelukzm bahwa tlmbulnya kapltaiJ.sme dipenga-ruhJ dan dldorong 
oleh etos kerja Protestantlame, khususnya Calvinlame. Etlka 
CaMnlsme dltandal oleh llfet-alfat yang kondusif untuk keglatan 
blsnls, mtsalnya sangat dlutamaklln nllal-nllal sepertl bekerja keras 
dan hldup asketls. Modal yt1ng dlhemat dengan demlklan blsa 
dllnvestasllagl dalam usaha yang produktlf. Dan sukses dalam usaha 
dlllhat tebaga~ pahala dart Tuhan. Salah satu lmpJikasl darf tests Weber 
lnl adalah 'slkap yang sangat posltlf terhedap kegfatan blsnls. 

Dalam kesusasteraan &rat dart masa lampau - tertepas dart 
konteks a~ma • kadang-kadang dapat dltunjuldam juga auatu slkap 
negatlf terhadap blsnls. Contoh terkenal adalah drama 77111 Mf/1-
c/umt cl Wmice, karya William Shakespeare (1564-1616) dl mana 
dltampllkan flgur Shylock yang mewaklll tlpe saudagar yang tldak 
segan-segan memeras orang lain. Shylock fnl ~mbarkan sebagal 
orang Yehudi. 

(:J) Ag11m11 IskJm 

Jlka klta memandang sejarah, dalam agama Islam tampak 
pandangan leblh posltlf terhadap perdagangan dan keglatan 
ekonomfs. Dalam pertode pra-modem pun tidak dltemukan slkap 
krltls dan curi~ terhadap blsnls. Nabl Muhammad sendlri edalah 
seorang pedagang dan ajaran agama Islam mula-mula 
dlsebarluaskan terutama meJalul para pedagang MusU.m. Dalam AI 
Qur'an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, 
tetapl tldak dllarang mencari kekayaan dengan cera halal. Seandalnya 
begltu, akan timbul pertentangan juga dengan ajaran zakat yang 
mewajlbkan orang membagl dart kekayaan dan pendapatannya yang 
berleblh. Yang dllarang adalah keserakahan dan pamer kekayaan 
(rly11?.(31) Mungkln ayat Al-Qur'an paling pentlng tentang 
perdagangan adalah ayat 275 surat aJ-Baqarah yang menyataken: 
"Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang rlba". 
Walaupun dl sinl riba dllarang, kegkltan dagang (yang tentu mellputi .. 
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perolehan kl'!unwngan) secare ekspllsltdibJnkan. Slkep posltifterhadap 
perdagangan yang menandal agama Islam membuat Dawam 
Rls}tardjo malah bertanya ap8kah "teaas Weber" tfdak dlpengaruhl oleh 
kebudayaan Islam: "Berbagal slkep keagamaan yang dlsebut oleh 
Weber sebagai etlka Protestantlsme, sepertl tanggung jawab 
manusla langsung kepada Thhan tanpa perantara pendeta atau 
Jembaga keagamaan atau otonoml manusla, doktrln 
penyelamatan melalul kerja (dalam Islam dlsebut amal aaleh atau 
111-blrr), slkap yang raslonaJ terhadap alam (doktrln. tentang q11ckJr 
dan m/zlln dan penolakan superstisl), pengertlan dan penghargaan 
pada otorftas dan dlslpUn (perlntah Al-Qur'an: 'TaatJah kepada 
Allah dan Resui-Nya dan plmplmm dJ antara kamu '), doktrln 
pelayanon kepada masyarakat (ajaran AJ..M1111'uun yang dlpakal 
oleh K.H. Ahmad Dahlen sebagal daser pembaharuan masyarakat 
melalul organises! modem Muhammadlyah) dan berbagal nllal 
yang dlsebut sebagal 'daaar-dasar budaya sekular' oleh Weber 
Jtu, sama aekall tldak asing dalam Islam. Penelltlan hlstorfs perlu 
dllakukan apakah etlka Reformasl ltu sebenamya mendapat 
pengaruh darl ajaran Islam". 

Sepatah kate perlu dltambah tentang masalah r1ba dalam 
pandangan Islam, sebuah persoalan yang jelas berkaltan dengan 
etlka ekonoml. Dart ayat sur at AI-Baqarah y1117g dlkutip tadl, sudah 
jelas bahwa riba (dalam bahasa Arab berartJ "tambahan") dllarang 
dalam agama Islam!"> Tetapl pertanyaannya latah epa yang harus 
dlmengertJ dengan "riba". Pertama·tama perlu dltekankan bahwa 
masalah lnl tidak terbatas pada agama Islam saja. Boleh dlkatakan, 
pengambllan riba dilarang dalam seluruh dunla Barat yang pra· 
modem. Arlstoteles menolak riba, sepertJ sudah klta Uhat, demlldan 
pula Hukum Roma (Ius Rormm um) dalam kekelaaran Rome. ~rf 
plhak agama, riba sudah dllarang dalam Kltab Sucl Yahudl, yang 
kemudlan oleh agama Kristen dlterima sebagal Perjanjfan Lama. Dl 
~mtara para teolog Kristen maupun Islam dalam zanum pre-modem 
barangkaJJ tldak ada banyak persoalan moral yang dlperdebatkan 
dengam begltu ramal sepertl justru masalah r1ba Jnl. JJka klta meUhat 
dalam perspektif sejarah, masalah rlba sangat menarfk sebagal 
contoh tentang dl-mungklnl«<nnya perubahan radlkal dalam 
pemlldran moral dan khususnya perubahan y11ng dldorong oleh 
realltas ekonomls. Mula-mula uang berperanan (atau mestlnya 
berperenan) sebagai al12t tukar saja. Dalam sltuaslltu larangan r1ba 
tentu masuk akal dan bfsa dlterima tanpa kesulltan. Tetapl dalam 
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ekoncml modem, UMg menjadl bl.nng}Jalan Jwena dltulgg8p barang 
langka dan mulal berkembang yang dlsebut "pasar modal". 

Karena Jtu suatu percobaan untuk keluar darl masalah moral 
lnl adatah membedakan antara riba dan bunga uang (bahasa lnggrfs 
uswydan /nteM.St;behasa Belande ..oek~rdan JYJnte). Kalau begltu, 
dengan riba (usuty) dlmaksud-kan bunga uang berteblhan yang 
dituntut dari orang yang kepep~t karena sltuasl ekonomi yang 
khusus, mlsalnye butuh uang untuk memperoleh perawatan medls 
yang sangat mendesak. Menuntut rtbe dalam artlltu sema dengan 
memeras sesama dan kanma ltu jelas tldak etls. Orang yang terllbat 
dalam keglatan tldak terpuji ltu pentas dlsebut "llntah darat". Tetapl 
bunga uang edalah bales jesa yang dlberfkan kepade oreng yeng 
memlnjemkan uang untuk usaha produktif. Mlsalnya, oreng A lngln 
berdegeng tapl modalnya tldak mencukupl begl usahe yeng 
dlrencanakan, sedangkan orang B mempunyal uang cukup tap! Udek 
bennlnat untuk berdageng. Darlpada menylmpan uangnya dl'bawah 
banta! saja, B memlnjamkannye kepada A dan sesudah beberape 
waktu mem-peroleh bunga uang ytmg telah dlsepakatl. Cera yeng 
kedua lnl bukan rfba dan secara moral dapat dlterima. Oreng yeng 
menyetujul pembedean lnl edalah pakar ekonoml Indonesia yang 
besar, Mohammad Hetta, dalam tuUsan yang beljudul "Islam dan 
rente". Ia membedakan an tara rlba dan rente. RJba dl-larang, karen a 
menyengsarakan orang yang dalam keadaan susah. Rlba adalah 
tambahan Udak wajar atas uteng yang dlpakal untuk konsumsL Rente 
adalah lmbalan untuk plnjaman yang dlgunakan untuk usaha 
produktlf. RJba sarna dengan pemeresan, rente bersifat bus/ntJSS-
1/k~. 

Dalam kal8ngan Islam dewase lnl tidek serooe orang blsa 
menerfma pem-bedaan entere rfba dan bunga uang lnl, sehlngga 
pandangan tentang masalah moral lnl menjadl berbeda. Ontuk 
mengakomodesfken mereka yang menganggep bunga benk dalam 
artJ blesa sebagal haram, sekarang dl banyak negara tersedia 
altematif dalam bentuk Bank Syari'at Islam. Peda tahun 1991 dl 
Indonesia dldlrlkan P.T. Bank Muamalat Indonesia yang muh'JI 
beroperasl pada 1 Mell992. Banklnl menerapkan slstem bagf hMII 
{proRt ahming}11tas uang yang dltltipklln padanya, sekllder besamya 
leba yang dlperolehnya, tapl tldak rnemberf bunga menurut r11te 
yang tetep. Bagl bank sepertl lnl tentu menjadl tantengan khusus 
pada taraf ekonomls bersalng dengan bank-bank konvenslonal. 

-· 
30 1 ~k Hukum DiiJiun Persllll1fllll1 a!J4ha 

Oalam dlskusl-dlskusl etls Ylf/19 modem masalah riba muncul 
kemball dalmn konteks utang negara-negaromlskfn terhadap negara­
negara kaya. Salah satu argumen untuk membela negara-negara 
mtskln yang tldak senggup membayar kemball utengnya adalah 
bahwa merekzs terpaksa memlnjam uang derf negara-negara kllya, 
supaye dapat bertllhan hldup. 01 slnl tldak blsa ditateklln bahwa 
mereka dengan bebas memlnta plnjaman tersebuL Merekll tJdak 
ada pillhan lain, kelau tldak l1li1U tenggelarn dalam tublr kehancuran. 
Mereka tfdak rnernlnjam uang menurut "nllal pasar". Merekll teliUit 
utang yMgdldasarkan ataa riba (dalam art! Udak etls). 

(4) K~budll.YfHln J11wtt 

Dfpandang menurut spektrum budaya, tldak semua suku 
bangsa dl Indonesia memperllhatkan mlnatdan baklltyang sema dl 
bldang perdagangan. Orang Mfnang, umpamanya, terkenal karena 
tekun dalam usaha dagang dan sanggup mencatat sukaes. 081am 
kebudayaan Jawa terlihat perbedaan yang menarlk. Jlka Qlft'ord 
Qeertz pada tahun 1950-an menyelldlkl struktur soslal dari kota Jaw a 
Timur yang dlsebutnya Modjokuto (nama semaran untuk Pare), Is 
menemukan dl situ empllt golongan: p~ para pedagang prtburnl 
(wong d6{1Mg), orang kedl yang bekelja sebagal buruh tent ateu 
tukang (wong cU/k), orang Tionghoa (wong Clntt) yang hamplr 
semua bekelja dl bldang perdagangan. Yang pentfng untuk terna 
kite adalah pelbedaen antara golongan pertama dan kedua. Para 
p~bekerja sebagal pegawal dl bldeng pemerlntahan dan sedlkft 
juga rnemegang fungsl "kerah putlh" dalam pebrlk.-pabrik kedl dl 
Modjokuto. Mereka bennlnat untuk kesenian, khususnya wayang, 
dan bldang lntelektual. Oolongan priylJyi membentuk elite polltlk 
dan kultural, yang mel1}auhklln dlri dari perdagangan. Membaca 
deskzllsl Qeertz lnl, mau tfdak mau kfta dllngatken aklln warga negara 
merdeka dalam rnasyarakat Yunanl kuno. Oolongan kedua 11dalah 
pen'! pedagang prlbuml (oleh Koenijaranlngrat dlsebut juga sodltgar 
atau kllum11n), yang menjamln perputaran roda ekonoml dl 
Modjokuto, bersama dengan orang Tionghoa. Mereka adalah Mus­
lim y11ng saleh dan kadang-kadang masfh punya pertallan darah 
dengam bangsa Arab. Menurut persepsl Geertz, merekll merupakan 
golongan paling dinamJs. dalam kota ltu. Slkap posltff agama Islam 
terhadap perdagangan, dengen jelas tampak pada golongan lnl. 
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Perbedaan yang diluklskan tadi kadang.kadang bergema dalam 
pengaleman h!dup orang Jawa modem. Seorang pengu&Ma terkenal, 
asal Jawa, umpamanya, meilgaku kepl!ldaJ wart:awan aslng: ·~ah 
selalu menegasken kepadaku bahwa blsnls adaJah keglatan untuk 
kelas bawah. la lngtn aku akan bekerja dl pemerlntahan" 

Dalam katyanya temama, Religion of JtJVll, Clifford Qeertz 
menjelaskan bagalmana memllild kekayaan~ dan terutama menjadJ 
.kaya dengan mend adak •. dalam masyara.katJawa dikaitkan dengan 
bantuan tuyul. 1iJyuJ adalah roh halus yang blsa dimanfaatkan untuk 
mencuri (dl kota, blasanya mencuri uang) dan dengan demlldan 
memperoleh kelalyaan. llga orang dl Modjokuto yeng dlpercayal 
memellhara tuyul adalah orang kaya. Begjtu orang memlllld tuyul, 
uang akan masuk banyak karenajasa mereb. Jadl, orang-orang lnJ 
tfdak memperoleh kekayaen dengan berusaha sendlri, melalnkan 
karena beruntung blsa menjalin hubungan balk dengan makhluk­
makhluk halus ini. Tetapl orang-orang ltu mempunyal kedudukan 
rendah dalam sttaUfikesi so$al dl masyarakat Jawa. "Mereka yang 
dltuduh mempunyal tu)'Ultermasuk ke dalam setu tipe soslal. Mereka 
selalu kaya, serirag kali secara mendadak, dan blasanya (tetapl Udak 
selalu) ldldr; be.pakalan buruk. mandi dJ kall bersama-sama kuU yang 
mlskin, tkiak makan nasi, tetapl jagung dan ubi • yang merupakan 
menu orang mlsldn - sementara rumah mereka (konon) selalu penuh 
dengan emas. Mereka pun ser1ng kaU agak menyimpang sec~sra 
soslal. Mereka berblcara keras-keras, agreslf, kurang beradat, 
berpakzlian kedodoran, dan mempunyai ke-biasaan yang kurang 
berslfat Jawa, sepertl secara spontan mengat.aMn epa saja yang 
ada dalam benak tanpa dlplldrkan lebth dahulu ·. Jadl, mereka tldak 
termasuk golongan pr/ytJyl atau sekurang-kurangnya tldak 
mewujudkan c:lta~"clta pt/ytJYI, karena golongan lnl justru 
mementingkan sua sana haJus dan menolak dengan tegas cara-cara 
kasar. Dalam tradlsl kebudayaan Jawa keka-yaan ternyata 
dlcurlgakan. Pandangan lni tentu tidak kondusif untuk memaju-kan 
semangat kewiraswastaan. Secara1 spontan kekayaan tidak dihargai 
sebagal has11 jerih payah seseorang at.au sebagal prestasl dalam 
beruS8ha. 

(5) ErtJ Kemsju1m Z11m1Jn 

Hanya sepintas menfnjau data sejarah dan budaya sudah cukup 
untuk menyadarkan...Jdta tentang perbedaan sikap terhadap blsnls, 
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dulu dan sekarang. Kalau sekarang kegiatan bisnis dinilai sebagai 
pekerjaan te1·hormat dan semakin dibanggakan sejauh membawa 
sukses, di masa sUam tldak selalu begitu. MaJah - seperti telah Jdta 
Jihat- kadang-kadang tampak sikap sangat negatif. Klta blsa bertanya, 
mengapa dulu bisnis culrup lama mendapat nama begitu jelek? 
Sebabnya pastl berkaltan dengan pem-:arlan untunn sebagal tujuan 
blsnis. Pencarian untungsebagai motifutama bagi bisnis merupalmn 
suatu fenornena modern. Sebagalmana ditegaskan oleh ekonom 
Amerlka, Robert Heilbroner: l'ts a ubiquitous characteristic of socl­
el_H the pro/Jt motive is as modern 811 invention as printing". Kalau 
pencarian untung rnenjadi motif utama bagi blsnls, dengan sendirinya 
dlaklbatkan juga bahwa bisnis mengejar kepentlngan diri. Siapa almn 
menyangkal kenyataan ltu? Dan mencarl kepentlngan diri lebih lanjut 
disarnakan dengan egolsme, yang tentu dinilai sebagal sikap yang 
tldak bagus dari sudut moral. Seorang egols terarah pe~da 
kepentlngannya sendlrl, sambll menutup mata untuk kepentingan or­
ang lain. Kalau perlu, is malah tldak segan-segan mengorbanlmn 
kepentingan sesama kepada kepentingannya sendlri. SUmp inl dengan 
jelas tidak sesuai dengan moralitas yang benar. Tldak mengherankan, 
kalau di masa silam terut.ctma pihak agama menolak slkap egoisme 
sebagai tldak etis dan menunjuk kepada perlunya altruisrne. Sebagai 
lawan egolsme, altrulsme adalah sifatwatak yang mernperhatikan dan 
mengutamaJ.:an kepentlngan orang lain. Kaiau perlu, malah dengan 
menganggap lebih rendah kepentin~rannya sendirl. Sudah jel.as, 
altrulsme adctlah sikap yang sangat balk dan terpuji dari sudut moral. 

Namun dernlkian, masih ada jalan tengah ant.ara egoJsme dan 
altruism e. lidak benar bahwa mengejar kepentingan dirl selalu sama 
dengan egoiHme. Bisa juga orang mengejar kepentingan diri, sambll 
tetap rnernf'(~rhatikan ke-pentlngan orang lain. Dalam periode mod­
ern, terutama Adam Smith (1723··1790) telah rnenekankan 
perbedaan antara kepentingan diri dan E!goisme, justru dalam konteks 
perdagangan (lihat Bab 4, § 1, nr. 2). Orang yang terllbat dalam 
kegiatan bisnis, memang mencari kepentlngan diri (ia tidak 
bermaksud melakukan karya amal), tap! tldak sampai merugilam 
kepentlngan orang lain. Seballknya, relasl ekonomis justru 
menguntungkan untuk kedua belah pihak sekaUgus. Di antara semua 
relasi antar-manusia, barangkali inilah ciri khas yang paling mencolok 
pada relasl elconomls. Tetapi serentakjuga di sin! tampak kebutuhan 
akan etlka, dalam anti nilai-nilai dan norma-norma moral yang harus 
dipegang dalam kegiatan berblsnls. Molihat hakikat bisnis, dl antara 
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nilai dan norma ltu barangkall yang paling penting latah jangan 
merugikan kepentlngan orang lain ... Jika tujuan bisnis bukannya 
mengamalkan altrulsme, melainkan mencari untung bagi dirinya 
sendiri, segera pintu terbuka Iebar-Iebar untuk aneka macam praktek 
jahal Ada banyak jalan pintas untuk mencapai tujuan yang sam a. 
Mencuri dan menipu, umpamanya, membawa keuntungan dengan 
cepat sekall. Tetapl darl kenyataan itu tldak boleh ditarik kesimpulan 
bahwa bisnis itu sen-dlrl pekerjaan kotor. Kesimpulan yang betul 
adalah: janganlah blsnls sampal menjadi pekerjaan kotor. Bisnis harus 
tahu dlri. Bisnls harus memperhatikan rambu-rambu moral. Blsnis 
membutuhkan etika. 

Keprthatlnan moral dengan bisnhl kini tampak pada tahap lain 
lagi ketimbang konteks tradisidltal. Kita hidup di zaman konglomElrat 
dan korporasi multlnasional. Klta hidup di zaman kapitalisme, bahltan 
sejak runtuhnya komunisome, kapitalisme tanpa antagonls. Blsnis 
telah menjadi big bus/ne$S. Ada kepentingan luar blasa besar yEmg 
diperjuangkan olehnya. Dl berbagai kawasan dunla dewasa ini 
kekayaan perusahaan-perusahaan sw~tsta besar mE!Iebihi kekayuan 
negara. Den1~an aktbat, blsnls mencapal posisl kekuasaan ekonomi 
yang besar. J<arena ltu kin! banyak orcmg bertanya, apa yang altan 
terjadl "bOa perusahaan-perusahaan menguasai dun[a". Keprihatfnan 
dengan kekl.tasaan ekonomis di luar proporsi itu tampak juga di 
negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam sebuah 
seminar akhlr tahun 1996, Menter! Negara Perencanaan 
Pembangunan NasionaVKetua Bappenas, Ginanjar Kartacasmita, 
mengemukakan bahwa 61, 1 persen dari produksi nasional (Produk 
Domestik Bruto) dikuasal oleh 0,2 persen dari jumlah perusahaan 
yang ada di Indonesia. Angka 0,2 persen itu meliputl 66.248 
perusahaan besar dan menengah. Sedangkan 38,9 persen PDB 
lainnya, dihasilkan oleh 99,8 persen pen..tsahaan kecU yangjumlahnya 
melebihi 33,4 juta unit Kalau kita membatasi cliri pada konglomerat­
konglomerat raksasa dl Indonesia S4!lama Orde Baru, mungkin 
angka-angkanya lebih me:ngejutkan lagi. 

Masalah etika bisnis terbesar dewasa ini pada dasarnya adalah 
masalah kua:sa. Bisnis sekarang mewujudkan kuasa ekonomis y<mg 
luar blasa besar. Pusat finansial raksasa seperti Wctll Street di New 
York menjadi simbol untuk sltuasi ltu. Sekurang-kurangnya bagi 
orang awam, apa yang terjadl dl situ berada di luar kontrol yang 
wajar. Dan sewaktu-waktu kita mendengar juga tentang skandal yang 
berasal darl situ. Bagi negara pun kemungkinan kontrol anak 
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terbatas, apalagl dalam sistem ekonoml pasar bebas yang 
konsekuen. /IJ<an tetapi, kuasa yang tak terkontrol selalu mempunyal 
kecenderungan menyimpang atau m{:njadi korup. Yang dikatakan 
oleh Lord Acton (a bad 19) tentang kuasa politik, berlaku juga bagi 
kuasa ekonomls seperti kita kenai sekarang ini: "Power tends to c·or­
rup~ absolute power comtpts absolutely'~ Masalah etlka politik y~:~ng 
terpenting adalah kuasa: bagaimana kuasa dapat dibatasi (tanpa 
mengurangi efisiensinya), supaya tidak disalahgunal{an? Pertany<tan 
yangsama sekarang semakin relevan di bidang ekonomijuga. Karena 
kuasa ekonomis pun condong untuk dlsalahfJUnakan (demi 
keuntungan sebesar-besarnya), perlu dipikirkan cara-cara yang tepat 
untuk mengontrol dan dEmgan demikian membatasl kuasa itu. Di 
sini terletak salah satu tantangan terbesar bagi etlka bisnis dan e1ika 
ekonomi dewasa ini. 

Semuanya ini berlaku pada taraf naslonal maupun internasional. 
.IV\alah dalam era globalisat>i ekonomi SE!karang, masalahnya menjadi 
lebih pelik lanl. Jika kuasa ekonomi bisa merajalela dengan leluasa, 
tidak blsa dihindarkan ekonomi-ekonoomi lemah menjadi korban. 
Kuasa selalu dipegang oleh yang kuat dan secara alami yang kuat 
menindih yang lemah. Di sini bukan tempatnya untuk menguraikan 
.semuanya ini dengan lebih rinci. (Jntuk sementara kita bisa 
membatasi diri pada prinslp: makin be~;ar kepentingan-kepentlngan 
yang digumuli bisnis, makin mendesak pula keikutsertaan etika. 
Perundingan-perundingan UNCTAD dalam Uruguay Rounds dan 
perundlngan dalam rangka wro sekarang sebenarnya sarat denHan 
persoalan etika yang berat. 

3. Tujuan Bisnis. 

Berbisnis berarti berusaha mencari rejeki dengan menjalanlum 
fungsi bisnis, yang akhlrnya bertujuan mendapa~.an keuntunflan 
deml menghidupi keluarga dan demi rnempertahankan hidup. 

Berbisnis merupakan kegiatan yang memiliki nilai-nilal dal1:tm 
kehldupan bermasyarakat:, karena dengan berblsnis, berarti : 

(a) ikut serta menciptakan lapangan kerja bagl masyarakat; 

(b) memperoleh keuntungan; 

(c) mampu menyediakan kebutuhan positlf bagi masyarakat, 
be1ik di bidang barang maupun jasa; 
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(d) menlngkatkan kesejahtera.an masyarakat dan pemillk 
faktor-faktor produksl; 

(e) membantu program pemerintah dalam membangun 
kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. 

3.1. liga aspek pokok dari bisnis 

Bisnls modem merupakan realitas yang amat kompleks. 
Banyak faktor turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. 
Antara lain ada faktor ortlanlsatoris-manajerlal, ilmiah-teknologts, 
dan politik-soslal-kultural. Kompleksltas bisnis itu berkaltan langsung 
dengan kompleksltas masyarakat rnodern sekarang. Sebagal 
keglatan soslal, blsnls dengan banyak cara terjaJin dengan 
kompleksltas masyarakat rnodern itu. Semua faktor yang membentuk 
kompleksltas blsnis modem sudah sering dipelajari dan dianaJisis 
melalui pelbugal pendekatan llmiah, khususnya ilrnu ekonomi dan 
teori manajemen. Buku inl ingin meny.:>rotl suatu a~1pek bisnis yang 
sam pal sekarang jarang dlslnggung dalam uralan-uraian lain, tetapl 
semakln banyak dlakul pentlngnya, yaltu aspek etls atau moralnya. 
Guna menjelaskan kekhususan aspek etis lni, dalam suatu pendekatan 
pertama kita membandingkannya dul.u dengan aspek-aspek lain, 
terutama aspek ekonomi dan hukum. Sebab, bisnis ~;ebagai kegiatan 
soslal bisa dlsorotl sekurang-kurangnya dari tiga sudut pandang yang 
berbeda tetapl tidal< selalu mungkln dlpisahkan ini: sudut pandang 
ekonomi, hukum, dan etlka. Ada baiknya kita mulai dengan 
mempelajarl beberapa kasus atau sltuasi bisnis konkret, supaya 
di situ-blsa tampak tlga sudut pandang berbeda yang ingln klta 
fokuskan. 

Kasus 1: lndustri kimia 

Marc Jones, usia 42 tahun, sudah selama 15 tahun bekerja 
untuk Krimsons Corporation, se:buah perusahaan yang 
memproduksl bahan klmla yang berbahaya. Karena 
dedlkasinya kepada perusahaan seli~1ma itu selalu besar, Jones 
dipromoslkan menjadl manajer sebuah unit produksi yang 
pentlng. 

---------------------------------~ 
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Setelah tlga minggu bertugas, Ia dlpanggll o leh manajer 
kepala, KE.vin Lombard, karena yang terakhir inl merasa kurang 
puas dengan prestasi Jones. Ia mengeluh, karenu sejak Jones 
mengambll alih tugas dari pendahulunya irama produksl dl 
unltnya menurun dengan cukup mencolok. Lombard 
menegasl<an bahwa keadaan itu tidak bisa dlterlma. Jones 
dlberi pesan: "11ngkatkanlah laju produksi, minimal sampal 
taraf sebelurnnya". 

Jones tentu kaget karena teguran yang tidal< disangka-sangka 
itu. Ia menyelldlki masalahnya dan menemukan bahwa 
pendahulunya hanya dapat mencapal laju produksi setlnggt 
ltu. karena Ia tidak teliti dalam menerapkan aturan-aturan 
keamanan. Jones menyadarl bahwa dengan cara kerja ltu 
pendahulunya mengambU risiko b~:sar, balk untuk karyawan 
perusahann maupun untuk Ungkungan hidup dl S1akltar pabrlk. 
Namun pendahulunya itu mujur. Selama Ia bE:rtugas tldak 
terjadl ke<:elakaanyang berarti. Beberapa perlst:lv.•a keel! dapat 
dlatasinya sendiri, sehlngga bisa disembunyikan untuk dunia 
Juar. 

Jones m~llaporkan hal itu kepada bosnya. Ia yakln, dengan 
demlklan bertlndak demi kepentingan perusahaan. Betapa 
besar keherananJones, ketika mendengar jawaban Lombard: 
"Sava tldak blsa memperhatikan detail-detail" dan 
"Bagalmanapun juga, Saudara harus sanggup 
mempertahankan tlngkat produksi sebelumnya". Lagi pula, 
Lombard mulai meragukan apakah Jones itu orang yang tepat 
untuk job barn tersebut. "Bukankah Saudara terlalu 
meleblh-leblhkan? Saudara berslkap pengecut dengan 
membayang-bayangkan khayalan yang kurang reallstis. Dulu 
tidak pernah ada masalah!" 

(Sumber: J. VerstraeteniJ. Van Gerwen, Buslne..;s en Ethlek, 
llelt(Bei~Jium), Lannoo, 1990, hlm. 15.) 

Kasus 2: IPemasok kornputer 

PTW.V.K. merupakan perusahaan bc~saryang lngln menggantl 
sistem kcmputernya, karena membutuhkan komputer tlpe 
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baru yang leblh cangglh. Untuk lt:u mereka menghubungi 
perusahaan PT C.T.A. Yang dapat memasok komputer yang 
dicarl. Seluruh proses penggantlan komputer direncanakan 
akan selesal dalam salu tahun. Faktor waktu itu bagi mereka 
pentlng. l<alau proses penggantlan berlangsung leblh lama, 
PT W.V.K. ak:an mengalami kerugian cukup besar. Kepala 
baglan penjualan dari PT C. T.A. meragukan entah 
perusahaannya mampu memenuhi permohonan lni tepat 
waktu, karena komputer baru yang dicari itu tergolong populer, 
sehingga produsen belum tentu dapat memenuhi permintaan 
pada waktunya. Tahap pertama detri pesanan (sesudah tlga 
bulan) past! dapat Ia penuhi, tetapi tentang lanjutannya Is ragu­
ragu. Dl ~;is! lain Ia mengkhawatlrkan order yang mencakup 
ratusan juta rupiah ini c1kan diberikan kepada perusahaan lain, 
blla Ia menyatakan keraguannya untuk memenuhi permintaan 
tepat waktu. Ia memlllh untuk dlarn saja. 

(Sumber: J. R. Boatright, EWes and the Conduct of Busi­
ness, him. 1) 

Kasus 3: Perusahaan asbes 

Perusahaem Amerlka "Kansas Asbestos Company" bergerak 
dl bidang produk ashes. Ketika pada tahun 1970-an semakln 
banyak peraturan mempersullt produksi dan mengakibatkan 
blaya produksl nalk, direksl perusahaan memutuskan untuk 
memindahkan semua pabriknya ke suatu negara Afrika Barat 
Jika dihirup dalam kuantltas cukup besar, serat asbes diketahui 
mengakibatkan penyakit asbestosis (dalam jangka pendek) 
dan juga kanker paru (dalam jangka panjang). Di Afrika tidak 
ada peraturan yang melindungi pekerja terhadap occupational 
diseases ini. Tambahan pula, dibanding den~Jan Amerlka 
Serikat, tcmaga kerja dl Afrika jauh l.ebih murah. 

Kasus 4: Kerahaslaan bank 

"Rahasla bank" merupakan suatu prinsip etls yan,g urnum dan 
hamplr s•:~mua negam mempunyai peraturan hukum yang 
mengatur kerahaslaan itu. RelasJ antara nasabah dan bank 
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merupaklm su21tu relasi kepercayaan. BanktenbJ tid~ berlaku 
etls, bfla memberitahukan kepada pihak lain tentang kekayaan 
yang oleh orang tertentu dititipkan kepadanya. Tetapl 
kewajiban bank menjaga kerahaslaan tenbJ mengenal bates. 
Sebab, ada kepentlngan lain lagi yang harus dlperhatlkan 
kecuall kepentlngan nasabah saja. Karena ltu banyak negara 
mempunyal peraturan hukum yang memungkfnkan dlnas 
~ak. mlsalnya, untuk mengontrol apakah nasabah bank 
membayar pajak dar! deposltonya. 

Peraturan hukum tentang kerahasiaan bank di semua negara 
tldak sam a. Ada negarayang 1ebih lunak dan ada negara yang 
leblh ketat dalam meUnd~gl kerahaslaan bank. Beberapa 
negara ked! sepertl Swiss dan Luxemburg. cenderung leblh 
ketat da!am mellndungi rahasla naaabah dl bank Alasannya 
dapat dlpahaml. Sebagal negara kecU mereka tldak blsa 
menarlk banyak dana dart dalam negeri. Mellndungl rahasla 
bank merupakan salah satu upaya untuk menarlk nasabah 
darl luar negerl. Tetapi cara lnl ada bahaya behwa rahasla 
bank dlsalahgunakan. Dana yang diperoleh dengan care 
kurang et:ls (para baron obat blus, para penjabat kOruptor 
dart luar negeri) dengan demikian "aman" terhadap pelacakan 
dari luar. lnstansl nasional yang memerangl kriminaUtas tidak 
blsa masuk di slbJ, apalagi instansi luar negeri. Sehlngga pad a 
kenyataarmya sistem itu bisa menguntungkan para krlmlnal. 

Kasus 5: Live Aid 

Nama penyanyi lrlandla-lnggris, Bob Qeldof, melejlt ke 
popularilas global, ketlka ia berhasU menyelenggarakan konser 
amal raks.asa, serentak di stadlon Wt.mbley di london, lnggris, 
dan di stadlon John F. Kennedy di Philadelphia, Amerlka 
Serikat, pada 13 Jull '1985. Kooser amal yang dlberl nama 
live Aid lnf bertujuan mengumpulkan dana untuk dlsalurkan 
sebagai bantuan b~l korban kelaparar.1 dt Etiopla, Afrika. 
Banyak penyanyi kondang ikut serta dan konser lnl dlslerkan 
melalui t•~levisl ke seluruh pelosok dunJa. Beberapa wak:tu 
kemudlan sebuah kaset rekaman bemarna live Ndberedar, 
berl.sikzm lagu-lagu ytmg dibawakan pada konuer tersebut 
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Kaset bajakan tnl dibuat dari berbagat atburn yang sudah ada 
dan dijual dl beberapa negara Thnur Tengah dan tempat lain. 
Ada yang mencantumkan made In Indonesia, ada yang 
memakai pita cukal Indonesia, bahkan ada yang 
mencanturnkan catatan bahwa hasil keuntimgnn penjualan 
akan disumbangkan ke Etlopla. Dlperkirakan kaset lnl dibajak 
oleh sekitar sepuluh perusahaan rekaman Indonesia. Bob 
Geldof den artls .. artls lain tentu marah besar. Ia melontarkan 
kampanye protes dalarn media massa sedunla yang menuduh 
lndonesie tentang perilaku tldak etis. Secara hukurn, Indone­
sia tldak bfsa dttindak karena. pada saat itu belum 
menandatangani Konvensf BE1rn tentang hak cipta 
intemastonal dan di dalam negeri belum memillkl 
undang-undang yang melarang pembajakan macarn itu. 

(Sumber: TB111po, 14dan21Desember 1985) 

Kasus 6: .r.\erek dagang Nike 

Nike adalah merek dagang untuk s;epatu, pakal.an, dan alat­
ala:t olah raga yang diproduksl oleh Nlke International Ltd. 
yang bert..edudukan dl Beaverton, Oregon, Amerika Serikal 
Pada tanggal 16 Desember 1986 Mahkamah· Agung R.J. 
mengeluarkan Pen!njauan Kemball terhadap putusan MA 
tahun sebelumnya, tanggal 24 Jufi 1985. Dengan itu Nlke 
International Ltd. dinyatakan mempunyai hak tunggal untuk 
memakai merek dagang dan nama perniagaan l'like dllndo­
nesia. Sel<aligus tuan lucas Sasmltc:> dlperintahkan mencoret 
merek Nike darl Daftar Umum Dlrektorat Paten dan Hak Opta 
dengan nomor 141.589, yang sudah terdaftar dl situ sejak 
tahun 1980. Sebelumnya MA selalu mernenangkan 
pengusaha Indonesia dalarn sengketa merek dengan plhak 
asing. Demlldan Juga pada 24 Jul/ 1985 PT. Panarub, millk 
Lucas Sasmlto, masih dimenangkim terhadap Nlke Interna­
tlqnal Ltd. Dengan Peninjauan Kemball tersebut MA 
mengubah sikapnya. Konon, PT Panarub mulai memproduksi 
sepatu olah raga Nlke sejak tahun 197(i ketika merekAmerika 
belurn .dikenal dJ .Indonesla. Pada. tahun 1980 is menjadl 
pemUik merekdagang ltu dl Indonesia. Separu Nll<e lokal dijual 
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dengan kira-kira separo harga sepatu Nike Am erika. Karena 
merasa disaingi secara curang, Nlke International Ltd. pada 
tahun 198.3 menggugat PT Panarub di pengadilan. Pada 
tingkat pertama pihaknya dimenan~1kan. Tetapi ketika perkara 
berlanjut ke tingkat kasasi, pada tahun 1985, plhak Nlke 
Inter-national Ltd. justru dlkalahkan. Sebab, ketika gugatan 
ltu diajukcm ke pengadilan pada tahun 1983, PTPanarub telah 
resml menjadi pemegang merek ltu, sejak haknya diumumkan 
dalam Tambahan Berita Negara 1980. Sementara itu dalam 
Undang-(lndang Merek disebutkan bahwa segala keberatan 
terhadap merek bfsa diajukan datam waktu 9bulan setelah 
dJumurnk:an. Alasan itulah pad a tal'tun 1986 diralat oleh MA. 
Sebab, Tambahan Lernbaran Negara 1980itu- agar diketahui 
umum - menurut maj•~lls baru ditel'bltkan pada tahun 1985. 
Keterlambatan penerbitan itu, menurut majelis, tldak boleh 
menyebabkan pihak yang beritikad balk dirugikan. Sebaliknya, 
pihak PT Panarub dlcmggap haklm telah berltikad buruk. 
Sebab, ternyata pada tahun 1982 PT Panarub pernah 
mengajak Nike International Ltd. bekerja sama. Ketika ltu 
mereka sudah tahu siapa pemllik merek yang asll. 

(Surnber: Tempo, 21 Februari 198?) 

Kasus 7: Mengincar pesangon 

Jr. Abraham Maruli Situmorang, .3.9tahun usianya, sudah 12 
tahun lamanya bekelja sebagai kepala bagian teknis di sebuah 
pabrik sepatu di Jawa Barat. Saudaranya mE:rencanakan 
membuka pabrik sejenis d1 Medan dan mengajak Pak 
Abraham plndah kerjcl. Ia ditawari menjadi direktur bagian 
teknis di pabrik baru ltu. Pabrik akan beroperasi ~;esudah satu 
setengah tahun Jagi. }(alau sempat, Ia bisa ikut juga dalam 
perslapan pabrik baru. Sesudah menerima tawaran lnl, Pak 
Abraham dengan sen1~aja mengurangi disiplin l<erja sarnpai 
suatu tins;1katan yang cukup mengkhawatlrkan pimpinannya. 
Ia sering datang terlambat dan pulang sebelum waktunya. 
Kadang-kadang ia sc:tma sekali tidak masuk kerja tanpa 
memberitahukan lebih dahulu. Ia juga tidak menyelesaikan 
tugas-tugasnya pada sa at yang diharapkan. Dengan kelakuan 
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lndislpliner ini Jr. Abraham berharap akan dipecat, supaya Is 
dapat menertma pesangon cukup besar. Kecuali keluarganya, 
tidak ada yang tahu tentang rencananya untuk pindah kerja 

1. Sudut pandang ekonomis 

Blsnls adalah kegiatan ekonomls. Yang terjadi dalam kegiatan 
lni adalah b.tkar-menukar, jual-bell, memproduksi-memasarkan, 
bekerja-mernpekerjakan, dan interaksl manuslawi lainnya, dengan 
maksud memperoleh untung. Mungkln bisnis dapat diJukiskan 
sebagai keglatan ekonomls yang kurang leblh terstruktur atau 
terorganisasl untuk menghasllkan untung. Dalam bisnls modem 
untung itu diekspreslkan dalam bentuk uang, tempi hal ltu tldak 
hakikl untuk bisnls. Yang pentlng latah kegiatan antar-manusia ini 
bertujuan mencarl untung dan karena itu menjadl kefriatan ekonomis. 
Tetapl perlu segera ditambahkan, pencarlan keuntungan dalam bisnis 
Udak bersifat seplhak, tetapl diadakan dalam lnteraksi. Bisnis 
berlangsung sebagai komunikasi soslal yang menguntungkan untuk 
kedua belah plhak yang melibatkan dlrl. Bisnis bukanlah karya au­
ral. Karena itu blsa tlmbul salah paham, jika kita mengatakan, bisnis 
merupakan suatu aktivitas sosial. Kata "sosial" di slnl tidak 
dimaksudkan dalam arti "nuka membantu orang lain", sebagaim<ma 
sering dimengertl dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks 
populer. Bisnis justru tidak mempunyai slfat membantu orang dengan 
seplhak, tanpa mengharapkan sesuatu kembaJJ. Bila seorang ternan 
minta kerelaan saya untuk menukar uang kertas besar dengan uang 
kec:U atau uang dollar Amt~rika dengan uang rupiah Indonesia, kitmi 
berdua tldak terllbat dalam perbuatan bisnls, walaupun dlpandeang 
seplntas lalu kaml mengadakan "transaksl" yang mempergunalam 
uang. Saya hanya menukar uang ftu untuk membantu ternan. Clari 
situ ternan saya memang mendapat manfaat (ia membutuhkan U(lflg 
kecll); saya tidak berkepentlngan sedlkltpun. Selaln [tu, kaml berdua 
tidak terUbat dalam suatu kegiatan yang terorganisas1 atau terstruktur. 
Akan tetapi, jlka saya membuka perusahaan "Money Changer" untuk 
pelayanan umum, saya terjun dalam bi~1nts. Walaupun saya rnem<mg 
"melayani" banyak orang dengan menawarkan jasa yang berglma 
untuk masydfakat, saya melakukannya to make money, untuk 
mencari uang. , . 
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Atau contoh dari konteks lain. Blla saya membantu kenalan 
dengan memperbalkl alat rumah tangua atau mobUnya yang rusak, 
kami berdua Udak menjalin suatu relasl ekonomis. Saya hanya berbuat 
balk kepada dla dan tJdak memungut biaya. Mungkln pada 
kesempatan lain kenalan itu membantu saya juga, tetapi itu pun 
bukan alasan utama untuk kesedlaan saya. Karena kebetulan saya 
bisa, saya hanya mau membantu menghJlangkan ketidakberesan 
yang dlalami seorang kawan dengan alat rumcth tangga atau 
mobUnya. Tetapl blla saya bekerja sebagal karyawan di bengkel, saya 
tidak saja membantu pemnLknya (walaupun dia barangkaU maslh 
famUI atau kenalan). Saya menjalin hubungan ekonomis dengan 
pemilik itu, karena saya bekerja di situ untuk memperoleh gajl. Di 
sam ping itu mungkln ada motivasl lain lagi untuk bekerja justru di 
tempat Jtu dan bukan dl tempat lain. Tetapl bagaimanapun juga, 
saya bekerja untuk mencari nafkah. Dan makin besar gajl saya, makln 
luas kesempatan untuk blsa hidup denoan balk dan nyarnan. Kartma 
Itu, seandainya dl tempctt lain ditawurkan gaji leblh memuskan, 
kemungkinan besar saya akan pindah kerja. Di sisi lain, bengkel atau 
perusahaan apa saja yang mempekerjakan karyawan tidak sem<tta­
mata menerima dia untuk berbuat balk kepadanya, tetapl untuk 
mencapai tujuan perusahaan yang- dl samping tujuan-tujuan lain 
barangkali- past! mellputl faktor memperoleh untung. Blsnls selalu 
bertujuan mendapat keuntungan dan perusahaan dapat disebut 
organisasl yang dldlrlkan dengan tujuan- sekali lagl, di antara tujuan­
tujuan lain - meralh keuntungan. 

Teorl ekonomi menjelaskan bagalmana dalam slstem ekonomi 
pasar bebas para pengusaha dengan rnemanfaatkan sumber daya 
yang langka (tenaga kerja, bahan mentah, lnformasVpengetahuan, 
modal) menghasllkan barang dan jasa yang berguna untuk 
masyarakat Para produsen akan berusaha untuk meningkatl<an 
penjualan demiklan rupa, sehJngga hasll berslh akan mengimbangl 
atau malah meleblhl bJaya produksl. Keseimbangan itu pentlng 
supaya perusahaan tldak merugi. Tetapl keseimbangan saja tldak 
cukup. Para pemlllk perusahaan mengharapkan laba yang bisa 
dlpakai untuk ekspansl perusahaan atau tujuan lain. Jika kompetlsl 
pada pasar bebas berfungsl dengan semestlnya, akan menyLJsul 
eflsiensl ekonomls, artlnya hasil makslmal akan dicapal dengan 
pengeluaran minimal. Halltu akan tampak dalam harga produk atau 
jasa yang paling men8rik untuk publlk Eflsiensi rnerupakan kata 
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kuncl dalam ekonoml modem. Unwk mencapal tujuan itu para ekono:>m 
telah mengembangkan pelbagal teknik atau k:lat 

Dlpandang dari sudut ekonomis, good busi~: a tau bisnis }'<mg 
balk adalah blsnls yangmembawa banyak untung. Orang blsnls selalu 
akan berusaha membual bisnis yang balk (da1am arti itu). Dapat 
dimengerti blla manajer kepala dalam kasus 1 (lndustrl kimla) lngin 
mempertahankan produktlvltas perusahaan selama itu. Perusahuan 
ini harus bersalng dengan perusahaan klmia lainnya. Jika produktivitas 
menurun. blaya produksl akan bertambnh, sehJngga harga produknya 
perlu dlnaikkan. Tetapl dengan demlklan harga produknya blsa menjadi 
terlalu tinggl, dibanding dengan harga yang ditetapkan oleh pesaing. 
Akibat tlngkat produksi cenderung menurun, Perusahaan bisa 
memasukl daerah "angka merah", fenomena yang sangat dltakuti 
setlap manajer. Naslb manajer itu sendirl berkaitan erat dengan 
kemungk:lnan inl. Karena itu, masuk aka! saja, blla manajer kepala, 
Kevin Lombilrd, menuntut agar unit produksl yang dlplmpin Marc 
Jones secara minimal ak<m mempertahankan tlngkat produktivltas 
yang sama sc~perti dl bawclh pimpinan pendahulunya. 

Bisa dimengerti pula bOa kepala baglan pemasaran dalam ka~us 
2 (Pemasok komputer) ingln menjual sebanyak mungkln unit 
komputer. Hal itu alum membawa lteuntungan maksimal bagi 
perusahaaMya dan justru itulah alasannya ia dlpekerjakan dl situ. 
Mungkln secara pribadl iu berkepentlngan juga, ke1rena mendapat 
untung ekstra bila penjualan Ia ncar, entah dalam bentuk bonus pad a 
akhlr tahun atau dalam bentuk lain. 

Demiklan juga perusahaan dalarn kasus 3 (Perusahaan asbes) 
dan kasus 4 (Kerahaslaan bank) mencoba untuk meningkatkan 
keuntungan. Bagi mereka, tujuan itu leblh mudah tercapal dengan 
mengarahkan perhatlannya ke luar negeri. lnl merupakan hallumrah 
dalam zaman globalisasi perdagangan sekarang. Dengan 
memlndahkcm pabrlk:nya ke Afrika, "l"<ansas Asbestos Company" 
berhasil menekan biaya produksi menjadi leblh kecll daripadet di 
negerinya sendirl dan karena itu tingkat keuntungan bisa 
dipertahankan atau malah bertambah besar. Pertimbangan ekonomls 
adalah satu-satunya alasan untuk memindahkan pabrlknya. Begitu 
pula bank dl negara kecil blsa memperluas asetnya dengan 
menawarkan jasa yang menarlk bagi nasabah dlluur negerl. Jus.tru 
karena negaranya keel!, bank-bank Swiss atau Luxemburg tidak bisa 
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mengharapkan banyak dana dar! pesar modal dalam negeri. Sup.aya 
bfsa tumbuh besa.r, mereka menawarkan jasa dengan syarat atraktlf 
untuk pemJllk modal luar negerl. D! sini juga pertlmbangannya 
semata-ma~1 bersifat ekonomis: mengadakan blsnls yang balk 

2. Sudut pandMg moral 

Dengan tetap mengakul peranan sentral dari sudut pandang 
ekonomis dulam bJsnis, perlu segera dltamba.hlmn adanya sudut 
pandang lain lagi yang tldak boleh diabalkan, yaltu sudut pandang 
moral. Halltu bisa menjadl jelas dengan melanjutkan reffeksl atas 
kasus-kasus tadl. Dalam kasus 1 (Jndustrl kirnfa) rnemang sangat 
haklki agar perusahann klmla berhasll mempertahankan 
produktfvftasnya. Namun demiklan, dapat ditanyakan lagt apakah 
produktivitas boleh dipertahankan dengan segala c.ara. Perusahaan 
klmla itu memproduksl bahan yang berbahaya. Dalam sejarah 
tndustrl modem sudah terlalu banyak terjadf kccelakaan yang 
sebenarnya bisa dihindarkan. Para manajer pabrlk momikul tanggung 
jawab besar, bila terjadi kecelakaan,Yang·menewas-kan para pekerja, 
merugikan kesehatan peke.rja dan masyarakat dl sekitar pabrik, atau 
merusak llngkungan. Mengejar keuntungan merupakan hal yang 
wajar, asalkan tldak tercapal dengan meruglkan plhak lain. JadJ, ada 
batasnya juga dalam mew4Judkan tujuan perusahztan. Di sampihg 
aspek ekonoml dart btsni:J, d1 slnl tampak aspek lain: aspek moral. 
Selalu ada kendala etis bagf per!Jaku kita, termasuk juga perflaku 
ekonomJs. Tidak semuanya yang blsa k:lta lakukan untuk mengejar 
t4Juan k:lta ( dl bidang blsnJs: mencarl keuntungan) boleh klta lakulmn 
juga. Klta hanJS menghorrnatf kepentingan dan hak orang lain. Pantas 
dlperhatikan lagl bahwa dengan ftu kita sendiri t.ldak dlrugikan. 
Sebalfknya, menghormatl kepentlngan dan hak orang lain harus 
dilakukan Juga deml kepentlngan bJsnts ltu sendlri. BUa pada suatu 
hart terjadl kecelakaan besar dalam industri kimia, perusahaan 
bersangkutan ltu sendlri bisa mengalarni kerugian besar. Bukan saja 
keruglan pada gedung dim peralatan, tetapl Juga keruglan karena 
uang yang harus dikeluarkan untuk membayar gantl rugl kepada 
korban dan plhak yang diruglkan. Dan yang dlalamlnya bukan saja 
keruglan materlll, tetapl nama balknya jatuh Juga karena ternyata 
lalal daJam memperhatfkan keselamatan para peketju dan kebersU1an 
llngkungan. Akibat kecelakaan blsa begitu besar, sehrn,,ga 
perusahaan ltu tldak bertahan hid up lagi. Perlla.ku etls di slnt penting 
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juga deml kelangsungan hldup l>lsnls lbJ sendJri dan demi ketahanen 
posisl flnanstalnya. Blsnls yang etJs tidak membawa keruglnn bagi 
bisni.s ltu sendlrl, terutama kalau dilihat dalam perspektlf jangka 

panjang. 

Dalam kasus 2 (Pemasok komputer) kepala baglan penjualan 
tentu terglur oleh order yang sangat menguntungkan. Sampat ta 
mernbuat janjl yang barang-kall tldak dapat ditepatlnya. 01 sini 
langsung mlmcul aspek etisnya: janji harus ditepati. Kalau - deml 
keuntungan besar - kepala bagian penjual.an membuat janjl yang 
mungkln t1dek blsa ditepati, Ia menlpu mltra bisnlsnya. Lebih balk ia 
berterus tenmg dalam menjelaskan kesulltan yang dihadaptnya dalam 
memenuhl order besar ltu. JlkD nanti ia tldak blsa memenuhl janjlnya, 
Ia merugikan sl pemesan, harena PT'VlV.K. akan mengalamikesulltan 
besar, blla penggantlan komputer tldek blsa diselesatkan menurut 
.fadwfll waktu yang dlrenc:anakan. Membaca .data-data kasus, ldta 
mendapat kesan bahwa tentang masalah ini Udak dibuat perja111ian 
resmi, hltam atas putlh. Rupanya janjl kepala bagl~m penjualan ltu 
hanya Usan. Dalam dunla bisnls sering kall terjadi begitu. Karena ltu 
kepercayaan (trust) merupakzm suatu nllat sangat haldkl dalam 
kalangan bisnls. Klta bl.se mengatur suatu transaksl dalam kontrak 
resml sampal dengan detml..detail terkecil sekallpun, namun yang 
terpenUng ialah kit:a selalu bersedia memenuhl keinginan dan maksud 
mitra yang sudah k1ta ketahui. Kontrak yang paling bagus pun 
pada saat tertentu harus dllnterpretasikan. Karenn itu tldak boleh 
tidak kepercayaan tetap dlperlukan sebagal suatu unsur haklki 
dalam hubungan pebisnJs dengan mitranya. Dalam konteks inl 
perlu ditekankan lag!, perusahaan pemasok komputer ltu sendlrl 
dalam hal inl sangat berkepentingan. Jika nantl kepala baglan 
penjualan tldak blsa memenuhl janjinya, ta tidak saja merugikan 
sl pemesan. Ia merugtkan juga perusahaannya sendiri. Nama 
balk merupakan <!.Set yang sangat berharga bagi suatu 
perusahaan. Cltranya akan ter<:oreng sekali bila .d iketahul bahwa 
Janjlnya tidal< blsa dlandolkan. Dlpandang ·dalam perspektlf leblh 
luas, dl sln1 berlaku juga bahwa bisnis yang etis adalah blsnls 
yang paling menguntungkan. 

Datam l<asus 3 (Perusahaan ashes) juga tidak ~ltu sullt untuk 
menemukan suatu ~pek etls. Perusahaan Am erika "Kansas Asbes­
tos Company" memang mendapat untung dengan memindahlum 
pabrlknya ke negara Afrl1;a .Barat. Mungkln pemerlntah negara ltu 

,. 
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rnalah mendukung, karena mereka san gat membutuhkan perluasan 
kesempatan kerja. Mungkin mereka tahujuga tentang bahaya bahan 
asbes bagl kesehatan para pekerja. Akan tetapi, pada kenyataannya 
keperluan y<mg mendesak selalu dirasakan den~Jan leblh tajam 
darlpada bahaya yang masih jauh. Biarpun tldak bertentangan 
dengan kemauan negara penerima, apakah masih blsa dlnllal etls 
bila "Kansas Asbestos Company" meru.sak kesehatan para pekerja 
Afrika dengan <:ara yang tidak diperbolehkan di negerlnya sendlri? 
Yang blsa dllakukan untulc meningkatkan keuntungan, apakah dar! 
sudut moral boleh dilakul<an juga? 

Hal yang .sama dapat dikatakan pula tentang kasus 4 
(Kerahaslaan bank). Dengan membuat peraturan ketat tentctng 
kerahaslaan, bank-bank dl negara-negara kecil blsa menarlk banyak 
dana darl lUilr negeri. M«~reka tidak menghiraukan asal-usul atau 
halal tldaknya dana itu. Akibatnya, banyak uang yang berasal darl 
sumber krlmtnal men<:ari tempat yang aman dl banlc-bank tersebut, 
seperti uang hasil korupsi pejabat atau perdagangan obat terlarang. 
Apakah cara perbankan inl masih bisa disebut etls? Tentu sc~a, 
rnereka secara langsung tidak melakukan hal-hal yang kuretng 
bermoraJ, sepertt mencuri, merampok, menlpu, clan sebagalnya. 
Tetapl secaret tidak langsung mereka meUndungl kejahatan. Uctng 
dati sumber ~;riminal yang tidak aman di negerinya sendiri, mendapat 
tempat yang aman di bank-bank lni. Dengan demlklan mereka 
melibatkan dlrl dalam keglatan kurang etis. Menurut penllaian moral 
yang umum, bukan saja mencuri adalah perbuatan kurang etis, 
menadah pun adalah perilaku yang tldak bermoral. Guna 
memperoleh keuntungan, bank-bank ini menutup mata terhadap 
asal-usul uang yang mereka terima sebagal deposito. ltu berartl, 
demi keuntungan mereka bersedia melibatkan diri dalam tindaltan 
kejahatan. Cara perbankan lni tidak dapat dlsebut etis, leblh-lebih 
karena dl negara-negara laln tidak dimungklnkan. Negara-negara 
asal dana ltu dalam hal ini dlrugikan. 

Bisnls yang baik (good business) bukan saja blsnis yang 
menguntungkan. Blsnls yang baik adalah juga bisnls yang balk sec:ara 
morel. Malah hares dltekankan, arti moralnya merupakan salah satu 
artl terpentlrtg bagi kata "baik". Perllaku yang balk - juga dal.am 
konteks blsnls - merupal<-.an perilaku yang sesual dengan norma­
norma moral, sedangkan perilaku yane: buruk bertentangan dengan 
atau menylmpang darl norma-norma moral. Suatu perbuatan dapat 
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dlnllal balk menurut arti terdalam justru kalau memenuhl standar c~tis 
ltu. 

3. Sudut pandang hukum 

Tidak bisa diragukan, blsnis terikat juga oleh hukum. "Hukum 
dagang" atau "hukum blsnls" merupa~;an cabang pentlng darillrnu 
hukum modern. Dan dalam praktek hukum banyak masalah timbul 
dalam hubungan dengan bisnis, pada taraf nasional maupun 
lnternaslonal. Seperti etlka pula, hukum merupakan sudut pandang 
normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak 
boleh dllakul<an. Dari se~Jl norma, hukum bahkan leblh jelas dan 
pasti daripada etika, karena peraturan hukum dituliskan hltam atas 
putih dan ada sanksi tertE1ntu, bila terjadl pelanggaran. 

Terdape1t kaitan erat antara hukum dan etika. Dalam kekaisaran 
Roma sudah dlkenal pepatah: Quid lege~ sine morlbus?, "apa artinya 
undang-undung, kalau tldak disertal moralltas?" Etika selalu harus 
menjiwai hukum. Baik dalam proses terbentuknya undang-undang 
maupun dalam pelaksanaan peraturan hukum, etika atau moralltas 
memegang peranan pentlng. Di slnl bukan tempatnya untuk 
.membahas hubungan antara hukurn dan moraUtas itu dengan 
lengkap. Sudah cukup bila dlgarlsbawahi bahwa dalam bidang bisnis, 
seperti dalam banyak bldang lain pula, hukum dan etika kerap l<.ali 
tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Memang benar, ada hal-hal 
yang diatur oleh hukum yang tldak mempunyai hubungan langsLmg 
dengan etika. Sarna saja, .Jika lalu lintan berjalan di sebelah klri atau 
kanan dari badan jalan. Dl slnl peraturan hukum hares ditentur.an 
supaya keadaan tidak menjadi kacau, tetapi cara dlaturnya tidak 
berkaitan dengan etika. Dar! segi mon~l. cara yang satu tldak lebih 
baik darl yang lain. Tetapl tentanu banyak hut lain, hukum 
meneguhkan keyakinan moral dalam masyarakat. Pembunuhan, 
perampokan, penipuan, dan sebagainya adalah tldak etis dan 
serentak juga dllarang menurut hukum. Di sihi pi!raturan hukum 
.merupakan pengendapan atau kristallsasi dari keyaldnan moral dan 
serentak juga mengukuhkan keyakinan moral itu. 

Walaupun terdapat hubungan erat antara norma hukum dan 
norma etika, namun dua rnacam norma ltu tidak sam a. 01 sam ping 
~udut pandang hukum, ldta tetap mt:mbutuhkan sudut pandang 
moral. Untul< itu dapat dikemukakan beberapa alasan. Pertama, 

,. 
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banyak hal bersifat tldak. etis, sedangkan menurut hukum tidak 
dilarang. 1ldak semuanya yang berslfat !moral adalah liegal juga. 
Menfpu ternan waktu main kartu atau menyontekwaktu mengerjalum 
ujian sekolah merupakan perbuatan tidak etis, tetapl dengan itu 
orang tldak melanggar hukum. Kelompok pemain kartu sendiri harus 
rnengatur apa yang boleh atau tidak boleh dan sel<olah ltu sendlrl 
ha.rus membuat peraturan yang memungkinkan mereka menanganl 
masalah ketfdakjujuran peserta ujian secara intern. Hukurn tidak perlu 
dan bahkan tidak bisa mengatur segala sesuatu demiklan rupa 
sehlngga tidak akan terjadi ~rilaku yang kurang etis. Malah <1da 
perUaku yanH dar! segi moral sangat penting, tetapl tidak dlatur 
rnenurut hukum. Mlsalnya, di kebanyakan nE:gara modern, 
persellnglwhan dalam perkawinan tidak dllarang berdasarkan hukum 
dan orang yang berzinah tidak bisa dfadill. Tetapi tentang kualJtas 
etls perilaku il:u tidak ada keraguan. Dalam bidang bisnis pula, hukurn 
tidak akan berusaha mengatur segala hal sampal detail-detail terkE:cU. 
Berbohong waktu melamar kerja atau ~ncurlan ke<:U-kecilan dl 
tempat kerja adalah ~rbuatan yang tidak etis, tetapl tidak ditanganl 
oleh hukum. Blasanya hukum dan -Ins tans! kehakiman barn campur 
tangan, blla kepentlngan atau hak orang serta lnstansi ha rus 
dilindungl. 

Dalam kasus 1 (Perusahaan kimla) harus klta membedakan 
aspek moral dari as~k hulrum. Memang dikatakan, pendahulu Jones 
"tldak teUti dalam menerapkan aturan-aturan keamanan". lldak 
begitu jelas apakah dengan itu dlmalcsudkan aturan hukum atau 
aturan Intern perusahaan. Kalaupun dimaksudkan peraturan hukiJm 
yang resmi, perilakunya tidak meonjadijc~lek hanya karena melanggar 
peraturan hulrum. Terlepas dari konteks hukum, manajer tldak boieh 
mengambll keputusan yang membahayakan karyawan atau 
lingkungan hidup. Melakukan hal seperti itu harus dianggap tidak 
etis. Tetapl sebaiknya halini diatur menurut hukum juga. Kepentln~Jan 
umum mlnta agar dalam £ndustrl penuh rlslko sepertllndustri klrnla 
menjadi jelas standar yang berlaku dun pelaksanaannya dikontrol 
dengan ketat. Dalam kasus 3 (Pabrlk asbes) ~rusahaan "Kansas 
Asbestos Company'' tidak melanggar hukum dengan memindahlcan 
semua pabriknya ke Afrika Barat:, sebab hukum Amerika tldak berlaku 
di situ. Tetapi dar! segi moral, kualltas et!s keputusan mereka san gat 
diragukan, jika mereka mElmblarkan terjadlnya risiko bagf kesehatan 
pekerja Afrika, yang menurut hukum dllarang di Amerika. Dalam 
kasus 4(Kerahasiaan bank) rahasia bank yang ketatdi negara-negara 
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kecil justru diatur menutut hukum, tetapi masalahnya ialah apaltah 
peraturan hukum itu sendiri etis, karena bisa memb,~ri perlindungan 
kepada dana yang berasal dari keglatan kriminal. Dengan demikian 
negara-negara lain terhambat dalam usaha memerangi kriminalitas. 
Sejauh kerja sama intermsional menjadi semakin erat, mau tidak 
mau efek-efek negatif dari undang-undang khusus itu ha rus 
dihilangkan. Misalnya, Luxemburg sebagal anguota <Jni Erc.pa 
terpaksa harus menyesuaikan diri dengan anggota U.E. lainnya. 

Alasan kedua untuk perlunya sudut pandang moral di sam ping 
sudut pandang hukum adalah bahwa proses terbentuknya undang­
undang atau peraturan-peraturan hukum lainnya memakan waktu 
lama, sehlngna masalah-masalah baru tjdak segera bisa diatur secara 
hukum. Salah satu contoh jelas adalah hukum lingkungan hidup. 
Sebelum diberlakukan undang-undang lingkungan hidup, industri 
sudah serin~l mengaklbatkan polusi udara, air, atau tanah, yang 
sangat me'rugikan masyarakat. Bila pabrik kertas - umpamanya -
membuang limbah indu~;tri dengan seenaknya kt:: dalam sungal, 
sehingga mflngakibatkan kerugian bagi pertanian setempat y<1ng 
menggunakzin air sungal untuk keperluan irigasi sawah dan bagi 
masyarakat di sekitarnya yang menggunakannya untuk keperluan 
rumah tangga, maka perilaku itu tidak bersifat etis, walaupun bel urn 
dilarang menurut hukum. Tetapi hal seperti itu telah berlangsung di 
hampir sem ua negara, karena ket.entuan hukum mengenai 
lingkungan hid up baru mulai dikembar1gkan sekitar tahun 1970-an. 
Hal yang sama berlaku baoi banyak teknologi baru }'Gingada implikasi 
etis: diatumya secara huk1.1m membutuhkan waktu lama, sementara 
itu hukum bt~lum sejalan dengan tuntutan etika. Secara khusu~; di 
negara-negara berkembang yang mulai mengembangkan 
industrinya, dalam banyak hal peraturan hukum m<1sih terbelakctng 
sekall, dibandlngkan denuan negara industri maju. Kasus 3 (Pabrik 
asbes) dalam konteks in I pun dapat di:;ebut sebagal contoh. 

Ketertinggalan hukurn, dibandingl<an dengan etlka, malah tldak 
te rbatas pa da masalah--m asala h b;~ru (misalnya, d isebabkan 
perkembangan teknologi), masalah-masalah yang jelas-jelas tidak 
etis bisa juga belum diatur secara hukum. Masalah diskriminasi di 
.A.merlka Serikat baru dial:ur secara hukum dalam Civil Rights Act 
(1964). SebE!Iumnya diskriminasi di t·empat kerja (atau di bldcmg 
lain) tentu tidak etls, tetapi dar! segi hukum belurn diatur. Dalam 
konteks negara-negara Asia Selatan suatu contoh terkenal adalah 

50 I Aspek Hukum DaliJm Persningon (/sohtJ 

masalah hak milik intelektual. Amerika Serikat dan negara-negara 
industrl lain menuduh negara-negara sepertl Clna karena mereka 
melanggar hak milik intelektual dengan mernbajak buku, kaset 
rekaman, CD (CompactDisk,h perangkatlunak, merekdagang, dan 
sebagalnya. Misalnya, barang dengan merek bergengsi dan mahal 
(sepertl Lam·in, Pierre Cardin, atau S;:Unt Yves Laurent dari Paris) 
dJtlru dan dijual dengan harga murah. Negara-negara industri 
menuntut af(ar negara-negara Asia inJ membuat undang-undang · 
yang meUndungl hak milik inteJek-tual dan melaksanakannya dennan 
ketat Apalagl, sebagai konsekuensl dar! Persetujuan Umum tentang 
Tarff dan Perdagangan (GATI) dan Organisasi Perdagangan Dunia 
(WTO) negara-negara itu harus mernbuat undang-undang tenumg 
hak mlllk lntelektual atau memperbaild undang-undang yang sudah 
ada (UU Hak Opta, <JU Paten, UU Merek, dan sebagainya). P<tda 
tahun 1985 di Indonesia tElrjadi sebuah kasus yang menggemparlcan 
dengan berita dalam media massa lnternasional tentang dibajaknya 
kaset rekaman yang memuat lagu-lagu artis kondang dan dibuat 
untuk tujuan amal (Kasus 5: "Uve Aid"). Waktu ltu perbuatan tersebut 
menurut hukum yang berlaku di lndc,nesia maslh dlmungklnkan, 
tetapi darl segi etlka tentu tldak bisa dibenarkan. Karena dua alasan: 
pertama, dengan pembajakan kaset lni dUanggar hak milik orang 
lain; kedua, pembajakan menjadi leblh jelek lagi karena kaset ltu 
berkaitan dengan maksud amal. Dapat dlmengerti, bila reaks[ dJ 
luar negeri lerhadap pembajak Indonesia itu sangat tajam dan 
emoslonal. 

Suatu kasus lain ycmg pantas dipelajari dalam konteks lni 
menyangkut pembajakan merek sepatu olah raga Nike (Kasus 6: 
M.erek dagang Nike). Mahkamah Agung Republik Indonesia pnda 
tanggal 16 Desember 1986 dengan sebuah Peninjauan Kembali 
mengalahkan perusahaan Indonesia dan memenangkan perusahuan 
Amerlka Nike Internasional Ltd. Alasan hukum yang ekspllsit, diambil 
dari hukum yang berlaku pada waktu itu. Tetapi rupanya secara 
impllsit alasan leblh penting adalah berpegang pada keyakinan etlka 
perdagangan intemasional pada waktu itu, dengan 
mempertimbangkan efek negatif dalarn perdagangan lntemaslonal 
bagi lndon~•ia sendirl, blla masalah !ni tidak dlselesaikan dengan 
memuaskan. Sekitar tahun 1980-an peraturan hukum tentang merek 
dagang masi.h lemah. Sebagian karena desakan internasional, In­
donesia (sebc1gaimana OefJara-negara Asia Selatan lainnya) membuat 
UU Merek no. 19 tahun 1992 barn yang diberlakukan sejak 1 April 
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1993 dan mengatur masa.lal'l mere~ dagang ini dengan lebih 
memuaskan. 

Alasan ketiga ialah bahwa hukum itu sendiri sering kali bisa 
disalahgunakan. Perumusan hukum tldak pernah sempurna, 
sehlngga orang yang beritlkad buruk bisa memanfaatkan celah-celah 
dalam hukum (the loopholes of the law). Peraturan hukum ycmg 
dlrumuskan dengan cara telltl sekaJipun, barangkall masih 
memungklnkan praktek-praktek kurang etis yang tidak bertentan~1an 
dengan huruf hukum. Suatu contoh cukup jelas adalah kasus 7 
{Menglncar pesangon). lr. A M. Situmorang mendapat pesangon bUa 
ia dlberhentikan, sedangk:an tldak dapal bila ia sendiri minta berhentl. 
Karena itu setelah mengambil keputusan untuk pindah kelja, den~Jan 
kelakuan yang sengaja indisipliner Ia berusahzt memaksakan 
pemberhentiannya. Cara sepertl itu dengan jelas tidak etis, karEma 
merugikan pl!rusahaannya yang pertarna dan melanggar kewajiban 
loyalitas terhadap peruJ;ahaan ltu. Tetapi secara hukum t'lpu 
musllhatnya dimungklnkan dan blsa berhasll. 

Alasan keempat cukup dekat dengan itu. Bisa terjadl, hukum 
memang dirumuskan dengan baik, tetapi karena salah satu ala~;an 
sulit untuk dllaksanakan, mlsalnya, karena sulit dijalankan kontrol 
yang efektlf. lidak bisa dlharapkan, peraturan hukum yang tldak 
ditegakkan al<an ditaatijufta. Hal ltu bls;~ terjadi di bidang lingkungan 
hidup, umpamanya, sebagalmana akc:tn dijelaskan Jagl dalam Bab 
10. 

Alasan kellma untuk perlunya sudut pandang moral dl sam ping 
s udut panclang hukum adalah bahwa hukum kerap kall 
mempergunakan pengertlan yang dalam konteks hukum itu sendirl 
tldak dideflnisikan dengan jelas dan sebenarnya dlambil dari konteks 
moral. Salah satu contoh adalah pengertlan "bonafide". Bukannya 
hukurn, melainkan praktek dan refleksl moraUah yang menentukan 
lsi pengertian ini. Bisa terjadl juga, pengadilan memutuskan suatu 
perkara atas dasar pertimbangan moral, karena menurut segl hukum 
masalah-nya tldak dapat diselesalkan, akibat tiadanya peraturan 
hukum atau peraturan yang berlaku tidak jelas. Di slni putusan ,'v\A 
dalam kasus 6 (Merek dagang Nlke) barangkali bisa dikemukakan 
:sebagal contoh, walaupun hal itu tldak tampak secara ekspllsit. 
Bahkan ada kasus di mana pertimbangan hukum dikalahkan oleh 
pertimbangan moral. Sobuah contoh menarik adalah putusan 
pengadllan New York pada tahun 1889 tentang orang muda yang , . 
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rnernbunuh kakeknya. Welaupun cucu ltu dtsebut sel>agai atWiwaris 
dalam surat waslat kakeknya, pengadllen membatalkan haknya 
dengan pertlrrtJangan - yang berslfat moral - bahwa orang tidak 
pantaJi mendapet keuntungan dad kejahatannya. 

·-· 
Untuk blsnts, sudutpandang hukum tentu pentJng. Blsniaharus 

menaatl hukum dan peraturan ~g berlaku. "Bisnls yang balk" 
antara Jain berartl juga bfsnls yang patuh peda hukum. Tetapl sudut 
pandang hukum ltu tid• c:ukup. 

Perlu dlakul lagl adanya sudut pandang 18th, yaitu sudut 
pandqng moral. Tldak sernua hal yang pant8s dUaklakan atllu tidak 
pantaa dllakukan perlu dilltur atllu malah blsa dlatur menu rut hukum. 
Di samplng hukum, kite membututt.kan etltka juga,. Kita 
membutuhkan norma moral yang menetapkan ape yang etis atllu 
tidak etis untuk dUakukan. Bahkan harus digarisbawahl, pacta taraf 
nonnetif etika mendahului hukum. Misalnya, kewlljjban ltu sendlri 
untuk rnematuhl hukum berasal dart sudut pandang moral. 

Kadang-kBdang didengar pendapat bahwa blsris sudah ~aku 
etis, bill mematuhl peraturan hl.klm. Blsnls berla!W etis - mereka 
tegask.an - jika dan selama tidak melang~r hukum. Jlka perilaku 
blsnls itu legal, maka dmli sudut moral juga semuanya beres ("If It's 
legal, it's mol't!llly oklly'J. Karena ala88n-alasan )'ling dijdlllskan 
sebelurnnya, pend8pat ltu tidak betul atllu- leblh tepat- tJdak lerlgkap. 
Tentu saj8, 880gat diharapkan blsnls akiJn mematOOI hukum dan 
peraturan yong berlaku. Kepotuhan petda 1!\ukum merupakan suatu 
mini-mum, tetapl minimum 1t11 belum cukup. Sikap blsnis belum 
terjamin berslfal eds, blla orang membatasl dJrt pada hukum saja. 
Sebagaimana dltandasbn Boatridlt. darfpada menggunakiJrr motto 
'11/t's}ega/, it'smoriJ!/yofl11y: lebih balk klta berpegang pada prinslp 
"If It's moriJ!/y wrong, It's probiJIJ/y IJ/!J() IDegiJI". Jlka secara1 moral 
suatu perilaku temyata selah, kemungklnan besar (walaupun tidak 
pasti) perllaku ltu melanggar hukLm juga. 
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3.2. lblok ukur untuk Up sudut pandang lnl 

Begalmana kita tehu bahwa bfsnls ltu balk menurut tfga.sudut 
pandang tadi?. Apa yang menjadl tolok: ukurnya'? Ontuk sudut 
pandang ekon(l)mls, pertanyaan lnf tldak suit untuk dfjawl!b. Secara 
ekonomfs, bisnis adalah balk, kalau menghasllken laba. Hellt\11 aken 
tampak delam• laporan akhfr tahun, yang harus dlsusun menurut 
met<>Gie kontrd finanslal dan akuntansl yang sudah· baku. 

tlltuk sudut pandang hukum pun, tolok ukul'flYa cukup jelas. 
Blsnls adalah balk, jfka dlperbolehkan oleh slstem hukum. 
Penyeltmdupan. mfsalnya, adalal'i cara berdagang yang tidllk bmk. 
karena dUarang oleh hukum. Contoh lnii cukup menarik, karena 
tergamtung pada cara dlatumyl! sfstem ekonoml. Dalam astern 
ekonoml pasar bebas yang konseliruen, malah tldak mungkln1 te~adl 
penyt!lundupan. Jlka kadang kala kitts ragu-ragu tenteng, boleh 
tldakn,ya suatu tlndakan blsnls menurut segi hul'rum, klt'a blsa 
mengl!ljuken masalah lnl ke pengadilan dan mlnte keputusan hakim. 

Leblh sulit untuk menentukan balk tidaknya blisnfs darl sudut 
pandang moral. Apa yang menjadf tolok ukur untuk meneOOlkan 
balk buruknya 5llatu perbuatlln atau tlngkah laku? Setldak-tldaknya 
dapat· dlsebut tiga macam tolok: ukur: hati nuranij Kafdah Emas, 
peolkllan l1'lliS)'8rakzr umum. Mali kka 111eflwtdang tlgaprosecfull untuk 
memastlkan kualltas etfs.suatu perbuatan lni dengan1.,blh rincl. 

IJ. HIJtl nuriJni 

Suatu pertbuatan adalah balk. jlke dilalwkan sesuaf dengan hat! 
nuranf, dan suatu perbuatan lain adalab buruk, jlka dllakukan 
bertel!ltangan dengan suara hatl nuranl. Dalam berUndak 
bertentangan dengan hati nurani, klta menghancurkan lnt'A!gritas 
prlbadi, kerena1kltll mef'l)'fmpang dar! keyaldnan ldta yang terdalam. 
Hati n111ranf menglket kltll d&am artf, klta h6i'Usmefakukan apa yang 
dlperihtahkan hatl nura11i dan tidllk boleh melablkan apa yang 
berlawamm dengan suara hati nuranf. Hatfinurani kb rnflikl sebagai 
manusfa. Karena itu setiap orang mempunym hati nuranl, temnasuk 
juga 01ang yang tidak beragama. Tetepl bzlgl orang1 beragama hati 
nuram mempunyai artf khusus. Kalau dia mengambD keputusan 
mor&latas d8$Gt hatf nuranl, keputusanAya diarrtJil "dl hadapan 
Tuhan". Ia insaf dengan ftu memenuhl kehendak Tuhan atllu justru 
melanggar perlntah Tuhlln. 
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Dalarn kasus 1 (lndustrl kimla) rupanya Marc Jones lngln 
bertfnd.ak menurut hatJ nlllllllJnya. Apakah atasannya, Kevln Lombard, 
juga menglkuti tuntutan haU nuranlnya? Apakah menurut hatiinuranf 
Is blsa memblarkan rlslko besar bagl anak.buahnya dan llngkungan 
hidup, demi rnenfngkaakan produktivftas? Dan dafam kasus 2 
(PemDSOk komputer), apakah kepala baglan pemasaran bertindak 
sesuaf dengan hatf nurann blla Js mendfamkan saja behwa barangkalf 
Is tfdak dapat melaksanakan pesanan dalam batas waktu seperti 
dlheraJPkan dan dlandatkan? Apakah hati nuranlnya menglzlnken 
meml)uat janjl yang barangkalf t!dak bisa dltepatf? 

Sebagalmena ditunjukkan oleh kasus-kasus serupa lnf, d&am 
dunle blsnls suara hatf n...-anl mudah dlnfnabobokan oleh kelnglnan 
memperoleh keuntungan sebesar-besamya. Terglur oleh keinglnan 
lnf, or.ang malah blsa berbohon!J tenteng suara hat! nuranlnya. Ia 
blsa saja mengatakan bahwa hatJ nurani menglmken sesuatu, 
padahaf hatl nuranfnya justru mefarang. Kita tfdak pemah blsa mellhat 
ke dmam hat! nuranf seseorang. Dan orang beregarn.a tfdakjarang 
bersedJa saja rnengambil rfslko akan disiksa dalam neraka di tlkhlrat 
(atau bertaruh1 akl:ln menerlma pengampunan Thhan pada akhfr 
hfdupnya), jlka Is berhadapan dengan kesempatan memperoleh 
keuntoogan besar, kendatfpun demgan cara yang tldak halal. 

Had nuranl memang merupakan norma moral yang penting, 
tetapi sifatnya SJbyektlf, sehlngga tfdak terbuka untuk orang lain. 
Pertanyaan apakah hatf nurani menglzlnkan atau tidak. hanya blsa 
dijawllb oleh orang bersangk.utan. Apalagl, hatf nuranf hanya blsa 
dlpakaf sebagal peganj:J!In, kalau terbentuk dengan balk. lldak 
semuanya yang dfketakan hat! nUMl\1 bfsa diandalkan dan seglrnorel. 
Hati nuranl yang berblcara dengmt jujur pun bfsa tersesat, karena 
terbentuk atau' terdldlk dengan kurang tepat. Bahkan blsa terjadi 
orang fanatik melakukan kejahatan, sepertf mfsalnya pembunuhan, 
yang - katanya- dflakukannya atas dorongeo hatl nutani. Hati'nuranf 
yang tidak dldidfk dengan semestinya bisa menjedJ terlalu longgar 
atau melah tUI'J'l>UI sama sekall. 

Karena alasan...afasan lnf hat! nurani sd:Jagai norma moral sering 
kalf sullt dipakai dalam forum umum dan harus dDengkapi dengan 
norma-norma lain. Salah satu contoh k011kret adalah pengakuan 
hak millk intelektu&. Mllsalah etfs lnl sullt dfselesaJken atas dasar 
hatf nuranl saja. Banyak orang yang tlanpa ragu•ragu akan 
men~ormati m1llk fislk.seseorang (seperti dompetnya) tidak akan 
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merasa keberatan dalam hatl nurani blla "mencurt" hak clpta 
pengarang, komponls, atau pembuat perangkat lunak, hal< merek 
dagang, hak paten, dan sebagai~a. Walaupun mereka mengakul 
hak nUilk flslk sebagal hal yang lumrah, merela!t tldak begltu 
menghlraukan hak mlllk lntelektual. Namun de.mikian, hak terakhlr 
lnl pun merupakan hasil jerth payall seseorang. Bandlngkan kasus 5 
("Uve Aid") d11n 6 (Merek dagang Nlke). 

b. KIJ/d11h Ernlls 

Cara leblh obyektlf untuk menilal balk buruknyaperllaku moral 
adalah mengukurnya dengan Kaldah Emas yang berbunyi: 
"Hendaklah memperlekukan orang leln sebagalmet~a Anda sendlrl 
lngln dlpertekukan". Perleku saya blsa dlanggap seeara moral balk, 
blla saya memperlakukan orang tertentu sebagalmana saya .sendlrl 
lngln dlperlakulam. Mengapa begltu? Karena saya (den setlap 
orang) tentu menglnglrtkan agar saya dlpertakukan dengan belk. 
Nah, seya h12rus memperlakukan1 orang leln dengan cara demtkian 
pula. Kalau begitu, M}'a l!terperilal<u dengan balk (dart.sudut pandang 
moral). 

Kaidah Emas dap12t dlrumuskan dengan cera positlf maupun 
negatif. Tadl dlberlkan perumusan positif. BUa dlrumuskan secara 
negatif, Ketd!Jh Emas berbunyi: ':Janganlah melakukan terh12dap 
orang1laln, apa yeng Andl!l sendlri tidal< lngin akan dUakukan terhadap 
dirt AndiS". S8ya kurang konslsten1dalam tingkah laku saya, bla say8 
melakukan sesuatu terhad12p orang lain, yang sa,ya tidak mau 8kan 
dllakuk8n terhadap saya sendiri. Kalau begitu, saya berperll8ku 
dengan c8r8 tidak balk (dar! sudut pandang moral). 

Seandalnya Kevin Lombard dalam kasus 1 (lndustrl kiml12) 
menjadl pekelja blaS8 dfi pabrlk kinla ltu, apakah ia alam setuju blla 
atasanny8 memblarkan risiko beS8r bagi kesela1118tannya? Dan 
kepala baglan penjualan dalam lbtsus 2 ~mesok komputer) biS8 
tany8kan: seandelnye saya memlbell komputer sepeltl pemesan PT 
W.V.K. lnl, apakah saya ekan merasa senang, blla tidak dlberitahukan 
bahwa pesanan barangkall tJdak dapat dljal2mkan sebagalmaM saws 
harapkan?Tentutidak. Snyaakan sangatrepot, karenaseluruh•slstem 
komputer harus dlgantJ dalam jangka waktu satu tahun. Say a tentu 
tldak akan menginglnkan pemsahaeln saya mengalami keruglan lwena 
alasan ltu. 

,. 
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Plmplnan perusahaan asbes Amerlka (kasus 3) tldak akan 
rnengJngin.ktm ia sendlri dlperiakukal sebagaimana famemperlakukan 
peketja-pekerjadl negara.Mrlka Bamt ltu.la rmal8h melakukan sesuatu 
yang menurut peraturan hukum Amertka tldak boleh dllaku.kan dl 
negerlnya sendiri. Mungkln pemerintah negara Afrika Barat ltu 
setengJth terpaksa menutup mate bagi rislto kesehatan kerja yang 
akan dlalaml para pekerja. Tetapi perusahaen America tahu bahwa 
slkap itU ddak betul, terutama blla mellhat jangka waktu leblh 
panjang. 

081am kltsus 4 pun dapat kim terapkan Kaldah Emas. Negara­
negara kecll sepertl Swiss dan Luxemburg begltu menela!tnkan 
kerahaslaan bank dengan harapan dapat menartk. banyak dana. 
Dalam hallnl mereka tlda.k pedul terhadap kemungkinan asal-usul 
krfmlnal dar! dana tersebut. Seandalnya ada negara lain yang 
memperiakukttn mereka dengan cara ltu, mereka pasti tldak.setuju. 
Mereka tJdak abn senang blla kriinlnelltas·di negara mereka sendlrl 
dlllndungl oleh,negara !a.in. 

Leblh menarik lagl memanfaatk811 Kaldah Emt1s dt~lam 
kasus 5 ("Uve· Aid") dan 6 (Merek dagang Nlke). Kt~lau ten tang 
dua kasus hak mlllk intelektual lnl hatl nuranl umumnya tldak 
member! kepastlan, Jebih sulit untuk menytSngkal tuntutan dar! 
Kaldah Emas. Seandainya saya sendlrl penclpta kaset "Uve Aid", 
apakah saya alklm menerima saja bahw.a orang lain memb~ak 
lagu ciptaan saya, ata11 seandalnya saya pemlllk merek dag12ng 
yang sukses, apakah saya tidak keberlltan bahwa orang lain 
menggunakan merek saya? Jaw8ban atas pertanyaan-pertanyaan 
In! tJdak blsa dlragukan. Kef au diukur dengan Kaldah Emas. akan 
tampak dengan jelas b.ahwa perilaku orang daiam dua kasus lnl 
tfdak etls. 

c. Penll11i11n umun 

Cara ketJgt1 dan barangkall paling a~Jl>uh unl1ik meneOOJkan 
balk burulmya suatu perbuatan atau perllaku adalah menyerahkannya 
kepada masyarakat umum untuk dlnUal. Cara lnl brsa dlsebut juga 
"audlti soslal". Sebagalmana melalul .. audle' dalam arti blasa sehat 
tJdaknya keadaan flnansial suatu1perusahaan dlpastlkan, demlldan 
juga kualltas etls sua~ perbuatan dltentukan oleh penJialan 
masyarakat umum. 01 sinl perlu digarisbawahl secara khusus 
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pentingnya ki1ta "umum". lldak cukup, bila suatu masyarakat terbatas 
menllal kualltas etis suatu perbuatan atau perilaku. Sebab, mungkln 
mereka mempunyai vested Interests, sehlngga cenderung 
membenarkun saja perllaku yang menguntungkan mereka, sambil 
menlpu dirinya sendiri tentang kt.1alitas etisnya. Barangl-.all 
masyarakat Swiss (kasus 4) tldak berkeberatan pemerintah mereka 
mempertahankan terus undang-undung kerahaslaan bank y~mg 
ketat, karena hal itu merupakan salah satu faktor pentlng untuk 
menjamin kernakmuran nc~ara mereka, sekallpun dengan itu dlambU 
rlsiko melindungi dana yang berasal darl kalangan krlmlnal. 
Barangkali rnasyarakat Amerika (kasus 3) juga tidak begltu pedull, 
kalau pabrik asbes dan industri berbahaya lainnya dipindahkan ke 
negara-negara berkembang di Afrika. Dengan itu mereka mungkin 
malah memberi kesan mc~mba,ntu negara yang ekonomlnya maslh 
lemah. Dengan demikian kesehatan para pekerja Amerika tidak 
dlbahayakan dan ekonom i Am erika dalam sektor itu tetap terjamln, 
karena mereka masih menguasai industrl tersebut. 

Sejauh masyarakat yang menllai masih terbatas, husil 
penllalannya mudah berslfat subyektif, karena dilihat melcalui 
kacamata kelompok atau negara ter-tentu. Guna mencapai suatu 
tahap obyektlf, perlulah panUaian moral dijalankan dalam suatu fo­
rum yang seluas mungkin. Karena itu "audit sosial" menuntut adanya 
keterbukaan. Tmgkah laku yang kurang etls pada umumnya dilakukan 
dengan tersembunyi. Perbuatan serupa itu tldak pantas dlUhat atau 
dllretahui oleh umum dan lwenanya dengan sengaja disembunyikan. 
Seballknya, tlngkah laku yang balk soecara moral tidak menakuti 
transparansl. Orang yang berkelakuan etls bersedia membukaltan 
perbuatannyca bagi penilaian masyarakat umum. Man usia itu makhluk 
sosial dan perilakunya selalu mempunyai dlmensl soslat. Perllaku 
sosial itu ben;ifat balksecara moral, bila tahan uj1 dalam audit sosial. 
Perllaku berslfat buruk secara moral, bila secara urn urn dinllai sebagal 
tidak balk. 

Mungkln tldak semua orang akan menyetujui pandangan lni. 
Terutama mereka yang menganut relativisme moral, akan 
menegaskan bahwa dalarn masyarakat yang berbeda nilai-nilai dan 
norma-norma moral blsa berbeda juga. Sebagal contoh serlng 
disebut praktek-praktek korupsl. Di banyak negara maju, seperti 
Amerika Seril<at atau Jerman, korupsl ditolak dengan tegas dan dinilal 
tidak etis. Sedangkan dl banyak negara berkembang korupsl 

~· 
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rnerajalela dan dtanggap- sebaglan dan blsnls normal. Kami · di slnl 
tldak bennaksud membahas secora tuntas masalah relattvlsme 
moral! Barangkall dapat dlterinus bahwa masyarakat yang berbeda 
dalam beberapa hal menumg mempunyal nilai dan norma yang 
berbeda pula. Contoh y.mgsedng dlkemukakan: dalam dunia blsnls 
dl Jepang nllal yang tertlnggi adalah kesetlaan karyawan pada 
perusahaan, sedanglam di Amerlka Serlltat nllai tertlnggi adalah 
kebebasan Individual. Contoh sepertl itu btsa dlsetlljul. Tetapi leblh 
sufit dlterima behwa korupsl merupakan SUI!Itu masalah perbedaan 
nilal saja. Alasannya, praktek-praktek korupsl tfdak pernah 
transparan. Bleya tambahtm akibat korupsl adalah "blaya sHwnan". 
Pfaktek-praktek sepertl punglf, uang pelidn, komis11Jdak resmi, dan 
set>againya, selalu dlsembunyikan terfladap "audit sosial". Orang 
yang terllbat dl dalamnya mengtUndari keterbuka2111. Mereka tldak 
mau memberikan kultansl atau tanda terlma lalnnya. Uang hasil 
korupsi dengan sengajil tldak dlcantumlmn dalam pembukuan. 
Perbuetan mereka tldak boleh dfabadlkan dengan Ieamer a foto atau 
video. Audit sosfal sebagal tolok ukur moral justru menunjukkan 
bahwa tldak ada negara' atau keb'ud21)'8an apa pun yang menerlma 
koruP'i sebagai sesuatu yang balk atau bahkan netml secara moral. 
Audit soslal memperllhatlam bahwa korupsi (sesuai dengan asal­
usul lbtta lnl darl bahasa Latin: corruptlo = ketMisukan) selalu 
merupakan suatu hal yang tldak baik. 

• •• 

I!>apat dlsimpulkan, supaya patut dlsebut good business, 
tingkah laku blsnls harus memenuhl syarat-syarat dart semua sudut 
pandang bKll. Memang benar, blsnis yang; se<:ara ekonorniS. tldak 
baik (jlldl, tldak membawa untung) tldak pant&s dlsebut blsnls yang 
baik. Tidak ada orang yang dengan serlus akan mempersoaiiCan hal 
ltu. Terdapet lebll banyakkeraguan tent&n~ perlunya sudut pandang 
kedua dan ketiga. Blsnls tldak pantas dlsebut goodJJuslness,. kalau 
tidakbaik dart sudut etJka dan hukumjuga. Dalam hallni pentlngnya 
aspek hukum leblh mudah dlterlma, sekurang-kurangnya pada 
taraf teoretls (walaupun dalam praktek barangkali serlng 
dilanggar). Buku lnllngJm mempelajari aspek etlka1dalam perilaku 
bisnis, tanpa meremehkan pentingnya aspek-aspek lain. 
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Sebagalmana akan menjadl jelas selanjutnya, sekarang lnl di 
banyak temp e.t d lakur relevansl dan bahkan urgensi untuk 
menyorotl blsnls dart segl etika. 

,. 
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TIMBOLNYA PENGATURAN HUKUM 
PERSAINGAN CURANG 

t . Daaar Plldran Pengaturan Hukum Persefngan ()saba 

$ebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khueusnya 
para pelaku blslllls, merlndukzm sebuah undang-undang yang .se<:ara 
komprehenslf mengatu11 persalngan sehati. Kelnglnan 1tu dldorong 
oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tldak sehat, 
ten.rtama km'enapengua&G sering memberiltan perllndungan atisupun 
prlveleges kepada para pelaku blsnls tertentu, sebagal baglan dart 
praktfk..praktlk kolusl, ltorupsl, kronJ, dan nepotlsme. Dlkatakan 
secara komprehenslf, karena sebenamya secara pragmentaris, 
batlJsan-batasan yurldis terhadap praktik-praktlk bl.snls yang tidal< 
sehat at8u curm1g dapat ditemulam secara tersebar dl berbagal 
hukum posltJf. Tetapi karena slfmnya yang sektoral, perundang­
undangan tersebut sangat tidak efektJf untuk (se<:ara konseptual) 
memenuhl berbagai lndikotor sasaran yang lngln dicapai oleh 
undang-undang persaingan sehattersebut (.Muladl, 1998:35)\ 

Sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur 
persalngan dan antimonopoU sudah sejak lama dlplkfrkan oleh para 
pakar, partal polltik; lembaga swadaya masye.rlllart, sertll instllnsl 
pemerintish. Pemah suatu ketJka Partai Demokrasl Indonesia pada 
t1Jhun·1995 menelurka.n konsep Ra.nctmgan Ondang-undang tentang 
Antfmt>nopoll. Dlernikia.n pula Departemen Perdagangan yang bekeJj8 
sama• dengan1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia pernah 
meml)uat naskah akademlk Rancanglln ~ndtmg-Ondang tentang 
Persafngan Sehat dl Btdong PercU!gangan. Namun patut dlseyangkan 
lwena semua usulan dan lnisl8tlf tersebut tidak mendapat tanggapan 
yang posltlf, kare.na pada masa-mllsa ltu belum .ada komltmen 

71mbulnp Pe11fP1turlltl Hukum Pets~~lngtm Curmg / 61 



I t 
I 

' ,. 
rrn~upun poUtiCJJIK1/Idart elite polltikyang berkuasa untuk mengatur 
rru~salah persalngan usaha (Htkrnahanto Juwana, 1:999:4). 

Ada beberapa alasa11 mengapa pada 'Miktu itu sullt sekall suatu 
Undang-Undang AntJmonopoli dlsetujul oleh Pemerlntllh, yaltu : 

1. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan 
t)esar perlu dltumbuhkan untuk menjadi lokomotlf 
pembangunan. Perusahaan·perusahaan tersebut hanya 
mungkin menjadl besar untuk kemudian menjalankan 
fungsinya sebagal lokomotif pembangunan apablla dlberl 
periakuan khusus. Perlakuan khusus lni, dalam pembertan 
proteksl yang dapat menghalangl masuknya perusahaan lain 
dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain 
memberiltan poslsi monopoH; 

2. Pemberlan fasllltas monopoll perlu ditempuh karena 
perusahaan ltu telah bersedla menjadl pioner ell sektor yang 
bersangl(utan. Tanpa fasllltas monopoli dan proteksl, 
Pemerlntah sullt memperoleh kesedlaan Investor untuk 
menanantlam modalnya dl sektor tersebut; 

3. Uhtuk menjaga berlangsungnya praktik KKN deml kepen-tingan 
kronl mantan PreSiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang 
berlwasa pada waRtu itu (Sutan Remy S)ahdeinl, 2000:5). 

Kebljakan pembangunan eltonoml yang kitll jalankan selama 
tlga dasawarsa, selain• menghasllkan banyak kemajuan, yang 
dltunjukkan oleh pertumbuhan ekonoml yang tJnggi, juga maslh 
banyak melahfrkan tantangan atau persoalan pembangunan 
ekonomi yang belum terpecahkan. 1Di samplng ltu. ada 
kecenderungan globaltsasl perekonomlan sertar dlnamlka dan 
perkembangan usaha swasta sejak awal tBhun 1990-an. Peluang­
peluang usaha yang tetah dlciptllkan oleh penguasa pada waktu ltu 
dalam kenyatllannya belum melllbuat seluruh masyarakat mampu 
dan dapat berpartJsipasl dalam pembangunan di berbagal sektor 
ekonoml. Peri<embangan usaha swasta, di satu sisi dlwamal oleh 
berbagal bentuk kebljakan penguasa yang kurang tepat, sehlngga 
pasar menjadl terdlstorsi. 

[1)( sisi Jain, sebagian besar perkembangan usaha swasta pada 
kenyataannya merupakan perwujudan dart kondisl persalngan•usaha 
yang tldak sefaat atau curang. Fenomena yang .demlklan telah 
berkembang dan dldukung oleh adanya hubungan antara pengmnbn 
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keputUSlln dan para pelaku usaha, balk se<:ara langsung maupun 
tidak langsung. Keadoan ini makln memperburuk keadaan. 
Penyelenggaraan ekonomf nasional kurang memperhatikan amanat 
Pasa~33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan 
corak yang sang~St monopollstik. Para pengusaha yang dekat dengan 
elite kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang 
berleblhan, sehlngga menimbulkan kesenjangan soslal . .Munculnya 
konglomerasl dan sekelompok kec::il pengusaha ICuat yang tJdak 
didukung oleh semangat kewirausahaan sejatJ merupal<:an saJah satu 
faktor yang mengaklbatkan ketahanan ekonoml menjadi sangat 
rapuh1dan tJdak mampu bersalng. Padahfll. dalam era pasar bebas 
nanti, klta dltuntut untuk mampu bersalng dengan mengandalkan 
kekuatan sendlrl. 

L.eblh lronls lagi, perilaku darl pelaku-pelaku blsnls kita. yaltu 
para konglomerat yang telah memperoleh pertakuan lstJmewa clan 
penguasa tersebut, temyata sangat tJdak bertanggung jawab, dan 
tidakmau berbuat positif untuk memperbalkf kondlsi ekonoml naslonal 
yang sangat parah. Konc:lsl semacam lnJ mengharuskan pemerintllh 
mencari bantu an dart donor-donor lain, balk yang·berslfat kolektJf 
maupun negara per negara. Kete~antungan pada b8ntuan asing lnl 
mengharusktm pemerintah mengikuU berbagal persyaratan yang 
disepakatf bersama; semUMtya rneletakkan Indonesia pada posisi yang 
Jemah. Walau demlkian~ dalam hal-hal tertentu, b8nyak hal yang 
berl<alan dengan persyaratlln utang luar negerl ltu yang rnengandung 
hlkmah, yt~ltu mengakselerasl pembuatan undang-undang y11ng 
sebenamya sudah lama dldambakan, yang dalam 1kondlsi normal 
tidak akan dlbentuk dalam waktu slngkat; pada umumnya bii telah 
terjadwal dl dal8m Letter of Intents antllro Indonesia dengan lMF 
(Muladl, 1998:35-36). 

IDi samplng merupllkan tuntutan nllsional, Undang-Undang 
Persaingan Usaha (Flllr Competition Lllw) juga merupakan tuntutan 
atau kebutuhan rambu-rambu yuridls dalam hubungan blsnis.antllr 
bangsa. Darl slsl kehidllpan naslonal jelas bahwa basis kuJtural 
(asas kekeluargaan) dan konsUtuslonal (demokrasl ekonomi) klta 
memang sama sekall menolak praktJk-praktlk monopollstlk dalam 
kehidupan ekonornl yang merugiken rakyat. Dan sisl hubungan antar 
bangsa pun, apalagl dengan munculnya fenomena globalisasl 
ekonoml yang mengandung makna, semakln menfngkatnya 
ketergantungan antar bangsa dl berbagal bldang kehidupan 
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(ekonoml), mengharuskan berbagal bangM meni'Wf rambu-nmtbu 
(peraruran) baku dalam blsnJs antarbangsa, sebagal konsekuensi 
WTO, APEC, AFTA, NI\FTA, EC, dan lain sebagalnya (Muladl, 
1998:36). 

Sebab, para ahll banyak yaiJlg mengatakan, adanya kondlsl 
persalngan (the st6te of competition) dalam pasar domestlk 
merupakan hal yang sangat penting dan suatu kebljakan publlk 
(public po/icy)J khususnya untuiC mengukur kemampuan bang sa 
dalam bersalng dl pasar lnternaslonal, serta untuk meyaklnkan 
Investor dan eksportir t~slng untuk bersaing d81t~m pt~sar domestik. 
Dengan demlldan tujutJn darl kebljakan persalngt~n naslonal 
t~dt~lah untuk menclptakt~n dan memastlkan bahwt~ konsep 
persalngan dap8t dljalankan dalam kerangka ekonoml plurellstlk. 
Konsep d8S8r kompetJtlf lnl pun pada dasamya mengandung unsur 
HAM yang kental, karena dl dahtmnya terkalt "pemajuan" (pro­
motion) dart ltondlsl persaingtm (condition of r/v6/ry) dt~n 
"kebebasan memllih" (freedom of choose} untuk mengurangl dan 
melarang kol)sentrt~sl kekutJttJn-kekutJttJn ekonoml (tt\uladi, 
1998:36). 

UnbJk ltulah, akhlmya harus adtJ C8J1lpur tan~n negans (gov­
ernment R!gU/Mion}untuk mengembangkM dan mernellhara kondisi 
pers8lngan. Bahken glob8llsasi menclptakan 8tmosfer yang kondusif 
untuk persalngan yang menembus baUis-batas negt~rtJ, yang 
memlbutuhkan harmonisasl kebljak.an yang sering dlnanutkan "su­
per ntltlon6/ of regloniJ! st4ndm-t!ls". Bahkan Mtisyarakat Ekonoml 
Eropa·(EC) jugtJ mtJsih terus mengembangkan apa yang dinlm'llJkan 
"Minimum Competition PoHcy Requirements Within the Framework 
of the OATr. Df Ungkungan ASEAN pun, tanpa mengesampliJlgkan 
divergensi struktur lnstituslon81 ekonoml, politlk, dan soslal, para 
ahli sudah mulal berpiklr tentang perlunya pen·gembangan dl 
samplng hukum persalngt~n nasion81 dan hannonlsasf peraturan­
peraturan komerslal, termasuk hukum persalngan dl antara 
masyarakat ASEAN (M~adl, 199&36). 

Doktrin yang berfaku pada mt~sa 181u, yang secara absolut 
menyat.akan ballwa hukum ekonomlltu berslfat VlJ!ue 10/Jded, yang 
dekatdengan lrondlsi sosl81 budaya bangsa, tldak sepenuhnya dapt~t 
dlpertanggung)awabkan•dalam kaltannya dengan proses globalfsasi. 
Konsep harmontsas11 hukum dan keberadaan fenornena 
lntemasionallsasi pasa11 menumbuhkan perhatian yang semakin 
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[ntensif terhadap apa yang dlnamakan lnlem6tlonlll dimension of 
MJtitrrJsl and the Rt between competition poUcy IUld the world tr6d­
in{J system. ~lam kerangka In!, muncul 6ntitrust f(JJTI//y (lnt~m6-
don61} Unkllfles of IT14lk« economies (Muladl, 1998:36-37). 

.Beberapa negara sudah mengatur rarnbu-rambu pei'SIIingan 
usahayangselllat dalam hukum naslon81 masing-maslng. Amerlka 
Serikat untuk pertama kali pada tahun 1890 telah mengatur 
persafngan usaha yang sehat d81am Act to Protect 1i6de and Com­
merct! Agllfnst (Jnfawfuf. Restnnnts 6nd MonopoUes <Sherman Act), 
yang l!>eberapa kaU telah dlsempumakan, terakhlr dengan Robinson 
PatrnMl Act tal'\un 1936. Demikian pula dl Jepang, untuk pertama 
kaU pengaturan,pei'S8ingan usaha dituangkan dalam Shiteld dOkusen 
no Jdnshl oyolJI kosei torlhlki ni lamsuru /Jorftsu (Uw concerning 
the prohlbU/tlon of pn·v6te monopoly IU1d preservation of ltJirtmdeh 
yang beberapa kall mengalaml perubt~han. &gl negara Jerman, 
pengaturan persalngan usaha dapat dijumpal d81am Act to Gnfllir 
Competition 1909. Negara Allpina juga telah men~tur persaingan 
usaha fnl d81am Penal Code-nya~ Sedangbn negara-negara yang 
tergabung dalam Masyarakat Ekonoml Eropa, sudah pasti tunduk 
dan menglkuti!Cetentuan pengabJran hukum per-salngan usaha yang 
telah dlatur bersama dalam Tre6ty on the Europe6n Union. 
Sedangkan Indonesia, pengab.Jran persalngan usaha baru terwujud 
pada tehun 1999 saat Undang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praldik Monopolf dan Persalnglln Usa&a lldak Sehat 
disahlt.an. 

Kelahlrafl' Ondang-Ondang Nomor 5 Tahun• 1999 tersebut 
dltunjang pula dengan tuntutan masyaraet akan· reformasi total 
dalam tatanan kehidup8n berbangsa dan bernegara, termasuk 
pengnepusan keglatan monopoll dl segala sektor, Dlbandingkan 
dengan proses pembentukan undang-undang pada umumnya, 
proses pembentukan (Jndang-Gndang Nomor 5 Tahun; 1999 
termasuk tldak lazim. Perbedaan inJ terletak pada plhak yang 
meng8jukan rancangan wndang-undang. Selama lnl d81am praktlk 
kenegansan kit.a,. rancangan undang-undang dlslapkzm dan di-ajukan 
oleh pemerlntah untuk kemudlan dlbahas bersama-sama DPR. Tetapl 
tldak demlkian dengan Ondang-Undt~ngr Nomor S Tahun 1999. 
Adapun yang mempersJapkan rt~ncangannya adalah DPR yang 
kemudi~ menggunakan hak lnlslatlfnya .mengajukan rancangan 
undang-undang. Rancengan Undang-Undang lnl dlpersiapkan 
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selal'M kurang leblh 4 bulan oleh Kelompok Kerja Program l..eglslasi 
Naslonal DPR Bldang Ekonoml Keuangan dan lndustrl Pembangunan 
dengan judul Rencangan Undang..Ondang tentang Lanmgan Praktlk 
Monopoll, tanpa ada kata~kata "Persalngan lldakSehat ... Sebenamya 
pemerlntah, dalam hal lnl Oepartemen Perlndustrhm dan 
Perdagangan, 1elah memperslaplam rancangan undang-undang 
yang mengatur masalah perselngan dengan judul Rancangan 
Undang-Undang tentang Persalngttn Usaha. Kemudlan Pemerfntah 
dan OPR menyepakatl Rancangan Undang-andang1 yang 
dlpersiapkan oleh DPR lb.Jiah yang dlgunakan (Hikmahanto Juwana, 
1999:4). 

Menurut Laporan Ketua Pansus untuk memperslapkan 
Ran-cangan Undang-Undang tersebut dlpertlkzm wllldu leblh kurang 
3,5 buiDn dengan memlnta pendangan dell masukan darf berbagat 
plhak(Abdul Hakim 0. Nusantant'dan Benny K. Harman 1999: 119). 
Kemudlen, dalam Rapat ParfpurM DPR tanggal 18 Oktober 1998 
Rancangrm Undang-Undang lnl secara resml dljadik.an Rancangan 
Undang-Undang UsuJ,Jnlslatlf DPR. Pembahasan selanjutnyll 
dllllkukan oleh suatu PanitJa Khusus (Abdurrahman, 2001 :2). 

l))an konslderans menlmbang Undang..(Jndang!Nomor 5 Tahun 
1999, depat dlketahul faisllfah yang melatardepani kelahlrannya dan 
sekallgus memuat dasar plklran perlunya dJsusun undang-undang 
tersebul Setldaknya memuat tfgll hal, yattu 

1. Sehwa pembangunM bfdang ekononj harus diarahkan kepada 
ferwujudnya kesejaltteraan rekyat berdasarkan Pancasfla dan 
Uhdang-Undang Dasar 1945; 

2. Behwa demokrasi dalam bldeng ekonoml menghendald adanya 
ICesempatan yen" sema bag! setJap warga negara untuk 
IS!erpartlsfpesl dl dt.llam proses produksi dan pemuaran bamng 
da!Vatau jasa, dalam lldlm useha yang ,sehat, efektif, dan eftslen, 
sehlngga: dapat mendorong pertumbuhan ekonoml dan 
t)ekerjanya ekonorri pasar pngwaj&: 

3. I.Sehwa setlap orang yang berusaha dl IndoneSia harus berada 
dalam situasl persalngan yang sehat dim wajal). sehlnggl!l tJdak 
menlmbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonoml pada 
pelaku usaha tertentu, dengan tfdak terlepas darf kesepakatan 
yang telah dllaksanakan oleh Negara Republlk Indonesia 
terhadap perjanjlan-peljanjlan lnt.emaslonal. 

,. 
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Sement:ara itu PenjE:Iasan Umum Undang-Undang Nomor 5 
fahun 1999 juga menyatakan antara laln : 

"Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut 
kita untuk mencermati dan menata kembaU kegiatan usc1ha 
dl Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta 
berkembang secara sehat dan benar, sehlngga terclpta lklim 
persalngan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, 
antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persalngan 
usaha tldak sehat. yang merugikan masyarakat, yang 
bertentangan dengan cita-cita keadilan soslat. Oleh karena ltu, 
perlu disusun undang-undang tentang larangan praktik 
monopoU dan persalngan usaha tidak sehatyangdlmaksudlam 
untuk rnenegakkan aturan hukum dan memberikan tujuan 
perlindungan yang sama bagl setiap pelaku usaha dl dalam 
upaya untuk menclptakan persalngan usaha yang sehat. 
Undang-undang in! mem.berikan ja:mlnan kepastfan hukum untuk 
leblh mendorong pE:rcepatan pembangunan ekonomi dalam 
upaya meningkatkc1n kesejahteraan umum, serta sebagal 
lmplementasl dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 
1945". 

Dengan demiklan kelahlran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 lni dlrnaksudkan, 1. untuk memberikan jaminan kepastian 
hukwn, 2. perlindungan yang sama kepctda setlap pelaku usaha dalam 
berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-prak.tlk 
monopoli dan/atau, 3. persaingan usaha yang tidak sehat lainnya 
dengan harapan dapat menciptakan lldim lisaha yang konduslf. di 
mana setlap pelaku usaha, 4. dapat bersaingan sccara wajar dan 
sehat. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang past! dan jelas yc1ng 
mengatur Jarangan praktlk monopoti dan persaingan usaha tidak sehat 
lalnnya. 

Kehadlr.an Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai fungsl 
tool of social control and o tool of social engineering. Sebagai "alat 
kontrol sosla.l", Undang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha 
menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli da!V 
atau persalngan usaha tldak sehat. Selanjutnya sebagal "slat rekayasa 
soslal", Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk 
meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan ikllm usc1ha 
yang konduslf melalui pengaturan persalngan usaha yang sehat, 
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dan berusaha mencfptakan efektfvltas dan eftslensl dalam kegfatan 
usaha (Ayudha D. Prayoga et al. {Ed.), 2000:52-53). 

ApabUa cltzt-clta Ideal tersei)ut dapatl dioperasionalkan dalam 
kehldupan nyata, Undang-Undang Nomor 5 Tal\un 1999 alum 
meml)awa nllal posltJf begl perkembangan lan usahe dllndonesia, 
yang selama ini dapat dJkatakan jauh dari1 kondlsi Ideal. Sekurang­
kurangnya, Undang..(Jndang Nomor 5 Tahun 1999 secara tldak 
langsung akan memaksa pelaku usaha untuk lebih eflsfen dalam 
mengelola usahanya, karena Undi:w\g..(Jndang Nomor 5 Tahun 1999 
juga menjamln dan memberi peluang yang besar kepada pelaku 
usaha yang lngln berusaha (sebagal aklbat dUtlNlngnya pn1ktlk 
monopoli dalam bentuk penclptaan bMr/tJr to entty). HallnJ berartl 
bahwa hanya pelaku usahe yang .eflsien-lah yang dapat bertahan dl 
pesar (t\yudha D. Preyogi!) et aJ. (Ed.), 2000:5 3). 

Dampak IPosltJf lain d8Ji Undl!mg..(Jndang Nomor 5 Tahun 1999 
adala~ terdptanya pasar )"'ng tidak.terdlstol&, sehingga menct>t.akan 
peluang usaha ~g semakln beslu bagl para pelaku usaha. Keadaan 
lni akan memaksa para pelaku usaha untuk lebih lnovatif dalam 
mendptakan dan memasarkan produk (barang dan jasa) mereka. 
Jlka haJ ini tJdl:lk dllakukan, para konsumen akan berallh .Cepada 
produk yang leblh baJk d8n kompc!titif. lnJ berarti bahwe, secara tJdak 
langsung Undang-UndMg Nomor 5 Tahun 1999 akan merru;ertkan 
keuntUngan bag I konsumen dolam bentuk produk y6ng leblh 
berkualltas, harga yang\ bersaing, dan pelayanan yang leblh balk. 
Namun perlu diingat bahwa Undf!lllg-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
bulaln merupak.an ancaman bagi perusahaan-pe:rusStaan besar yang 
telah berdlrl sebelum undeng-undang inl dlundangkan, selama 
perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan praktlk-prakt.lk 
yang dllarang oleh Unda~tg-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Ayudha 
D. Prayoga et al. (Ed.), 2000:53-54). 

Dl samplng menglk!lt para peleku usaha, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 menglkat pemerlntah untuk tldak 
mengeluarkan peratumn-peraturan yang berslfat memberlkan 
kemudahan dan fasilltas·lstlmewa kepada para pelaku usaha tertentu 
yang J)erslfat mooopollstJk. Aldbatnya, dunia usaha Indonesia menji'KIJ 
tidak terblasa dengan lklm kompetJsi yang sehat, yang pacta akhlmya 
menlmbulkan ~ruglan yang harus dltanggung oleh seluruh leplsan 
masyarak!lt Oleh kareM ltu, kehadJran Uhdang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 dJharapkzm mampu menglkat pemeriotah untuk leblh 
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objektlf dan profesional dalam mengatur dunla usah!l dJ Indonesia. 
01 sampfng ltu, Undang-(lndang l!iomor 5- Tahun 1999 juga depat 
menmgk!ltluln l;epercayaen masyarakl.lt lntema-sloneJ terhadap In­
donesia, sehlngga mereka akan tertarlt untuk menanamkan 
mocfall'l)'tl dJ Indonesia. PenJnglastan kepercayaan lnJ dlkareaakan 
adan}'Zijamlnan untuk berkompetlsi secara sehat (Ayudha D. Prayoga 
et aJ, (Ed.), 2000:54-55). 

2. Pengaturan Hukum Peraalngon Curang. 

Qlhdang-Ondang Nomor 5 Tahun 1,999 leblh tepat dfsebut 
sebago! Undang-Undang "Antimooopoli dan AntipeJSafngan Usaha 
Curang" atau dlslngkat "antimonopoll" saja, bulwmya "Larangan 
PraktJkMonopoli dan Persaingan Useha ThfakSehat". Karena dengan 
menamakan atau menyebut "Antfmonopoll (dan Antlpersalngan 
Usaha Curangr alaln leblh jelas ct.ln tegaS; serta ak.!rn leblh mudah 
dlsosiPllsaslk!ln kepada masyarakat daripada nama atau sebutan 
yang telah dlpUJh dalam undang-undang tersebut OJ samping ltu, 
JstJieh "antlmonopoll (dan anti persalngan usaha curang. etau 
antfpersalngan' curang) telah leblh dlkenal dan memasyaraket dJ 
kalan~n usahawan, akademls, dan praktlsl hukum, sel'llngga 
pemahaman terhadap lhsan Budi Maulana, leblh cepat dan lebih 
mudah dlterapkM (lnsan Bud! Maulana, 2000:15). 

!Stilah Undang-Unclang l.arangan atau tidak Persaingan Usaha 
Tidak Sehat dan tJdak mudah dlpahamJ. Di rlngkas, juga akan sullt 
dllngat dan tldak mudah dJpahaml. Dis.eunplng lbJ, pasaJ-pasaJ 
tersebut tfdak dlsusun dengan kalfmat yang mudah dlmengertl atau 
tJdak dlsusun dengan tata cara perundang-undangan yang 
sewajarnya. AkJbatnya, soslt~lia!Uisi undang-undang ltu akan 
rnengalaml kesulltan. Meskipun istlah "persaingan usaha tidaksehat" 
mungldn dlanggap benar dart segi bahasa,.darl segl hukum tfdt~klah 
demlklan. Kata1"tid8k sebat" atau1"saklt" selbagallawan k!lta "sehat" 
leblh dlekat pada atau leblh tepat digunalaln untuk lstilah "medls" 
darfpada termlnologl "hukum". lstilah "pe11saJngan (usaha) c~ang" 
sebag8i Iowan lmta "per.salngan (usaha) jujur" ak!ln leblh jeles dan 
tegas. menurut lstllah hukum dan ekcmoml . .Karena hukum, 
bagatmanapun memerlukan !alta, lallimat. dan lstil!lh yang tegas 
dan jelas, agar tJdak menimbulkan interpretast majemutc ylmg 
kemungkinan dapat mengaklbatkan keptlS!ian, keadllan, dan wibawa 
hukum ltu tJdak dapat cltega.kkan (lnsan AudJ Maulana 2000: 15). 
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11)a]am Undang.tlndang Nomor 5 Tahun 1999 tfdak dltemukan 
ketentuan yang mengatur penyebuum nema slngkat (c/t~rtltd) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sesuai dengan teknlk 
pcranC8Jlgan undang-undang,penemean sebuah undang-undang 
harus dlrumuskan seccara slngkat, jelas, dan tegas, ytmg 
mencermlnkan substansi perlfJaturan undang~oundang yang 
bersangkutan. 

(!Jndang-Umdang Nanor 5 Tehun 1999 dapat dlenggap dlsusun 
sc::cara singkat .dan sederhana (lnsan Budi Maulana 2000: 16). Hal­
hal yang diatur dalam Undang-Undang l'iomor 5 Tahun 1999 lnl 
dapatdikelompokkan ke dalam I 1 Bab dan dltuangkan ke dalam 53 
Pasal dan 26 Baglan, yang cakupan materi dan sistematikanya 
sebagai berlkut 

NO. BA8 PERIHAl/ISVFENTANO/MATERI PASAL JUMI.AH 

1. I Ketentuan Umum I I pasaJ 

2. u Asas dM Tujuan 2s.d. 3 2 pasal 

3. Ill Perjanjlan yang DflarMg 4 s.d. 16 13 pesal 

4. IV Keglatan yMg Dllarang 17 s.d. 24 8pa841 

5. v Posisl Domlnan 25s.d. 29 5 pasaJ 

6. VI Komisl Pengawt~s Persmngan Usaha 30s.d. 37 8 pasal 

7. VII Tata Care Penangamm Perkztra 38s.d. 46 9 pasl1l 

8. VIII San)<sl 47 s.d. 49 3 pa58l 

9. IX Ketentuan Lain 50 s.d. 51 2 pasol 

10. X Ketentuan Perallhan 52 1~1 

11. XI Ketentuan Penutup 53 1 pasal 

J<JMLAH 53 53pasal 
' 

ll)f samping ltu, Undang-lJndang lliomor 5 Tahun• 1999 
dlperlengkapi pula dengan : 

1. PenjeJasan Umum: 

2. Penjelasen Pasal Deml· Pasai 

fi)e)am Penjelasan Omum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 dlnyatalam bahwa se<:ara umum, materf Undang-Uhdang 

,. 
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Nomor5 Tahun11999 mengandung6 (enam) blsglan pengaturan yang 
terdl.ri atas : 

t. Peljujlan yang Dllarang; 

2. Kegiatan yang Dl.larang; 

3. Poslsi Dominan; 

.f. Komrsl Pengawas Persalngan Usaha; 

5. Penegaklln Hulum; 

6. Ketentuan Lain-lain 

Sehmjutnya, jika klta leblh ~ksama mempetajari 
Undeng-{Jndang Nomor 5 Tahun 1999 ter.sebut, ITUika kandungan 
substansl yang diatumya mellputl hal-hal sebagai berikut. 

1. Perumusan istllah atau konsep-konsep dasar yang terdapat atau 
dlpergunakan dalam undang-undang maupun aturan 
pelaksanaan la.!nnya, agar dapat dlketahul pengertiannya. Pasal 
r memuatl perumusen dari 19 lstJlah atau konsep dasar~ yaitu 
pengertian monopolf, puaktlk monopoli, pemusetan kekuatan 
donoml, poslsl dorninan, ~ usaha, persalngan usaha tidak 
sehat, perjanjlan, persengkongkolan atau konsplrasi, paser, 
pasar beiiSangkutan, struk.tUr po.sar,· perllaku pasar, pangsa 
pasar, harga pasar, konsumen, barang. jasa, Komlsl Pengawas 
Persalngan Oseha, den Pengadilan Negert; 

2. 

3. 

4. 

l!'erumusan kerangka polltJk antJme>nopoll dan perstJlngan 
usaha tldak seha~. beruplf asas dan tujuan pembentukan 
undang-undang, sebagalmana dalam Pasal 2 dan Pasal 3; 

IPerumusan macam perjanjlan yang dllarang dilatukan 
pengusaha. Pasal 4 sempai dengan Paset 16 memuat mecam 
pe~njlan yang dllarang tersebut, yaitu perjanjlan olfgopoli, 
penetapan harga, pembaglan wllayah pemasaran, 
pembolkotzm, karteJ, ollgopsonl, lntegrasl vel\tlkal, peljenjian 
tlertutup, dan peljanjian dengan plhak luar ngeri; 

li'erumusan macam kegiatan yang dllarang dUakukan 
penguseha. Pasal117 sempai dengan Pasal22 memuat mec.tJm 
l(egiatan yang dllarang tersebut, yaitu monopoll, monopsonl, 
penguasaan pasar, dan persengkongll!m; 
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5. ~rumusan macarnposfsi domfnan yeng tldak boleh dllllkukan 

pengusaha. Pasal25 sampal dengan Pesal29 memuat macam 
pC!lsfsi domlnan yaJtg tldak boleh dilakukan tersebut, yaltu 
jabatan ranglmp, pemlllkan saham, serta penggabuJtgan, 
peleburan, dan pen.gambilallum; 

6. Masalah susunan,. tugas, dan fungsl Komisl Pengawas 
~rsalngan Usaha. Pasal30 sampal dengan Pasal37 memuat 
perumusan status, keanggotaan, tuglls, wewenang, dan 
pemblayaen Komlsi Pengawas ~rsalngDn U88h~ 7. ~musan 
taUI carll penanganlln perlwa persaingan usab8 oleh Komisl 
Pengllwas Persalngan Usaha. Pasal 38 sampai denglln Pasal 
46 memuat perurra.Jsan penerfmaan leporan, pemedls8M 
pendahuluan dlln pemeriksaan lanjut:an, pemeribaan terhadllp 
pelaku usah8 dan alas-alat bukti, jMgka waktu pemeriksaM, 
serta putusan kort»sf, kekuatan putusan korrisi, dM upayll 
twkum tertutdap putusan komisl; 

8. Ketentuan sanksl yang dapat dljatuhkan kepada pelaku usah8 
yang telah metangger ketentuan dalam undang-undang. Pasal 
47 sampal dengan Pa58149 memuet macarn sanksl yang dapat 
dljatuhkan kepada pelaku usaha, yaitu tlndllk admlnlstrlltif, 
pfdana pokok, dan pldana tarnbllhlln;, 

9. Perumusan perbuatzm atau perjanjlan yang dikecualikan dari 
ketentuan undemg-undMg d8n monopoli oleh Badan Usaha 
Millk Negara dan/aUiu badlln atau lembaga yang dibentuk atau 
ditunjuk oleh pemerintah. Pltsal 50 memuat ketentuan yang 
dikecualikan darl undang-undang dan Pasal 51 memuat 
ketentuan monopoiJ oleh Badan Usaha Millk Negara; 

10. Hal-hal yang menyangkut pelaksanGan undang-undang~ yaltu 
perumusan ketentuan perallhan dan btentuan penutup. Pasal 
5-2 mengaaur bahwa pelaku usaha yang telah membuat dan/ 

• at:.au melakukan keglat:an dan,latau tlndakan yang tldak sesuai 
dengan undGng-undang dlberi wakru untuk menyesualkan 
selema 6 Cenam) bulan sejllk undGng-undang diberlakuklln. 
Sedllngkan P8sal 53 mengatur mulal berlakuny8 undang­
Uildang, yaitu terhitung sejalt 1 (S8tu) tahun sesudah undang­
Uildang dlundangkan oleh pemerlnt8ln, yaitu tep8tnya 5 Maret 
2ro0. 
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Ketentuan pelaksanaan lebih llllljut hal-hal yang dlatur dalam 
(Jndang..(Jndang Nomor 5 lhllun 1999 terdapat dalarn berbagai 
peratunm perundang-undangM yang sud8had8; sebagjan Jagi,m8slh 
perlu ditlnd8klanjutl dalam bentuk per8tUr8n pemerintah dlln 
J<eputusan Preslden, yaJtu 

1. ~aturGn Pemerintah tentang Penggabungan, Pefeburan, d80 
~ngambilallhan US8ha (Pasal28 ay8t (3)}; 

2. ~r8turan Pemerintah tentang Penetapan Nllal Aset d8n/at8u 
N1lai Penjualan Saham seb8giiAidb8t Penggabungan, Peteburan, 
dan Pengarnbllallhan Usaha [PaS81 29 ayat (2))~ 

3. Keputusan Presiden tentang Susunan, Tugas, dan R.mgsl Komlsi 
P.engawas Persaingan US8ha (Pasal 34 ayat (1 )). 

Dlllam kllitan dengan tlndak IMjut Undang-<lndang Nomor 5 
Tahun 1999, P8sal52 ay~ (1) Undang..(Jnd~mg Nomor 5 Tahun 1999 
menyatakan b8hW8 sejak beriakunya Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999, semu8 peraturan perundang-undangan:yang memgatur 
dan berkaltlln dengan prllktfk monopoU dan/atau persalngan•usaha 
dlnyatalam tetap bedaku sepllnjang tld8k bertentanglln atau belum 
dlgantl denglln yang btlllll berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan PaS8152 ayllt (1) tersebut, jelas 
bahwll,sefamll peraturan perun-d8ng-undangan yang mengatur dan 
berl<altan dengan praktik monopoll d8n/atau persalngan usaha yang 
ada belum dlcabut, dlgllntl, atau dlpetbw berdllsarkan UndGng­
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tklllk bertentangan denglln 
Undang..(JndGng Nomor 5 Tahun 1999, malta peraturan perundGng­
undangan tersebut dinyataklln maslh - tetap berlaku, dengan 
mengadaktm penyesualan seperlunya. 

malam dunla perdagangan tak lepas dari persalngan. Denga 
bersafng, pasti ada keterllbat.an unsur suap, monopol, oligopay dlln 
monopsoni. Mak8 keberadaan 1undang-undang anti monopoll 
memang sang21t dlharapkan, yaltu undMg-undang nomor 5 t8hun 
1999. Undang-undllng inl mengambll landasan kep8da suatu 
demokrasl ekonoml berdasarkan Pancasl.l8 dan UUD 1945, sehingga 
undang-undans lnl S8ngat bGnyak berslngungan ·dengan sedor 
ekonomi. Akan tetapi dellam hukum bisni$ maka asal S8ja hukum 
ltu ditulfs dengan bahasa yang bemu; maka para ahU hukum tldak 
perlu terlalu cem8s jlkll tldak menguesal bfdang ekonoml. 
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KrJstallsaslnya adalah berupa menjaga keselmbangan antara 
kepentJngan pelaku usaha dengan hepentfngan umum, dengan tujuan: 

(1) menjega kepentfngan umum dan menlngkatlam efiliensi ekonoml 
serta mellndungi konsumen; 

(2) rnenurnbuhkan ikllm usaha yang konduslf melalul terdptanya 
persalngan usaha yang sehat dan menjamln kepastlan 
kesempatan berusaha yang sama bagl setiap orang; 

(3) mencegah praktfk-praktfk monopoli dan atau persaingan usaha 
tJdak sehet yang dJtlrnbulkan peltJku usaha; 

(4) rnenclptakan efektivitas dan efislensi dalam keglatan usaba 
~am nmgka meninglartkan eflslensl ekonoml nasional sebagal 
salah satu upaya menlngkatkan kesejahteraan rakyat. 

3. Keberadaan Ondang - undang AnU MonopoU dan Anti Trust. 

Clndang - undang anU monopoiJ dan anti trust dimaksudkan 
untuk1meiindungl kepertfngan umum, agar dalam berblsnis tJdak 
melaiOIIkan kecurangan-kecurangan, maka pengusaha atau pelaku 
usaha harus rmemperhatfkan beberapa hal dl bawah lnJ, yaltu : 

(1) mempertahankan dan mendorong terjadlnya suatu persalngan 
yang efektif; 

(2) mempromosiMn rrinat konsumen, pembeli dan pengguna lain 
dart barang dan jasa dalam hubungannya dengan hargtJ, mutu 
dan variasl produk ¥8ng tersedia; 

(3) mempromosllam melalui persalngan yang mengurangl blaya 
serta mengernbangkan dan menggunakan teknlk baru, dan 
mernberfken kemudahM masuknya pesalng lbaru ke dalam 
pasar yang ada; 

(4) rnempertlihankan dM mendorong keselrnbangan penyaluran 
Jndustri dan ketenagakerjaan; 

(5) mempertahankan dan mendorong keglatan persalngan daJam 
pasar dlluar negeri. 

PeJarangan monopoll dalam bentuk apapun sangat terkait 
dengan aplikasi prlnslp-prinsip demokrasi ekonoml ke dalam pasar. , 
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pada zaman Orde Baru, sarat dengan monopoll, bahlasn dapat 
dlkatakan monopoiJ merajalela, sehlngga membk:art!kan masa.Jah 
rnonopoll dJMggap hal yang tabu dan tldak wajar, terutama pada 
era Presiden Suharto, sehJngga tldak mungkln unwk membentuk 
atau mengusulkan undang-undang anti monopoll dan anti trust. 

~onopoll dan gerak kongJomerasf yang cepat teljadl karentJ 
kesalahan dalam mendlstrlbusl fbw~r of EconfJJm/c RegultJtlon 
(PER), sehlngga manfMtnya hanya berguUrpadtJIIngkanm kelompok 
tertentu ytmg dekat dengan kekuasaan dtJn pusat pen,gambll 
keputusan ~W~ja. Proses inf terjtJdl karena struktur maslh belum 
demokratJs dan proses pengmnbllM keputusan tidak perlu dfllhat 
akuntabUJtasnya. Lembaga-lernbtJga ytJng seharusnya rnelal<ukan 
kontrol seperti DPA, DPR, BPK mengataml kemunduran peran, 
bahkan hanya hadir sebagal omamen poUtik, yang tidtJk banyak 
fungsfnya pada proses demokratisasi pacla bldang polltik maupun 
bldtJng ekonoml. 

Monopoll pada waktu ltu antara lain adalah monopoll cengkih, 
monopoiJ jeruk manls, monopoll tepung terigu, monopolf mle In­
stant, monopoli mlnyak goreng, perkayut~n, gedung bloskop, mobU 
naslontJI. 

Menelusurf undang-undang Mti monopoll Nomor 5 tahun 
1999, maka tlndtJkan yang berhubungtJn dengtJn pa~W~r yang perlu 
diatur oleh hukum anti monopoli yang sekallgus merupakan ruang 
lingkup dtJrf hukum anti monopoU tersebutadalah sebagal berikut: 

(1) perjMjlan Y8llg dllarang; 

(2) kegiatan yang dllarang; 

(3) penyalahgunaan posisi domlnan; 

(4) komJsl pengawtJs persalngan usaha; 

(5) tata cara penanganan perlasra; 

(6) sanksf-sanski~ 

•(7) perkecualian-perkecuallan. 

Hal-hal yang dilarang oleh undang-undMg Nomor 5 tahun 
1999 tentang anti monopoli latah : 
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(1) perjanjien-pe~anjian tertentu yang berdampak tidak balknya 

untuk persaingan pasar, yang terdirl atas: 

a. oligopoly; 

b. penetapan harga; 

c-. pembangunan wilayah. 

d. Pembloklran, kartel; 

e. Trust; 

f. Ollgopsonl; 

g. Integral vertical; 

h. Perj8njlan tertutup; 

i. Peljanjlan dengan pihak ketiga (pihak luar negeri). 

(2) Kegiata.n-keglatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk 
persaingan pasar, yang meliputl keglatan-kegiatan sebagal 
berikut: 

a. monopoll; 

b. monopsonl; 

c-. penguasaan pasar; 

d. persekongkolen. 

(3) Poslsf domJnan dl pasar, yang mellputi : 

a. pen<:egahan konsumen untuk memperoleh barang dan I 
ata.u jasa yang bersalng; 

b. pembatasan pasar dan pengembangan teknologl; 

c-. menghambat pesaing untuk blsa masuk pasar; 

d. jabman rangkap; 

e. pemUikan saham; 

~. merger - akulsisl dan konsolldasi. 

,. 
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(4) •Deskrtpsl ruang lingkup hukum anti monopoli menjl!dl sebagal 
berikut: 

• pembatasan persaJngan yang horizontal; 

b. pembata.san persaingan yang vertical; 

c. penguasaan pangsa pasaar yang besar; 

d. penyalahgunaan pOSisi domJnan; 

~- deskrlmlnasi harga; 

f. merger dan akuisisi; 

g . badan penegakan hukum; 

h. sanksl-sanki; 

i. sanksi-sanksi; 

~- badan penegakan hukum; 

'k. merger dan akuisJssi; 

I. badan penegakan hukum; 

m. sanksl-sanksi;prosedur penegakan hukum; 

n. perk.ecuallan-perke<:udan. 

01 Belanda ada beberapa peQar1jJan yang telah dinyatakan tidak 
dapat dUeksanakan sehubungan dengan ketentuan antJ monopoli 
dan persalngan curang, yaitu : 

(1) perjenjlan yang berhubungan dengan penetapan herge jual 
kemball, :termasuk peJjanjlan yang rnembetasl kebebasan dm1 
pengecer untuk mernberlkan·fasillta.s kepadts konsumen1 

(2) perjanjlan yang berhubungan dengen penetapan harga jual 
secara Individual dalam kattannya dengan ketangsungan dan 
ekststensi deui barang-bareng konsumsi; 

(3) perjanjlan yang menent.ulam suatu arbltrase yang menglkat 
terhadap sengketayang m11lllgkin tJmbul dalam.hubungannya 
<lengan peqanjfan yang restriktif sebag~imana dlmakaud dalarn 
·undang-undang; 
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(4) ketentuan yang merupakan baglan de.i peljanjian yang restriktif 
dan mempunyal dampak terhadap diskrlmln!!Si yang didasari 
kepada ras. 

Menurut teorl llmu hukum, larangan terbadap tlndakan 
monopoU atau persalngan curang pada intlnya dflakukan dengan 
menggunakan salah satu dari 2 (dua) teori yaitu : 

(1) teori Per Se, yang dlartikan bahwa pelaksanaan setlap tindakan 
yang dllarang akan bertentangan dengan hukum yang berlaku; 

(2) teorl Rule of RetJS<Jn, dfartlkan bila dllakukan tindakan tersebut, 
maslh dilihat seberapa jauh hal tersebut akan merupakan 
monopoli atau almn beraklbat kepada pengekangan pasar. 
Dengan teori lnl tJdak otomatJs dflarang, meskipun perbuatan 
yang dttuduhlmn delam faktanya terbuktJ telah dllakukan. 

Dalam undang·unchmg nomor 5 tahun 1999, ada petjanjian 
au.tu tindakan yang dllarang tersebut dlkategorikan sebagai : 

(li) dilar~mg secara Pet Se; 

(2) dllarang deng.an Rule of Retlson; 

(3) antans Per Sedan Rule of RetJSOn. 

Tabel tentang Slfat Larangan Tindakan Anti Monopoli dan 
Persaingan Curang. 

No. 1lndakan yang dllarang Pasal Rule of RetlSOn I Per Se 

1. oligopoly 4 •RR dengan Presumsi 

2. penetapan harga 5-8 :RRdanPS 

3. pembagltm wflayah 9 IRR tldak tegas 

4. pembolkotan 10 'RR 

5. kartel 11 !RR tidak tegas 

6. trust 12 'RR tidak tegas 

7. ollgopsonl 13 ·RR dengan Presumsl 

8. lntegrasi yertfcal 14 ..RR tidak tegas 

9. pe~anjian tertutllp 15 .PS 
~- ---------~- - - - ---- ------- ----- -
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_l __________________ r ___________ _ 
10. perJanjlan luar negeri 16 RR tfdak.tegas. 

11. monopoU 17 RRdengan•Presumsi 

12. mooopaonl 18 RR dengan Presumsl 
13. pengoasaan pasar 

14. pertekongkolan 
15. poslsi domimm urn.un 

16. jabatan nmgkap 

17. pemilikan saharn 

18. merger, akulsisf dan 
konsolfdasl 

Catat.en : 

19-21 RR ridaktegas 

22- 24 RR dan PS 

25 RR dengan Presumsi 
26 RR tldaktegas 
.Zl RR 
28 - 29 RR tklak tegas 

Rule Of Rt!ll$017 : mengaklbatlam terjadfnya praktik monopoll 
dan lat.eu persalngan tid~ sehat; . 

PM Se : tidak adanya per&ym'atan yang mengaklbatkan at.eu 
dapat mengaklbatkan terjadinya praktlk monqpell dan I atau 
persalngan ddok sehat; 

Rule olltetlson tldak tegas: karena dlpergunakan kata - kate 
"dapat" m6nga.ldbatkan. terjadlnya pnsktlk monopoll dan /atau 
persaingen Udak sehat 

Hal-hal Yang DOcec::uamam oleh Ondang-undang : 

Banyak hal dalam bisn1s yang dilarang oleh Wldang-undang 
and monopoll, yaltu delam hal suatU peJjanjian yang mengeklbatkan 
atau dapat menJmbulken prakUk monopoll dan I atau suatu 
peraalngan curang dalam berblsnts. 

Namun suatu kebiasaan d elarn hukum blsnls. setlap eda 
ketentuan yang berlaku umum, teldapatjuga;pelkecualfannya. Dalam 
undaog-undang1entl tnooopoU sudah terincl mengawr perl<ecuallan­
petkecuaUan terhadap per:Janjlan atau MI-hal yang ctilarang meskfpun 
betum sempuma. Jadi nampakny.a ad abeberapa perbuatan atau 
perjanJian yangdapat mengeldbatkan tet'jadfnyzl praktfk monopoll dan 
I stau persalngan c:urang tetapl dengan berbagal pertlmbangan 
dilakukan perkecuellen ok!h undang-ul\dmg. 
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PerkecuaUtm-perkecuall8h t.ersebut adalah : 

(1) Blsnls Franchise (waralaba) 

Praktfk keagenan tunggal, blsnls me!alui waralaba, perlindungan 
hak mllik lntelektual, sudah diterima secara mutlak dan meluas 
balk dl tingkat naslonal maupun lntemasional. Sebenamye ada 
prlnslp-prinsfp hukum anti monopoll yang dilanggar terhadap 
bisnls waralaba, rentan aklm tuduhan anti monopoll karena 
ada tying conttllct yang menglket atau reciprcx:tJl dealing. 

7jl/ng contrlJCt (tie Ins contrll<d) yang dalam hal inl merupakan 
.kontrak yang mewe»bkan pembell membeli barang lain lagl 
darl plhek penjual di samplng barang yang sudah dlbelfnya. 

Reciproc.,/'contrlJCt adalah dlmana penjual pertama setuju jlka 
plhak pembell membeli produk darl plhak ketiga hanya jlka 
plhak ketfga tersebutJjuga setuju untuk membeli produk tertentu 
darl plhak penjual pertama tersebut. 

.Oalam sejarah hukum anti monopoll, banyak perkara kontrack 
waralabadlanggap bertentangan dengan hukum anti monopoll, 
t8pi umumnya gagallkarena kootrak waralaba dianggap sebagai 
suab.J perl<ecuallan. 

Contoh : Jto\c Donald Corp > < Prinslpe, temyata dlmenangkan 
Me. Donald oleh pengadllan dJ USA karena waralaba dlanggap 
tidak bertentangan dengan hukum anti monopoli. 

(2) Halt Paten; 

.Pemberlan hak mUik lntelektual (Paten), pasti dan jelas bahwa 
;pemegang hak ~ memliki kekuasaan monopoll atas produk 
yang dipatenkan. PemlUk dapat dengan bebas mengatur dan 
memerintahkan pasar tanpa ada barang lain sebagai 
substituslnya. 

iNamun menurut deflnlsl hak paten memllikl kharakterlstlk 
1monopoll. Dalam Jlmu hukum, hak paten telah dlakul selama 
berabad~bad dem perllndungan hr.tk paten, sebagalm8Jla jika 
ihak mJiik lntelektual lalMya, dlangg.np sangat pentlng dalam 
·rangk.a merangseng adanya penemuan baru yang bermanfaat 
lbegl kemakmuran masyarakatnya. 

,. 
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Oalam sejDrah huJwm, perlindungl!lll h8k paten sudah lama ada, 
bahkan di zaman yunanl kuno, Rom8Wi kuno dan Persia kuno, 
beberapa hadiah dan penghargaan lain telah muJal dlberikan 
kepada slapa seja yang d•t merangsang penemuan dan I 
atau pengembangan dalarn bldang sent atau benda-benda 
kesenlen. Dl abad pertengahan dan Renaissance, telah 
dilakukan praktik-praktlk pemberian hak ekskluslf kepada pera 
innovator sebagal gantlnya pemberian hadlah-hadiah yang 
berslfat finanslal. Sekitar tahun 1474 Venice untuk yang 
pertama kall dl dunla telah muJal diperkenankan system hak 
paten yang modem. Kira-kira seablld kemudian, lnggris juga 
mula! mempraktikan system paten tersebut/ Sedangkan dl GSA 
telah ada beberape undang-undang yang dlbuat dalam tahun 
1836 yang merupakan era awal lahimya peraturan tentang 
paten, untuk melaksanakan amanah peraturan ·dl USA. 

Menurut deflnlsi paten, sebenarnya hak millk lntelektual l.a.innya 
mengtmdung karakteristik monopolf dan anti persalngan 
curang. Namun sampai batas~batas ter~ntu hak mlllk 
intetektual lnl tetap harus ·dillndungl dan sudah merupakan 
hukum yang universal. Dl plhak lain, prlnslp antl.monopoll dan 
yang mendorong persalngan pasar harus dltegakkan, karena 
merupakan hukum universal. 

(3) Rueng Ungkup : 

Seluruh perkecualian terhadap tlndakan atau peljanjlan anti 
monopoll tersebut adalah tertuangtdalam Pzssal50 Ondang-undang 
anti monopoli. 

a. Peljanjian yang dikecualikan; 

1) peJjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan 
lntehtktual, termasuk tapl tklak terbatas pacta llsensi, 
paten, merek dagang, hak clpta, design produk 
industri, rangkaian elektronik terpadu dan r~asla 
dagang. Mesklpun tldak dlgunakan dalam undang· 
undang anti monopoll, perkecualian lrli hanya berlaku 
secara terbatas. Sebab tidak semua aturan tentang 
monopoll dan persalngan sehat dapat dllanggar 
semata-mata pebisnls rnemutki hak mUik lntelektual; 
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2) perjan.Jfan yang berkaltan dengan waralaba, w.valaba 
juga tidak ditegakan dalam undang·undang. 
Perkecuallan tnt bertaku teJbatas, tldalt semua aturan 
dalam undang-undang anti monopoll dan 
persalngan sehllt dapat dllanggar hanya semata­
mata pelaku blsr*l telah melakukan waralabai 

3) perjanjlan standar teknls produk barang den atau 
jasa yang tidak membelenggu dan t~tau 
menghalt~ng-halangi pesalngnya; 

4) perjanjlen dalam rangka keagenan yang isinya tidak 
memuat ketentuan untuk memasok kemball barang 
dan t~tau jasa dengen herge yalilg lebih rendah 
darlpada harga yang telah dlperjanjikan; 

5) perjanjlan kerjasama penelitian untuk penlngktltan 
etau perbalktln standar' hidup masyarakat luas; 

6) perjanjlan tnternasional yang teJah diratlflkasi oleh 
pemerlntah. 

b. Perbuatan yang dlkecuallktln; 

1) perbuetan pelaku usaha yang tergolong <ialam 
usaha kecll. Tentunya perkecualian tersebut harus 
ditafsirkan dengan sang at terbatas, agar pell{JJsahll 
kecU tldak dengan seenaknya melanggar aturan 
tentang monopoli dan persaingan curang; 

2) keglatan usaha koperasi yang secara khusus 
bertujuan untuk melayani anggota, tapl tetap ada 
batas-batasnya agar koperasi tidak seenaknya 
melangger ketentuan dalam undang-undt~ng 
monopoH dan persaingan curang; 

c. Perbuatan dan I atau perjanjlan yang dikecuallkan. 

1) perbuatan dan t~tau peljanjian yang bertujuan untuk 
meletksanakan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
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2) perbuatan dan I atlru peljanjian yang bertujuan untuk 
ekspor tldak mengganggu kebutuhan dan /atau 
pasokan p8SM dalarn negeri. Tentunya untuk ek:spor 
tidak seenaknya mengabalkt~n aturan dalam 
undang-undang ~mtl monoplll dan persaingan 
curang. Narnun masm ada kemungklnan peraturan 
dilanggar oleh pelaku bisnls terutama pellltutan yang 
berslfat regional, multinaslonal ataupun yang berslfat 
intemtlsional. 
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MONOPOU DAN KEBIJAKSANAAAN 
PEMERINTAH 

Pasar bebas dianggap sebagal system yang Iebfh balk dan lebih 
akomodatlf terhadap etika bfsnls. Dalam system ekonornl pasar 
bebas, keglatan blsnls teblh blsa dlharapkan berje&an secara balk 
dan fNr. 

<Jntuk mellhat kebijaksanaan pemerlntah yang,Jeblh akomodatlf 
dan konduslf bagl kegiatan blsnis· yang baik dlln etls, maka perlu 
suatu pemahaman tentang monopolf, oligopoly dan suap serta 
masalah etls yang dftimbulkannya. Dengan pemahaman tersebut 
dapat dlartJkan pentlngnya undang-undang anti monopoll dan 
pereturan perundang-undangan yang lainnya yang bertujuan untuk 
menciptakan lldJm bi.snis yang leblh baik dan etls dan sejalan dengan 
semangat pasar bebas. 

1. Pengertfan - pengertJan. 

Monopolialah suatu sltuasi dalam pasar df mana hanya ada 
satu atau segeUntir perusahaan yang menjual produk. atau 
komodltas tertent\!J y.ang tidak punya penggantf yang rrirfp dan 
adll hambatan bag! perusahaan atau pengusaha lain untuk 
masuk dahtm bldang lndustrl atau blsnls tersebut. Pasar 
diku~ oleh satu perusahaan, sernentara plhak lain sullt masuk 
dl1 dalamnya, karena ltu hamplr tldak ada persalngan berartl 
dlsebabkan monopoll. 

Oltgopoll i.alah salah:satu bentuk monopoll te~l agak berbeda 
.sifatnya. Jlka monopoll rnerupakan kolusl antara pengusaha 
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dan l*lQUua. mliiCa oligopoly sesungguhnya adelah kolual 
antara pengusaha dengan pengusaha; 

MOnopiiOIIilalah seorang atau satu keJompok usaha yang 
menguasai pangsa pasor yang besar untuk membell suetu 
produk. 

2. Mbnopol dan Olmenal Etb Blsnls. 

OlfgopoU .egak berbeda slfatnya dengan monopoU karena oU­
gopoly terletaJuil anta.ra pasarytmg bebas dan terbuka dl satu pihak 
dati monopoD dl plhak yang Jatn. Dalam praktik, .oligopoly pasar 
dlkuasal oleh aegellntir pengusaba, semaldn sedlkl semaldn balk, 
bukan karena ada kolusl dengan pemerirU.ah, melalnkan kzll'ena ~ 
dl antara segeUnUr pengusaha tersebut untuk menguasal dan 
m«tndlkte pasar: Milton Friedman· mengatakan praktlk seperU lnJ 
sebagaf monopoU dengen•sumber utamanya pedA koluti perusaheen 
swasta. 

lnU darl oJgopoly ialah bahwe bebenspa pernsehaan sepakat 
befk secare ter&frat maupun teniUrat untuk menetap!Qm harga produk 
dart lndustd sejenls pede. tlngkat yang jeuh Jeblli tlnggJ c:larl harga 
betdasarkan mekanisme muml dalem pesar . .Dalam hal hi setJap 
perusahaa.n sangat peka terhadap harge dan strategl pasac yang 
dlambU oleh masing-rnesJng perusahaen. Dengan demlkien balk 
secara tersirat (dlam-dlam) mal.lpun tersurat (mefalul peljal1)1en) 
mereka akan menyesualk.an harga dan &trategl pasar sesual dengan 
langkd yang dltempuh perusahoan lain. 

·BIIa dalam prakttk monopoll ertlfldal perusahaan tertentu 
melakukan kolusl dengem penguesa deml mengalahkan, atau 
leblh tepat menyingkfr1k.an perusahaen tafn, makt daJam praktlk 
oligopoly yang terjadJ adalah persekongkolan antara beberapa 
perusahaan yang sejents dengan tujuan utama untuk 
mengalahkan dan mendlkte konsurnen. Maksudnya, darlpada 
dldekte oleh pasar. perusahaan-perusahaan tertentu 

· bersekongkol untuk mendlkte pasar, dengan demUdan mendlkte 
konsumen melelul kebijaksanaan harge yang lebfh tinggl ateu 
ketat. Memang efek semplngnya ede.Jah perusahaan yang lain 
akan sulit masuk dalam tndustri sejents tersebut, tetapl 
sesunsguhnya yang fngln "dJperemg1" adalah kansumen. 

,. 
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Selaln praktlk oligopoly sepertl merger, yaitu penggabungan 
pebelliPD peru~haan y-ang sebelumnya bersalng ~tu same lain 
menjadl satu perusahatlll raksasa, juga dikenal tlga bentuk praktlk 
oligopoly Jelnnya, yaltu : 

(1) kartel atau disebut juga persetujuan bersurat, dalarn hal 
lni manajer darf beberapa perusahaan sejenls bertemu 
dan mengad~tkan persetujuan secara tersurat untuk 
membatasi persalngan dl antar~t mereka dengan 
menetapkan harga jual produk mereka jauh dJ atas harga 
yang normal dalam pasar. Tujuan akhimya latah untuk 
meraup keuntungan sebesar-besamya begl perusahaan­
perusahaan yang terkalt. 

(2) Prlce-ftxfng dan manlpulaal penawaran yaltu : 

price - fixing : perusahaan-perusahaan yang 
ollgopolfstls sepakat untuk menetapkan harga yang 
leblh tinggl dan memeksa konsumen untuk 
menerirna harga tersebut. 

manlpulasl penawaran : perusahaan-perusahaan 
ollgopo1istis sepakat untukmenangguhkan produka 
untuk kurun waktu tertentu atau untuk 
menghentlkan penawaran dalam kurun waktu 
tertentu, sehlngga. terjadi kelangkaan dalam pasar. 
Akibatnya, akan menlngk.zlt permlntaan yang dengan 
sendlrinya alatn dllkutl oleh nalknya harga produks 
dar! perusahaan-perusahaan ollgopollstls tadl. 
Dengan praktfk manJpulasi penawaran, tlmbul kesan 
seolah-olah pasadah yang menyebabkan harga nalk. 
Jadi kenaiken harga adalah mekllnlsme mumi dal'l 
pasar. Padahal, kenallam harga adaJah akibcst darl 
manipulesl peru~haan-perusahaan tersebut. 

price - leiJdershlp atau persetujuan dlam-diam: 
sudah terjadl kesepakaten dlam-dlam antara 
perusahaan-perusahaan sejenls untuk menaikkan 
atau seballknya menurunkan harga produk mereka 
mengikutl langkah yang dlambil oleh salah satu 
perusahaan sejenis. Pfhak yang berinislatif l'llEilaikan 
dan memurunkan harga tersebut dikenal sebagel 
pr/ce-let~der, bla~nya adalah perusahatJn yang 
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san gat menonjol Asumslnya, dmiplda bersalng satu 
samalaln melalul ting}<At hMga produk sejenls yang 
beragam, leblh balk ~bersekongkol" dengM menjuat 
produknya pada tlngkat harga yang same. Blla 
mereka berselng satu aama lain, yang rugl adalllh 
produsen-produsen ltu sendlrf, sebaliknya yang 
untung adelah konsumen. Maka dtsripada bersalng 
dan meruglkan produsen sendlrl, leblh balk 
bersekongkol dengan satu tlngkat h.arga, yang ekan 
leblh menguntungkan produsen dan merugikan 
konsumen. 

Dalam praktik n~ak bethwa oligopoly tJdakjauh berl:>eda dari 
perso.!llan yang muncul delam praktlk monopoli, yang paling 
dlrugikan dengan praktlk oUgopoly adalah konsumen. Konsumen 
dlperlakukan secara tJdak adU karene dJruglkan dan delem banyak 
hal tldak bebas menentululn piUiil~nnya balk dalam baljenis bMang 
maupun harga yang leblh kompetltlf. 

'fang menakutkan adelah praktik oligopoly tklakhanye merusak 
mekanlsme pasar dan juge kepentlngan masyarekat, meleinkan juga 
menumpuk kekuatan ekonornf dan polfUkdalam kelompok tertentu. 
Akibatnya, perusethaan olfgopol.tfs yang besar dan punya jaringan 
dan lkatan raksasa yeng (konsumen dan masyarakat luas), 
melalnkan dapat mendlkte pemerlntah untuk tunduk pada 
kepentlngan mereka. Karena ltu, jlka satu perusahaan telah 
menalklam- atau menurunkan llarga produksinya, dengan serta 
merta perusahaan IDin pun ekan meiDkuken hal yartg sama, malul 
persalngan di antara merek.a tldek teJjadi. 

3. Monopoll - OUgopoll. 

MonopoU perlu dhdakan yaltu : 

(a) mOQIOpoll alamlah: terjadl karena mekantsme murni 
dalam pasar, Lahlr secara wajar dan alamiah kl'lfena kondJsl 
obyektlf yang dlmUikl oleh suatu perusahaan, yang 
menyebabkan perusahaan lnl unggul dalam pasar tanpe 
blsa dlsafngl dDn dikaiDhkan secara memadal oleh 
perusahean lain. 

,. 
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DDiam monopoll lnl, sesungguhnya pasar berslfat 
terbuka,sehlngga perusahaan lain bebas masuk da!Dm jenls 
lndustrl yang sama, hanya saja lazlmnya perusethaan lain tldak 
mampu menDndlngf perusahaan monopollstls, sehlngga 
perusahaan yang unggul relatif mengu~ pasar delam jen!s 
lndustri tersebut. 

Memeng ada produk pengganti atau aftemDtif, tapl seringk.all 
produk penggantl sulit menyamal dan menyalngl unggulan 
yangmemonqdl pasartadi karena kekhasan produk unggultm 
tersebut yang sudah dlmlnatl konsumen. Jadl monopoli 
perusahaan tersebut memang didasark.an pada keunggulannya 
dalam pasar, sementarD itu, pasar sendJri tetap terbuka untuk 
dlmasukl oleh pesa.lng-pesafng lain. 

Jelas nampak kendDti se:cara histories pasar bebas lahlr untuk 
menghapus monopoU yang dikenal dalam system ekonoml 
merkantiUstJk, pasar sendJri dap8t melahlrken jenls monopoll 
tertentu berupa monopoll alamlah. Hanya saja tldak ada 
persoalan morel yang serius dengan jents monopolllnl, karena 
monopoU ltu dJnlkmatt karena kondisi obyektlf. Jadf monopoli 
tersebut lahfr secara fair, yaitu karen8 keunggulan teknologi, 
keunggulan manajemen, keunggulan komposlsl ramuan 
produk tertentu yang digemari konsumen tanpe dapat dftfru 
perusahaan lain dan semacamnya. Monopoll lnl lahlr tanpa 
dlrekayasa dan tanpa dukungan politik epapun, melatnk.a.n 
karena keunggulan, keuletan. kejetlan membaca selera 
konsumen dan seterusnye. Maka tidak ada yang 
mempersoalkan dan menentang monopoli jenls lnL 

Mitton Friedman mengataklm babwa jents monop~i In! adelah 
berdasarlum perimbDngan teknfs tertentu, jauh leblh efislen 
dan ekonomls jika lndostri tertentu hanya dikuasal oleh S8tt1 
perusahaan saja, buk.an banyak. Mfselnya lndustrl telepon, air 
dan listrik, umliHTlllYa dimonopoll deh pemerintah deml efisien$ 
dan demJ kepentlngan !bersama. Jadl jenis monopolllnl ttdak 
benyak menlrnbulkan persoalan. 
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(b) monopolf artlfidal. 

Monopoli lni muncul kmena dukungan dan kolusi dengan 
pemerinUlh, pemerintah masih punya posisi kuat untuk 
menjinakkan kekuatan ekonoml monopolistis dalam 
kekuasaan pemerintah. Pada perusahaan oligopillstis, 
kekuatan ekonomi dan politJk iri tumbuh di lwlr kendall 
pemerint8h. Sempai tingkat tertentu mereka bisa dlanggap 
sebagai asset bangsa, blsa kum: dalam persaingan global 
dan karena itu bisa mendatangkan devisa yang besar bagi 
negara.lnl bermti pemerintah biSI!l sulit mengamblllmlgkah 
tertentu untuk mengendalikan mereka, kmau bukan didekte 
oleh perusahaan-perusahaan oligopollstis inl. 

Bila dalam kurun waktu tertentu , pemerlntah 
membutuhkzm produksi dan distribusi massaJ dari produk 
tertentu, temyaUI perusahaan oligopo&stis lnJ menjadi 
dewa penyelamm karena kekuatan modal dan pasar yang 
dimilikinya. Pada saatnya akan menyulltkan posisi 
pemerintah dalam mengambil slkap terhadap sepak 
teljang perusahaan ini. 

Tak dapat disangkal bila prusahaan besar dengan 
kekuatan ekonomi, bahkan sampai tingkat tertentu 
kekuasaan politlk. yang besar tidak selamanya jelek. 
Perusahaan yang besar dan dalam arti tertentu 
oligopolistis dapat lebih menguntungkan tidak hanya bag! 
perusahaan itu melainkan juga bagi bangsa dan 
masyarakat pada umumnya. Perusahaan yang besar 
dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar dapat 
mengerahkan sumber daya yang besar, memproduksi 
barang dan jasa pada tingkat harga yang lebih murah 
dan efisien, rnampu mengumpulkan invest.asi yang besar 
yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan 
perekonomfan nasional. Namun di pihak lain, perusah88ll­
perusahaan yang oligopolistfs ltu mernbawa persoalan etis 
yang serius : terlanggamya keadilan (ada pihak-pihak 
tertentu yang dirugikan : konsurnen dan pengusaha lain), 
ada praktik yang tidak fair atau curang, munculnya 
ketimpangan ekonorni karena perusahaan oligopolistis 
menumpuk kekayaan ekonornJ dengan mengeruk dan 
memeras rakyat banyak rnelalui harga yang lebih tinggi. 
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Jadi perusahaan besar yang oligopolistis bisa 
menggunaken pengaruhnya secara positif demi 
kepentingan bersama, dapat memanfaatkan kekuatan 
ekonoml dan politiknya dernl kemajuan bangsa dan bukan 
merugikan masyarakat 

4. Suep. 

Salah satu praktik yang sampai tingkat tertentu rnengarah pada 
monopoli dan juga merusak pasar adalah su~. Suap mengarah 
pada monopoli karena dengan suap menyuap mencegah 
perusahaanlllin untuk masuk dalam pasar untuk bersaing secara 
fait Dengan suap, perusahaan penyuap mendapat hak lstfmewa 
untuk melakukan bisnls tertentu yang tidak bisa dlmasuki oleh 
perusahamllain. Melalul suap, pihak pemerintah mengeluarkan 
•peraturan tertentu untuk melindungi kegiman bisnls perusahaan 
penyuap atau mengeluarkan langkah kebijaksanaan tertentu 
yang ~uan untukmelindungj perusahaan penyuap. Dengan 
dernlkian praktis ada hambatan balk secara legal - yuridis 
maupun praktis bagi perusahaan lain untuk masuk dalam 
1ndustri sejenls. Jacl sesungguhnya SU8p pun beriasit.8n 18ngsung 
dengan monopoli. Praktlk suap akhirnya menyebabkan 
perusahaan lain kSili dan tersingkir secara men)'8kitkan melalui 
permaln811 yang tid8k fair. Bersmnaan dengM ftu, d81am situasi 
1ertentu, penyuap sesukanya menentukan harga dan dengan 
dernikian merugikan konsumen. Akibat leblh lanjut lalah b8hwa 
'harga tidak mencermink.an ftuktuasi dan mekanisme pasar dan 
juga tidak mencerminkan mutu barang yang clju81. Velasquez 
mengatakan : "Perusahaan penyuap bisa menetapkzm harga 
yang lebih tinggi, melala.ikan terobosan sumber daya, dan 
mengabaikan lwalitas dan kontrol biaya .karena monopoli yang 
dlperolehnya melalui suap akzm menjamin keuntungan yang 
besar tanpa perlu membuat harga atau kualitas prod.uknya 
kompetltif dengan harga yang lebih tlnggi, melakukan 
pemborosan sumber daya, dan mengabaikan kualitas dan 
kontrol blaya karena monopoU yang diperolehnya mel81ui suap 
akan menjamin keuntungan yang besar tanpa perlu membuat 
harga atau kualitas produknya kompetitif dengan harga atau 
Jwalitas produk perusahaan lain. 
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Kita bedakan antara suap dan tip. Tip adalah hacliah atau 
pemberian Curna-Cuma yang diberikan kepada seseorang atau 
pihak tert.entu sebagai tanda terima kasih etas bantuan atau 
pelayanan yang te&ah diberikannya, mesklpun bantuan atau 
pelayanan tersebut merupakan tugas dan tanggungjewabnya. 
lntinya ialah pemberian sebagai tip selalu cliberikan setelah 
pelayanan atau bantuan diberikzm dmkarena itu tidak menjadi 
syarat bagi pelaksanaan pelayanan atau bantuan tersebut. 
Dalam prt.lktik, tip yang berirlisiatif memberi adalah pihak yang 
mendapat peJayanan atau bantuan. :Maka tip adalah bentuk 
perilaku. etis sebagai ungkapan penghargaan yang tutus atas 
jasa orang lain. 

Tip tidak menjadi alat intimidasi secara halus mau lunak, maka 
jika tip tidak diberikan pelayanan iberjalan seperti biasa, 
tennasuk pelayanan-pelayanan lain dikemuclian hari. Pelayanan 
&n bantuan tidak mengalami perubahan. Plhakyang ~ 
bantuan dan pelayanan pun tidak menggantung aaa 
pelayanan dan bantuannya itu pada tip. 

Suap justru berbeda sekali dengan tip. Suap diberikan sebelum 
pelayanan atau bantuan diberikan dan merupa1can syarat bagi 

' pelaksanaan pelayanan dan bantuan tersebut yang 
sesungguhnya sudah menjadi tugas, tanggwtg jawab dan 
kewajiban pihak pelaksana itu. Suap sangat mernpengaruhi 
dan menentukan seluruh pelaksanaan pelayanan, bantuan, dan 
transaksi selanjutnya. Bahkan dalam kasus suap yang 
berinisiatif, secara, halus, balk samar-samar atau terang­
terangan adalah pihak yang mendapat suap, yaitu pihak yang 
memberi jasa . .Maka dapat dltebak bahwa dalam kasus tertentu 
suap menjadi semacam intimidasi. 

Atas dasar perbedaan di atas, dikatakan bahwa tip tidak 
menimbulkan persoalan etis, sedangkan suap j;ustru 
menimbulkan berbagai macam persoalan etis. Dalam budaya 
kita, tip pun bisa berubah hakikat rnenjadi suap,misalnya :. pihak 
tertentu yang diberi tip merasa seakan terikat seatra moral untuk 
memuluskan jalan bagi pemberi tip dalam relasi selanjutnya. 
Dengan adanya tlp atau tidak, pihak yang1 berwenang -
pemberi jasa- seharusnya hanya mendasarkan dirlnya pada 
prlnsip kualifikasi : kualitas dan keunggulan obyektif atau 
dalam kaitan dengan urusan prosedural, yang datang 

92 I Aspek Hukum Dli/IJIT1 Persaihgtm aSI1/m 
.. 
I 

pertama mendapat pelayanan pertarna. Kalau hal ini benar­
benar dupegang, tip akan tetap menjadi praktik budaya yang 
baik dan tidak berubah hakikat menjadi suap yang rnerusak. 

Ada beberapa masalah etis yang terkait dengan praktik suap. 
Masalah-masalah tersebut sedikit banyak punya kemiripan 
dengan masc~ah yang ditimbulkan oleh monopoli dan oligopo~ 
yaitu: 

(1) praktik suap adalah praktik yang tidak fair, tidak adiL 
Dengan suap pihak lain disingkirkan bukan karena atas 
dasar obyektif, melainkan karena permainan kotor yaitu 
suap; 

(2) suap juga menimbulkan masalah ketidakadilan. 
Ketidakadilan distributive akibat praktik SI.IZ!p muncuJ 
dalam beberapa wujud, misalnya : kelompok tertentu yang 
mendapatkan proyeJc, atau diberi monopoli impor, ekspor 
atau penjualan produk tertentu, sehingga dalam waktu 
sekejap telah menjadi kaya raya melalui cara-cara yang 
tidak fair. Dana masyarakat yang seharusnya bisa 
dibagik.an secara merata di anta.ra berbagai pengusaha 
melalui mekanisme persaingan rnurni dalam pasar, laJu 
hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Akibatnya 
terjadijurang dan ketlrnpangan social ekonomi. 

Suap akan lebih terasa apabila dilakukan oleh perusahaan besar, 
karenanya mampu membayar nilai suap paling besar, dan 
dengan suap itu ia mendapat monopoli atau perlindungan 
untuk menggarap proyek tertentu yang memang sangat 
menguntungkan. Terjadilah penumpukan atau konsentrasi 
kekayaan pada kelompok tertentu. 

Ketidakadilan distributive muncul dalam bentuk pembayaran 
upah buruh yang rendah. J'v\aksudnya, dalam pasar yang masih 
memungkinkan untuk adanya persaingan, demi tetap menjaga 
daya saing perusahaan penyuap, biaya untuk suap diperoleh 
dengan cara menekan upah buruh serendah mungkin. lni 
terutama terjadi dalam kaitan dengan perusahaan dalam negeri 
yang berorientasi ekspor. Di dalam negeri perusahaan tersebut 
melakukan suap untuk mendapat perlindungan dari 
pemerintah, tetapi pada taraf global ia tetap harus bersaing 
dengan perusahaan dari negara lain. Untuk bisa tetap 
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kompetitlf, biaya produkSinya ditekan serendah mungkin. Jalan 
yang ditempuh untuk itu adalah dengan menekan upah buruh. 
Padahal seandainya tanpa suap, upah buruh bisa lebih tlnggi 
karena alokasi untuk suap bisa digunakan untuk meningkatl;:an 
upah buruh dan kelas pemilik modal tetap Iebar kalau bukan 
semakin Iebar. 

(3) ekonomi biaya tinggi, sekilas masalah ini hanya berkaitan 
dengan ekonomi, namun sesungguhn~a inipun punya 
nLlanSa moral yang kuat. Ekonomi biaya tinggi disebabkan 
oleh praktik suap, karena membengkakkan biaya secara 
tidak perlu - pada akhlrnya juga memberatkan 
masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Jadi 
masyarakat miskin diperas dan dikuras daya belinya untuk 
kepentingan pengusaha penyuap. Hal ini sangatlah tidak 
etis. 

(4) Dalarn kasus suap melibatkan pihak birokrasi pemerintah, 
praktik suap melahirkan praktik kenegaraan yang tidak 
etis karena pelayanan publik yang rnenjadi tugas, 
tangggung jawab, dan kewajiban moral birokrasi 
pemerintah diperjual-belikan. Suap merupakan tindakan 
manipulasi jabatan dan kedudukan. Hal inl tidak hanya 
merendahkan martabat pejabat birokrasi tersebut- a tau 
malah memperlihatkan rendahnya moralitas dan integritas 
moral pejabat, melainkan juga merendahkan martabat 
birokrasi pemerintah sebagai pelayan publik dan 
mengganggu kehidupan bersama. Pelayanan publik 
hanya akan dljalankan secara baik kalau ada suap, 
kepastian hukum dan kepastian ketatanegaraan pun tidak 
ada. Dengan kata lain, kepastian mekanisme dan system 
yang baik dan E:tis tidak ada. Yang ada hanyalah kepastian 
system yang korup, ada uang ada pelayanan. Yang lebih 
parah lagi adalah perasaan dipermainkan dan menjadi 
main an birokrasi. Dalam hal ini pihak yang membutuhkan 
jasa pemerintah sehubungan dengan keglatan bisnis 
dilempar dari satu meja ke meja yang lain, padahal itu 
bukan merupakan prosedur resmi. Akibatnya, 
kepercayaan masyarakat terhadap bangsa sendiri menjadi 
hilang. limbullah kecurigaan wajar - yang seharusnya 
tidak perlu dari para pencari jasa pelayanan publik 
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terhadap birokrasi pemerintah. Akhimya berkembang 
menjadi sebuah mental budaya yang merendahkan 
bangsa sendiri. 

(5) Hilangnya profesionalisme, khususnya komitmen sebagai 
orang )ang professional di bidangnya. lni berlaku bagi 
pemberi suap maupun penerima suap. Pemberi suap 
mendapat proyek atau kemudahan bukan kare:na profes­
sional, melainkan karena suap. Ontuk selanjutnya 
seseorang tidak mengandalkan profesionalismenya 
melainkan hanya mengandalkan suap. Demikian juga 
penerima suap tidak lagi mendasarkan tugas 
pelayanannya pada kualitas professional, melainkan pada 
suap tadi. Akhimya hal ini akan melemahkan bangsa dan 
negara secara keseluruhan. 
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Bab IV 

PERJANJIAN YANG DILARANG 

1. Pengertian Peljanjian 

Perumusan pengertian "perjanjian" dapat dijumpai pula dalam 
Gndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 1 angka 7 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengartikan "perjanjian" 
adalah suatu perbuatan satu atau Jebih pelaku usaha untuk 
mengikatkan diri terhadap satu atcw /ebih pelaku usaha Jain 
dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 
Berdasarkan perumusan pengertian tersebut, dapat disimpulkan 
unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 rneliputi: 

a. perjanjian teljadi karena suatu perbuatan; 

b. perbuatan tersebut dllakukan oleh pelaku usaha sebagai para 
pihak dalam perjanjian; 

c. perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis; 

d tidak menyebutkan nyuan perjanjian. 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. juga 
menggunakan kata "perbuatan". Pasal1313 merumuskan pengertian 
perjanjian sebagai suatu perbuaton dE1ngan mana satu orang atou 
/ebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau /ebih. 
Para ahli menganggap rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 
tersebut selain kurang Jengkap juga terlalu luas. Peljanjian lahir karena 
ada persetujuan atau kesepakatan di antara para pihak, bukan 
persetujuan sepihak saja. Pengertian perbuatan di sini juga tidak 
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terbatas, mencakup perbuatan secara sukarela dan perbuatan yang 
bersifat melawan hukum. Dengan demikian, baik Kitab Undang­
Undang Hukum Perdata (gun Undang-Undang Nomor 5 Talmn 
1999 sama-sama mert nu kan pengertian perjanjian dalam 

pengertian yang luas. 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, subjek hukurn 
di dalam perjanjian tersebut adalah "pelaku usaha". Pasall angka 5 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, yang 
dimaksudkan dengan ~pelaku usaha" adalah setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
h ukum atau bukan badan hulwm yang didirikan dan 
berkedudukan atau mefakukan kegiatan dalam wilayah hukum 
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersarna­
sama mela/ui perjanJian, menyelenggarakan berbagai 
kegiatan usaha da/am bidang ekonomi. Dengan demikian, 
berdasarkan perumusan yang diberikan Pasal 1 angka 5 tersebut, 
subjek hukum di dalam perjanjian bisa berupa orang perseorangan 
atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, 
baik m illk swasta maupun miUk negara. Badan usaha dimaksud 
adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau 
m.elakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia. Dengan kata lain, badan usaha asing tidak dapat dijerat 
dengan Undang-Undang Nom or 5 Tahun 1999. Pasah.-,ya, hanya badan 
usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha 
dalam wilayah hukurn nec:jafa Republik Indonesia yang dapat dijerat 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Demikian pula, baik 
Batang Tubuh maupun Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tidak menjelaskan lebih lanjut apakah orang perseorangan di sini 
juga harus berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha (bisnis) di 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia atau tidak 

Hal ini berbeda dengan hukum Antitrust Am erika Serikat yang 
memungkinkan pelaku usaha asing terkena hukum antitrust, kalau 
membuat efek negatif terhadap perdagangan dalam negeri Amerika 
Serikat (Ayudha D. Prayoga, et al. (Ed.), 2()()(); 75). 

Perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 tersebut 
adalah perjanjian sepihak Namun, tldak berarti hanya perjanjian 
sepihak yang terkena Undang-Undang Nom or 5 Tahun 1999. Harus 
dipahami bahwa perjanjian sepihak saja sudah dapat terkena Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jangkauan berlakunya sangat 
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menguntungkan (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:76). 

Di Australia istilah perjanjian (contlact)dalam hukum persaingan 
pada prlnsipnya diartikan sebagaimana istilah contract biasa, yang 
mensyaratkan adanya consideration yang berarti masing-masing 
pihak saling memberikan sesuatu. Karenanya perjanjian sepihak tidak 
bisa dilaksanakan. Bahkan istilah "arrangement" dan "undersU!nd­
ing" yang dipakai di dalam hukum persaingannya mengharuskan 
adanya meeting of the minds antara para pihak yang berarti bukan 
bersifat sepihak, waJaupun artinya menunjukkan sesuatu yang Iebih 
ringan dari perjanjian biasa. Di Amerika Serikat istilah "agreement" 
yang mencakup "contract'; "combination~ atau "compiracy"menurut 
Section 1 dari the Sherman Act mengharuskan adanya tindakan 
bersama-sama dari dua orang atau lebih untuk membentuknya, 
sedangkan tindakan bersama (conceited action)hanya bisa dibenarkan 
apabila mere-ka mempunyai unity of purpose, atau understanding, 
atau telah terjadi meeting of minds di antara mereka (Ayudha D. 
Prayoga, etal., (Ed.), 2000:76-77). 

Pengertlan peljanjian sepihak menurut Undang-Gndang Nom or 
5 Tahun 1999 ternyata mirip dengan pengertian perjanjian menurut 
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang juga 
dianggap mempunyai kelemahan. Mungkin kelernahan di dalam 
Pasai 1313 Kitab Undang-Gndang Hukurn Perdata ini dianggap tidak 
begitu penting, terbukti dengan tidak adanya usaha untuk 
memperbaikinya. Namun "kelemahan" pengertian perjanjian 
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak bisa dianggap 
tidak penting. karena ia akan memungkinkan lebih mudahnya orang 
terkena pidana d.i dalam perjanjian-perjanjian yang per se illegal. 
Kalau perjanjian sepihak tidak dilarang, keadaan ini akan 
disala.hgunakan, sehingga akan terjadi perjanjian sepihak yang ditaati 
oleh pihak-pihak yang sebenamya tidak terlkat yang akhirnya meru>ak 
persaingan. Hal ini bisa diatasi dengan menambah suatu ketentuan 
lain seperti persengkongkolan. Dengan ini, walaupun pasal 
peljanjian tidak bisa diberlakukan, mereka akan terkena ketentuan 
yang terakhir ini (bandingkan Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 
2000:77). 

Di Am erika Serikat, ketentuan larangan ,.conspiracy"telah bisa 
mengatasi kesukaran pembuktlan ada tidaknya perjanjian. Demikian 
pula di Australia, istilah ·arrangement" atau "understanding" 
telah bisa mengatasi kesukaran yang serupa. Selain menggunakan 
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istilah "contract~ Jepang juga menggunakan istilah "agreement" 
atau "any other concerted action" agar memper.luas berlakunya 
hukum antirnonopolinya (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:77). 

2. Perjanjian-Perjanjian yang DiJarang 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 11 
macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha 
dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam Pasal4 sampai 
dengan Pasal16. Perjanjian-perjanjian yan.qdilarang dibuat tersebut 
dianggap sebagai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang 
tidak sehat Apabila perjanjian-perjanjlan yang dilarang ini ternyata 
tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjlan yang demikian 
diancam batal demi hukum atau clianggap tidak pernah ada, karena 
yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah hal-hal yang tidak 
halal yang dilarang oleh undang-undang. Dari Pasal 1320 dan Pasal 
1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui salah 
satu syarat sah suatu peljanjian adalzth adanya suatu sebab yang 
halal, yaitu apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak 
berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya, 
Pasal 1135 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, 
suatu perjanjian yang dibuat tapi terlarang tidak mempunyai 
kekuatan atau dianggap tidak pemah ada. 

Perjanjian-perjanjian yang dilarang dan termasuk "praktik 
monopoli" di antara Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 adalah 
perjanjian-perjanjian yang diatur dalam Pasal-pasal 4, 9, 13, dan 
16; selebihnya adalah perjanjian-perjanjian yang dikategorikan 
melanggar "persaingan us.aha tidak sehat". Meskipun keempat pasal 
di atas, yaitu Pasal-pasa14, 9, 13, dan 16 termasuk perjanjian yang 
dianggap mengakibatkan praktik monopoli, tetapi keempat pasal 
itu pun- menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999- dapat 
menimbulkan "persaingan usaha tidak sehat". Tal< peduli apakah 
akibat yang ditimbulkan ltu bersifat kumulatif atau bersama-sama 
(terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), maupun 
altematif a tau salah satu dan praktik monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat saja (lnsan Budi Maulana, 2000: 18). 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah merumuskan 
pengertian "praktik monopoli" dan "persaingan usaha tidak sehat". 
Pasall angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumusl<an 
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pengertian "praktik monopoli" adalah pemusatan kekuatan ekonomi 
o/eh satu atau lebih pelaku usc•ha yang m engakibatkan 
dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang danlaf8u 
jasa tertentu.. sehingga menlmbulkan persaingan usaha tidak sehat 
dan dapat merugikan lrepentingan umum. Dari bunyi Pasal1 angka 
2 tersebut, jelas bahwa yang dikatakan sebagai praktik monopoli 
adalah apabila ada perilaku yang antipersaingan usaha dan hal itu 
dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Pengertian 
"pemusatan kekuatan ekonomi" dikemukakan dalam Pasall angka 
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu penguasaan yang 
nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku 
usaha, sehingga dapat menentukan harga barang danlatau jasa. 
Dengan demikian dari bunyi Pasal 1 angka 3 sudah jelas bahwa 
salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan telah 
terjadi suatu peristiwa pemusatan kekt..atan ekonomi adalah apabila 
telah terjadi .. penguasaan atas suatu pasar secara nyata", sehingga 
harga baran~J diperdagangkan dan/ataujasa yang ditawarkan kepada 
konsumen tidak lagi didasarkan pada mekanisme pasar, melainl:<an 
ditentukan stmdiri oleh seseorang atau beberapa pe.Jaku usaha yang 
telah menguasai pasar yang bersangkutan. Kemudian pengertian 
"persaingan usaha tidak sehat" dirurnuskan dalam Pasal 1 angka 6 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu persaingan 
antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dal?/atau 
pemasaran barang danlataujasa yang dilakukan dengan cara tidak 
jujur atau m•~lawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 6 jelas bahwa telah teljadi 
persaingan usaha atau bisnis tidak sehat atau curang bila antar pel11ku 
usaha menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang 
dan/atau jasa dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum, atau 
menghambat persaingan usaha. 

Dari Pasal4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999, terdapat beberapa perjanjian yang dilarang, sebagai 
berikut. 

1. oligopoli (Pasal 4); 

2. penetapan harga (Pasal 5): 

3. diskriminasi harga dan diskon (Pasal 6 sampai dengan 
Pasal8); 

4. pembagian wilayah (Pasal 9); 
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5. pemboikotan (Pasal1 0); 

6. kartel (Pasal11 ); 

7. trust (Pasal 12}; 

8. oli.gopsoni (Pasal13); 

9. integrasi vertikal (Pasal14); 

1 0. perjanjian tertutup (Pasal 15 ); 

11. perjanjian dengan luar negerl (Pasal16). 

2.1 Perjanji.an Oligopoli 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
mencantumkan larang oligopoli. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku 
usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk 
secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau 
pemasaran barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jelaslah bahwa undang­
undang hanya melarang oligopoli yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan us aha tidak sehat. 
lndikator yang terakhir ini harus dibuktikan. lni berarti dengan 
sendirinya sepanjang penguasaan produksi dan/atau pemasaran 
barang dcm'ataujasa tersebuttidak mengakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka usaha 
tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 4 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan 
pengertian penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/ 
atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ 
atau persaingan usaha tidak sehat tersebut, yaitu apabila dua atau 
tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai Jebih dart 
75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satujenis barang atau 
jasa tertentu. Dengan demikian berdas.arkan ketentuan Pasal4 ayat 
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat 
disimpulkan bahwa pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian 
secara bersama-sama untuk melakuka.n penguasaan produksi dan/ 
atau pemasaran barang dan/atau jasa lebih dari 75% (tujuh puluh 
Hma persen) pan gsa pasar satujenis barang atau jasa tertentu, karena 
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perjanjian tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan 
umum. Dalam hal ini pembentuk Und<mg-<Jndang Nomor 5 Tahun 
1999 juga mengadakan pembedaan produk atas barang dan jasa. 
Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
menyatakan, barang adalah setiap benda, baik beJ'WUjud maupun 
tidak berwuju~ baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
dlperdagangkan, dipakai, dipergunaklln atau dimanfaatkan o/eh 
konsumen atau pelaku usaha. Kemudlan pengertian jasa 
dikemukakan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Ondang Nomor 5 
Tahun 1999, yaitu setiap layanan yang berbentuk pekeljaan atau 
prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk 
dlmanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

Berdasarkan Pasal 4 ini, perjanjian oligopoli dilarang apabila 
dapat merugikan persaingan, jadi bukan per se Ulegal. Hal ini menarik 
karena larangan oligopoli hanya dimasukkan dalam kategori 
perjanjian yang dilarang, yang dapat mempersempit cakupan 
larangan tersebut mengingat keterbatasan arti perjanjian (Ayuclha 
D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:78). 

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat oligopoli di sam ping 
bisa terkena Section 1 dari the Sherman Act, juga bisa terjerat Sec­
tion 2-nya yang menggunakan ungkapan "combine or conspire 
......... tomonopolize': Penggunaanistilah "combination"atau "con­
spiracy" dalam hal ini lebih realistis mengingat oligopoli banyak 
dllakukan tanpa adanya contract yang formal. Olggopoli bisa terjadi 
dengan implicit verbal ne.qotiation, di samping karE~na adanya tacit 
coUusion. Penggunaan kata combination atau conspiracy dalam 
hal lnl leblh bisa menjerat para oligopolis walaupun mereka juga 
harus mempunyai unity of purpose atau understanding atau telah 
terjadi meeting of minds di antara mereka (Ayudha D. Prayoga, et 
al., (Ed.), 2000:78). 

2.2 Perjanjian Penetap21n Harga 

Peljanjian Hcuga Horizontal (Price Fixfng) 

Pasal5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku 
usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk 
menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus 
dlbayar konsumen atau pelanggannya. Dalam Pasal 5 ayat (1) 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pe\aku 1 

usaha cfilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pe-saingnya · 
untuk menetapkan harga atas suatu barang dai"Vataujasa yang harus 
dibayar o\eh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan 
yang sama. Berdasarkan ketentuan Pa.c;al5 ayat (1) ini, pelaku usaha 
dilarang mengadakan perjanjian dengan pe\aku usaha pesaingnya 
guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau 

jasa yang akan diperdagangl<an pad• pasar yang be.sang\<utM sebab 
perjanjian seperti itu akan meniadakan persaingan usaha di antara 
pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut. 

Price fixingolehAustralia (Section 45A dari the Trade Practic:::es 
Act 1974) dan Amerika Serikat (Section 1 the Sherman Act 1890) 
dianggap sebagai "naked restraint of trade wfth no purpose except 
the stifljng of competition". 0\eh karena itu hal ini dianggap per se 
UJegai. Kita nampalmya mengikuti anggapan kedua negara inL Oalam 
Pasal5 ayat ( 1) terse but dikatakan perjanjian penetapan harga hori­
zontal dUarang tanpa melihat efek negatif dari perjanjian tersebut 
terhadap persaingan. Karena perjanjlan price fixingini per se iDegal, 
tinggi-rendahnya harga yang ditetapkan menjadi tidak retevan. Dengan 
kata \ain, walaupun efek negatif terhadap persaingan usaha ke:eU, 

- perjanjian price {ixingtetap dilarang. Hal ini berarti pula bahwa mar­
ket power para pihak juga tidak relevan, walaupun kenaikan harga 
\ebih mungkln terjadi apabila marketsharemereka besar (Ayudha D. 

Prayoga, eta\., (Ed.), 2000:79-80). 
Oi dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah "konsumen 

akhir" dan "konsumen antara" . Konsumen akhir adalah 
pengguna atau pemanfaat akhir s uatu produk, sedangkan 
konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu 
produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk \ainnya. 
Pengertian konsumen yang dirumuskan da\am Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 adalah konsumen akhir. Dalam Pasal 1 
angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan, yang 
dimaksud dengan konsumen adalah setiap pemakai dan/atau 
pengguna barang darJ/atau jasa, baik untuk kepentingan 
diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak Jain. Kemudian 
pengertian konsumen ini dikemukakan pula dalam Pasall angka 
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan!ataujasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 
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diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk mdup Jain dan 
tidak untuk diperdagangkan. Berdasar kan rurnusan tersebut, maka 
pengertian konsurnen terbatas pada pemakai atau pengguna barang 
dan/ataujasa untuk keperluannya, bailt untuk keperluan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup Jain dan tidak untuk 
diperdagang.kan (Rachmadi Usman, 2000:202-203). 

Pengertian mengenai pasar bersangkutan menjadi sangat penting 
artinya dalam menentukan ada tidaknya monopolisasi, meskipun 
penentl!(U1 dari pasar bersangkutan sangat relatif (Ahmad Yani dan 
Gunawan Wtdjaja, 1999: 14). Dalam hal ini, Pasal1 angka 10 Ondang­
Ondang Nornor 5 Tahun 1999 mengartikan "pasar bersangkutan" 
sebagai pasar yang berkaitan denf}'an jangkauan atau daerah 
pemasBran tertentu oleh pelaku usaha alas barang dan atau 
jasa yang l<W"Ja atau stifenis atau substitusi dari barang a'an/ 
atau jasa tt~rsebut 

Untuk menentukan relevansi atau kedudukan dari suatu pciSar 
bersangkutan, pada urnumnya orang mencoba untuk melakukan 
pendekatan sensitivitas produk tersebut dalam wilayah pemasaran 
produk yang sudah berjalan. Salah satu yang dapat dipakai adalah 
pendekatan elasticity of demand Dari pendekatan tersebut dapat 
diketahui sampai seberapa jauh sensitivitas suatu produk terhadap 
perubahan harga, yang dinyatakan dengan perserrt:ase perubahan 
kebutuhan atau persentase perubahan harga (Ahmad Yani dan 
Gunawan Widjaja, 1999: 15). 

Meskipun tidak sederhana, untuk menilai relevansi dan 
keterkaitannya dengan produk kompetitor, diperkenalkan konsep 
cross elasticity demand (CED) antara kedua produk yang saling 
dlkaitkan. Nilai CEO diperoleh dari nilai persent.ase perubahan 
kebutuhan dari satu produk dibagi dengan nllai persentase perubahan 
harga dari produk lain yang sedang dibandingkan. Jika nilai CED­
nya negatlf berarti kedua produk dalam pasar tersebut saling 
melengkapi. Dan jika nilai CED-nya positif dengan angka yang relatif 
besar, kedua produk tersebut merupakan produk yang saling 
berkompetisi dalam pasar yang ada (Ahmad Yani dan Gunawan 
Widjaja, 1999: 15). 

Adakalanya penentuan pasar bersangkutan tidak dapat 
diterapkan secara an rich Berbagai pertimbangan, .khususnya ydllg 
berhubungan dengan "karakteristik" pasar yang berbeda satu dengan 
yang lain juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dikenal pula 
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istilah penentuan pasar geografis yang relevan untuk menilai kompetisi 
produk yang ada dalam pasar tersebut (Ahmad Yani dan Gunawan 

Widjaja, 1999:15). 

Untuk perjanjian tertentu seperti yang disebl..'lt dalam Pasal 5 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak ada larangan 
price fixing, sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan persaingan 
usaha yangtidak sehat dengan pesaing-pesaing bisnisnya. Pasal 5 
ayat (2) tersebut menyatakan bahwa ketentuan larangan price /ix­
ingsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: 

a. suatu perjanjian yang dibuat dalarn suatu usaha patungan (joint 
venture}, contohnya PT X dan PT Y mengadakan suatu usaha 
patungan dengan mendirikan PT A. di mana PT X dan PT Y 
diperkenankan untuk menentukziTl sendiri besamya harga jual 
barang yang diproduksi PT A tersebut; 

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku, 
contohnya penentuan harga jual bahan bakar minyak (BBM) 
yang dilakukan oleh Pemerintah. 

Dalam hal ini tidak dijelaskan joint venture seperti apa yang 
bisa dikecualikan. Memang joint venture antara pihak-pihak yang 
tidak saling bersaing tidak menyebabkan efek antikompetitif. Tet'3pi, 
bila usaha patoogan seperti ini membuat collateral restraint-yakni 
perjanjian yang membatasi kompetisi di masa datang antara para 
pihak- usaha ini bisa menghadapi risiko tuntutan pelanggaran hukum 
persaingan. Joint venture antara para pesaing jelas dapat 
mengurangi persaingan, kecuali kalau bentuk kerja sarna ini dibuat 
untuk memenuhi kebutuhan pasar y-ang tidak pemah atau tidak 
akan dipenuhi oleh masing-masing pihak secara individual. Kita tidak 
bisa mengatakan bahwa semua perjanjian dalamjointventzuetidak 
akan merugikan persaingan; perlu dijelaskan lagi, dalam perjanjian 
joint venture yang bagaimana yang dikecualikan (Ayudha D. Prayoga, 

et al., (Ed.), 2000:87). 

Sebagai perbandingan, diAustralia, Section 45A (2) dan (4) 
mengecualikan perjanjian-perjanjian dalam joint ventlffe dari 
ketentuan larangan price fiXing. Pengecualiannya hanya pada 
larangan per se i/legal-nya. Artinya, kalau akhirnya terbukti 
mempunyai tujuan a tau efek yang antikompetitif, perjanjian price 
fixing dalam joint venture tersebut tetap dilarang. Dl sam ping itu, 
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harus dipenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat memanfaatkan 
fasilitas ini (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:87). 

Di Amerika Serikat, menurut the Export Trading Company Act 
1982, untuk mendapatkan imunitas terbatas dari hukum antitrust, 
joint venture yang melakukan ekspor harus memenuhi syarat: tidak 
akan mengurangi persaingan dan perdagangan di dalam atau 
perdagangan ekspor Amerika Serikat, tidak menaikkan, 
menstabilisasikan, atau menekan harga di Amerika Serikat secara 
tidak wajar, tidak menirnbulkan cara kompetisi yang tidak sehat 
dengan pesaing-pesaing, dan lain-lain. Di samping itu the Depart­
ment of justice dan the Federal Trade Commission telah memberikan 
semacam guidelines bagi joint ventw-e tertentu lainnya yang akan 
menikmati imunitas terbatas dari hukum antitrust (Ayudha D. 
Prayoga, et al., (Ed.), 2000:87 -88). 

Di Uni Eropa, joint venture pada dasarnya dianggap selalu 
mengurangi dan/atau me,rugikan persaingan, sehingga melanggar 
Pasa185 (1) the Treaty of Rome. Walaupun demikian, the Eropa 
Union Commission bisa memberikan pengecualian menurut Pasal 
85 (3) dengan syarat bentuk usaha ini dapat memperbaiki dan/ 
atau mengembangkan produksi dan distribusi barang ataujasa, 
atau mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi dengan 
memungkinkan masyarakat konsumen memperoleh bagian yang 
add dari keuntungan yang dihasilkan dan yang tidak menyebabkan 
terjadinya pembatasan dan hambatan terhadap persaingan dari 
produk yang bersangkutan (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 
2000:88). 

2.3 Diskriminasi Harga dan Diskon 

Larangan penetapan diskriminasi (price discdmination) 
disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
Pasa16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menyatakan 
bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang 
mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga 
yangberbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk 
barang dan/atau jasa yang sama. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 
tersebut, diskriminasi harga dilarang apabila pelaku usaha membuat 
suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengak:ibatkan 
pembeli yang satu harus membayar harga yang tidak sama atau 
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' 
berbeda dengan harga yang harus dibayar pembeli lain untuk barang 
dan/atau jasa yang sama, karena hal iru dapat menimbulkan 
persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha atau 
dapat merusak persaingan usaha. 

Pada pasar tertentu, produsen dapat menetapkan harga ycmg 
mungkin menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi dari apa yang 
dihasilkanjika produsen hanya menetapkan satu harga untuk semua 
konsumen. Strategi penetapan harga yang berbeda ini juga dapat 
merusak persaingan usaha. Salah satunya menerapkan diskriminasi 
harga. Dalam hal iru terdapat tiga jenis dan tinfjkatan strategis 
diskriminasi harga, di mana setiap tingkatan menuntut informasi 
yang berbeda mengenai konsumen, yaitu : 

1. Diskriminasi harga sempurna. di mana produsen akan 
menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. 
Setiap k:onsumen akan dikenakan harga tertinggi yangsanggup 
dibayamya. Dengan menerapkan strategi ini, produsen akan 
menye.rap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat 
mencapai laba yang paling tinggl. Strategi ini hanya dapat 
diimplementasikan pada kasus tertentu saja, lc:srena menuntut 
produsen untuk mengetahui dengan tepat berapa jumlah 
maksirnum yang ingin dibayarkan oleh konsumen untuk jumlah 
barang yang ditawarkan; 

2. Pada situasi di mancl produsen tidak dapat menginden~.asi 
maksimum harga .rw~dapat dikenakan untuk setiap konsumen, 
atau situasi di mana produsen tidak dapat melanjutkan struktur 
harga yang sama untuk tambahan unit penjualan, maka 
produsen dapat menerapkan strategi diskriminasi tingkat harga 
kedua, di mana produsen akan menerapkan st:bagian dari sur­
plus konsumen. Pada strategi iru produsen menerapkan harga 
yang berbeda untuk setiap pembelinya berdasarkan jumlah 
barang yang dibeli. Pernbeli yang bersedia membeli barang lebih 
banyak diberikan harga per unit yang lebih murah. Makin sedikit 
barang yang dibeli, harga per unitnya semakin mahal. Strategi 
ini banyak dilakukan pada penjualan grosir atau pasar swalayan 
besar; 

3. Bentuk terakhir diskriminasi barga umumnya diterapkan 
produsen yang menget.ahui bahwa permintaan atas produk 
mereka beragam secara sistematik berdasarkan karakteristik 
konsumen dan kelompok demografis. Pada kondisi fni, 
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produsen dapat memperoleh keuntungan dengan mengenakan 
tarif yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen yang 
berbeda (Ayudha D. Prayoga. et aJ., (Ed.), 2000:94-95). 

Demikian pula pelaku usaha dilarang menerapkan harga di 
bawah biaya marginal (predatory price). Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan babwa pelaku usaha dilarang 
membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 
menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan 
terjadirlya persaingan usaha tidaksehal Berdasarkan ketentuan P'-clSal 
7 tersebut. perjanjian' penetapan harga di bawah bia~a marginal yang 
dilarang adalah perjanjian yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku 
usaha pesaingnya dengan tujuan menetapkan harga di bawah pasar 
atau di bawah biaya rata-rata, yang membawa akibat timbulnya 
persaingan usaha yang tidak sehal 

Pada satu sisi, penetapan harga di bawah biaya marginal akan 
menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi di pihak 
lain akan sangat merugikan pesaing (produsen lain). Predatory pric­
Ing ini sebenarnya merupakan basil dari perang harga tidak sehat 
antara pelaku usaha dalam rangka merebut pasar. Strategi yang 
tidak sebat ini pada umumnya beralasan bahwa harga yang 
ditawarkan merupakan basil kinerja peningkatan efisiensi perusahaan. 
Oleh karena itu, hal ini tidak akan segera terdeteksi sampai pesaing 
dapat mengukur dengan tepat berapa harga terendah yang 
sesungguhnya dapat ditawarkan pada konsumen (di mana harga = 
biaya marginal). Strategi ini akan menyebabkan produsen menyerap 
pangsa pasar yang lebib besar, yang dikarenakan berpindahnya 
konsumen pada penawaran harga yang lebih rendah. Sementara 
produsen pesaing akan kehilangan pangsa pasamya. Padajangka yang 
lebih panjang. produsen pelaku predatoty pricingakan dapat becttndak 
sebagat monopolis (Ayudha D. Prayoga, et al. (ed.) 2000:100). 

Pasal8 Clndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku 
usaba untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 
memuat persyarat.an bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak 
akan menjuc:tl atau memasok kembaU barang dan/atau jasa yang 
telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga 
yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
persaingan Ltsaha tidak sehal Berdasarkan ketentuan PasaJ 8 ini, 
pelaku usaha (supplieljdilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
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usaha lain (distributor) untuk menetapkan harga vertikal (resale pdce 
maintenance)_ di mana penerima barang dan/ atau jasa selaku 
distributomya tidak boleh menjual atau memasok kembali barang 
dan/atau jasa yang telah diterimanya dari supplfertersebut dengan 
harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjilmn 
sebelumnya antara suppDerdan distributor, sebab MI. itu akan dapat 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 

Salah satu alasan diadakan peljanjian resale price malntenaJ?ce 
ini adalah untuk menghindari intrabrand competition di antara para 
distributor, yang bisa mengancam stabilitas jaringan ecerannya. Di 
samping itu, mungkin stppfferinginjuga mempertahankan persepsi 
para konsumen terhadap kualitas produknya. Resale price mainte­
nance bisa juga terjadi ketika melaksanakan price fixing dari kartel 
di antara para retailer. Hal ini dilakukan karena sulit untuk 
melak:sanakannya dengan perjanjian resale price maintenance. 
Mung kin juga suppliermenetapkan resale price maintenance untuk 
melaksanakctn perjanjian price fixing di antara suppDer ini dengan 
suppDer lain (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:80). 

Dari bunyi Pasal Bterlihat bahwa perjanjian penetapan harga 
vertikal hanya dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya 

- persaingan tidak sehat. Artinya, berbeda dari price fixing, ia bultan 
per se il/egaJ~ Tidak diketahui mengapa ada perbedaan semacam 
ini, padahal keduanya sarna-sarna mengenai harga yang merupaltan 
faktor terpenting di dalam persaingan, dan persaingan harga 
merupakan tujuan paling utama dari hukum persaingan (Ayudha D. 
Prayoga, et al., (Ed.), 2000:80). 

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan Australia 
mengategorikan baik price fiKingmaupun resale price maintenance 
sebagai per se illegal. Baik price fixing maupun resale price main­
tenance sama-sama merugikan persaingan dan konsumen. Salah 
satu perbedaan antara keduanya adalah di dalam resale price m<'lin­
tenanceada korban yang lebih langsung, yakni retaiferyang tergeser 
karena tidak menyuka[ resale price maintenance tersebut. 
Pengalaman di Australia menunjukkan bahwa resale price mainte­
nance lebih rnudah dibuktikan daripada price fixing, karena biasanya 
retailer (yang biasanya sukar memberikan diskon) tersebut akan 
melaporkan dan memberikan bukti-bukti langsung (Ayudha D. 
Prayoga, et al., (Ed.), 2000:80-81). 
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2.4 Perjanjian Pernbagian W.dayah 

Perjanjian price fixing bukan satu-satunya cara mengontrol 
harga. Cara lain yang walaupun tidak secara langsung dapat 
mengontrolnya, yakni perjanjian di antara pelaku usaha untuk tidak 
sallng berkompetisi satu sarna lain. Caranya, mereka membagi 
wilayah pemasaran barang atau jasa mereka. Ada banyak perjanjian 
pembagian 'Ailayah ini, pertarna. pelaku usaha dapat mernbagi pasar 
secara geografis; kedua, membagl jenis atau kelas pelanggan atau 
konsumen (misalnya wholesalers atau retililers); dan ketiga, mereka 
bisa membagi pasar berdasarkan jenis produk yang dikeluad.an 
(misalnya peralatan video profesional dan alat video arnatir) (Ayudha 
D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:81). 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang 
pelaku usaha untuk mengadakan peijanjian pernbagian wila)rah 
(market allocation), balk yang bersifat vertikal atau horizontal. 
Dalam Pasal 9 Ondang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan 
bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya dengan tujuan membagi wilayah pemasaran atau 
alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa, sehingga 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoU dan/atau persaingan 
usaha tidak sehat Berdasarkan Pasal 9 ini, perj~jian pembagian 
wilayah yang terkena larangan adalah jika lsi perjanjian pembagian 
wilayahyangdimaksud bertujuan membagiwilayah pemasaran atau 
alokasi pasar terhadap suatu produk barang dan/atau jasa, di mana 
perjanjian itu dapat menimbulkan praktik monopoli dan/ atau 
persaingan usaha tidak sehat Perjanjian ini dilarang karena pelaku 
usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara 
membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran di 
sini dapat berarti wilayah negara Republlk Indonesia atau bagian 
wilayah negara Republik [ndonesia, misalnya provinsi, kabupaten/ 
kota, atau wilayah regional yang lain. Membagi wilayah pemasaran 
atau alokasi pasar itu berarti membagi wilayah untuk memperoleh 
atau memasok barang, jasa atau barang, dan jasa tertentu. 
Perjanjian seperti ini dapat menimbulkan praktik monopoU darv'atau 
persaingan usaha yang tidak sehat 

Dari ketentuan Pasal9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembagian wilayah tidak 
termasuk per se Ulegal; oleh karena itu perjanjian yang demikian 
hanya dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya praktik 
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monopoli danlatau persaingan usaha tidak sehat (bandingkan Ayudha 
D. Prayoga, et a1. , (Ed.), 2000:81). 

Hal ini berbeda dengan ketentuan di Amerika Serikat yang 
menganggapnya sebagai per se i/legal. Pada umumnya 
memberlakukan market allocation sama dengan price fixing. 
Perjanjian price fixing memungkinkan setiap pesaing menjual 
produknya pada harga monopoli tanpa rasa takut bahwa yang lain 
akan menurunkan harga. lt'farket allocation memungkinkan hal y-cmg 
sama, karena setiap pesaing tidak menghadc:1pi persaingan 
herhubungan dengan konsumen yang dilayani, sehingga ia bebas 
.menetapkan harga monopoli. Sebaliknya, ada kemungkinan 
pembagian wilayah pemasaran ini membuat produksi atau 
pemasaran menjadi lebih efisien. Para pesaing dapat bersepakat 
untuk tidal< memproduksi produk-produk tertentu at.au 
meninggalkan wilayah-wllayah tertentu dan mernfokuskan pada 
produk-produk atau wilayah-wilayah tertentu yang lain untuk 
.mencapai ec:onomies of scale dan spesialisasi. Dengan kata lain, 
efisiensi yang lebih besar akan tercapal. Namun, efLc;iensi semacam 
ini baru bisa tercapai dengan adanya peijanjian antar pesaing (Ayudha 
D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:81-82). 

2.5 Pemboikotan 

Pelaku usaha juga dilarang untuk membuat perjanjian untuk 
melakukan pemboikotan (boycott). Pemboikotan ini merupa}:an 
perjanjian horizontal antara pelaku us aha pesaing untuk menolak 
mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lain. 
la-rangan membuat perjanjian pemboikotan ini diatur dalam Pa.sal 
10 Ondang-{Jndang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan: 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat peijanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain 
untuk melakukan usaha yang saJ.Tla, baik untuk tujuan pasar 
dalam negeri maupun pasar luar negeri. 

{2.) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan/ 
atau jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut 

a. merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku USc1ha 
lain; atau 
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b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atalj 
membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar 
bersangkutan. 

Pemboikotan seperti yang diatur dalam Pasall 0 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat menutup akses kepada input yang 
diperlukan oleh pesaing-pesaing lain (bandingkan Ayudha D. Prayoga, 
et al., (Ed.), 2000:84). 

Sebaga.i perbandingan, di Australia, boycotlini - yang o)eh 
Section 4D Trade Practices Act 197 4 disebut jugc1 sebagai exclu­
sionary prow sions • dilarang secara mutlak, terlepas dari 
darnpaknya terhadap persaingan (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 
2000:84). 

Dari bunyi Pasal 10 Undang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999, 
dapat diketahui kalau Indonesia ternyata tidak mutlak meng·anutnya 
seperti yang dilakukan Australia. Pasal 10 ayat (1) memang tidak 
mensyaratkan adanya dampak negatif dari perjan.jian pemboikotan 
tersebut Akan tetapi ayat (2) pasal yang sama meilS';aratkan adanya 
kerugian yang diderita pelaku usaha lain sebagai akibat pemboikotan 
atau halangan perdagangan barang dan/atau jasa di pasar 
bersangkutan. Namun dernikian, tidak berarti harus ada syarat dampak 
negatif terhadap persaingan, karena terpenuhinya syarat di dalam 
ayat (2) tersebut tidak berarti persaingan pasti akan berkurc:tng 
(bandingkan Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000:84). 

2.6 Kartel 

Seringkali suatu industri hanya mempunyai beberapa pemain 
yang mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong 
mereka untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan 
memperkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi 
keuntungan. lni akan mendorong mereka untuk membatasi tingkat 
produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan bersama di 
antara mereka. Kesemuanya dimaksudkan untuk menghindari 
terjadinya persaingan yang merugikan mereka sendiri. Kalau 
berpegang pada teori monopoli, suatu kelompok industri yang 
mempunyai kedudukan oligopolis akan mendapat keuntungan y-clflg 
maksimal bil.a mereka se<:ara bersarna berlaku sebagai monopolis. 
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Dalam praktiknya, kedudukan oligopolis ini diwujudkan melalui apa 
yang disebut asosiasi-asosiasL Melalui asosiasi ini mereka dapat 
mengadakan kesepakatan bersama mengenai tingkat produksi, 
tingkat harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya (Agus Sardjono, 
1998:26-27), yang kemudian melahirkan kartel, yang dapat pula 
mengakibatlr.an terciptanya praktik monopoli dan/atau persaingan 
usaha yang tidak sehat 

Kamus Hukum Ekonomi EUPS (1997:21) mengartikan kartel 
(cartel) sebagai "persekongkolan atau persekutuan di antara 
beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk 
mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk 
memperoleh posisi monopoli". Dengan demikian, kartel merupakan 
salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha 
(produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, 
dan/ atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa, 
sehingga di antara mereka tidak ada lagi persaingan. Larangan 
mernbuat perjanjian kartel ini dicantumkan dalam Pasalll Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa pelaku usaha 
dilarang membuat perjanJian dengan pelaku usaha saingannya yang 
bcrmaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi darv' 
atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat 
mengakibacl<an terjadinya praktik monopoli darv'atau persaingan 
usaha tidak sehat 

Dari Pasal 11 tersebut dapat dilihat bahwa hukum 
negara-negara Barat tidal< hanyak mempengaruhi ketentuan pctsal 
ini. Di Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa, kartel dianggap 
sebagai per ie illegal. Di Amerika Serikat, sebagailnana price fix­
ing kartel disebur sebagai naked restraint yang mempunyai tujuan 
tunggal unruk mempengaruhi tingkar harga dan output Oleh karena 
itu, wajar apabila Section 1 the Sherman Act mernperlakukannya 
sebagai per se Ulegaf. Artinya, perjanjian kartel sendiri yang dilarang 
ranpa mellhat kewajaran tingkat harga )ang disepakati, tanpa melihat 
market power para pihak, bahkan tanpa melihat apakah perjanjian 
kartel tersebuc sudah dilaksanakan atau belum. Negara Australia 
dengan Section 45 jo. 4D (1) dan 45A (1) dari the Trade Practices 
Act 197 4 jugs mengategorikan kartel scbagai per ie illegal. Begitu 
juga Uni Eropa, dengan Article 85 dari the Treaty of Rome (Ayudha 
D. Prayoga, et al. (Ed.), 2000:82). 
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Alasan mengapa kartel dianggap sehagai per ie illegal d/negara­
negara Barat cerletak pads kenyataan bahwa price fixing dan 
perbuatan-perbuatan kart.el yang lain benar-benar mernpunyai dampak 
negarif terhadap harga dan o£$ufjika dibandingkan dengan dampak 
pasar yang kompetkif. Scdangkan kartel jarang sekali menghasilkan 
efisiensi, atau efisiensi yang dihasllkan sangat kectl dibandingkan 
darnpak negatif dari tindakan-tindakannya. Suatu kartel yang berhasil 
akan mengeluarkan keputusan-keputusan tentang harga dan output 
seperti layaknya keputusan-keputusan yang dikeluarkan sebuah 
perusahaan tunggal yang memonopoU. Akibarnya, pcrtarna, kartel 
mendaparkan keuntungan-keuntungan monopoli dari para konsl.Dllen 
yang terus-menerus membeli barang atau jasa dengan harga karcel; 
dan kedua, te.rjadi penernpatan surnber secara salah yang diakibatkan 
oleh pengurangan o£$ufkarena beD dengan harga yang kompe daya 
untuk mempertahankan (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.) 2000:82-
83). 

Pada sisi lain, karteljuga bisa memberi keuntungan. Oleh kan..>na 
itu, keberadaan dan tumbuh-kernbangnya diperbolehkan sepanjang 
hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat banyak. Selain itu, 
kartel juga dapat membentuk stabilitas dan kepastian tingkat 
produksi, tingkat harga, dan wilayah pemasaran (yang sama) di 
antara para pelalru usaha yang tergantung dalam asosiasi tertentu. 
Dengan send.irinya pasar menjadi tidak kompetitif lagi dan karenanya 
akan merugi.kan konsumen. Kalau kita per-hatikan bunyi ketentuan 
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian kartel 
yang dilaranfl adalah perjanjian tingkat produksi, tingkat harga, dan! 
atau wilayah pemasaran atas suatu barang, jasa, atau barang dan 
jasa, yang dapat berdampak pada terciptanya monopolisasi darv' 
atau persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku us aha saingannya. 

Larangan yang terdapat dalam Pasal 11 tersebut tidak 
menga-tegorikan kartel sebagai pei se illegal, sebab kartel masih 
dlmung-kinkan sepanjang tidak menin1bulkan prakt:ik monopoiL..asl 
darv' atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang merugikan 
masya-rakat dan konsurnen (bandingkan Ayudha D. Prayoga, eta!., 
(Ed.), 2000:83). 

Indonesia kelihatannya mengikuti Jepang yang mensyaratkan 
adanya "substantial restraint of competition"yang "contrary to the 
pubUc Interest" di dalam larangan terhadap kartel. Perjanjian kartel 
baru ilegal kalau sudah dipraktikkan dan ternyata mengurangi 
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persaingan secara substansial. Namun, the Fair Trade Commission 
di Jepang teJah mengambil ja1an tengah dengan mengambil tindakan 
ketlka peserta kartel telah melakukan langkah-langkah awal untuk 
melaksanakan perjanjian kartel. Dengan begitu telah dibuat suatu 
anggapan, begitu peserta mulai melak-sanakan kartel, kartel itu pasti 
mengurangi persaingan secara substansial seandainya tidak 
dlberhentikan atau dilarang (Ayudha D. Prayoga, et/al., (Ed.), 
2000:84). 

2. 7 Oligopsoni 

Demikia n pula pelaku usaha dila rang membuat perjanjian 
oligopsoni, di mana keadaan pasar yang permintaannya dikua.sai 
oleh pelaku usaha tertentu. Larangan ini dicantuml\an dalam Pa.sal 
12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama 
menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat 
mengendalilmn harga atas barang darv'atau jasa dalam pasar 
yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan teijadinya 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehal 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secarc1 bersama-sama 
menguasai pembelian dan/atau penerimaan pasokan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 
(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha mengua.sai 
lebih n>% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tert:entu. 

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 11 tersebut, 
dapat disimpulkan yang terkena larangan membuat perjanjian 
oligopsoni adalah perjanjian yang dibuat pelaku usaha yang satu 
dengan pelalru usaha lain, yang bertujuan: 

1. secara bersama-sama; 

2. menguasai pembelian dan/atau penerimaan pasokan atas suatu 
barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu; 

3. dapat mengendalikan harga atas barang, jasa, atau barang 
dan jasa dalam pasar yang bersangkutan; 
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4. menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pangsa pasar adalah 
persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang 
dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar berscmgkutan dalam 
kalender tertentu; 

5. peijanjian yang dibuat tersebut temyata dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat. Berarti perjanjlan oligopsoni tidak akan dilarang 
sepanjang tidak menimbulkan monopolisasi darv'atau tetap 
menciptakan pasar kompetiif dan/atau tidak merugikan 
masyarakal 

2.8 lntegrasi Vertikal 

Praktik integrasi vertlkal yang dilalrukan beberapa pelaku usaha 
termasuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999. Dalam Pasal14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat peijanjJan dengan 
pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah 
produk yang termasuk dalarn rangkaian produksi barang darv'atau 
jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil 
pengolahan atau proses lanjutan, balk dalam satu rangkaian 
langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan 
masyarakal Dari ketentuan Pasal14 inijelas bahwa yang dimakl1ud 
dengan integrasivertikal adalah penguasaan produksi atas sejumlah 
produk, yang termasuk dalam rangkaian proses produksi atas bar<mg 
tertentu, mulai dar! hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut 
atas suatu la)anan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. t.'\eskipun 
praktik integrasi vertikal lni dapat menghasilk:an barang dan/atau 
jasa dengan harga murah, hal itu dapat menimbulkan persaingan 
usaha tidak sehat yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian 
masyarakal Oleh karena itu, praktik integrasi vertikal dilarang oleh 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang menimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakal 

Dengan adanya Pasal 14 ini, berbagai bidang usaha yang 
mungkin sangat menguntungkan dan efisien dilakukan di Indonesia 
Justru tidak dapat dikeijakan lntegrasi vertikal suatu usaha tidak seJalu 
buruk, malah sebenarnya usaha integrasi dilakukan untuk 
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menlngkatkan eflslensi. lntegrasl yang dilakukan di masa lalu 
mungkin buruk dan beberapa di antaranya meruglkan masyarakat­
karena dalam banyak hal integrasl tersebut hanya dapat dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan tertentu-sehingga meruglkan kelompok 
masyarakat tertentu pula (Pande Raja Silalahi, 1999: 12-13). 

2.9 Perjanjian Tertutup 

Perjanjlan tertutup termasuk perjanjlan yang dllarang dibuat 
pelaku usaha. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjlan tertutup dengan 
pelaku usaha lalnnya. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 dinyatakan: 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat peljanjian dengan pelaku 
usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang 
menerlma barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau 
tidak memasok kembali barang dan/ataujasa tersebut kepada 
plhak tertentu danlatau pada tern pat tertentu. 

- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain 
yang memuat persyarat.an bahwa pihak yang menerima barang 
dan/atau jasa tertentu harus bersedla membeU barang dan/ 
atau jasa lain dar! pelaku usaha pemasok. 

(3) Pelaku usaha dllarang membuat perjanjlan mengenai harga 
atau potongan harga tertentu alas barang dan/atau jasa, yang 
memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima 
barang dan/ataujasa dar! pelaku usaha pemasok: 

a. harus bersedia membell barang dan/atau jasa lain dart 
pelaku usaha pemasok; atau 

b. tidak akan membell barang dan/ataujasa yang sama atau 
sejenls dari pelaku usaha lain yang menjadi pesafng dart 
pelaku usaha pemasok. 

2.10 Perjanjlan dengan Pihak Luar Negeri 

Undang-Undang Nom or 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha 
untuk membuat perjanjian dengan pihak luar negerl jika perjanjlan 
tersebut dapat menlmbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan 
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usaha tidak sehat. Hallni dinyatakan dalam Pasal16 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang membuat 
pe!janjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan 
yang dapat mengakibatkan terjadlnya praktik monopoll dan/atau 
persalngan usaha tidak sehat. Dart Pasal 16 lnl dapat dislmpulkan 
bahwa perjanjlan dengan plhak luar negerl yang dilarang adalah 
yang dibuat pelaku usaha dengan perjanjian yang memuat ketentuan­
ketentuan tldak wajar atau dapat menimbulkan praktlk monopoll 
dan/atau persalngan usaha tidak sehat. 

3. Perjanjian-Perjanjian yang Dikecuallkan 

Dl beberapa negara, Undang-Undang Antimonopoll kerapkaU 
mengesampingkan beberapa tindakan hukum sehlngga tlndakan 
tersebut tidak dapat dikenakah sanksl Dengan kala lain, tindakan 
ltu tldak dianggap sebagal suatu pelanggaran (lnsan Bud! Mau-lana, 
2000:61). 

Demlkian pula dengan negara Indonesia. Selaln mengadakan 
pengecuaban berfakunya pasal tertentu terhadap ketentuan Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 1999, ternyata undang-undang lni juga 
mengadakan pengecuallan berlakunya semua ketentuan di dalamnya 
terhadap peljanjlan-perjanjian tertentu. Pengecualian dari ketentuan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lnl diatur dalam Pasal 50 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa 
pengecuallan dar! ketentuan Undang-undang lnl adalah : 

a. Perbuatan dan/atau perjanjlan yang bertujuan melaksanakan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau 

b. Perjanjlan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual 
seperti lisensl, paten, merek dagang, hak clpta, desaln produk 
lndustrl, rangkaian elektronlk terpadu, dan rahasla dagang, 
serta perjanjlan ytmg berkaitan dengan waralaba; atau 

c. Perjanjlan penetapan standar teknis produk barang dan/atau 
jasa yang tidak mengekang danlatau menghalangl persaingan; 
atau 

d. Peljanjlan dalam rangka keagenan yang lsinya tidak memuat 
ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa 
dengan harga yang leblh rendah darlpada harga yang telah 
dlperjanjikan; atau 
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e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

Perjanjlan kerja sama penelltian untuk peningkatan atau 
perbafkan standar hldup masyarakat luas; atau 

Pe!janjian lntem~onal yang telah diratiflkasi oteh Pemerintah 
Republlk Indonesia; atau 

Peljanjlan dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor 
yang tidak menggengu kebutuhan dan/atau pasokan dalam 
negerl; atau 

Pelaku usaha yang tergolong usaha kecll; atau 

Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk 
melayanl anggotanya. 

Disayangkao bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tldak menjelaskan perjanjlan-peJjanjlan tersebut lebih 
lanjul :PadaMI pasal pengecuafian iru penting, terutama bag! pelaku 
usaha yang lngin memanfaatkannya. 01 samplng ketidakjelasannya, 
dlkhawatlrkan hal inl juga dapat menlbulkan penyalahgunaan 
(bandingkanAyudha D. Prayoga, etal., (Ed.), 2000:85). Bahkan ada 
yang mengkritlknya sebagai saatu tnkonsistensi (Hikmahanto 
Juwana, 1999:28). 

Pemerlntah dapa.t saja menyalahgunakan kekuasaan yang 
dimtlildnya, begitu juga dengan pelaku usaha yangberkolusi dengan 
pemerlntah untuk membuat ketentuan ytJng antipersalngan usaha, 
ytJng kemudian oleh pemerintah dituamgkan dalam berbagal 
peraturan perundang-undangan. Selama Orde Baru berkuasa, 
praktik monopoli dan/atau persalngan usaha yang tidak sehat selalu 
dilegalisir melalui peraturan perundang-undangan. Amerlka Sedkat 
mengenallstilah "state action doctrine", artinya peraturan 11ntitrust 
hanya berlaku dalam dunia bisnis selama tidtlk digunakan untuk 
melaksakan :peraturan negara bagian. Namun, peraturM negara 
bagian yang antikompetltlf blsa tidak sah karena bertentangan 
dengan Konstltusi, yaknl mengganggu perdagangan secara tidak 
wajar; Amandemen Pertama Konstitusi; atau undang-undang 
Pemerintah Federal, seper.ti Federal Trade Commission Act atau 
Hukum Paten (Ayudha D. Prayoga, et al. (Ed.), 2000:85). 

Jika memperhatikan .fakta pengecuaUan dari Pasal 50, para 
perancang undang-undang telah kellru memahami perundang­
undangan dl bidang hak atas kekayaan intelektual (HaKl). Selain itu, 
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lsi pasal tersebut tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di 
masyarakat Eropa, Jepang, dan Jerman, yang juga mengatur 
larangan-larangan perjanjian lisens~ know hO'tlf merek. dan waralaba, 
apablla petjanjian itu bertentangan dengan prlnsip-prinsip persaingan 
jujur (lnsan Budi Maulana, 2000:64-65). Bahkan secara intemaslonal 
poslsl Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kurang menguntungkan. 
Ketlka masyarakat lntemasional mulai curiga adanya kemungkinan 
dampak negatif dar! praktik-praktik perlisensian di bidang HaKI 
terhadap persaingan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersikap 
sebaliknya, yaitu mengecualikan berlakunya ketentuan 
Ondang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjlan yang 
berkaltan dengan HaKI (Ayudha D. Prayoga, et al. (Ed.), 2000:86). 

Terbukti dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Agreement on 
Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) 
sebagal bagian Anal Act Uruguay Round dinyatakan: 

(1). Members agree that some licensing practices or conditions 
pertaining to Intellectual property rights which restrain compe­
tition may have adverse effects on trade may impede the transfer 
and dissemination of technology. 

(2) Nothing in this Agrement shall prevent Members from specify­
ing In their national legislation licensing practices or conditions 
that may In particular cases constitute an abuse of Intellectual 
property rights having an adverse effect on competition In the 

' relevant market As provided above, a Member may adopt, con­
sistently with the other provisions of this Agreement, appropri­
ate measures to prevent or control such practices, which may 
include for example exclusive grantback conditions, conditions 
preventing challenges to validity and coercive package licens­
Ing, In the light of the relevant laws and regulated of the Mem­
ber. 

Dar! Pasal40 ayat (1) dan ayat (2) Persetujuan TRIPS tersebut, 
dapat dlketahui negara-negara anggota WTO sepakat bahwa 
beberapa praktik perllsensfan atau persyaratan-persyaratan yang 
berkaltan dengan HaKI dapat menghambat persaingan usaha yang 
dapat berakibat buruk terhadap perdagangan dan dapat 
menghambat pengalihan dan penyebaran teknologi. 'l<arenanya tidak 
tertutup kemungkinan bag! negara-negara anggota wro untuk 
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menetapkan dalam peraturan perundang-undangannya praktik­
praktlk perllsensian atau persyaratan-persyaratan perlisensian yang 
dalam hal-hal tertentu merupakan penyalahgunaan HaKI yang 
beraklbat buruk terhadap persalngan dalam pasar bersangkutan. 
Bahkan negara-negara anggota WTO dapat menetapkan langkah­
langkah untuk mencegah atau mengendalikan praktik-praktik 
perlisensian a tau persyaratan-persyaratan yang dalam hal-hal tertentu 
merupakan penyalahgunaan dar! HaKI, seperti persyaratan untuk 
memberikan hak ekskulsif secara timbal balik, persyaratan untuk 
mencegah diajukannya sanggahan mengenai keabsahan dan 
pemaksaan paket lisensi, sesuai dengan hukum dan peraturan 
perundang-undangan terkalt yang berlaku dl negara-negara anggota 
wro tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa pembuatan 
perjanjian yang berkaitan dengan bidang HaKI tidak boleh 
berlawanan dengan Undang-Gndang Nomor 5 Tahun 1999 atau 
menglkuti ketentuan-ketentuan khusus perllsenslan yang telah diatur 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan HaKI. 

Khusus untuk kekecualian ketentuan bahwa usaha kecll dan 
koperasl memang diatur oleh undang-undang tersendiri telah 
mengundang perdebatan tersendlri. Ada negara yang memang 
memberlkan pengecuallan terhadap koperasi, misalnya di Jepang. 
Tetapl usaha ked! dan menengah serta koperasl yang dikecualikan 
akan menciptakan proteksi seplhak dengan tldak menglkut­
sertakannya dalam undang-undang ini. Hal ltu akan menghambat 
pertumbuhan usaha kecil dan menengah ltu sendiri. Di samping 
itu, melihat kondisl koperasi yang ada pada saat inl di Indonesia, 
hall inijuga dapat menimbulkan kerancuan dan peluang bag! pelaku 
usaha untuk menggunakan pasal pengecualian dalam berusaha; 
tujuannya adalah melegalisir tindakannya dengan bersembunyl di 
belakang wujud koperasi (Ayudha D. Prayoga, et al., (Ed.), 2000: 124). 
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KEGIATAN YANG DILARANG 

Pengertian Kegiatan 

Berbeda dengan lstllah "perjanjlan" yang dipergunakan, dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tldak dapat kita temukan 
suatu definisl mengenai "keglatan". Namun demlkian, jika ditafsirkan 
secara lJ contradoterhadap deflnisl perjanjian yang dlberlkan dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dlkatakan bahwa pada 
dasarnya yang dirnaksud dengan "kegiatan" adalah tlndakan atau 
perbuatan hukurn "sepihak" yang dllakukan oleh satu pelaku usaha 
atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaltan hubungan 
(hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya (Ahmad Yam 
dan Gunawan Wldjaja, 1999:31 ). 

Dad slnl jelaslah bahwa "keglatan" merupakan suatu usaha, 
aktlvitas, tlndakan, atau perbuatan hukum secara seplhak yang 
dllakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lalnnya. 

Bentuk-Bentuk Kegiatan yang DUarang 

Dari Pasal17 sampai dengan Pasal24 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 terdapat beberapa bentuk keglatan yang dllarang 
dUakukan pelaku usaha,yaltu 

1. monopoli (Pasal 17); 

2. monopsoni (Pasal 18); 

3. penguasaan pasar (Pasal 19); 

Kegiallln Ylm!J Dimr~mg J 123 



4. dumping (Pasal20),-

5. manipulasi biaya produksi (Pasal21); dan 

6. persengkongkolan (Pasal 22). 

2.1 Monopoll 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian 
"monopolf' dlbedakan dari pengertian "praktik monopolf'. Pengertian 
praktik monopoll dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pemusatan kekuat8n ekonomi 
o/eh satu atau /ebib pelaku usaha yang mengakibatkan 
dikullsainya produksi dan!atau pemasaran atas barang dan/at8u 
jasa tertentu. sehlngga menimbulkan persalngan usaha tldak sehat 
dan dapat merugikan kepentingan umum. Sementara itu pengertian 
monopoli dikemukakan dalam Pasal I angka 1 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999, yaltu penguasaan atas produksi dan/at8u 
pemasaran barang dan/at8u jasa tertentu oleh satu pelaku usaha 
at8u satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, monopoll 
adalah situasl pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu 

- kelompok pelaku ~ha yang "menguasai" suatu produksi dan/ atau 
pemasaran barang dan/atau penggunllan jasa tertentu, yang akan 
ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengaklbatkan pelaku 
usaha atau kelompok pelaku usaha tadl dapat mengontrol dan 
mengendalikan tlngkat produksl, harga, dan sekallgus wilayah 
pemasarannya. 

Dari ketentuan Pasal17 Undang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999 
dapat dlslmpulkan, temyata tldaksemua keglatan monopoli dllarang. 
Hanya keglatan monopoU yang memenuhi unsur dan kriterla yang 
disebutkan dalam Pasal 17 Ondang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999 
saja yang dUarang dllakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok 
pelaku usaha. Pasal 17 Undang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999 
menyatakan : 

(1) Pelaku usaha dUarang melakukan penguasaan atas produksi 
dan/atau pemasaran barang dan/ataujasa yang dapat meng­
aklbatkan terjadinya praktlk monopoli dan/atau persaingan 
usaha tldak sehal 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 
penguasaan atas produksl dan/ atau pemasaran barang dan/ 
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atau jaSll sebagafmana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
apabila: 

a. barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada 
substitusinya; atau 

b. mengllkibatkan .pelaku usaha lain tldak dapat masuk ke 
dalam perSlllngan uSllha barang dan/atau jasa Y&'lS sarna; 
atau 

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 
menguasai Jebih dar! 50% (lima puluh persen) pangsa 
pas8I' satu jenis barang atau jasa tertemu. 

Monopoli yang dilarang menurut Pasal 17 inl jfka monopoli 
tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

a. 

b. 

c. 

d. 

melakukan kegiatan penguasaan atas produk barang, jaSll, atau 
barang dan jaSll tertentu; 

melakulam .kegiatan penguasaan atas pemasaran produk 
barang, jaSll, atau barang dan jasa tertentu; 

penguasaan tersebut dapat mengaklbatkan terjadlnya praktik 
monopoli; 

penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehal 

Sedanglam kriteria yang digunakan untuk membuktikan ada 
ateu tidaknya monopoll yang .dllarang tersebut dldasarkan pada : 

a. produk barang, jasa, atau barang dan jasa tersebut belum ada 
penggantinya (substituslnya); 

b. pelaku uSllha lain sullt atau tldak dapat masuk ke datam 
persaingan terhadap produk barang, jasa, lltau barang dan 
j8Sll yang sama (blvder to ently),-

c. pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempu­
nyal kemampuan bersalng yang signffikan dalam pasar yang 
bersangkutan; 
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d. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha telah menguasai 
lebih darl 50% pangsa pasar darl suatu jenis produk barang 
atau jasa tertentu. 

Dengan demiklan, tidak semua kegiatan penguasaan atas 
produksi dan/atau pemasaran barang dan/ataujasa tergolong pada 
kegiatan yang dUarang, terkecuali sepanjang memenuhi unsur-unsur 
dan krlteria monopoli yang dlsebutkan dalam Pasal 17 Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain ltu, jika pelaku usaha atau 
kelompok pelaku usaha dapat membuktikan seballknya - yaltu 
kegiatan yang dilakukannya tidak memenuhl unsur-unsur dan krlteria 
Pasal17 Undang-Undang Nonior 5 Tahun 1999- maka pelaku usaha 
atau kelompok usaha tad! dengan sendlrlnya dapat terbebas dari 
kegiatan yang patut diduga atau dianggap sebagal monopoli. 

Dalam llteratur, monopoli dilarang karena mengandung 
beberapa dampak negatlf yang merugikan, antara lain : 

a. Terjadl penlngkatan harga suatu produk sebagal akibat tidak 
ada kompetisi dan persaingan bebas. Harga yang tinggi lni 
pada gillrannya akan menyebabkan tnflasl yang merugikan 
masyarakat luas; 

b. Pelaku usaha mendapat keuntungan (profit) di atas kewajaran 
yang normal. I~ akan seenaknya menetapkan harga untuk 
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena 
konsumen tldak ada pillhan lain dan terpaksa membell produk 
tersebut; 

c. Terjadl eksploltasi terhadap konsumen karena tldak ada hak . 
plllh konsumen atas produk. Konsumen akan seenaknya 
menetapkm1 kualltas suatu produk tanpa dlkaltkan dengan biaya 
yang dlkeluarkan. Eksploitasl ini juga akan menimpa 
karyawanan dan buruh yang bekerja pada produsen tersebut 
dengan menetapkan gaji dan upah yang sewenang-wenang 
tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku; 

d. Terjadl ketida&kkonomisan dan ketidakefJSienan yang akan 
dlbebankan k~Pada konsumen dalam rangka menghasilkan 
suatu produk, karena perusahaan monopoli cenderung tidak 
beroperasi pada average cost yang minimum; 
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e. Ada entry barrier di mana perusahaan lain tldak dapat masuk · · 
ke dalarn bidang usaha perusahaan monopoll tersebut, karena .,. . ¥, 

penguasaan pangsa pasar yang besar. Perusahaan-perusahaan 
kedl tldak dlberi kesempatan untuk tumbuh berkembang dan 
akan menemui ajalnya satu per satu; 

f. Pendapatanjadi tldak merata, karena sumber dana dan modal 
akan tersedot ke dalarn perusahaan monopoli. Masyarakat 
banyak harus berbagl dengan banyak orang dalam baglan yang 
sangat kecil, sementara perusahaan monopoli dengan sediklt 
orang akan menikmati bagian yang lebih besar (Ahmad Van! 
dan Gunawan Widjaja, 1999:30). 

Selarna inl kenyataan menunjukkan bahwa monopoli tidak 
hanya dilakukan oleh pihak swasta saja, tetapiJuga oleh badan usaha 
negara (Dimyati Hartono, 1998:38). Hallni dimungkinkan oleh sistem 
ekonoml naslonal kita yang didasarkan pada demokrasi ekonoml. 
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
mernberi1<Bn dasar filosofis dan hukum kemungkinan monopoli dan/ 
atau penguasaan atas cabang-cabang produksi yang pentlng bag! 
negara dan menguasai hajat hid up orang banyak serta penguasaan 
bum!, air, dan kekayaan alam yang terkandung dl dalamnya oleh 
negara. Dengan kata lain monopoly by law dimungkinlam dalarn 
hulrum persaingan usaha kita, asalkan keglatannya terrnasuk atau 
menyangkut cabang-cabang produksi yang pentlng bagi negara dan 
menguasal hajat hid up orang banyak. Negara dapatsaja mernberikan 
hak-hak yang berslfat istlmewa kepada badan-badan usaha negara 
yang bergerak di sektor yang penting dan menguasal hajat hidup 
orang banyak tersebut. Namun demfklan, Jartgan sampal ketentuan 
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
dlsalahgunakan negara dengan menjadlkan Pasal 33 ayat (2) dan 
ayat (3) ltu sebagal justlflkasl untuk menindas rakyat banyak dan 
menyerahkan tampuk produksl yang penting ke tangan orang 
seorang yang berkuasa. Dengan dernlkian, dapat kita katakan bahwa 
Undang-Undang Dasar 1945 tldak antlmonopoll. Ketentuan Pasal 
33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 inlleblh lanjut 
dljabarkan dalarn Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tehun 1999. 
Pasal51 tersebut menyatakan bahwa monopoU dan/atau pemusatan 
kegiatan yang berkaitan dengan produksl dan/atau pemasatan 
barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hldup orang banyak 
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serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur 
dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 
Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk 
oleh Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal51 ini, negara masih 
dimungkinkan memberikan hak monopoli dan/atau pemusatan 
kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, y<mg 
sebelurnnya ditetapkan atau diatur dengan undang-undang dan 
penyelenggaraannya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik 
Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, atau badan/ 
Jembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah berdasarkan 
undang-undang. 

2.2 .M.onopsoni 

Kegiatan monopsoni termasuk kegiatan yang dilarang dilakukan 
pelaku usaha oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
Monopsoni adalah situasi pasar d i mana hanya ada satu pelaku usaha 
atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang 
besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal; sementara itu, pelaku 
usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual 
jurnl!llnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat 
mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan, tingkat harga 
yang diinginkannya. Kegiatan yang demikian dapat mengakibatkan 
teljadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 
dan apabila pembeli tunggal yang dimaksud juga menguasai lebih 
dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa 
tertentu. Dasar larangan kegiatan monopsoni ini dinyatakan dalarn 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbtmyi : 

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau 
menjadi pembeli ttmggal atas barang darv'atau jasa dalam pasar 
bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya pralctik 
monopoli dan/atau persaingan u-saha yang tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai peneri­
maan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 
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Dari bunyi ketenb.Jan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pelaku usaha 
akan dikatakan sebagai kegiatan monopsoni bila memenuhi 
persyaratan di bawah ini: 

a. dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 
usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal; 

b. telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barcmg 
atau jasa tertentu; 

c. paling penting, kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli danlatau persaingan usaha tidak sehal 

Walaupun secara teoretis monopsoni dapat tumbuh secara 
alamiah karena kondisi geografis suatu wilayah produksi yang 
terpencil dan terasing-atau bisa juga berpencar, tetapi di Indonesia 
monopsoni teljadi karena pengaruh kebijakan pemerintah yang 
dinyatakan dalam peraturan. Contoh gamblang yang pemah terjadi 
di Indonesia adalah BPPC yang pemal1 bertindak sebagai pembeli 
tunggal atas seluruh produk cengkeh ydng dihasilkan seluruh petani 
di tanah air. Selainitu is juga bertindaksebagai penjual tunggal produk 
itu kepada para pengusaha rokok yang bertindak sebagai pembeli. 
Tmdakan BPPC seperti ini jelas menimbulkan praktik monopsoni 
(lnsan Budi Maulana, 2000:30). 

2.3 Penguasaan Pasar 

Pasall Sl Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang 
kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha, baik sendiri maupun 
bersama pelaku usaha lain. PasaJ 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 merumuskan pengertian pasar adalah Jembaga 
ekonom/ di mana para pembeli dan penjua~ baik secara Jangsung 
maupun tidak Jangsung, dapat me/akukan transaksi perdagangon 
barang danl8tau jasa. 

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
dinyatakan: 

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, 
balk sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat 
mengakibatkan teijadinya praktik monopoli dan/atau persaingan 
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usaha tidak sehat yaitu : 

a. menolak darv'atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk 
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar 
bersangkutan; atau 

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha 
pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan 
pelaku usaha pesaingnya itu; atau 

c. membatasi peredaran dan/atau penjualan barang danlataujasa 
pada pasar bersanglrutan; atau 

d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelakuusaha tertentu. 

Dari b'Linyi ketentu<m Pasal 19 tersebut dapat disimpuiJ.•an 
bahwa kegiat.an yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat 
mengakibatkan teljadinya :penguasaan pasar yang merupakan praldik 
monopoU dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu 

a. menolak, menghalangi, atau menolak dan menghalangi pelaku 
usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama 

_ pada pasar bersanglrutan; 

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usa.ha 
pesaingnya untuk tidak melakukan hubungam usaha dengan 
pelaku usaha pesaingnya; 

c. membatasi peredaran, penjualan, atau peredaran dan penjualan 
barang, jasa, atau barang dan jasa pada pasar bersangkutan; 

d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 

2.4 Dumping 

Undang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang kegiatan 
dumping. Larangan prah'tik dumpinfJ ini diatur dalam Pasal 20 
Undang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 
pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/ataujasa 
dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat 
rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha 
pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatl.an 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 20 tersebut, pelaku usaha dilarang 
melakukan pemasokan barang, jasa, atau barang dan jasa dengan 
cara menjuaJ rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah 
(dumping) dari harga produksi barang, jasa, atau barang dan jasa 
yang sejenis dengan maksud untuk menyikirkan atau mematikan 
usaha pelaku usaha pesaingnya di pasar yang sama; kegiatan 
tersebut dengan sendirinya dapat mengakibatkan praktik monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

Dalam kamus Hukum Ekonomi EUPS (1997:54) dump;ng 
diartikan sebagai praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan 
menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional 
dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripc1da 
harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual 
kepada negara lain. Dengan kata lain, dumping adalah kegiatan 
dagang yang dilakukan produsen pengekspor yang dengan sengaja 
banting harga dengan car a. menjual rugi atau menjua.l dengan harga 
lebih murah dibandingkan harga jual dalam negeri atau di negara 
lain, dengan harapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang 
bersangkutan. Praktik dagang yang demikian dianggap sebagai 
praktik dagang yang tidak sehat dan sekaligus bisa mendatangkan 
.kerugian pelaku usaha sE>Jenis di negara pengimpor. Oleh karena 
itu, beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Australia, 
dan Masyaral<at Eropa telah melarang praktik dagang dumping (fln­
tidumping) ini dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. 

Negara-negara tersebut telah sejak lama memiliki rexim 
pengaturan antidumping. Am erika Serikat barangkali menjadi negara 
pertarna dalam sejarah yang memberlakukan peraturan mengenal 
Jarangan dumping. Dari waktu ke waktu, kecenderungan 
negara-negara untuk mengeluarkan peraturan antidumping terus 
menlngkat Pada umumnya ttyuan negara-negara tadi mengeluarkan 
peraturan antidumping adalah untuk memberikan proteksi terhadap 
industri dalam negeri dari prak.tik dumping eksportir atau produsen 
luar negeri. Peraturan antidumping ini memungkinkan pemerintah 
untuk menghukum bagi eksportir atau produsen yang meJakuJ.an 
prak.tik dumpingdengan <:ara menerapkan sanksi hukuman berupa 
pengenaan bea masuk yang tinggi atas barang dumping. Penerapan 
bea masuk ini bertujuan untuk mengeliminir kerugian dari barang 
dumping. Dengan cara seperti ini, industri dalarn negeri dapat 
dilindungi dan tetap dapat bersaing dengan barang impor meskipun 
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barang impor tersebut dijual dengan harga dumping (Aji Setiadi, 
2000:1). 

Dari sudut pandangan negara pengimpor, praktik dumping 
akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang 
sejenis dalam negeri. Dengan membanjimya barang-barang dari 
negara pengekspor yang harganya jauh lebih murah dari barang 
dalam negeri, barang sejenis dalam rlefJeri akan kalah bersaing. Pada 
gilirannya, hal ini akan mematlkan pasar barang sejenis di dalam 
negeri. Akibat yang ditimbulkan dar! praktik dumping ini dapat 
menjad.i sangat serius. Bahkan sangat mungkin mengakibatkan 
pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran, dan industri 
barang sejenis dalam negeri pun bangkrut (Aji Setiadi, 2000:1 ). Akan 
tetapi, bisa saja teljadi, praktik dumping itu tidak berhasil apabila 
(para) pesaing mampu bertahan karena melakukan penurunan harga 
juga atau karena kualitas produk pesaing itu telah begitu melekat di 
hati konsumen, sehingga tidak terpengaruh harga jual yang Iebih 
rendah yang dilakukan oleh pelaku dumping (lnsan Budi Maulana, 
2000:32). Di lain pihak - dari sudut pengekspor - praktik dumping 
terkadang sengaja dilakukan sebagai strategi bisnis untuk merebut 
pan~ pasar di negara lain. Produsen di negara pengekspor ycmg 
telah mendapatkan pangsa pasar di pasar domestiknya biasanya 
ingln mengembangkan ke pasar negara lain. Dalam merebut pasar 
negara lain inilah terkadang produsen menerapkan praktik dump-ing. 
Harga penjualan ke negara tujuan ekspor dibuat lebih rendah dari 
penjualan di dalam negeri atau penjualan ke negara lain-atau bahl<an 
di bawah harga produksi. Dengan harga murah inilah produsen 
berharap dapat merebut pasar di suatu negara. Kerugian sementara 
mereka sebagai akibat praktik dump-ing d.i negara tujuan ekspor 
dieliminir dengan keuntungan yang mereka raih di negara asal atau 
negara lain di mana mereka tidak menerapkan praktik dumping (Ail 
Setiadi, 2000:1). 

Pengaturan antidumping ini juga mendapatkan perhatian 
da-lam General Agreement on Tariffs and 7i'ade (GA77). Terbukti 
pengaturannya dicantumkan dalam Pasal VI GATT, yang me-nyatakan 
bahwa tindakan antidump&Jgdiperkenankan diambil atau hanya akan 
diberlakukan oleh suatu negara pengimpor dalam rangka 
kompensasi penggantian kerugian (injwy)yang dialami pelaku usaha 
atau industri sejenis di dalam negeri sebagai akibat praktik dump­
ingtersebut 
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GA.7Tmenganggap bahwa ekspor barang-barang yang disertal 
perbuatan dumping dan terbukti mengakibatkan keruglan bag! usaha 
atau industrl barang sejenis dl negara irnportir merupakan praktik 
perdagangan yang tldak jujur (unfair trade practice). Oleh karena 
ltu, dalam hal ini GA7T menglzlnkan suatu negara yang dirugikan 
untuk mengambil tindakan antidumping berupa pengenaan anti­
dumping duties sebesar kerugian yang dlderltanya (H.S. 
Kartadjoemena, 1997: 169). 

Karena mekanlsme antidumping yang diatur dalam Pasal VI 
GATT amat sumlr dan sederhana, ditarnbah terjadi penyalahgunaan 
pelaksanaan tindakan antidumping, maka dladakan persetyjuan baru 
yang mengatur pelaksanaan Pasal VI GATT tersebut; terakhir 
dituangkan dalam F'mal Act Uruguay Round di bawah judul Agree­
ment on Implementation of Article VI of GATT 1994. Dalam Pasai I 
dinyatakan bahwa tindakan antklumplng alam dlberlakukan hanya 
dalam keadaan sebagalmana d.iatur dalam Pasal VI GATT 1994 dan 
menurut prosedur penyelid.ikan, dan dilaksanakan sesual dengan 
ketentuan-ketentuan Agreement on Implementation of Article VI of 
GATT1994. 

Penggunaan upaya antidumping yang dimungklnkan dalam 
slstem GATT sebagal tlndakan melawan praktlk dumping pada 
kenyataannya lebih banyak digunakan semata-mata sebagal usaha 
untuk melindungi lndustri dalam negerl. Keadaan lnl dlanggap 
menghambat kelancaran arus perdagangan lntemasional. Oleh 
karena ltu, pengaturan masalah ttntldumping dalam slstem 
perdagangan multilateral akan semakln pentfng, terutama bag! 
negara berkembang, yang sangat berkepentfngan menlngkatkan 
ekspor nonrnigas, khususnya barang-baarang manufaktur. Peserta 
perundingan perdagangan multilateral Uruguay Round, balk dar! 
kalangan negara maju maupun negara berkembang, menganggap 
masalah antidumping perlu dlmasukkan menjadi salah satu 
substansi perundlngan dl bidang rules making. Dalam perundingan 
tersebut, yang dlpeijuangkan terutama adalah penerapan ketentuan 
yang lebih jelas dan seirnbang untuk mencegah penggunaan aturan 
antklumplngdan tfndakan antidumpingdutiesse-bagai alat proteksi 
yang terselubung (H.S. Kartadjoemena, 1997: 170). 
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2.5 ManipuJasl Biaya 

Pasa121 Undang-Undang Nanor 5 Tahun 1999 melarang pelaku 
usaha ll"ltuk melakukan kecurangan dalam menetapkan blaya produksi 
dan blaya lainnya yang menjadi baglan dar! komponen harga barang 
dan/ataujasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 
tldak sehat Dari ketentuan Pasal 21 in!, pelaku usaha dUarang 
melakukan keglatan memanipulasl biaya produksi dan biaya lain yang 
nantinya akan diperhitungkan sebagal salah satu komponen harga 
barang, jasa, atau barang dan jasa yang akan dipasarkan kepada 
konsumen, sehingga dapat mengakibatkan teljadinya persaingan 
usaha yang tldak sehat atau merugikan masyarakat Penjelasan Pasal 
21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa indikasl 
biaya yang dimanipulasi terlihat dari harga yang lebih rendah dari 
harga seharusnya. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi 
dan biaya lainnya ini bukan saja melanggar Undang-Undang Nom or 
5 Tahun 1999, tetapljuga melanggar peraturan perundang-undangan 
yang berlaku lainnya. 

Pelanggaran Pasal21 Gndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
In!, rnisalnya, bisa melanggar Undang-undang Perpajakan, karena 
konsekuensl penetapan blaya produksl dan biaya lainnya dalam 
menentukan harga barang dan/atau jasa yang dllakukan secara 
curang akan menlmbulkan pengaruh terhadap jumlah besar atau 
kecllnya pajak yang harus dibayar (lnsan Budi Maulana, 2000:32-33). 

2.6 Persekongkolan 

Pelaku usahajuga dUarang melakukan kegiatan persekongkolan 
yang membatasl atau menghalangl persaingan usaha (conspiracy 
in restraint of business), karena keglatan tersebut dapat 
mengakibatkan terjadlnya persaingan usaha yang tidak sehat. 
Pengertlan persekongkolan atau konspirasl dlkemukakan dalam Pasal 
1 angka 8 Undang-Undang Nom or 5 Tahun 1999, yaitu bentuk kelja 
s11ma yang dUakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain 
dengan maksud untuk menguasal pasar bersangkutan bagi 
keperitlngiUJ pe/Bku usaha yang bersengkongkol. Bentuk kegiatan 
persekongkolan lni tldak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, 
tetapi blsa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin dlwujudkan 
dalam suatu perjanjlan. 
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Terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan }Wngdi~rang 
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur 
dalarn Pasal22sampai dengan Pasal24. Dalam Pasal22dinyatakan 
bahwa pelaku usaha dllarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehlngga dapat 
mengakibatkan teljadinya persaingan usaha tidak sehat Pihak lain 
di sini tidak terbatas hanya pemerintah saja, bisa swasta atau pelaku 
usaha yang ikut serta dalam tender yang bersangkutan. Penjelasan 
Pasa122menyatakan bahwa tender adalah tawaran untuk mengajukan 
harga untukmemborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang­
barang atau untuk menyediakan jasa. 

Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas 
merupakan perbuatan curang, karena pada dasamya (Inherently) 
tender dan pemenangnya tldak dlatur dan bersifat rahasia (walaupun 
ada tender yang dllakukan secara terbuka) (Ayudha D. Prayoga, et 
al., (Ed), 2000: 122). 

Pasal 23 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan 
pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya 
yang diklaflsikaslkan sebagal rahasia perusahaan atau yang dlkenal 
dengan sebutan rahasla dagang. Sebutan rahasla dagang merupakan 
teljemahan dart lstilah "undisclosed information: "tr11de secret: atau 
"know how~ Rahasia dagang tidak boleh dlketahul umum, karena 
selain mempunyal nfiai teknologi. Ia juga mempunyai nilal ekonomls 
yaJWberguna dalam kegiatan usaha. Kerahasiaannya biasanya dijaga 
oleh pemlliknya. 

Ketentuan mengenal perlindungan informasl yang dirahasiakan 
juga mendapat pengaturan dalarn Persetujuan TRIPs sebagal baglan 
dart Final Act Uruguay Round. Pasal 39 Persetujuan TRIPs 
menyatakan bahwa dalam rangka menjamln perHndungan yang 
efektlf untuk mengatasl persaingan curang, negara-negara anggota 
GATTM'TO wajlb memberlkan perlindungan terhadap : 

1. Jnformasl yang dirahasiakan yang dlmillkl perorangan atau 
badan hukum, sepanjang lnformasi yang bersangkutan: 

a. secara keseluruhan, atau dalam konflgurasi dan gabungan 
yang utuh dar! beberapa komponennya, bersifat rahasla 
dalam pengertlan hal tersebut tldak secara umum 
diketahul atau terbuka untuk diketahul cileh pihak-pihak 
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yang dalam kegiatan sehari-harinya biasa menggurtakan 
informaslse~ ttu; 

b. memlliki nllai komerslal karena kerahasiaannya; dan 

c. dengan upaya yang semestinya, selalu dljaga 
kerahaslaannya oleh pihak yang secara hukum menguasal 
lnformasl tersebut 

2. Data yang diserahkan kepada pemerlntah atau badan 
pemerintah yemg berasal dar! hasll percobaan yang 
dirahasiakan, yang dlperoleh dari upaya yang tldak mudah, 
atau akan disalahgunakan secara komersial. 

Adanya Pasa139 Persetujuan TRIPs ini telah meningkatkan sta­
tus trade secret menjadl hak mlllk intelektual. Hal tersebut akan 
menimbulkan eros! dari slstem paten yang mengharuskan 
pengungkapan sebagai suatu persyaratan dasar untuk perlindungan 
(H.S. Kartadjoemena, 1997 :271-272). 

Bagi Indonesia, pengaturan mengenal rahasia dagangnya diatur 
secara tersendlrl, tldak dlmasukkan dalam Undang-Undang No-mor 
5 Tahun 1999. Dewasa ini pengaturannya dapat dljumpai dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
Pengertlan rahasla dagang dikemukakan Pasal 1 angka 1 Undang­
Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa rahasla 
dagang adalah Inform as/ yang tidak dlketahui oleh umum dl bldang 
teknologl dtm/atau bisnls, mempunyai nllai ekonomi karena 
berguna dalam keglatan r.rsaha, dan dfi6f!a Jrerahaslaannya o/eh 
pemlllk rahasia dagtmg. Berarti rahasia dagang dl slnl tldak terbatas 
hanya pada rahasla blsnls atau dagang belaka, melainkan termasuk 
lnformasl industrial know ho~ seperti yang dianut oleh hukum 
Am erika Serlkat Hal inl juga dapat dlllhat dari lingkup perlindungan 
rahasia dagang yang diatur sebagaimana dltegaskarl dalam Pasal2 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 2 tersebut 
menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi 
metode produksl, metode pengolahan, metode penjualan, atau 
lnformasllaln di bidang teknologl dan/atau blsnls yang memilild nilai 
ekonoml dan tldak diketahul masyarakat u.mum. Persyaratan rahasia 
dagang dlkemukakan daiam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2000, bahwa rahasla dagang yang akan mendapat 
perllndungan terbatas pada informasi yang berslfat rahasla, 
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mempunyai nilai ekonornls, dan dijaga kerahasiaarmya melalui upaya­
upaya sebagaimaana mestlnya, yattu semua langkah yang memuat 
ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. 
Mlsalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku 
berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/ 
atau yang dituangkan ke dalam ketentuan Internal perusahaan ltu 
sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat 
dttetapkan bagaimana rahasla dagang 1tu dijaga dan siapa yang 
bertanggung jawab atas kerahaslaan ltu. Dengan demlklan, 
berdasarkan Pasal 3 tersebut suatu lnformasl akan dlanggap 
termasuk rahasla dagang, bila memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut 
lni. 

1. 

2. 

3. 

lnformasl berslfat rahasla, bahwa lnformasi tersebut hanya 
diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum 
oleh masyarakat; 

Informasl memilikl nilai ekonoml, bahwa slfat kerahaslaan 
informasl tersebut dapat dlgunakan untuk menjalankan 
kegiatan atau usaha yang berslfat komerslal atau dapat 
meningkatkan keuntungan secara ekonomi; 

lnformasi dljaga kerahaslaannya apablla pemlllk atau para pihak 
yang menguasalnya telah melakukan langkah-langkah yang 
layak dan patul 

Dalam hukum Amerlka Serlkat, ruang llngkup rahasia dagang 
pada intinya juga mencakup lnformasl teknlk (technical informa­
tion) dan informasi nonteknik (non-technical Information), yang 
keseluruhannya mencakup informasl teknlkal penelltlan dan 
pengembangan, lnformasl proses produksl, lnformasi pemasok, 
lnformasl penjualan dan pemasaran, lnformasl keuangan, dan 
lnformasl admlnlstrasllnternal (Ahmad M. Rami!, 2000:45-46). 

Dl samping kedua bentuk persekongkolan dl atas, Pasal 24 
juga melarang persekongkolan yang dapat menghambat produksl, 
pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas produk. Dalam Pasal 
24 tersebut dlnyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol 
dengan plhak lain untuk menghambat produksl dan/ atau pemasaran 
barang dan/ataujasa pelaku usaha pesalngnya dengan b.Jjuan barang 
dan/atau jasa yang dttawarkarl atau dipasok dl pasar bersangkutan 
menjadi berkurang, baik dar! kualitas maupun ketepatan waktu yang 
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dipersyaratkan. Berdasarkan ketentl.i!m Pasal24 inljelas bahwa pelaku 
usaha dllarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk 
menghambat pelaku usaha pesalng dalam memproduksl, 
memasarkan, atau memproduksi dan mernasarkan barang, jasa, atau 
barang dan jasa dengan maksud agar barang, jasa, atau barang 
dan jasa yang dltawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi 
berlrurang atau menurun kualitasnya; atau memperlambat waktu 
proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, 
jasa, atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan. 
Kegiatan persekongkolan seperti in! dapat menimbulkan praktik 
monopoli dan/atau persalngan usaha yang tidak sehal 
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1. 

(!)! 
Bab VI 

PENYALAHQONAAN 
POSISI YANG DOMINAN 

Pengertian Posisl Domlnan 

Pengertlan posisl domlnan dlkemukakan Pasal I angka 4 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 
posisi domlnan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak 
mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutJm dalam 
kaitJm dengan pangsa pasar yang dlkuasai, atau pelaku usaha 
mempunya/ posts/ tertinggi di antar11 pesaingnya d! pasar 
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, 
kemampuan akses pada pasok11n atau penjualan, serta 
kemampuan untuk menyesu11ikan pasokan atau permintaan 
barang ataujasa tertentu. Dari pengertlan dl atas, dapat disimpulkan 
bahwa setlap pelaku usaha mempunyal kemungklnan untuk 
menguasai pangsa pasar secara domlnan, sehingga dirinya dlanggap 
mendudukl posisl domlnan atas pelaku usaha atau kelompok pelaku 
usaha lainnya yang menjadi pesaingnya dalam menguasal pangsa 
pasar; atau suatu posisl yang menempatkan pelaku usaha lebih tlnggl 
atau paling tlnggl dl antara pelaku usaha atau sekelompok pelaku 
usaha lain yang menjadl pesalngnya dalam kaftan dengan 
kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau 
penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau 
pemintaan barang atau Jasa tertentu, sehlngga dlrinya dianggap 
mendudukl posisi domlnan atas pelaku usaha atau sekelompok 
pelaku usaha lainnya yang menjadl pesalngnya. 

Lebih lanjut, dalam Pasal25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau 
sekelompok pelaku usaha dianggap memlllkl .. pOsisl domlnan" 
apabila: 
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1. satu pelaku usaha at.au satu kelompok pelaku usaha menguasai 
50% (lima puluh persen) at.au leblh pangsa pasar at.au jenfs 
barang at.au jasa tertentu; a tau 

2. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai 75% (tujuh puluh lima persen} at.au lebih pangsa 
pasar satu jenis barang at.au jasa tertentu. 

Dari bunyl ketentuan Pasal 25 ayat (2) inl, dapat dlslmpulkan 
bahwa jlka posisi dominan itu terkait dengan "penguasaan pasar" 
atas satujenis barang at.aujasa tertentu di pasar bersangkutan oleh 
satu pelaku usaha at.au sekelompok pelaku usaha sebesar 50% at.au 
leblh, at.au dua at.au tlga pelaku usaha at.au sekelompok pelaku usaha 
sebesar 75% at.au leblh, hal ini akan mengakibatkan hanya ada satu 
pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa 
pasar yang bersangkutan. Penguasaan pasar yang demikian 
dinamakan "posisi dominan". 

2. Bentuk-Bentuk Kegiatan Poslsl Domlnan yang Dllarang 

Dari Pasal 25 sampai dengan Pesal29 C.Indang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999, terdapat 4 (macam) bentuk keglatan posisl domlnan 
yang dllarang, yaltu : 

a. keglatan posisl'domlnan yang bersifat umum (Pasal25); 

b. jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi (Pasal 26}; 

c. pemilikan saham at.au terafiliasi (Pasal 27); 

d. penggabungan, peleburan, dan pengambllalihan perusahaan 
(Pasal 28 dan Pasal 29). 

3. Keglatan Poslsi Dominan yang Bersift Omurn 

Selain melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian at.au 
kegiatan tertentu yang dapat mengaklbatkan praktlk monopoli dan/ 
a tau persaingan us aha tldak sehat, C.Indang-Undang Nom or 5 Tahun 
1999 juga melarang pelaku usaha yang dlanggap memlllki posisi 
domlnan untuk melakukan kegiatan-keglatan tertentu. 

140 I Aspek Hukum Dtlfllm Perstnngan {/sahll 

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nom or 5 Tahun 1999 
melarang pelaku usaha menggunakan posisi dominan yang 
dlpunyainya, balk secara langsung maupun tidak langsung, untuk 

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan 
mencegah, menghalangi, at.au mencegah dan menghalangi 
konsumen memperoleh barang, jasa, atau barang dah jasa 
yang bersaing, termasukjuga dari segi harga maupun kualitas; 
a tau 

b. membat.asi pasar dan pengembangan teknologi; at.au 

c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadl 
pesaing (kompetltor) untuk memasukl pasar yang 
bersangkut.an. 

Ketentuan Pasal25 ayat (1) inf sebenarnya sama dengan Sec­
tion 2 Sherman Act, yang menekankan pada proses monopolisasi 
tersebut dan tldak memberatkan hanya pada adanya monopoli. 
Undang-undang secara tegas mengakul adanya posisl domlnan 
tertentu dengan penguasaan pasaryang cendenmg berslfat monopoli, 
yang telah terjadl sebagai aklbat seleksl alamiah maupun berdasarkan 
alasan-alasan lainnya. Walau demlkian, poslsi domlnan yang telah 
dimilikl tersebut tidak boleh dlpergunakan untuk menghambat 
pengembangan teknologl maupun untuk mendlstorsi pasar dengan 
cara berupaya mencegah persalngan dengan mengelimlnlr munculnya 
pelaku usaha baru. Spirit yang diem ban dalam Section 2 Sherman 
Act, yang bertujuan meningkatkan persaingan secara sehat dan 
jujur dalam dunia usaha, telah dllanggar oleh pelaku usaha yang 
memlllki posisl domlnan tersebut (Ahmad Yani dan Gunawan 
Widjaja, 1999:40). 

4. Jabatan Rangkap 

Dalam rangka menc:egah terjadlnya praktlk monopoll dan/at.au 
persaingan usaha yang tldak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 juga melarang adanya hubungan kepengurusan teraftllas~ yakni 
dengan melarang seseorang mendudukljabatan rangkap pada waktu 
yang bersamaan pada perusahaan lain. Pasal 26 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 melarang seseorang yang mendudukljabatan 
Direksi atau Komlsar!s dart suatu perusahaan, pada waktu yang 
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bersamaan merangkap menjadl Direksl atau K.omisaris pada 
perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut : 

a . berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau 

b. memlliki keterkaitan yang erat dalam bidang, jenis, atau bidang 
dan jenis usaha. Perusahaan-perusahaan dianggap memiliki 
keterkaltan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut 
sating mendukung atau berhubungan langsung dalam proses 
produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran; atau 

c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan 
jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktlk 
monopoll dan/atau persalngan usaha tldak sehal 

5. Kepemilikan Saham Mayoritas 

<Jntuk mencegah terjadlnya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat, di mana penguasaan pasar berada di 
tangan pelaku usaha atau sekelompok usaha yang memillkl poslsi 
domlnan, <Jndang-<Jndang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang 
pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha untuk memiUkl saham 
mayoritas pada beberapa perusahaan sejenls. Pasal 27 <Jndang­
<Jndang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha memiliki 
saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenls yang melakukan 
kegiatan usaha dalam bldang yang sama, pada pasar bersangkutan 
yang sama, atau mendlrlkan beberapa perusahaan yang memlliki 
keglatan usaha yang sama, pada pasar bersangkutan yang sama, 
apablla kepemilikan beberapa perusahaan tersebut mengakibatkan: 

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 
Jebih darl 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu; 

b. dua atau tlga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasalleblh dar! 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa 
pasar satu jenls barang atau jasa tertentu. 

6. Penggabungan, Peleburan, dan Pengarnbilallhan 

Secara umum terdapat tiga bentuk penyatuan perusahaan, 
yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisl, yang dlterjemahkan dengan 
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istilah penggabungan, peleburan, dan pengambllalihan. lstllah 
"merger" berasal dari bahasa lnggris "'merger~ 'fusion'; atau "'ab­
sorption: yang berarti "menggabungkan" atau "Jebur tunggal". 
Merger dapat diartikan sebagai penyatuan atau penggabungan dua 
perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru 
dan membubarkan perusahaan lainnya. Dalam hal in! salah satu 
perusahaan atau leblh dapat menggabungkan diri menjadi satu 
dengan perusahaan yang telah ada dan salah satu dari perusahaan 
yang akan digabungkan itu tetap dlpertahankan keberadaannya, 
sehingga segala hak dan kewajiban yang ada dialihkan kepada 
perusahaan penerima penggabungan perusahaan tad!. Sementara 
pengertian penggabungan dikemukakan pula Pasal 1 angka I 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, 
Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang 
menyatakan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh satu perseroan atau Iebih untuk menggabungkan 
diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan 
yang menggabungkan diri menjadi bubar". Sedangkan istilah 
"konsolidasl" berasal dart bahasa lnggris "consolidation: yang berartl 
"peleburan". Secara sederhana konsolidasl dlartikan penggabungan 
dua perusahaan atau leblh dengan cara membentuk perusahaan 
baru dan membubarkan perusahaan yang tergabung tad!. 
Singkatnya, beberapa perusahaan yang ada bergabung atau 
menyatukan diri menjadi perusahaan baru, di mana hak dan 
kewajiban perusahaan yang ada (yang menggabungkan diri) diambll 
alih oleh perusahaan baru yang telah dlbentuk. Pengertlan yang sama 
dikemukan dalam Pasall angka 2 Peraturan Pemerlntah Nomor 27 
Tahun 1998 yang menyatakan bahwa~an adalah perbuatan 
hukum yang dilakukan o/eh dua 'lj 11 atau Jebih untuk 
meleburkan diri dengan Cllra membent ra perseroan baru dan 
masing-masing perseroan yang meleburRBn dirl menjadi bubar. 

Kemudlan istllah "akulslsi" juga berasal dari bahasa Inggris 
"'acquisition~ yang berartl "mengambll alih". lldak sama dengan 
merger dan konsolldasl, dalam akuislsl kedua perusahaan atau lebih 
yang akan "menyatukan dlrl" tetap ada, hanya saja terjadi perubahan 
kepemilikan aset atau saham, sehingga mengaklbatkan beralihnya 
pengendalian terhadap perusahaan tersebul Klranya sama dengan 
Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang 
menyatakan bahwa pengambllalihan adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan o/eh badan hukum at8u orang perseorangan untuk 
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mengambil a/Jh balk seluruh ataupun sebagian besar saham 
persei'08n, yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian 
terh«//Jp perseroan tersebi..K. Pengambilalihan suatu perusahaan dapat 
dilakukan melalui "akuisisi kekayaan (assets)" atau "akuislsl modal 
(saham)" dari perusahaan yang akan dlambll allh tersebut. 

Ketentuan-ketentuan mengenai merger dalam hukum persalngan 
blasanya dimaksudkan untuk mencegah penguasaan kekuatan pasar 
secara berleblhan. Pada umumnya lebih sederhana dan efektif 
mencegah penguasaan kekuatan pasar darlpada mengawasi 
penyalahgunaannya setelah kekuatan pasar tersebut diambll. Pada 
suatu titik tertentu, perusahaan dapat mencapai kekuatan pa.sar 
sampai pada titik di mana kekuatan tersebut dapat dicapal dengan 
keglatan seplhak (unilateral); jlka hal itu dllakukan oleh pesaing yang 
leblh kecil, inl harus dilakukan dengan kegiatan dua pihak (bilateral) 
melalui cara antlpersaingan seperti coUusive deaUng. Peraturan­
peraturan merger membuat batas di mana akuisisi saham atau 
kekayaan tidak diperbolehkan lag! tanpa adanya kemanfaatan 
masyarakat yang harus ditunjukkan melalui prosedur otorlsasi. Batas­
ba~s lnllah yang selalu menjadi persoalan sensitlf pada setiap 
pembentukan maupun pelaksanaan hukum persalngan (Ayudha D. 
Prayogaetal., (Ed.)2000:115-116). Dalarn Pasal102sarnpai dengan 
Pasal1 09 Ondang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas telah dlatur prinsip-prlnsip yang berkaitan dengan perbuatan 
hukum penggabungan (merger}, peleburan (konso/idasl) dan 
pengarnbllalihan (akulsisl)perseroan terbatas. Namun, persyaratan 
dan tata cara proses penggabungan, peleburan, dan 
pengambilaUhan perseroan terbatas yang leblh rinci, dlperlntahkan 
untuk diatur leblh Ian jut dengan peraturan pemerintah. Oleh karena 
itu, pemerintah menetapkan Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 
1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambiallhan 
Perseroan Terbatas. Dar! kedua ketentuan tersebut, dapat dlketahui 
bahwa tlndakan penggabungan, peleburan, dan pengambllalihan 
perseroan terbatas diperkenankan dalam rangka penciptaan lkUm 
dunia usaha yang sehat dan eflsien, guna menghadapi arus 
globalisasi dan llberaUsasi perekonomian dunia yang semakin 
kompleks, dengan syarat tidak boleh mengarah kepada 
penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi 
pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Untuk ltu, tindakan 
penggabungan, peleburan, dan pengambilallhan perseroan terbatas 
yang dapat mendorong ke arah terjadinya monopoll, monopsoni, 
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atau persaingan curang atau tidak sehat dapat dihindari sejak dini. 
Dengan kata lain, tlndakan penggabungan, peleburan, dan 
pengambilallhan perseroan terbatas hendaknya memperhatikan 
kepentlngan perseroan, pemegang saham, karyawan perseroan 
terbatas, atau masyarakat, termasuk plhak ketiga yang 
berkepentingan. Bahkan tlndakan penggabungan, peleburan, dan 
pengambiJalihan perseroan terbatas tersebut tldak dapat dilakukan 
jika akan meruglkan kepentlngan plhak-pihak tertentu. 

PMal1 04 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan 
bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan 
pengambllallhan perseroan terbatas harus memperhatikan : 

a. Kepentlngan perseroan terbatas, pemegang saham minoritas, 
dan karyawan perseroan terbatas; 

b. Kepentlngan masyarakat dan persalngan sehat dalam 
melakukan usaha, sehingga kemungkinan terjadlnya monopoll 
atau monopsonl dalam berbagal bentuk yang merugikan 
masyarakat dapat dlcegah; dan 

c. Tidak mengurangl hak pemegang saham mlnorltas untuk 
menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Pemegang saham 
mlnoritas mempunyal hak untuk menjual sahamnya sesual 
dengan harga wajar. Jika hak tersebut tidak dapat terlaksana, 
pemegang saham mlnorltas dapat tidak menyetujui rencana 
penggebungan, peleburan, dan pengambllallhan perseroan 
terbatas yang dlajukan oleh Dlreksi daan melaksanakan haknya 
agar saham yang dimillklnya dibeU dengan harga wajar, sesuai 
dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1995. 

Hal yang sama juga dikatakan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut 
menyatakan bahwa : 

1. penggabungan, peleburan, dan pengambllallhan perseroan 
terbatas hanya dapat dllakukan dengan memperhatlkan 
kepentlngan perseroan terbatas, pemegang saham minoritas, 
dan karyawan, serta kepentlngan masyarakat dan persalngan 
sehat dalam melakukan usaha; 
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2. Penggabungan, peleburan, dan pengambilallhan perseroan 
terbatas tidak mengurangi hak pemegang saham mlnoritas 
untuk menjual sahamnya dengan harga wajar; 

3. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat 
umum pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan, 
dan pengambllalihan perseroan terbatas hanya dapat 
menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dib~ 
dengan harga waja sesua1 tentuan Pasal 5 " 
Undang-Undang No or 1 Tahun 1995 Pelaksanaan ha 
tersebut tidak men · es pelaksanaan 
penggabungan, peleburan, dan pengambilallhan perseroan 
terbatas; 

4. Penggabungan, peleburan dan pengambllallhan perseroan 
terbatas juga harus memperhatikan kepentingan kredltor 
perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan atau 
meleburkan dlri, atau yang akan mengambll allh dan diambil 
allh sesuai dengan prlnslp hukum perjanjlan. 

9engan demlklan jelaslah bahwa sebelum lahirnya 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan mengenal 
penggabungan, peleburan, dan pengambUalihan perseroan terbatas 
secara din! sudah membatasi penggunaannya, jangan sampal 
penggabungan, peleburan, dan pengambllaUhan perseroan terbatas 
tersebut menlmbulkan penguasaan pasar yang berslfat monopoli, 
monopsoni, a tau persalngan usaha yang tidak sehat, sehingga pasar 
tldak kompetltlf lagi. Keadaan ini pada gllirannya akan merugikan 
masyarakat banyak; padahal penggabungan, peleburan, dan 
pengambllalihan perusahaan merupakan keglatan yang biasa terjadl 
dalam dunla usaha, terutama dalam rangka menciptakan ikllm usaha 
yang sehat dan eflslen. Hal inijuga dapat meningkatkan produktMtas 
perusahaan. 

Suatu hal yang wajar apablla penggabungan, peleburan, dan 
pengambilalihan lril mendapat pengaturan dalam hukurn persaingan. 
Alasannya, tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 
dapat berdampak secara langsung pada hidup matlnya persaingan. 
Bahkan ada suatu keadaan di mana ketlka penggabungan, 
peleburan, dan pengambilalihan dilakukan, tindakan tersebut bisa 
menguntungkan konsumen. Namun, pada saat yang bersamaan 
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hal inljuga bisa mematlkan persaingan sehat Keadaan yang demikian 
perlu mendapat pengaturan. Dalam hukum persaingan, keuntungan 
konsumen tidak dapat dljadlkan alasan untuk membenarkan tindakan 
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dilakukan. 
Alasannya, yang dlpentlngkan dalam hukum persalngan adalah 
bagalmana agar persalngan sehat bisa terus berlangsung. Hukum 
persaingan tldak dimaksudkan semata-mata untuk member! 
keuntungan pada konsumen. Keuntungan yang dldapat konsumen 
secara tidak langsung lahlr darl persaingan sehat antarpelaku usaha 
(HikmahantoJuwana, 1999: 7). 

Dalam praktlknya, ada 3 (tiga) jenis penggabungan, peleburan, 
dan pengambllallhan, yalru 

1. Penggabungan, peleburan, dan pengambllalihan horizontal, 
adalah penggabungan, peleburan, dan pengambllallhan yang 
dilakukan oleh perusahaan yang secara teoretis berada dalam 
pasar yang sama, memilikl keglatan yang sama, bahkan 
produk yang dlhasllkan pun sama dengan perusahaan yang 
akan digabung, dllebur, dan diambil allh. Paling tidak ada 
dua karakterlstik yang penting dalam penggabungan, 
peleburan, dan pengambilallhan horizontal, yaitu produknya 
sama dan pemasaran terhadap produk dllakukan dalam 
wllayah yang sama. Dengan adanya tlndakan 
penggabungan, peleburan, dan pengambialihan horizontal, 
pada suatu pasar tertentu akan terjadl pengurangan satu 
perusahaan (perusahaan yang dlgabung, dllebur, dan dlambil 
alih) dan ada satu perusahaan yang memllikl pangsa pasar 
lebih besar dari sebelumnya (perusahaan yang melakukan 
penggabungan, peleburan, dan pengambilallhan). Bagi 
perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan, dan 
pengambllallhan, Ia akan mempunyai kekuatan pasar yang 
leblh besar. Dengan demikian, dalam tlndakan 
penggabungan, peleburan, dan pengambllallhan horizontal, 
tindakan tersebut tldak hanya menyangkut aset atau saham 
saja, tetapf juga penyatuan atau pengambllallhan kekuatan 
pasar. Dalam penggabungan, peleburan, dan 
pengambilallhan horizontal lnl ada kemungklnan besar 
pangsa pasar dar! perusahaan yang digabung, dilebur, dan 
diambll alih oleh perusahaan yang melakukan 
penggabungan, peleburan, dan pengambllallhan, sehlngga 
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persalngan usaha antar pelaku akan mati a tau berkurang. Selain 
itu bisa terjadi persalngan tidak sehat antar pelaku usaha dan 
konsurnen pun dieksploitasl; 

2. Penggabungan, peleburan. dan pengambUalihan vertikal, adalah 
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dllakukan 
terhadap perusahaan yang jenis usahanya berbeda dan tidak 
berada dalam pasar yang sama, namun mempunyai keterkaitan. 
Penggabi.Klgan, peleburan, dan pengambilalihan vertikallni dapat 
dUakukan ke bawah dan ke atas. Tmdakan penggabungan, 
peleburan, dan pengambilalihan vertikal membawa konsekuensi 
munculnya perlakuan lstlmewa darl perusahaan yang 
melakukannya terhadap satu perusahaan (perusahaan yang 
dlgabung, dllebur, dan dlarnbil alih) dar! sejurnlah perusahaan 
di pasar tertentu. Selaln ltu ~da kemungklnan kedudukan satu 
perusahaan (yang dlgabung, dilebur, dan diambll allh) akan leblh 
tinggi dibanding perusahaan sejenis dalam pasar tertentu. 
Dalam penggabungan, peleburan, dan pengambllalihan 
verttkal, pengambllan pangsa pasar secara teoretls tldak 
mungkln terjadl, menglngat perusahaan yang digabung, 

-d!lebur, dan dlambil allh berada dalam dua pasar yang 
berbeda. Namun, ya ng terjadl dalam penggabungan, 
peleburan, dan pengambllallhan vertikal adalah kemampuan 
untuk mengendallkan harga dalam memproduksl suatu 
barang atau jasa; 

Penggabungan, peleburan, dan pengambllalihan konglomerat 
(conglomerate merger), adalah penggabungan, peleburan, dan 
pengambllalihan yang dllakukan oleh perusahaan terhadap 
perusahaan yang tldak bersinggungan dengan keglatan yang 
dllakukan oleh perusahaan yang melakukan penggabungan, 
peleburan, dan pengambllallhan. llndakan penggabungan, 
peleburan, dan pengambllalihan konglomerat tldak mengandung 
konsekuensi apa pun terhadap pasar, sebab perusahaan yang 
melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilallhan serta 
perusahaan yang dlgabung, dllebur, dan diambil allh tidak 
mempunyal t1tik singgung yang sama. Namun, harus dlsadari bahwa 
secara tldak langsung penggabungan, peleburan, dan 
pengambllalihan konglomerat akan berdampak pada ekonoml secara 
makro. Terutama jika mengingat bahwa dengan adanya 
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penggabungan, peleburan, dan pengambilallhan konglomerat, usaha 
kecil tidak akan mampu bersalng; pada gUirannya usaha kecll akan 
dimatlkan. Penggabungan, peleburan, dan pengambilallhan 
konglomerat akan memunculkan apa yang disebut "super monopo­
Ust" (Hikmahanto Juwana 1999:6). 

Pada akhirnya, berdasarkan pertlmbangan di atas, hukum 
persaingan klta juga mengatur larangan penggabungan, peleburan, 
dan pengambilallhan badan usaha. Hal ini berlaku untuk perusahaan 
yang berbentuk badan hukurn maupun bukan badan hukurn, yang 
menjalankan suatu jenls usaha yang bersifat tetap dan terus­
m enerus, dengan tujuan memperoleh laba. Selaln itu, 
pengambilallhan saham perusahaan lain yang dapat mengaklbatkan 
terjadinya praktik monopoli darv'atau persaingan usaha tldak sehat 
juga diatur dalam pasal28 dan pasal29 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999. Ketentuan leblh lanjut mengenai penggabungan atau 
peleburan badan usaha dan pengambilallhan saham yang dilarang 
tersebut akan dlatur dalam peraturan pemerintah. 

Larangan yang dicanturnkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 
tersebut berslfat rule of reason, sama dengan hukum persaingan 
negara lainnya. Penggabungan badan usaha diperkenankan asalkan 
tidak mengurangi persalngan secara substansial (Bandlngkan Ayudha 
D. Prayoga et al., (Ed.) 2000: 119). 

Pasal28 ayat (1) melarang pelaku usaha melakukan pengga­
bungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengaklbatkan 
terjadinya praktik monopoll dan/atau persaingan usaha tldak sehat 
Kemudtan ayat (2) dari pasaJ yang sama melarang pula pelaku usaha 
melakukan pengambUallhan saham perusahaan lain apabila tlndakan 
tersebut dapat mengakfbatkan terjadlnya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tldak sehat Ketentuan Pasal28 ayat (1) dan ayat 
(2) lnf mengandung art! tldak semua penggabungan atau peleburan 
badan usaha atau pengambUallhan saham dilarang dllakukan pelaku 
usaha, kecuaU tlndakan penggabungan atau peleburan badan usaha 
atau pengambilalihan saham tersebut menlmbulkan praktlk 
monopoli, persalngan usaha tldak sehat, poslsl domlnan, atau 
ketlganya. Dengan demiklan, sepanjang tindakan penggabungan atau 
peleburan badan US8ha atau pengambUalihan saham tersebut tidak 
mengaklbatkan praktik monopoll, persalngan usaha tidak sehat dan/ 
atau posisi dominan, penggabungan atau peleburan badan usaha atau 
pengambiallhan saham boleh saja dilakukan pelaku usaha. 
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Tidak hanya penguasaan pasar melalul penggabungan atau 
peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham yang dUarang. 
Penguasaan nilai aset yang melebihi jumlah tertentu sebagal hasll 
tindakan penggabungan atau peleburan badan usaha atau 
pengambilalihan saham juga dilarang. Dalam Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dlkatakan bahwa 
penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan 
saham yang beraklbat nllai aset danlatau nilai penjualannya melebihi 
jumlah tertentu, wajib diberltahukan kepada Komlsl Pengawas 
Persaingan Usaha, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harl sejak 
tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut 
Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilal penjualan serta 
tata cara pemberitahuannya diatur dalam peraturan peme-rtntah. 
Sebelum melakukan tlndakan penggabungan atau peleburan badan 
usaha atau pengambilahan saham, hal lni terlebih dahulu harus 
dlsampalkan kepada Komisi Pengawas Persalngan Usaha guna 
mendapatkan notlflkasi agar tldak melanggar ketentuan Pasal 28 
dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Pelaku usaha menjadl kaya ataupun dapat menaikkan nilal 
penjualan berapa pun yang diupayakan dengan tldak melawan 
hukum dan tldak mengurangi esensi persaingan (dalam arti pangsa 
pasar tidak-berleblhan dan tldak memanfaatkan keleblhannya ltu); 
atau bahkan kemungklnan membawa kemanfaatan masyarakat 
rupanya tetap akan menjadJ sasaran hukum persalngan dilndone­
sia. Bergabung untuk menjadl lebih besar, kuat, dan eflslen, pada 
dasarnya merupakan hak semua pengusaha. Dalam keadaan­
keadaan tertentu hal ini dapat mendorong persaingan, atau 
setldaknya bermanfaat bagi masyarakat Akan tetapi, tidak dapat 
dlsangkal bahwa perusahaan yang "terlalu" besar dan kuat sangat 
mudah memanfaatkan kelebihannya dengan cara-cara yang 
meruglkan persalngan. Untuk menentukan sebesar atau sekuat apa 
dan dengan cara bagaimana perusahaan pascamerger dapat 
dlanggap mengganggu persalngan usaha sehat, ditetapkanlah 
beberapa kriteria. Agar pengawasan terhadap merger menjadi leblh 
mudah dan tepat sasaran, dlsedlakanlah fasUitas notlfikasl dan 
otorlsasi. Kata kuncinya: merger sebalknya tidak mengganggu, tetapl 
mendorong persaingan (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 120). 
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Bab VII 

PENGAWASAN DAI...AM RANGKA 
PENEGAKAN PERSAINGAN USAHA 

1. Dasar Pembentukan Komfsi Pengawas Persaingan (Jsaha 

Lembaga yang akan menjadi penjaga untuk tegaknya peraturan 
persalngan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan 
dapat lebih operasional. Pemberian kewenangan khusus kepada 
suatu komisl untuk melaksanakan suatu peraturan dl bidang 
persalngan merupakan hal yang lazlm dllakukan oleh kebanyakan 
negara. Dl Amerlka Serikat, Departemen Kehakiman mempunyal 
delvisi usus, yaitu Antitrust DMslon untuk menegakkan Sherman 
A . partemen Kehakiman bersama-sama Federal Trade 
C m- ion juga bertugas menegakkan Oayton Act. Sedangkan 
tu untuk menegakkan Robinson Patman Act, khususnya yang 
mea:nut tlndakan penggabungan, peleburan, dan 
peng -bll 'han, diserahkan kepada Federal Trade Commission. 
Mas - Ekonomf Eropa dengan European Community Com­
mission; Jepang, Korea, dan Taiwan dengan Fair Trade Commis­
sion. (Agus Sardjono 1998:33 dan Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 
2000:126 dan 128). 

Demlkian pula yang_ terjadi di Indonesia. Penegakan hukum 
persalngan diserahkan kepada Komlsl Pengawas Persalngan Usaha, emplng kepolis!an, kejaksaan, dan peradllan. Penegakan 

ggaran hukum persalngan harus dilakukan terlebih dahulu 
dan melalui Komlsl Pengawas Persalngan Usaha. Setelah ftu, 

tugas dapat diserahkan kepada penyidfk kepol!slan, kemudfan 
di~tn ke pengadilan, jlka pelaku usaha tldak bersedla 
m -ja kan putusan yang telah dljatuhkan Komlsl Pengawas 
Per- amgan Usaha. 
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Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja 
dllakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadUan. Pengadilan 
merupakan tempat penyelesaian perkara yang resrni dibentuk negara. 
Namun, untuk hukum persalngan usaha, pada tlngkat pertama 
penyelesalan sengketa antarpelaku usaha tldak dilakukan oleh 
pengadilan. Alasan yang dapat dlkemukakan adalah karena hukum 
persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang 
memillki Jatar belakang dan/atau mengertl betul seluk-beluk bisnis 
dalam rangka menjaga mekanisme pasar. lnseng melakukan 
penegakan hukum persalngan usaha harus b r- gotakan orang-
orang yang tldak saja berlatar belakang hukum, pi juga ekonomis 
dan blsnis. Hallnl sangat diperlukan, mengingat masalah persaingan 
usaha sangat terkait erat dengan ekonoml dan bisnls (Ayudha D. 
Prayoga et al., (Ed.), 2000:126). 

Alasan lain mengapa diperlukan instltusl yang secara khusus 
menyelesaikan kasus praktik monopoli dan persalngan usaha tidak 
sehat adalah agar berbagal perkara tidak bertumpuk dl pengadllan. 
Instltusl yang secara khusus menyelesalkan praktlk monopoli dan 
persalngan tidak sehat dapat dlanggap sebagal suatu alternatif 
penyelesalan sengketa, sepanjang pengertlan alternatlf dl sini adalah 
dl luar pengadUan. Dl Indonesia, lembaga yang demlklan-yang 
serlngkali dianggap sebagal kuasi yudlkatlf sudah lama dlkenal 
(Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000:126). 

Dalam Pasal30 ayat (1) Undang-Undang Nom or 5 Tahun 1999 
dlnyatakan bahwa "untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang 
lnl dlbentuk Komlsl Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya 
disebut Komlsi". Kemudlan dalam Pasal34 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 dlnyatakan "pembentukan Komisi serta 
susunan organisasi, tugas, dan fungslnya dltetapkan dengan 
Keputusan Presiden". Sebagai tindak lanjut, lahirlah Keputusan 
Preslden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komlsl Pengawas 
Persalngan Gsaha. Dar! bunyl Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, jelaslah bahwa tujuan pembentukan 
Komlsl Pengawas Persalngan Usaha adalah untuk mengawasl 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hallni 
Komlsl Pengawas Persaingan Usaha bertlndak sebagallernbaga kuasl 
yudikatlf. Pembentukan Komlsi Pengawas Persaingan Usaha 
diharapkan dapat menyelesalkan kasus pelanggaran hukum 
persalngan usaha dengan leblh cepat, efisien, dan efektif, sesuai 
dengan asas dan tujuannya. 
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Dapat dlkemukakan alasan filosofls dan soslologis dari 
pembentukan lembaga Komisl Pengawas Persaingan Usaha in!. 
Alasan filosofls yang dijadlkan dasar pembentukannya, yaltu dalam 
mengawasl pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu 
lembaga yang mendapat kewenangan darl negara (pemerlntah dan 
rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara, dlharapkan 
lembaga pengawas Ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya 
dengan sebalk-baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak 
independen. Adapun alasan sosiologls yang dijadlkan dasar 
pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah 
menurunnya citra pengadllan dalam memeriksa dan mengadlli suatu 
perkara, serta beban perkara pengadllan yang sudah menumpuk. 
Alasan lain, dunla usaha membutuhkan penyelesalan yang cepat 
dan proses pemerlksaan yang berslfat rahasia. Oleh karena ltu, 
diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang 
ahli dalam bidang ekonomi dan hukum; dengan demiklan 
penyelesalan yang cepat dapat terwujud (Ayudha D. Prayoga et al., 
(Ed.), 2000:128). 

2. Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persalngan 
Us aha 

Sudah sewajarnya Komlsl Pengawas Persaingan Usaha berslfat 
lndependen, terlepas darl pengaruh dan kekuasaan pernerlntah serta 
plhak lain dalam mengawasl pelaku usaha; dalam hallni memastikan 
pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan 
praktik monopoli danlatau persaingan usaha tidak sehat. Status 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini telah dlatur Pasal30 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudlan dlulang pada 
Pasall ayat (2) Keputusan Preslden Nomor 75 Tahun 1999. Dalam 
Pasal 30 ayat (2) dlnyatakan "Komisl adalah suatu lembaga 
lndependen yang terlepas dar! pengaruh dan kekuasaan serta plhak 
lain". Dalam melaksanakan tugasnya, Komlsl Pengawas Persalngan 
Usaha bertanggung jawab kepada Presiden sebagal Kepala Negara, 
berhubung Komisl Pengawas PersaJngan Usaha juga melaksanakan 
sebaglan tugas-tugas pemerintah negara dalam melaksanakan 
undang-undang. Dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945, 
Preslden merupakan penyelenggara pemerintah negara tertinggl dl 
bawah· Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden memegang 
kekuasaan pemerlntahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Atas 
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dasar itulah dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawas 
Persaingan <lsaha bertanggung jawab kepada Presiden. Dinyatakan 
dalam Pasal30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa 
"Komisl bertanggungjawab kepada Presiden". 

Praktik di negara-negara Jain yang lebih dalu mempunyai 
undang-undang persaingan usaha juga memperlihatkan bahwa 
Komisinya bertanggungjawab kepada kepala pemerintahan (Presiden 
atau Perdana Menteri). Di Amerlka Serikat, misalnya, dalam Federal 
Trade Commission Act Section 1 dinyatakan bahwa " .... Any Com­
missioners may be removed by the President for ine!Bclency; ne­
glect of d~ or malfeasance In o!Bce". Hallni juga dapat dilihat 
pada Section 27 (2) dart Anti-Monopoly Act Jepang, yang menyatakan 
bahwa "The Fair 7i'ade Commission shaD be administra-tively at­
!Bched to the Pnine Minister~ Begitu juga dl India, di mana Mo­
nopolies and Restrictive Trade Commission-nya dlbentuk oleh 
Pemerintah (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000:129). 

Keberhasllan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 sesungguhnya tidak terlalu dltentukan oleh independensl 
Komlsi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas, 
tetapl banyak dltentukan oleh keanggotaannya. Oleh karena ltu, 
Komisl Pengawas Persaingan Usaha harus mempunyai atau terdlrl 
dar! anggota-anggota yang terpllih dan terpercaya (credible), serta 
memlliki lntegrltas dan komitmen moral yang tinggl, dengan dlbantu 
oleh tenaga-tenaga yangprofesional dalam bidarignya (Bandingkan 
Muchtar, 1999:23). 

Anggota Komlsl Pengawas Persaingan Usaha minimum 
berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang 
merangkap sebagai anggota. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Ko-misi terdiri 
atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakll Ketua 
merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang 
anggota". Dart kata-kata "sekurang-kurangnya", diartikan jurnlah 
anggotanya boleh lebih dari 7 (tujuh) orang. Atau sebaliknya, paling 
sediklt beranggotakan 7 (tujuh) orang; dengan ditambahl Ketua dan 
Wakll Ketua, keanggotaan Kom!sl Pengawas Persaingan Usaha mini­
mal atau paling sedikit berjurnlah 9 (sembllan) orang. Ada yang 
mengatakan bahwa jurnlah In! cukup banyak. 

J!ka dibandlngkan dengan jurnlah Kornisi pada Federal Trade 
Commission di Am erika Serikat dan Fair Trade Commission dl Jepang 
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yang hanya berjurnlah 5 (lima) orang, jumlah tersebut cukup banyak. 
Namun, hal ini tidak berarti bahwa jumlah in! tidak wajar atau 
kebanyakan. Mungkin pembuat undang-undang mempunyal 
pertlmbangan tersendiri dengan melihat kondisi yang ada di Indo­
nesia (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000:130). 

Walaupun bertanggung jawab kepada Presiden, pengisian 
keanggotaan Komisi Pengawas Persalngan Usaha tidak semata-mata 
di tangan Presiden, melainkan juga melibatkan Dewan Perwakilan 
Rakyal Pasal 31 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengangkatan dan 
pemberhentlan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
dilakukan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat, 
dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kemball 
untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya. Apabila karena 
berakhirnya masa jabatan terse but akan terjadi kekos200€n dalam 
keanggotaan Komlsl Pengawas Persaingan Usaha, masa jabatan 
anggota dapat dlperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. 
Perpanjangan masa keanggotaan Komlsl Pengawas Persalngan 
Usaha untuk menghlndari kekosongan keanggotaan tersebut tidak 
boleh lebih dari 1 (satu) tahun. 

Dengan adanya persetujuan dari Dewan Perwakllan Rakyat itu, 
dlharapkan anggota Komlsi Pengawas Persalngan Usaha adalah or­
ang-orang yang mempunyai lntegrltas kepribadian dan keilmuan yang 
tinggf dan benar-benar dapat menjalankan tugasnya deml kepentingan 
rakyat secara keseluruhan, dengan menjaga lndependenslnya. 
Persetujuan dar! rakyat sangatlah pentlng sebab dapat menalkkan 
kredibllitas I<Dmisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri. Hal ini juga 
dilakukan oleh negara-negara besar, seperti Am erika SerlkatdanJepang 
(Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 130). 

Dalam mengusulkan dan memberlkan persetujuan terhadap 
anggota Komlsl Pengawas Persalngan Usaha, Pemerlntah maupun 
Dewan Perwakllan Rakyat sudah seyoglanya memperhatlkan 
persyaratan keanggotaan, sebagalmana dlatur dalam Pasal 32 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk menjadl anggota 
Komlsl Pengawas Persalngan Usaha, seseorang harus memenuhl 
persyaratan sebagai berlkut 

a. warga negara Republik Indonesia, berusla sekurang-kurangnya 
30 (tiga puluh) tahun dan setinggl-tingginya 60 (enam puluh) 
tahun pada saat pengangkatan; 

PengllWllSlln daktm Penegaklln Persl1ingan UslJha f 155 



b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

setia kepada Pancasila dan Uridang-Undang Dasar 1945; 

beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

jujur, adll, dan berkelakuan baik; 

bertempat tinggal dl wilayah negara Republlk Indonesia; 

berpengalaman dalam bldang usaha atau mempunyal 
pengetahuan dan keahlian dl bldang hukum dan/atau ekonomi; 

tidak pernah dipidana, balk karena melakul<an kejahatan berat 
atau karena melakukan pelanggaran kesusllaan; 

tidak pernah dlnyatakan pallit oleh pengadilan; 

tidak teraftllasl dengan suatu badan usaha sejak yang 
bersangkutan menjadl anggota Komisl Pengawas Persalngan 
Usaha. Yang bersangkutan tidak menjadl 

1. anggota dewan komlsarls atau pengawas, atau direksl 

suatu perusahaan; 

2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi; 

3. anggota yang memberlkan layanan jasa kepada suatu 
perusahaan, seperti konsultan, aklmtan publlk, dan penUai; 

4. pemlllk saham mayorltas suatu perusahaan. 

Menurut Pasal 33 Ondang-<lndang Nomor 5 Tahun 1999, 
keanggotaan Komlsl Pengawas Persaingan <lsaha berhenti, karena 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

menlnggal dunia; atau 

mengundurkan dlri atas permlntaan sendirl; atau 

bertempat tlnggal dl luar ·wilayah negara Republlk Indonesia; 

atau 

saklt jasmanl atau rohanl terus-menerus, yang dinyatakan 
dengan surat keterangan dokter yang berwenang; atau 

berakhirnya masa jabatan keanggotaan komlsi; atau 

diberhentikan, antara lain dlkarenakan tidak lagi memenuhi 
persyaratan keanggotaan kornlsl sebagalmana dimaksud Pasal 

32. 
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Pada umumnya Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas 
Persaingan <lsaha sudah pasti akan dipllih dari dan oleh anggota 
Komisi Pengawas Persaingan <lsaha. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) 
<lndang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Ketua 
dan Wakil Ketua Komisi dlplllh dari dan oleh Anggota Komlsl". 
Selanjutnya, ketentuan lnl dlpertegas dalam Pasal 14 ayat (3) 
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 
"Ketua dan Wakll Ketua Kornisl dipiUh dari dan oleh anggota Komisr. 

3. Susunan Organlsasl dan Pembiayaan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha 

Pengaturan susunan organisasi Komisi Pengawas Persaingan 
Gsaha dikemukakan dalam Pasal 34 Ondang-Undang Nomor 5 
Tahun, yang menyatakan bahwa "Pembentukan Komlsl serta susunan 
organisasl, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan 
Preslden". Keputusan Preslden yang dimaksud telah dltetapkan dalam 
Keputusan Preslden Nomor 75 Tahun 1999 yang mengatur 
pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsl Komisl 
Pengawas Persalngan <lsaha. 

Susunan organlsasl Komisi Pengawas Persalngan <lsaha terdlrl 
atas anggota Komisl dan Sekretarlat Anggota Komisl Pengawas 
Persalngan <lsaha wajlb melaksanakan tugas dengan berdasar pada 
asas keadllan dan perlakuan, serta wajlb mematuhl tata tertlb yang 
telah dlsusun oleh Komisl Pengawas Persaingan Gsaha. Untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas, Komlsl Pengawas Persaingan Gsaha 
dibantu oleh sekretarlat, yang susunan organJ-sasi, tugas, dan 
fungsinya dlatur leblh lanjut dengan keputusan Komlsl Pengawas 
Persaingan Usaha. 

Komlsi Pengawas Persaingan <lsaha dapat membentuk 
kelompok kerja sesual dengan kebutuhan apabila dlperlukan. 
Kelompok keJja lnl beranggotakan orang-orang yang berpengalaman 
dan ahll dalam bidang maslng-masing, yang dlperlukan dalam 
menanganl perkara tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ketentuan 
mengenai keanggotaan, fungsl, dan tugas kelompok kerja tersebut 
dlatur lebih lanjut oleh Komlsi Pengawas Persalngan Usaha. 

Walaupun Komisl Pengawas Persalngan Usaha berkedudukan 
di ibu kota negara Republlk Indonesia, blla dlperlukan, Komlsl 
Pengawas Persalngan Gsaha dapat mernbuka kantor perwakilan dl 
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ibu kota proplnsi. Persyaratan dan tata kerja kantor perwakllan 
sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut oleh Komlsl 
Pengawas Persaingan Usaha. 

Sebagal perbandingan, susunan organisasl Komisi 
Perdagangan Sehat Jepang terdirl atas Komisi, Sekretariat Jenderal, 
Hearing Examiners, Sekretariat Biro Hubungan Ekonomi, Biro 
Persalngan Usaha, dan Biro Penyelldikan. Sementara Komisi Korea 
terdirl atas Biro Kebljaksanaan Perdagangan Sehat, Biro Peraturan 
Monopoll, Biro Persalngan Usaha, Biro Penyelidikan, dan Biro 
Perlindungan Konsumen. Dalam menjalankan tugas biro Komisl Ko­
rea dan Amerika Serikat dlbantu Penaslhat Umum (Ayudha D. 
Prayoga et aJ., (Ed.), 2000: 132). Pada dasarnya negara bertanggung 
jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas Komisl Pengawas 
Persalngan Usaha dengan memberikan dukungan dana melalul 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Komisi 
Pengawas Persalngan Gsaha dapat memperoleh dana dari surnber­
sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang­
undangan yang ber-laku, yang berslfat tldak mengikat, sera tldak 
akan mempengaruhi kemandlrlan Kornisl Pengawas Persalngan 
Usaha dalam melak-sanakan tugasnya; menglngat ruang llngkup 
dan cakupan tugas Komisi Pengawas Persalngan Usaha demiklan 
luas dan sangat beragam. Untuk itu, staf yang akan membantu 
Sekretarlat Komlsf Pengawas Persaingan Usaha sudah seharusnya 
dlsesuafkan dengan anggaran yang dibedakan oleh negara tanpa 
mengurangl klnerja Komlsi Pengawas Persaingan Usaha dalam 
menjalankan tugasnya mengawasl pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 dlnyatakan bahwa "segala biaya untuk pelaksanaan 
tugas Komlsl Pengawas Persalngan Usaha dlbebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara darv'atau sumber-sumber 
lain yang dlperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlalw". 

4. Tugas Kornisl Pengawas Persalngan Usaba 

Tugas Komlsl Pengawas Persalngan Usaha telah dlatur secara 
rind dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang 
kemudlan dlulangl dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 
Tahun 1999. Komlsl Pengawas Persaingan Usaha dltugaskan 
melalwkan penilalan terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan 
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teljadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tldak sehat, 
seperti perjanjian-perjanjian ollgopoU, penetapan harga, pernbaglan 
wllayah, pernbolkotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, 
perjanjlan tertutup, dan perjanjlan dengan pihak luar negerl; 
melakukan penilalan terhadap keglataan usaha dan/atau tlndakan 
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan teljadinya praktlk monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti kegiatan-keglatan 
monopoli, monopson.l, penguasaan pasar, dan persekongkolan; dan 
melakukan penilalan terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan 
posisi dominan yang dapat mengaklbatkan terjadinya praktik 
monopoli dan/atau persalngan usaha tidak sehat, yang disebabkan 
penguasaan pasar yang berlebihan, jabatan rangkap, pemlllkan 
saham dan penggabungan, peleburan dan pengarnbUalihan badan 
usaha atau saham. Dengan demikian, pada prinsipnya fungsi dan 
tugas utama Kornisl Pengawas Persalngan Usaha adalah melakukan 
kegiatan penilaian terhadap perjanjlan, kegiatan usaha, dan 
penyalahgunaan poslsl dominan yang dllakukan pelaku usaha atau 
sekelompok pelaku usaha. Dalam hal teljadi peianggaran terhadap 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dl mana pelaku usaha atau 
sekelompok pelaku usaha telah mernbuat perjanJJan yang dilarang atau 
mefakuJ<an kegiatan yang terlarang atau menyalahgunakan poslsl 
dominan, t<Drnisl Pengawas Persalngan Usaha berwenang menjatuhkan 
sanksi berupa tlndakan administratif dengan memerlntahkan 
pembatalan atau penghentlan perjanjlan-perjanjlan dan keglatan­
keglatan usaha yang dllerang, serta penyalahgunaan poslsl domlnan 
yang dilakukan pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha tersebut. 

Tugas lain dar! Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang tldak 
kalah penting adalah memberlkan saran dan pertlmbangan terhadap 
kebljakan Pemerlntah yang berkaftan dengan praktlk mono poll dan/ 
atau persalngan usaha tldak sehat dan menyusun pedoman dan' 
atau publikasi atau sosiallsasl yang berkaitan dengan praktlk 
monopoli dan/atau persafngan usaha tidak sehat Terakhlr, Kornisi 
Pengawas Persalngan Usaha bertugas memberikan laporan secara 
berkala atas basil kerjanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Nantinya, Komisl Pengawas Persalngan Usaha sangat 
diharapkan blsa benar-benar bertindak proaktif untuk mempengaruhi 
kebijakan Pemerlntah dalam pembuatan peraturan yang berkaftan 
dengan praktik monopoll dan/atau persalngan usaha tldak sehat 
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Seandainya pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nom or 5 
Tahun 1999 tidak memadai untuk menunjang tugas dan 
wewenangnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat 
mengajukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk 
mengeluarkan peraturan yang mendukung tugas dan wewenangnya. 
Demikian pula KomJsi Pengawas Persalngan Usaha juga harus 
membuat pedoman (guideline) atau aturan main yang jelas, balk 
bagi dfri sendirl maupun bagi pelaku usaha, mlsalnya bagaimana 
prosedur dan proses beracara di Komisi Pengawas Persalngan Gsaha 
dan apakah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 cukup memadal. Jika tldak memadal, Komisi 
Pengawas Persalngan Usaha harus membuat sendlrl pedoman 
beracara tersebut (Ayudha D. Prayoga et al., (Eel.), 2000:134). 

Sebagal bahan perbandingan, Komisl Masyarakat Ekonoml 
Eropa juga dapat mengusulkan kepada Dewan Menter! untuk 
mengeluarkan peraturan yang memberlkan kewenangan­
kewenangan tertentu kepada Komlsi. Hallni dllakukan Kornisi karena 
melihat kewenangan yang diberikan atau diperoleh dari Article 85 
dan 86 Perjanjian Roma kurang memadal bag! Komisi untuk 
melaksanakan Hukum Persaingan Masyarakat Ekonoml Eropa. 
Selanjutnya, Federal Trade Commission juga mengeluarkan Trade 
Regulation-Rules, yang menetapkan cakupan Section Federal Trade 
Commission Act untuk praktik-praktik industrl tertentu. Bersama­
sama dengan justice Department, Federal Trade Commission 
mengeluarkan the justice Department/FTC 1992 Horizontal Merger 
Guidelines (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 134). 

Blla bunyi Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 klta baca secara cermat, terkandung makna Komlsl Pengawas 
Persaingan Usaha berwenang untuk mengisi kekosongan hukurn 
dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan hukurn persalngan 
usaha. Hallnl berartl pedoman maupun peraturan yang akan dlbuat 
Kornisl Pengawas Persaingan Usaha tidak hanya berlaku secara Inter· 
nal saja, tetapljuga berlaku secara ekstemal, yakni balkterhadap Kornlsl 
Pengawas Persalngan Usaha maupun pelaku usaha serta instansi 
lalnnya yang terkait dengan pelaksanaan hukum persalngan usaha di 
Indonesia. Penjelasan Pasal35 inl tidak cukup mernberi keterangan. 

lntegrltas dan independensi dari Komisl Pengawas Persalngan 
Usaha sangat menentukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan 
peraturan maupun pedoman dalam persaingan usaha. Diharapkan 
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Komisi Pengawas Persalngan Usaha dapat mengantisipasi semak 
slmal mungkln intervensl polltik atau pengaruh dari pihak-plhak lain 
(Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 134). 

5. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Dalam menjalankan tugas dan fungslnya, Komisl Pengawas 
Persaingan Usaha memilikl sejurnlah kewenangan, sebagaimana 
dikemukakan secara rinci dalam Pasal 36 dan Pasal 47 
(Jndang-(Jndang Nomor 5 Tahtm 1999. Kornlsi Pengawas Persalngan 
Usaha tldak hanya berwenang menerlma laporan darl masyarakat 
dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktlk monopoll 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat, tetapl proaktif berwenang 
melakukan penelltian, melakukan penyelldlkan dan/atau 
pemerlksaan, menyimpulkan hasUnya, memanggll pelaku usaha, 
memanggil dan menghadlrkan saksi-saksi, meminta bantuan 
penyidlk, memlnta keterangan dar! lnstansl pemerintah, 
mendapatkan dan menellti serta menllal dokumen dan alat bukti 
lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksl 
tindakan administratif. 

Kewenangan yang dlberikan kepada Komlsi Pengawas 
Per-saingan Usaha oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup 
luas dan terlncl dan tidak jauh berbeda dengan kewenangan· 
kewenangan yang dlmlllkl oleh Komlsl dl negara lain. Namun 
demiklan, ada kewenangan yang dlmillkl oleh Komlsi negara lain 
tetapl tldak dimlllkl oleh Komisllndonesla, yaltu kewenangan untuk 
mengajukan suatu perkara yang berkaitan dengan praktik monopoll 
dan persaingan usaha yang tldak sehat ke pengadllan. Kewenangan 
sepertllnl dlmlllkl oleh Federal Trade Commission, dl mana Federal 
Trade Commission dapat memasukkan gugatan perdata pada 
pengadllan distrlk atau federal tmtuk mempertahankan prosedur atau 
putusan adminlstrasl yang telah dltempuhnya dalam menanganl 
suatu perkara persalngan usaha. Hal yang sama juga dlmlllki oleh 
Kornlsl Jepang, yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan 
ke pengadllan dalam hal yang berhubungan dengan holding com­
pan): RUng of merger, dan waiting period of merger (Ayudha D. 
Prayoga et al., (Ed.), 2000:135). 

Sesuai dengan Pasal36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
secara lengkap kewenangan yang dimlllki Komisl Pengawas 
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Persaingan Usaha meliputi kegiatan-kegiatan sebagal berlkut. 

a. menerima laporan dar! masyarakat dan/atau pelaku usaha 
tentang dugaan terjadlnya praktlk monopoll dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat; 

b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan! 
atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengaklbatkan terjadinya 
praktik monopoli darv'atau persaingan usaha tidak sehat; 

c. melakukan penyeUdikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus 
dugaan praktlk monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat yang dUaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha 
atau yang ditemukan oleh Komisl sebagal basil dar! 
penelltiannya; 

d. menylmpulkan hasll penyelidikan dan/atau pemeriksaan 
tentang ada atau tldak adanya praktlk monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat; 

e. memanggll pelaku usaha yang dlduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lni; 

f. memanggll dan menghadirkan saksl, saksi ahll, dan setiap 
orang yang dianggap mengetahul pelanggaran terhadap 
ketenttian undang-undang lni; 

g. memlnta bantuan penyidlk untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saks~ saksl ahli, atau setlap orang sebagaimana dimaksud huruf 
e dan f pasallnl, yang t!dak bersedia memenuhi panggilan Komlsi; 

h. memlnta keterangan dart instansl pemerintah dalam kaltannya 
dengan penyelldikan dan/atau pemerlksaan terhadap pelaku 
usaha y11ng melanggar ketentuan undang-undang inl; i. 
mendapatkan, menelltl dan/atau menllai surat, dokumen, atau 
alat buktilaln guna penyelldlkan dan/atau pemerlksaan; 

j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian 
di plhak pelaku usaha lain atau masyarakat; 

k. memberltahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang 
dlduga melakukan praktlk monopoll dan/atau persalngan usaha 
tldak sehat; 

I. menjatuhkan sanksl berupa tindakan administratif kepada 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang lni. 
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Dari tugas dan wewenang Komisl Pengawas Persaingan Usaha 
tersebut, dapat dlketahui bahwa Komisl Pengawas Persaingan Usaha 
diberl wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksl berupa tindakan 
administratif saja, termasuk menjatuhkan gantl kerugian dan denda; 
is tldak mempunyai hak menjatuhkan sanksi denda penggantl, 
apalagi sanksl pldana pokok dan tambahan, yang merupakan 
wewenang badan peradllan. Komisl Pengawas Per-salngan Usaha 
juga tldak bertlndak sebagai penyfdlk (khusus) yang dimungkinkan 
oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pldana, padahal 
keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari orang­
orang yang memilikl lntegritas kepribadian dan kellmuan yang tinggl 
(Rachmadi Usman, 2001 :4--5) 

6. Tata Cara Penanganan Perkara Penegakan Hukum 
Persaingan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 leblh lanjut mengatur 
tata cara penanganan perkara penegakan hukum persalngan usaha 
pada Pasal38 sam pal dengan Pasal 46. Dalam menanganl perkara 
penegakan hukum persalngan usaha, Komisl Pengawas Persaingan 
Usaha dapat melakukannya secara proaktlf atau dapat menenma 
pengaduan atau laporan dar; masyarakat Pasal40 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi Pengawas 
Persalngan Usaha dapat melakukan pemerlksaan terhadap pelaku 
usaha apabila ada dugaan terjadl pelanggaran Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 lni - walaupun tidak ada laporan - yang 
pemeriksaannya dilaksanakan sesuai tata cara sebagalmana dlatur 
dalam Pasal 39. Sebelumnya, dalam Pasal 38 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setlap orang yang 
mengetahul bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadl 
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 fnl 
dapat melaporkannya secara tertulls kepada Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dengan keterangan yang jelas tentang telah 
terjadlnya pelanggaran, dengan menyertakan ldentltas pelapor. 
Demiklan pula plhak yang dlruglkan sebagai akibat terjadlnya 
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Thhun 1999 lnl 
dapat melaporkan secara tertulis kepada Komlsl Pengawas 
Persaingan Usaha dengan keterangan yang lengkap danjelas tentang 
telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang dltlmbulkan. dengan 
menyertakan identltas pelapor. Dengan demlkian dapat dlsimpulkan 
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bahwa bahan penyelldikan, pemeriksaan, dan/atau penelitian 
terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
bisa berasal darllaporan atau pengaduan pihak-plhakyang dirugikan 
atau pelaku usaha; bahkan dar! masyarakat atau setfap orang yang 
mengetahui bahwa telah terjadl atau patut diduga telah terjadl 
pelanggaran Ondang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini blsa 
disampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau 
berasal dari prakarsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

Sebagal jamlnan atas diri pelapor, Pasal 38 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajlbkan Komlsi Pengawas 
Persaingan Usaha untuk merahaslakan ldentitas pelapor, terutama 
pelapor yang bukan pelaku usaha yang dlruglkan (bandlngkan Ahmad 
Yani dan Gunawan Wldjaja, 1999:58). 

Pemeriksaan Pendahuluan dan Lanjutan 

Pasal 39 Undang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan 
Komlsi Pengawas Persalngan Usaha untuk melakukan pemeri~an 
pendahu/uan berdasarkan laporan masyarakat, plhak yang dlrugikan, 
atau pelaku usaha. Berdasarkan pemeriksaan pendahu1uan fnl, 
Komlsi Pen_gawas Persalngan Usaha dalam waktu (selambat­
lambatnya) 30 (tiga pu1uh) hari setelah menerfma laporan tersebut, 
akan menetapkan perlu tldaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. 
Apabila menurut pertirnbangan Komisl Pengawas Persalngan Usaha 
perlu dilakukan pemerfksaan lanjutan, dengan sendlrfnya Komlsi 
Pengawas Persalngan Usaha akan melakukan pemerlksaan lanjutan. 
Dalam melakukan pemeriksaan lanjutan tersebut, Komisf Pengawas 
Persaingan Usaha wajlb melakukan pemerfksaan terhadap pelaku 
usaha yang dllaporkan. Selaln melakukan pemerfksaan terhadap 
pelaku usaha yang dllaporkan, Komlsl Pengawas Persaingan Usaha 
dapat juga mend en gar keterangan saksl, saksi ahli, dan/atau pihak 
lain blla dlpandang perlu. Informasl atau keterangan yang diperoleh 
darf pelaku usaha yang dllaporkan yang dlkategorikan sebagal rahasla 
perusahaan wajlb dijaga kerahaslaannya oleh Komisl Pengawas 
Persalngan Clsaha. Dalam melakukan kegfatan pemerlksaan di atas, 
anggota Komisl Pengawas Persalngan Usaha wajib melengkapl dlrl 
dengan surat tugas. 

Menurut Pasal 41 Ondang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
selama penyelldlkan atau pemerlksaan lanjutan berlangsung, pelaku 
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usaha dan/atau pihak lain yang diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan dilarang menolak untuk 
diperlksa, dilarang menolak memberlkan lnformasi yang diperlukan, 
dan dilara ng menghambat proses penyelidlkan dan/atau 
pemerlksaan yang dllakukan Komisl Pengawas Persaingan CJsaha. 
Oleh karena itu, bila pelaku usaha menolak diperiksa acau memberi 
lnformasl yang diperlukan oleh Komlsl, Ia akan diserahkan kepada 
penyidik untuk disidik sesuai ketentuan yang berlaku. 

Kalau kasusnya sudah sam pal pada penyidik, yangmenangani 
tidak Jagi hanya plhak Komlsi Pengawas Persaingan CJsaha, tetapl 
juga plhak kepollslan. Komisl Pengawas Persalngan Usaha 
menyerahkan kasus tersebut kepada penyldik untuk dlsidlk. lldak hanya 
perbuatan atau tlndak pldana (menolak dlperiksa, menolak mernberlkan 
lnformasl yang diperlukan dalam penyeUdlkan dan/atau pemeriksaan, 
atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan) saja 
yang disldlk; pokok perkara yang sedang diselldiki atau dipen'ksa oleh 
Komlsi Pengawas Persalngan Usaha pun mendapat perlakuan sama 
(Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 146-147). 

Jangka 1141/ctu pemen'l!saan Lanjutan 

Pasal43 Undang-Ondang Nom or 5 Tahun 1999 menguraikan 
tentang jangka waktu pemeriksaan lanjutan oleh Komisl Pengawas 
Persaingan Usaha. Pemerfksaan lanjutan yang dilakukan Komlsl 
Pengawas Persaingan Usaha tersebut wajlb diselesalkan dalam jangka 
waktu selambat-lambatnya 60 (enam pu1uh) hart sejak dilakukan 
pemerlksaan lanjutan. Selama jangka waktu tersebut, Komlsi 
Pengawas Persalngan Usaha telah selesaf melakukan pemerlksaan 
dan penllalan terhadap alat-alat buktl, yangblsa berupa keterangan 
saksl, keterangan All, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan 
keterangan pelaku usaha. Namun - jlka diperlukan atau jlka Komlsl 
Pengawas Persalngan Usaha belum selesal melakukan pemerlksaan 
alat-alat buktl • jangka waktu pemerl.ksaan lanjutan tersebut dapat 
diperpanjang, paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam kurun waktu 
tersebut pemerlksaan lanjutan harus diselesafkan. Setelah selesal 
melakukan pemerlksaan lemjut-an balk dengan atau tanpa 
perpanjanganjangka waktu pemerik-saan selambat-lambatnya .30 (tlga 
pllltt) hari terhitung sejak pemerlksaan lanjutan tersebut selesal, Komlsl 
Pengawas Persalngan Usaha wajlb memutuskan apakah telah teJjadl 
atau tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum persalngan usaha. 
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Dalam melakukan penegakan hukum, jlka terjadl pelanggaran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komlsi Pengawas 
Per-saingan Usaha harus melakukannya melalui proses, tahapan, 
dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam 
Undang-Ondang Nomor 5 Tahun 1999. ,jangka waktu yang dlanggap 
cukup singkat lnl tentu saja tldak akan memudahkan tugas Komisl 
Pengawas Persaingan Usaha apablla para anggotanya bukan orang 
yang profeslonal di bidang mereka masing-masing. Meskipun 
dfdukung oleh anggota yang profesional, karena hingga saat lni 
belum berpengalaman dalam melaksanakan perundang- undangan 
di bidang antimonopoU, rasanya penegakan hukum Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 In! maslh akan suUt dllaksanakan. Apalagi 
etos dan budaya supremasl hukum dl republik ini masih sekadar 
"mimpi". Di sis! lain, godaan akan selalu muncul dar! plhak yang 
diduga melanggar karena para pelanggar merupakan pelaku usaha 
yang mempunyal kemampuan ekonomi (dan juga polltik) kuat di 
dalam masyarakat. Tentu mereka akan merasa tidaksenang apabila 
poslsl kekuatan ekonoml mereka diganggu (lnsan Budi Maulana, 
2000:49-50). 

Putusan Komlsl 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara 
rind bagaimana proses pengambilan putusan Kornisl Pengawas 
Persalngan Usaha. H«mya saja dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa 
pengambllan keputusan Komisi dilakukan dalam suatu sidang Majells 
yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tlga) orang anggota 
KomlsL Senada dengan In!, Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 75 
Tahun 1999 menyatakan bahwa untuk menyelesalkan suatu perkara, 
Komlsl Pengawas Persalngan Usaha bisa melakukan sldang majells, 
yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tlga) orang anggota 
Komisi Pengawas Persalngan Usaha, di mana keputusannya 
dltandatangani oleh seluruh anggota majelis. Dengan demlkian 
penyelesaian atau pemerlksaan perkara penegakan hukum 
persalngan harus dilakukan dalam sidang yang berbentuk majells, 
majellsnya beranggotakan mlnimal3 (tiga) orang. 

Pengambllan putusan melalui sldang majells merupakan hal yang 
blasa dan juga dllakJ.JI<an oleh Komisf.komisi negara lain, sepertl AmeWa 
Serlkat dan Jepang (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 136). 
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Konsep pengaturan seperti di atas sangat dipengaruhi oleh 
pengaturan pengambilan keputusan sidang majells pada peradllan 
umum, di mana suatu putusan dikatakan sebagal putusan majelis 
haldm, walaupun mungkin ada anggota majelis yang tldak setuju 
terhadap putusan tersebut. Seyoglanya berkas putusan tersebut 
hares memuat seluruh pendapat anggota majells hakim, yangmana 
yang setuju, yang mana yang tidak setuju beserta aiasannya, 
sehingga masyarakat dapat menilal kredibilitas dari hakim yang 
inemerlksa perkara tersebut. Oleh karena itu, proses pengambilan 
putusan dalam Komisl Pengawas Persaingan Gsaha sebaiknya dilakukan 
dengan suara terbanyak, sehingga diketahui anggota mana yang setuju, 
mana yang tidak setuju, serta apa alasannya. Pendapat dari masing­
maslng anggota yang tfdak s~u tersebut hares juga dlrnasukkan ke 
dalarn dokumen putusan Komisl Pengawas Persalngan Usaha. Dengan 
demik!an kredibilitas dar! masing-maslng anggota dapat dlketahui dari 
setlap putusan yang dijatuhkan Komisi Pengawas Persalngan Usaha 
(Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 136-137). 

Perhatikan penegasan yang terdapat dalam Pasal6 Keputusan 
Presiden Nomor 75 Tahun 1999, yaltu dalam menangani perkara, 
anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha hares bebas dari 
pengaruh dan kekuasaan pemerlntah serta pihak lain. Anggota 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menanganl perkara 
tersebut pun dllarang mempunyai hubungan sedarah atau semenda 
sampai derajat ketlga dengan salah sabJ pihak yang berperkara atau 
mempunyai kepentlngan dengan perkara yang bersangkutan. 
Anggota Komlsl Pengawas Persalngan Usaha yang memenuhl 
ketentuan di atas, wajib menolak untuk menanganl perkara yang 
bersangkutan. Tuntutan penolakan blsa pula datang dari pihak yang 
berperkara dengan melarnplrkan buktl-bukti tertulis apablla anggota 
Komlsl Pengawas Persalngan usaha yang bersangkutan terbukti 
memenuhi ketentuan dl atas. 

Sarna halnya dengan putusan pengadilan, putusan Komisl 
Pengawas Persaingan Usaha mengenal hasil pemerlksaannya harus 
dlbacakan dalam suatu sldang yang dinyatakan terbuka untuk urn urn 
dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha, yaitu dengan 
menyampalkan petlkan putusan Komisl Pengawas Persaingan Usaha 
kepada pelaku usaha. 

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
dlnyatakan bahwa putusan Komisl Pengawas Persaingan Usaha yang 
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telah dlterima, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima 
pemberitahuan petikan putusan oleh pelaku usaha, wajib 
dilaksanakan dan dllaporkan pelaksanaannya kepada Komisl 
Pengawas Persalngan Usaha. Namun, apablla kewajiban 
melak-sanakan putusan Komisi Pengawas Persalngan Usaha tidak 
dljalankan oleh pelaku usaha, Komlsi Pengawas Persaingan Usaha 
akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk menyidlk 
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Putusan Komisi Pengawas Persalngan Usaha tersebut dapat dijadikan 
sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan 
penyidikan. 

Jika penyldlk yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penyidlk kepolislan/ 
jaksal penyidik PNS, k:redibilitas ket!ga penyidik (khususnya kepolfslan 
dan jaksa) ltu patut dipertanyakan, sebab perkara-perkara ini 
memerlukan penguasaan bidang hukum dan ekonomi yang tinggi. 
Untuk apa kita membentuk Komisi Pengawas Persalngan Usaha dan 
stafnya - yang tidak lain adalah pakar yang mempunyal integritas 
keprlbadlan dan keilmuan yang memadai - jika kemudlan putusan 
mereka yang telah melalui proses rumit harus dlsidlk ulang oleh 
penyidlk kepoUslan atau kejaksaan. Kalaupun yangdlmaksud adalah 
penyidlk Pf'iS, klta harus tetap mempertanyakan kredibilitasnya, 
sebab ketentuan pasal in! mengandung ketldakjelasan atau 
amblguitas. Dalam hal In!, sudah sewajamyalah Komlsl Pengawas 
Persalngan Usaha diberl kewenangan untuk mempertahankan 
putusannya dengan mengajukannya ke pengadllan jika putusan 
tersebut sangat berkaitan erat dengan kepentingan publlk (pubUc 
Interest). Btarkanlah pengadilan yang mengujl putusan Komlsl 
Pengawas Persaingan Usaha tersebut (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 
2000: 135-136). 

Dar! berbagal perbandingan dengan Komisl Pengawas 
Persalngan Usaha di negara-negara lain, pada prlnslpnya putusan 
Komisl akan dlterlma dan dllaksanakan jlka ada kepercayaan yang 
penuh dart masyarakat pelapor atau pelaku usaha. Selaln ltu Komlsi 
harus benar-benar independen serta memlllkl keahllan dalam tugas 
dan wewenangnya. Namun demlkian, hamplr semua negara yang 
diperbandlngkan menyebutkan putusan Komisi dapat dlmlntakan 
banding ke pengadilan (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 
2000:150). 
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Pengajuan Keberatan oleh Pelaku Osaha 

Pelaku usaha mempunyal hak untuk mengajukan upaya hukum 
berupa "keberatan" atas putusan Komlsi Pengawas Persalngan Usaha 
kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling larnbat 14 
(empat betas) hart setelah menerima pemberitahuan putusan. Akan 
tetapl, apablla dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut 
pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, menurut Pasal 44 ayat 
(3) dan Pasal46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha 
tersebut dlanggap menerima putusan Komisi Pengawas Persalngan 
Usaha, sehingga putusan tersebut telah mempunyal kekuatan hukum 
yang tetap. Agar mempunyal kekuatan eksekutorial, putusan yang 
telah mempunyai !<ekuatan hukum tetap tersebut harus dlmlntakan 
penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negerl. Dengan diterlmanya 
putusan Komisi Pengawas Persalngan Usaha oleh pelaku usaha, 
dengan sendirlnya pelaku usaha wajlb melaksanakan putusan yang 
dlterimanya dart Komisl Pengawas Persaingan Usaha dan melaporkan 
pelaksanaannya kepada Komlsl Pengawas Persalngan Usaha dalam 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pemberitahuan 
petikan putusan Komlsi Pengawas Persalngan Usaha. 

Selanjutnya, menurut Pasal45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999, terhadap keberatan yang diajukan kepada Pengadllan Negeri, 
Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku ~ tersebut 
dalam jangka waktu 14 (empat betas) hart sejak dlterlmanya 
keberatan tersebut oleh Pengadllan Negerl. Putusan Pengadilan 
Negeri mengenal keberatan pelaku usaha tad! harus dlberikan dalam 
waktu 30 (tlga puluh) hari sejak pemeriksaan keberatan tersebut 
dimulal. 

Dalam tenggang waktu yang dltentukan, kita menghadapl 
tantangan, yaitu sekarang Pengadtlan Negeri dituntut bekerja leblh 
profestonal; dengan hakim-hakim yang memiUki keahlian serta 
sumber daya manusta yang menguasai hukum persalngan usaha, 
kepastlan hukum - balk dart segl kualitas putusan maupun darl 
aspek kepastlan waktu dalam beracara - dapat tercapal. Penegakan 
hukum tidak blsa dtlaksanakan hanya dengan membentuk undang­
undang barn saja. Selain ltu, Is juga harus didukung sumber daya 
manusla yang berkualltas dan memaharnl hukum. Sumber daya 
manusla tersebut juga harus profesional dalam tugas dan 
wewenangnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sumber daya 
manusia (khususnya hakim) di Pengadilan Negerl yang nantinya akan 
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menangani perkara-perkara persaingan usaha seyogianya 
Pemerintah mengadakan pendidikan dan pelatihan hakim dan 
personalla pengadilan lainnya. Selain itu, alangkah baiknya bila para 
haklm memanfaatkan program pendidikan peradilan Janjutan, balk 
di dalam maupun dlluar negeri. Apablla pengadilan mem!Hki sumber 
daya manusla (dalam hal in!: hakim-hakim) yang ahli dan memahaml 
hukum persaingan dengan balk, serta didukung faktor-faktor teknls 
lainnya di pengadilan yang dapat mendukung proses beracara, 
ldranya tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sudah cukup memadai 
untuk mengambll keputusan (Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 
2000:151). 

Selain "menguji" putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 
Pengadllan Negerijuga berwenang untuk memerlksa dan mengadill 
perkara-perkara penegakan hukum persaingan usaha yang telah 
diserahkan oleh Komisi Pengawas Persa!ngan Usaha kepada penyldlk 
kepolislan atau kejaksanaan. Selanjutnya, Pengadllan Negeri dapat 
menjatuhkan pldana pokok sekaligus pidana tambahan kepada 
pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maslh memberikan 
kesempatan kepada pelaku usaha untuk mencarl keadllan dengan 
melakukan upaya hukum terakhlr yang dapat d!ajukan kepada 
Mahkamah Agung. Apablla pelaku usaha tldak menerima atau 
menolak putusan Pengadllan Negeri, dalam tenggang waktu 14 
(empat belas) hari pihaknya dapat mengajukan kasasi kepada 
Mahkamah Agung. Setelah ltu, Mahkamah Agung harus memberikan 
putusan dalam waktu 30 (tlga puluh) hari sejak permohonan kasasl 
tersebut dlterlma. Ketentuan tenggang waktu yang diberikan kepada 
Mahkamah Agung tersebut patut dlpertanyakan; apakah waktu 
tersebut dapat dipenuhinya? Apalagl ada begltu banyak perkara yang 
masuk serta tunggakan yang harus diselesalkan Mahkamah Agung 
(Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000:143). 

Dengan demlkian, penanganan perkara penegakan hukum 
persalngan usaha harus dlselesaikan terlebih dahulu melalul dan dl 
tlngkat Komlsl Pengawas Persalngan Usaha. Sanksi yang 
diberlkannya pun juga terbatas pada penjatuhan sanksi administra­
tif belaka oleh Komisl Pengawas Persaingan usaha. Apablla sampai 
ke pengadilan, sudah tentu sanksl yang akan dikenakan jauh lebih 
berat dlbandlngkan sanksi administratif yang dijatuhkan Komisi 
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Pengawas Persaingan Usaha. Sebenarnya pembentuk undang­
undang berkeinginan mendayagunakan sanksi administratif dalam 
penegakan hukum persaingan usaha dl Indonesia tanpa 
mengabaikan kewenangan yang dirnilikl pengadilan untuk meng-adill 
pelanggaran terhadap suatu undang-undang. 

7. Sanksi Penegakan Hukum Persaingan Usaka 

Dar! Pasal47 sampai dengan Pasal49 Undang-Undang Nomor 
5Tahun 1999, terdapat 3(tiga) macam sanksl yang dapat dljatuhkan 
kepada pelaku usaha yang melanggar hukum per-salngan usaha. 
Ketiga macam sanksl tersebut mellputi tindakan administratif yang 
dijatuhkan Komlsl Pengawas Persalngan Usaha, sanksi pldana pokok, 
dan pidana tambahan yang dljatuhkan pengadilan. 

Sanksi pldana juga tercantum dalam Undang-Undang 
Anti-mopoli Jepang yang diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90, dl 
antaranya terhadap tlndakan-tindakan private monopoliMtlon, un­
reasonable restraint of trade (cartel). dan kegiatan trade associa­
tion yang pada intlnya mengekang persalngan, termasuk perjanjlan 
lnternasional llegal. Sedangkan sanksl pldana tldak dikenakan 
terhadap unfair business practices karena tlndakan tersebut tidak 
dlanggap sebagal pelanggaran serius dlbandingkan dengan tln-dakan 
tersebut dl atas (lnsan Bud! Maulana, 2000:55). Pasal 4 7 Undang­
Ondang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha berwenang untuk menjatuhkan sanksl berupa 
tlndakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 11ndakan admln· 
istratlf tersebut dapat berupa : 

a. Penetapan pembatalan peljanjian yang dllarang untuk dllakukan 
pelaku usaha, yaitu perjanjlan-perjanjian oligopoll (Pasal 4), 
penetapan harga (Pasal 5), diskrlmlnasl harga (Pasal 6), 
pengekangan harga dlskon (Pasal 7), pengekangan harga dis­
tributor (Pasal 8), pembagian wllayah (Pasal 9), pembolkotan 
(Pasal10), kartel (Pasal11), trust (Pasal 12), oUgopsonl (Pasal 
13), perjanjlan tertutup (Pasal 15), dan perjanjlan dengan pihak 
Juar negerl (Pasa116); dan/atau 

b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan lntegrasl 
vertlkal (Pasal 14). Penghentlan integrasl vertlkal antara lain 
dllaksanakan dengan memberikan perjanjian, pengalihan 

Pengllwllslln dllillm Penegaklm Pel'SlJinglln (/slJhll / 171 



sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain. atau perubahan 
bentuk rangkaian produksinya; dan/atau 

c. Perlntah kepada pelaku usaha untuk menghentlkan kegiatan 
yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau 
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau 
merugikan masyarakat Diperintahkan untuk dlberhentikan dl 
sini hanya suatu kegiatan atau tindakan tertentu saja dan bukan 
keglatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan; dan/atau 

d. Perlntah kepada pelaku usaha untuk menghentlkan 
penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau 

e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan 
badan usaha dan pengambilallhan saham (Pasal28); dan/atau 

f. Pembayaran ganti rug!. Ganti rugl diberikan kepada pelaku 
usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan; dan/atau 

g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 
(satu millar rupiah) dan setinggl-tingglnya Rp 
25.000.000.000,00 (dua puluh lima millar rupiah). 

Pidana-pokok yang dikenakan kepada pelaku usaha yang 
melanggar hukurn persalngan Indonesia dalam bentuk pidana denda 
serendah-rendahnya satu millar rupiah dan setlnggi-tlngglnya seratus 
mlllar rupiah; atau pldana kurungan penggantl denda selama­
lamanya tlga bulan sampal dengan enam bulan. 

Pasal48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal4, 9, 16, sampai dengan 
19, Pasal25, Pasal27, dan Pasal28, dapat diancam pidana denda 
minimal dua puluh lima millar rupiah dan maksimal seratus milfar 
rupiah, atau pidana kurungan penggantl denda makslmal enam 
bulan. Kemudlan, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal 5 
sampai dengan 8, 15, 20 sampal24, dan 26, dapat diancam pidana 
denda mlnlmalllma m!Uar rupiah dan maksimal dua puluh lima mlliar 
rupiah, atau pidana kurungan penggantl denda maksimallima bulan. 
Selanjutnya, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 dapat 
dlancam pldana denda minimal satu mlllar rupiah dan maksimal 
lima mlllar rupiah, atau pldana kurungan penggantl denda maksimal 
tlga bulan. Dengan demlkian terdapat tlga macam pidana denda 
yang dljatuhkan kepada pelaku usaha oleh pengadllan, yaitu pidana 
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denda minimal dua puluh lima rnillar rupiah, pidana denda minimal 
lima rniliar rupiah, dan pidana denda minimal satu mlliar rupiah; 
masing-masing disertai pidana kurungan penggantl denda. 

Pengadllan juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, dl 
samping pldana pokok kepada pelaku usaha yang telah melanggar 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pidana tambahan lni dlatur 
dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 
menentukan bahwa dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kltab 
Undang-Undang Hukurn Pidana, terhadap pidana sebagalmana 
diatur dalam Pasal 48, dapat dljatuhkan pldana tambahan berupa 
pencabutan izin usaha; larangan kepada pelaku usaha yang telah 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 untuk mendudukljabatan Direksl atau Komlsaris mini­
mal dua tahun dan maksimal Uma tahun; atau penghentlan keglatan 
atau tindakan tertentu yang menye-babkan tlmbulnya keruglan pada 
pihak lain. 

Dalam pelaksanaannya dl masa mendatang, perlu ada koor­
dlnasl yang efektlf dengan plhak terkalt lainnya, terutama dengan 
Departemen Perlndustrlan dan Perdagangan yang berhubungan 
dengan perizlnan dl bldang usaha yang dlkenakan sanksl tambahan 
tersebut Selaln ltu, hal lnl maslh perlu mendapat perhatlan dar! 
Departemen Kehakiman dan HakAsasl Manusia yang akan member! 
pengesahan suatu badan hukurn yang akan berdlrl atau mengalami 
perubahan. Dlharapkan plhak terkalt In! menelallh dengan cermat 
sebelum akhlr'nya member! lzln dan/atau mengesahkan suatu badan 
hukum yang akan berdlri atau yang mengalaml perubahan susunan 
pengurus. Tanpa koordinasl yang efektif, upaya penegakan hukum 
yang dilakukan oleh Komlsi Pengawas Persaingan usaha akan sia­
sla saja Onsan Bud! Maulana, 2000:59). 
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OJ 
Bab VIII 

PENGERTIAN MONOPOU \ 
DAN PERSAINGAN CURANG 

Kata "monopoll" berasal dari kata Yunanl yang berartl "penjual 
tunggal." (Fishwlc~ Frank, 1995: 21). Dl samping lstilah monopoll, 
di USA sering dlgunakan kata "antitrust" untuk pengertian yang 
sepadan dengan lstllah "anti monopolr' atau lstllah "domlnasr yang 
dlpakai oleh masyarakat Eropa yang artlnya juga sepadan dengan 
arti lstilah "monopoli." Di sam ping ltu terdapat lagllstllah yang artlnya 
mlrip-mlrlp yaltu lstilah "kekuatan pasar." Dalam praktek keempat 
lstilah tersebut, yaitu lstllah "monopoll," " antitrust," "kekuatan pasar," 
dan lstilah "dldominasr salfng dipertukarkan pemakalannya. Keempat 
lstilah tersebut dlpergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dl 
mana seseorang menguasai pasar, dl mana di pasar tersebut tldak 
tersedia lagl produk substitusl atau produk subs titus! yang potenslal, 
dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan 
harga produk tersebut yang lebih tlnggi, tanpa menglkuti hukum 
persafngan pasar atau hukum tentang permlntaan dan panawaran 
pasar. 

Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 Tah~.m 1999 m ember! arti 
kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksl~7 
atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa ~ 
oleh, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usahll (Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoll). Sementllra yang dlmaksud 
dengan "praktek monopoli" adalah suatu pemusatan kekuatan 
ekonoml oleh satu atau leblh pelaku usaha yang mengaklbatkan 
dlkuasainya produksl dan atau pemasaran atas barang dan atau 
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jasa tertentu sehingga menimbul.kan suatu- persaingan usaha secara 
tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Uhat pasal 1 
ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoll. 

Selaln ltu, Undang-Undang Anti Monopolijuga memberikan arti 
kepada "persalngan usaha tidak sehat" sebagai suatu persaingan 
an+laku usaha dalam menjalankan keglatan produksi dan atau 
pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang 
tldak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat 
persaingan usaha (vide Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Anti 
Monopoli). 

Dalam literatur ilmu hukum anti monopoll, biasanya yang 
diartlkan anti persaingan sehat adalah dampak negatif tindakan 
tertentu terhadap : 

(1) harga barang dan/ataujasa; 

(2) kualitas barang dan/atau jasa; dan 

(3) kuantitas barang danlatau jasa. 

Kepada pengertlan "Pemusatan Kekuatan Ekonomi," Undang­
Undang Anti.Monopoli member! artl sebagal penguasaan yang nyata 
atas suatu pesar bersangkutan oleh satu atau leblh pelaku usaha 
sehlngga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. 

Selanjutnya kepada pengertian "posisi dominan" Undang­
Undang Anti Monopoli member! arti sebagal suatu keadan di mana 
pelaku ~ ~empunyal pesaing yang berartl dl pasar yang 
bersang~kaltan dengan pangsa pasar yang dikuasal, atau 
pelaku usaha mempunyal Poslsi tertlnggl di antara pesaingnya dl 
pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, 
kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan 
untuk menyesualkan pasokan atau permintaan barang atau jasa 
tertentu. 

Dengan demlklan Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 
1999 dalam memberikan artl~ keda lsi domlnan atau perbuatan 
anti, persalngan lalnnya menc bal ompetisi yang interbrand, 
maupun kompetisi yang intrabra . Yang dimaksud dengan 
kompetisi yang interbrand adalah kompetlsi di antara produsen 
produk yang generiknya sama (same generic product). Dilarang 
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misalnya jika satu perusahaan menguasai 100% (seratus persen) 
pasar televisi, atau yang disebut dengan istllah "monopoli." 
Sedangkan yang dimaksud dengan kompetis! yang mtrabrandadalah 
kompetisl di antara distributor (wholesale maupun eceran) atas 
produk dart produsen tertentu. 

Sementara yang dimaksud dengan "pelaku usaha" adalah 
setiap perorangan atau badan usaha, balk yang berbentuk badan 
hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah RepubUk Indonesia yang menyelenggarakan 
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonoml. Uhat Pasal 1 ayat 
(6) Undang-(Jndang Anti Monopoll. 

Jadl dalam hal lni ke dalam kategori "pelaku usaha" termasuk 

(1) Orang Perorangan; 

(2) Badan Usaha Badan Hukum; 

(3) Badan (Jsaha Bukan Badan Hukum; 

Dengan dimasukkannya badan usaha bukan badan hukum 
sebagai pelaku usaha, maka cakupannya menjadi luas. Yaknl 
termasukjuga tentunya badan usaha berbentuk CV, Firma, Yayasan, 
dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya. 

(Jndang-(Jndang Anti Monopoll No. 5 Tahun 1999 ~ 
meUhat suatu pelaku usaha dalam arti suatu bentuk usaha, baik 
badan hukurn atau tidak. Jadl, jika dalam suatu kelompok usa a 
ada dua badan hukurn mlsalnya, maka hal tersebut dianggap sebagai 
dua pelaku usaha. Karena ltu, bag! Undang-Undang Anti Monopoli 
Tahun 1999 tersebut, t1dak begltu relevan mlsalnya memperbedakan 
apakah suatu dlstribusl ganda (dual distribution) berbentuk "sejajar" 
atau berbentuk "campuran" (myriad)karena aklbathukumnya tetap 
sam a. 

Yang dlmaksud dengan dtstribusl ganda yang sejajar adalah 
jika ada satu perusahaan yang mengangkat distrlbutomya lebih dari 
satu, tetapi kedua perusahaan dlstrlbusi tersebut berada dlluar grup 
dan saUng bersalng satu sama lain. Sementara 1tu, yang dlmaksud 
dengan distribusl ganda campuran adalah dl mana seorang produsen 
mengangkat dua distributor, satu merupakan distributor dalam satu 
kelompok usaha dengan produsen tersebut, sementara distributor 
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yang satunya lagi adalah distributor bebas, yakni yang berada di 
luar kelompok usaha yang bersangkutan. Sehingga dalam distribusi 
ganda yang campuran tersebut yang terancam baik persaingan 
usaha yang vertikal maupun yang horisontal. 

Dl samplng ltu, ada juga yang mengartikan kepada tindakan 
monopoli sebagal suatu keistimewaan atau keuntungan khusus yang 
diberikan kepada seorang atau beberapa orang atau perusahaan, 
yang merupakan hak atau kekuasaan yang ekskluslf untuk 
menjalankan bisnls atau perdagangan tertentu, atau memproduksi 
barang-barang khusus, atau mengontrol penjualan terhadap seluruh 
suplai barang tertentu (Black Henry Campbell, 1968: 1158). 

Dalam hukum lnggris kuno, monopoli d!artikan sebagai suatu 
izln atau keistlmewaan yang dibenarkan oleh raja untuk membeli, 
menjual, membuat, mengerjakan atau menggunakan apa pun secara 
keseluruhan, di mana tindakan monopoli tersebut secara urnum 
dapat mengekang kebebasan berproduksi atau trading (Black, Hemy 
Campbell, 1968: 1158). 

Atau monopoll dlrumuskan juga sebagal suatu tlndakan yang 
memilik1 atau mengontrol baglan besar dar! suplal dl pasar atau 
output dar! komodltas tertentu yang dapat mengekang kompetlsi, 
membatasl kebebasan perdagangan, yang memberlkan kepada 
pemonopoli kekuasaan pengontrolan terhadap harga. (Black Henry 
Campbell, 1968 : 1158). 

Ada lag! yang mengartlkan kepada tlndakan monopol (yang 
urn urn) sebagal suatu hak atau kekuasaan hanya untuk melakukan 
suatu keglatan atau aktlvltas yang khusus, sepertl membuat suatu 
produk tertentu, memberikan suatujasa, dan sebagalnya. Atau, suatu 
monopoll (dalam dunla usaha) dlartikan sebagai pemllikan atau 
pengendalian persedlaan akan atau pasaran untuk suatu produk 
ataujasa yang cukup banyak untuk mematahkan atau memusnahkan 
persalngan, untuk mengendallkan harga, atau dengan cara lain untuk 
membatasi perdagangan (Abdurrachman, A., 1991: 700). Dalam 
Undang-Undang Fair Trading dilnggris tahun 1973, !stilah Monopoll 
dlartlkan sebagal keadaan dl mana sebuah perusahaan atau 
sekelompok perusahaan menguasai sekurang-kurangnya 25% (dua 
puluh lima persen) penjualan atau pembelian dari produk-produk 
yang ditentukan. Sementara dalam Undang-Undang Anti Monopoli 
Indonesia No. 5 Tahun 1999, suatu monopoll dan monopsonl terjadl 
jlka terdapatnya penguasaan pangsa pasar lebih dar! 50% Olma puluh 
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persen) (Pasal 17 ayat (2) juncto Pasal 18 ayat (2)). 

Sementara itu, pengertian posisl dominan di pasar digambarkan 
dalam sidang-sidang Masyarakat Eropa sebagai: eJ 
1) Kemampuan untuk bertindak secara merdeka, dan bebas ad 

pengendalian harga, dan 

2) Kebergantungan pelanggan, pemasok atau perusahaan lain 
dalam pasar, yang bagi mereka perusahaan yang dominan 
tersebut merupakan rekan bisnis yang harus ada. (Fishwlck, 
Frank, 1995: 65). 

Dalam ilmu hukum monopoli dikenal beberapa sikap 
monopolistik yang mesti sangat dicermati dalam rangka 
memutuskan apakah suatu tindakan dapat d!anggap sebagal 
tindakan monopoll. Sikap monopollstik tersebut adalah sebagal 
berlkut : (Andersen, William R., 1985 : 214). 

(1) Mempersulit masuknya para pesalng ke dalam bisnis yang 
bersangkutan. 

(2) Melakukan pemasungan (captlve)sumber suplal yang penting 
atau suatu outlet dlstrlbusi yang pentlng. 

(3) Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak 
pe·salngnya sullt untuk.menand!ngi produk ataujasa tersebul 

(4) lntegrasl ke atas atau ke bawah yang dapat menalkkan 
persedlaan modal bag! pesalngnya atau membatasi akses 
pesalngnya kepada konsumen atau supplier. 

(5) Mempromoslkan produk secara besar-besaran. 

(6) Menyewa tenaga-tenaga ahll yang berleblhan. 

(/) Pembedaan harga yang dapat mengaklbatkan sulltnya bersaing 
dari pelaku pasar Jain. 

(8) Kepada plhak pesalng dlsembuny!kan lnformasi tentang 
pengembangan produk, tentang waktu atau skala produksl. 

(9) Memotong harga secara drastfs. 

(10) Membell atau mengakuisisi pesaing-pesalng yang tergolong 
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kuat atau tergolong prospektif. 

(11) Menggugat pesaing-pesaingnya atas tuduhan pemalsuan hak 
paten, pelanggaran hukum anti monopoU dan tuduhan-tuduhan 
lalnnya. 

RUANO UNGKOP HOKUM ANTI MONOPOU 

Jika klta telusuri ketentuan dalam Undang-Undang Anti 
Monopoli No. 5 Tahun 1999, maka tindakan-tindakan yang 
berhubungan dengan pasar yang perlu dlatur oleh hukum anti 
monopoli yang sekallgus merupakan ruang lingkup dart hukum anti 
monopoli tersebut adalah sebagal berikut : 

(1) Perjanjian yang dllarang; 

(2) Kegiatan yang dUarang; 

(3) Penyalahgunaan posisl dominan; 

(4) Komlsl pengawas persalngan usaha; 

(5) Tata cara penanganan perkara; 

(6) Sanksl-sanksl; 

(l) Perkecualian-perkecuaUan. 

Sedangkan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti 
Monopoll adalah sebagal berlkut 

(1) Perjanjlan-perjanjlan tertentu yang berdampak tidak baik untuk 
persalngan pasar, yang terdlri dari : 

(a) Ollgopoli; 

(b) Penetapan Harga; 

(c) Pembaglan Wilayah; masalah. Karena apakah dengan 
dlkecuallkan hal ini, berarti pihak koperasi dengan 
seenaknya dapat melanggar aturan main tentang 
monopoll dan atau persalngan curang. 

(d) Perbuatan dan atau perjanjlan yang dikecualikan 

Yang tergolong ke dalam kategorl "perjanjian" dan atau 
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"perbuatan" yang dikecuallkan oleh Undang-Undang Anti Monopoli 
adalah sebagai berikut: 

1) Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk 
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hal ini sebenarnya tidak menjelaskan apa-apa, karena tanpa 
pencanturnan ketentuan sepertl ini dalam Undang-Undang Anti 
Monopoli, hal terse but sudah semestinya juga berlaku. 

2) Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor 
yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar 
dalam negeri. Tentunya, sungguhpun untuk ekspor. tldak 
seenaknya aturan main tentang persaingan sehat dapat 
diabaikan begitu saja. Sungguhpun barangkall tidak melanggar 
ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoll (karena sudah 
dlkecualikan), tetapl maslh ada kemungkinan pelanggaran 
peraturan lain yang dilanggar, terutama peraturan yang berslfat 
regional, multlnasional ataupun yang bersifat lnternaslonal. 
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OJ 
Bab IX 

TANGGUNG JAWAB PEROSAHAAN 

Masalah yang akan dibahas dl slni dalam literatur etlka bisnis 
. di Amerika Serlkat dikenal sebagal corporate socilll responsibiDt;y 
atau social responsibility of corporations. Corpor11tion atau 
korporasf, sebagaimana sudah dlpakal dalam bahasa Indonesia, 
langsung dlmengerti sebagai perusahaan, khususnya per-usahaan 
besar. Tetapl sebenarnya artlnya adalah leblh luas, yaknl badan 
hu-kum. "Korporasi" berasal darl bahasa Latin (corpl.J$1'corporct = 
badan) dan se-betulnya berarti "yang dljadlkan suatu badan" 
(bandlngkan: incorporated). Jika kita menelusurl perkemban1~an 
istllah inl, pada mulanya "korporasi" justru tldak menunjukiJ<an 
organisasl yang mencarl untung. Istilah yang berasal dar! huk:um 
Kekalsaran Rom a lni, pad a zaman pra-modem di Eropa masfh sec:ara 
ekskluslf dlpakal untuk menunjukkan badan hukum yang dldlrilkan 
demi kepentlngan umum. Hal yang sama pada mulanya berl;aku 
juga dl Amerlka Serlkat. " Bahwa klnl korporasl secara spontan 
dlmengertl sebagal perusahaan, merupakan salah satu dl antara 
seklan banyak buktl lain yang menunjukkan betapa pentlngnya 
peranan bisnls dalam masyarakat klta. 

Tetapl, bagalmanapun perkembangan istllah In!, "korpon~si" 
masih tetap berartl "badan hukum". Dalam sltuasi klta sekarang, 
perbedaan yang paling mencolok adalah antara badan hukum for 
profit dan badan hukum not for profit. Organlsasl sepertl Pahmg 
Merah lntematlonal (lntemationiJI Red Cross) tetap blsa disebut 
korporas~ blarpun statusnya jelas nirlaba. Tetapl peranan kor-por.asl­
korporasi nlrlaba sangat terbatas, jlka dlbandlngkan den~~an 
organlsasl-organlsasl blsnls atau perusahaan yang mendomlnasl 
kehldupan umum. Bahkan organlsasl semacam Palang Merah 
hamplr tldak bisa menjalankan kegiatan humanitemya, kalau tidak 
disokong oleh (antara lain) bisnis. 
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1. Tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral 
perusahaan 

Kalau dltanyakan apakah perusahaan mempunyai tanggung 
jawab legal, jawabannya tidak bisa diragukan. Dengan jelas sekali 
perusahaan mempunyaJ tanggungjawab legal, karena sebagal badan 
hukum Is memillkl status legal. Karena merupakan badan hukum, 
perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban legal yang dimlliki 
juga oleh manusia perorangan dewasa, sepem menuntut di 
pengadilan, dituntut di pengadilan, mempunyai milik, meng-adakan 
kontrak, dan lain-lain. Seperti subyek hukum yang biasa (manusla 
perorangan), perusahaan pun harus menaatl peraturan hukum dan 
harus me-menuhi hukumannya, bila terjadl pelanggaran. Pendeknya, 
ia mempunyai tanggung jawab legal. 

Jika kita berefleksi sedlkit tentang status legal korporasi ini, 
perlu kita akui bahwa ia merupakan makhluk yang unik Hal itu 
tampak dengan jelas dalam deflnisi termasyhur yang diberikan oleh 
hakim agung Amerika, Marshall, pads 1819: "suatu korporasi adalah 
suatu makhluk buatan, tidak kellhatan, tidak berwujud, dan hanya 
berada dl mata hukum. Karena semata-mata merupakan dptaan 
hukum, Is hanya memlllkl clri-cirl yMg oleh akte pendlrlannya 
diberikan k~padanya ... ", Korporasl atau bad an hukurn memang 
tldak blsa dUihat lldak bisa dlpotret, umpamanya. Sebab, korporasl 
tldak sama dengan orang-orang yang mendirlkannya atau menjadi 
plmpinannya. Jlka orang-orang yang mendlrlkan korporast sudah 
menlnggal, sebagal badan hukum is maslh tetap ada, dan sering 
terjadl penggantlan pimplnan korporasi, tetapl korporasi ltu sendiri 
dengan demlkian tidak berubah. Akan tetapl, jika korporaslltu clptaan 
hukum, ltu tldak berarti bahwa is tidak melebihi fiksl saja. Justru clrl­
clrl yang ditentukan dalam a.kte pendiriannya, bisa mengaklbatkan 
bahwa korporasl itu berperanan penting dan mempunyal dampak 
besar atas dunla sekelilingnya. Apalagl, sekarang mudah sekall 
mendlrlkan suatu korporasi. lldak ada lag! syarat-syarat restriktlf 
(seperti: hanya boleh memlllkl kekayaan ·seklan), sebagalmana dulu 
ada dl banyak negara. 

Kalau adanya tanggung jawab legal tidak mungkin diragukan, 
lebih sulit adalah menjawab pertanyaan berikut: apakah perusahaan 
mempunyal juga tanggung jawab moral? Supaya mempunyal 
tanggung jawab moral, perusahaan perlu berstatus moral atau -
dengan kata lain - perlu merupakan pelaku moral. Pelaku moral 
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(moral agent) bisa melakukan perbuatan yang kita beri kualifikalsl 
etis atau tidak etls. Untuk ltu salah satu syarat yang penting adalah 
memillki kebebasan atau kesanggupan mengarnbU keputusan bebas. 
Batu, rumah, mobil, atau benda apa saja tldak merupakan pelaku 
moral. Batu yang lepas dari tembok dan melukal orang yang 
kebetulan berjalan dl bawahnya, tldak bisa dipersalahkan, karena 
tidak merupakan pelaku moral. Manusia perorangan adalah pelaku 
moral. Tapi bagalmana halnya dengan perusahaan? Apakah 
perusahaan bisa melakukan perbuatan balk atau buruk dalam art! 
moral (bukan saja art! hukurn)? Kalau pelaku moral selalu mempunyal 
hatl nurani, apakah perusahaan juga demlklan?") 

Di sin! perlu ditekankan lagi: tidakditanyakan apakah pimpinan 
per-usahaan atau orang-orang yang membentuk perusahaan 
merupakan pelaku moral. Hal itu tidak mungkin disangkal. Mer~;a 
masing-maslng mempunyai status moral. Yang dlpersoalkan adalah 
apakah perusahaan sendiri merupakan pelaku moral, terlepas da.ri 
orang yang termasuk perusahaan ini. Misalnya, tentang kasus Ford 
Pinto yang sudah kita pelajari dalam konteks lain (Bab 7, §4, nr. J,), 
bisa dltanyakan apakah perusahaan Ford sendlrl bersalah dengatn 
memproduksi mobil yang tldak aman untuk para pemakatl, 
sedangkan sebab-nya (letaknya tangki bensln) sebenarnya mudcth 
bisa diubah. Dari segl hukum tldak ada kewajiban ltu. Anjuran dcrrl 
National Highway naffic Safety Adminis-tration bahwa mobil tiduk 
boleh kehllangan bahan bakar pada tabrakan dengan kecepatan ~~0 
mil per jam, baru diwajibkan dengan peraturan hukum enam tahlm 
kemudian (1977). Dan jlka ada klaim dari korban atau keluarua 
korban, setelah terjadi kecelakaan fatal, Ford membayar ganti rug! 
sesuai dengan hukum Amerika. Blsakah dlkatakan bahwa 
perusahaan Ford ltu sendlrl salah dalam hal inl (dan karena i'tu 
mempunyal tanggung moral) dan bukan beberapa orang dalam 
pimpinan yang mengarnbll keputusan !tu'? 

Apakah perusahaan merupakan suatu pelaku moral atau tldak, 
adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan. Ada argumen pro dcm 
kontra. Di satu plhak harus diakui bahwa hanya lndMdu atau manus.ia 
perorangan mem-punyal kebebasan untuk mengambll keputusa:n, 
dan akibatnya hanya indlvidu dapat memlkul tanggungjawab. Tetapl 
di lain pihak sulit juga untuk menerima pandangan bahwa 
perusahaan hanyalah semacam benda mat! yang dlkemudlkan olElh 
para manajer, seperti halnya dengan mobil atau kapal. Ada banyak 
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pertanda yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai suatu 
"kepribadian" tersendiri. Misalnya, perusahaan mempunyai sejarah 
tertentu yang serlng dUuklskan pada kesempatan yubileum 100 tahun 
berdirinya atau sebagainya, perusahaan blsa tumbuh, perusahaan 
blsa menjalankan pengaruh atas polltik lokal, klta sering mendengar 
ada corporate culture yang tertentu, dan sebagalnya. Ciri-ctrl sepertl 
itu tidak mungkin ditemukan pada benda mati. 

Di antara para ahll etika blsnis terutama Peter French yang 
dengan glgih membela status moral perusahaan, mulai dalam 
sebuah artlkel dari 1979, kemudian dilanjutkan dalam beberapa buku. 
Dengan tegas Ia merumuskan pendapatnya: "corporations can be 
full-fledged moral persons and have whatever privileges, rights 
and duties as sre, In the normal course of affairs, accorded to moral 
persons •. Untuk mendukung pendapat itu is terutama mempunyal 
dua argumen. Pertarna, ada keputusan yang diarnbil oleh korporasl 
yang hanya bisa dlhubungkan dengan korporasi itu sendlri dan tidak 
dengan beberapa orang yang bekerja untuk korporasi tersebut 
Sebuah contoh adalah keputusan dua perusahaan untuk 
mengadakan merger. Keputusan ftu sungguh·sungguh berasal dar! 
dua korporasi tersebut dan bukan dart beberapa anggotanya saja. 
Kedua, korporasl melakukan perbuatan sepertlltu dengan maksud 
(Jntentlon)yang hanya blsa dihubungkan dengan korporaslltu sendirl 
dan tJdak dengan beberapa orang yang bekerja dl korporasl tersebut. 
Mlsalnya, maksudnya adalah memperbalkl poslslnya dalam 
kompetisl. 

Cukup banyak pengarang lain tidak menyetujui pendapat 
French lni. Mereka menekankan bahwa keputusan selalu diambil 
oleh lndMdu-lndividu - walaupun atas nama korporasl - dan tidak 
pemah oleh korporasi atau perusahaan, terlepas dari orang yang 
membentuk korporaslltu. Karena itu tldak mungkln perusahaan itu 
sendlrl merupakan moral person atau persona moral yang blsa 
memlkul tanggung jawab moral. Antara lain Manuel Velasquez 
mengemukakan krltik In! dalam sebuah artikel yang dlsusun dengan 
jelas dan argumentatif. 

Tetapl akhirnya seluruh dlskusi ln.i tldak begitu penting dan 
hanya mempunyal makna teoretis saja. lldak ada konsekuensi untuk 
praktek blsnls. Sebab, seandainya perusahaan sendlri- terlepas dari 
orang-orang yang bekerja dl dalamnya - tidak merupakan pelaku 
moral dan karena itu tidak bisa memikul tanggung jawab moral, 

186 I Aspek Hukum DiJ/Mn Persaingm GsiJha 

namun pimpinan perusahaan tetap merupakan pelaku moral dan 
akibatnya memikul tanggung jawab moral atas keputusan yang 
mereka ambfi. Dalam uraian selanjutnya kita tidakakan membedakan 
lagi antara tanggung jawab moral perusahaan yang dlpegang oleh 
perusahaan sebagai pelaku moral sendlrl dan tanggung jawab moral 
perusahaan yang dipegang oleh pimplnan perusahaan. Jadi, klta 
tlnggalkan saja diskusi yang tidak mudah ini. 

2. Pandangan Milton Friedman ten tang tanggung j awab sosial 
perusahaan 

Yang dlmaksudkan dl sinl dengan tanggung jawab soslal 
perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap 
masyarakat Tanggungjawab moral perusahaan tentu blsa diarahkan 
kepada banyak hal: kepada dlrlnya sendlri, kepada para karyawan, 
kepada perusahaan lain, dan seterusnya. Jika kita berbicara tentang 
tanggung jawab soslal, yang dlsorotl adalah tanggung jawab moral 
terhadap masyarakat dl mana perusahaan menjalankan keglatannya, 
entah masyarakat dalam artJ semplt seperti llngkungan di sekltar 
sebuah pabrlk atau masyarakat luas. 

Hampir semua pengarang tentang etlka bisnls akan menerlma 
perlunya tanggung jawab soslal perusahaan. Tetapi pendekatannya 
sering kali sangat berbeda. Kita mulai dengan mempelajarl suatu 
pandangan cukup ekstrem tentang maksud dan peranan tanggung 
jawab soslal perusahaan yang dlkemukakan oleh ekonom besar darl 
Amerika Serikat, Milton Friedman. 

Milton Friedman (1912-) adalah profesor emeritus dar! U.'liver­
sitas Chicago dan pemenang Hadlah Nobel baglan ekonoml pada 
tahun 1976. Ia sudah merurnuskan pandangannya tentang tanggung 
jawab sosial perusahaan dalam bukunya, Capitalism and Freedom 
(1962), tetapi ye~menjadi masyhur dalam konteks lnl adalah tu1isan 
kecilnya yang dimuat dalam !Yew York Times Magazine, 13 Sep­
tember 1970, dengan judul The social responsibility of business Is 
to increase its profits. Dalam judul lnl sudah tampak dengan jelas 
maksudnya: satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah 
menlngkatkan keuntungan sampal menjadi sebesar mungkln. 
Tanggung jawab ini dlletakkan dalam tangan para manajer. 
Pelaksanaannya tentu saja harus sesual dengan aturan-aturan main 
yang berlaku dalam masyarakat, balk dari segi hukum maupun dart 
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segi keblasaan etis. Tetapi manajer tidak mempunyai tujuan lain dan 
pasti tfdak terikat dengan tujuan-tujuan soslal yang asing terhadap 
tugasnya untuk menghasUkan keuntungan sebesar mungkin untuk 
perusahaan. Jika Friedman berblcara tentang perusahaan, 
maksudnya adalah perusahaan publlk df mana kepemllikan terplsah 
dar! manajemen. Para manajer hanya menjalankan tugas yang 
dlpercayakan kepada mereka oleh para pemegang saham sebagal 
pemllik perusahaan. Karena ltu para manajer terutarna bertanggung 
jawab kepada mereka. '77Je manager is the agent of the indMdu­
a/s who own the corporation ... and his primary responsibility Is to 
them~ Apa yang dilakukan manajer dengan uang prlbadl menjadi 
keputusan sendlri. Modal mlllk prlbadl boleh saja dipakal untuk 
tujuan-tl!Juan sosial, tetapljika manajer memakal modal perusahaan 
untuk ~ fa meruglkan para pemlllk. Jadl, tanggung jawab sosial 
boleh saja dijalankan oleh para manajer secara pribadl, seperti juga 
oleh semua orang lain. tetapf sebagal manajer perusahaan mereka 
mewakill para pemegang saham dan karena itu tanggung jawab 
Mereka adalah mengutamakan kepentlngan mereka, yakni 
memperoleh keuntungan sebanyak mungkln. 

Jika para manajer menjalankan tanggung jawab soslal atas 
nama perusahaan dengan memerangl kemlskinan, umpamanya, 
mereka sebenarnya memungut pajak dar! pemllik perusahaan dan 
serentak juga menentUkan bagaimana dana pajak ltu akan dfpakal. 
Nah, mengumpulkan pajak dan memutuskan pemakaian uang pajak 
adalah tugas-tugas pemerintah. Jadl, dengan mempraktekkan 
"tanggung jawab sosial" semacam itu para manajer 
menyalahgunakan poslsl mereka. Mereka mula! menjalankan tugas­
tugas pemerlntahan, tetapi tanpa kontrol demokratls yang selayaknya 
menglrlngl setlap langkah pemerintahan. 

Friedman menylmpulkan bahwa doktrin tanggungjawab sosial 
darl blsnls merusak slstem ekonoml pasar bebas. Mengakui tanggung 
jawab soslalltu akan mengakibatkan slstem ekonoml menjurus ke 
arah ekonoml berencana dart negara-negara komunls. Serentakjuga 
doktrln ltu berslfat subverslf terhadap masyarakat yang bebas dan 
demokratfs. Dan sebagal penutup is mengutlp dar! bukunya, Capi­
Wism and Freedom, bahwa dalam masyarakat bebas "terdapat satu 
dan hanya satu tanggung jawab soslal untuk blsnis, yaknl 
memanfaatkan sumber dayanya dan melibatkan dirl dalam kegiatan­
keglatan yang bertujuan menJngkatkan keuntungannya, selama hal 
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ltu sebatas aturan-aturan main, artinya, melibatkan diri dalam 
kompetisi yang terbuka dan bebas tanpa penipuan atau kecurangan". 

Jika sesudah sekian tahun kita sekarang membaca artlkel ini, 
mungkln klta tldak merasa begftu terkejut sepertf pembaca-pembaca 
pertama pada tahun 1970. Milton Friedman adalah pelopor utarna 
dari neoliberalisme, aliran dalam ekonoml yang lngln sedapat 
mungkin menerapkan pemlklran liberalisme klaslk (Adam Smith) 
dalam sltuasi abad ke-20. Dengan gigih Ia membela sistem ekonomi 
pasar bebas. Tendensillberalistis ini tampak dengan jelas dalam artikel 
tadi, karena Ia malah menuduh sebagal berpandangan semplt 
peblsnis·peblsnis yang membela pengaturan harga dan pendapatan," 
dua bidang yang memang serlng dikecuallkan dart mekanlsme pasar 
semata-mata. Sejak is mula! mengembangkan pemikiran 
neoliberalistisnya dalam tahun 1950-an, lama sekall !a berjuang 
seorang diri. Artikel dari 1970 lnf ditulis dalam suasana anti-bisnis. 
Ia mellhat seruan akan perlunya tanggungjawab soslal blsnis sebagal 
usaha untuk memperbaiki citra dari kegiatan mencarl untung. Baru 
dalam tahun 1980-an dengan keberhasilan ekonomi dari 
pemerintahan Presiden Ronald Reagan di Amerlka Serlkat dan 
Perdana Menter! Margareth Thatcher dl lnggrls, dan kemudlan 
dengan runtuhnya komunisme dan diakuinya globallsasi ekonomi, 
Friedman merasa pandangannya dlterima umum. la send!rl 
menggambarkan perkembangan lni dalam otobiograflnya yang dltulis 
bersama lstrinya. 

Jlka sesudah waktu sekian lama kita melihat lagl pandangan 
Friedman dart 1970, perlu kita akui pent:lngnya peranan blsnls dalam 
dunla sekarang. Dan peranan bisnis berslfat mandirl, tfdak perlu 
dlrestul oleh atau mencari perllndungan di belakang lnstansi apa 
pun. The business of business is business, "urusan blsnls hanyalah 
bisnls" adalah prlnslp yang sekarang diakui umum. Blsnls tidak perlu 
mewujudkan tujuan-tujuan lain darlpada tujuan ekonomls saja. Kinl 
cakupan blsnls malah lebih luas lagl ketimbang saat artlkellni ditulls. 
Friedman maslh menyebut rumah saklt dan sekolah sebagal contoh 
korporasl nlrlaba." Rupanya belum terbayangkan olehnya bahwa 
sektor-sektor ini pun blsa jatuh dalam cengkeraman bisnis. Saat inl 
sekurang-kurangnya sektor pelayanan kesehatan mula! digarap juga 
oleh blsnls, bukan saja di Amerlka. Dl slnf tfdak blsa d!selldiki 
pertanyaan apakah perkembangan ini pantas dlsambut dengan 
gemb!ra. 
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Perlu diakui pula bahwa perusahaan publik yang klta kenai 
sekarang telah menclptakan suatu sltuasi etls yang baru. Korporasl 
raksasa seperti Ford, Toyota, Phlllps, atau Siemens, semua memulai 
kegiatannya sebagal perusahaan keluarga, dl mana kepemlllkan dan 
manajemen berada dalam tangan yang sama. Tetapi karena sekarang 
manajemen terplsah dar! kepemilikan, para manajer memang 
mempunyai kewajiban moral untuk mengelola perusahaan sebaik­
balknya, sehingga menghasilkan laba untuk para pemegang saham. 
Mereka tldak boleh mengelola perusahaan seolah-olah menjadi 
miliknya sendiri. 

Yang perlu ditolak dalam pandangan Friedman adalah tekanan 
berat sebelah pada posisi pemegang saham. Teorl stakeholders 
adalah krltlk yang paling tepat atas pandangan Friedman lni (bdk. 
Bab 5, §4). Dl samplng stock-holders, maslh ada banyak stake­
holders lain yang semuanya berhak diperhatikan dalam pengelolaan 
blsnis. Kekurangan Friedman in! tampak dalam contoh-contoh yang 
diberlkan untuk menolak tanggung jawab soslal lain daripada 
menlngkatkan keuntungan. Di satu sisi diberi contoh: perusahaan 
tldak perlu membatalkan kenaikan harga produk deml mencegah 
terjadinya lnflasi, atau dalam menerlma tenaga baru, perusahaan 
tldak wajib memprlorltaskan tenaga kerja yang sudah lama 
menganggur. Contoh-contoh lnl dapat klta terlma. Masalah lnflasl 
atau masalah kesempatan kerja tidak secara langsung menjadl 
tanggungjawab perusahaan. Di slsllaln dlberlkan contoh llngkungan 
hldup. Friedman menegaskan bahwa perusahaan tldak wajlb 
"mengeluarkan lebih banyak blaya untuk mengurangl polusl darlpada 
apa yang perlu deml kepentlngan perusahaan dan apa yang dituntut 
oleh hukum demi teJWUjudnya tujuan soslal, yaknl memperbaiki 
llngkungan hldup"· Contoh lnl Jeb!h sullt untuk dlterlma, karena 
tanggung jawab perusahaan dl slnl tldak terbatas pada apa yang 
dlperlntahkan hukum, apalagl pada kepentingan perusahaan. 
Ungkungan hidup adalah suatu persoalan sangat penting dalam 
rangka tanggung jawab sos!al perusahaan, yang ternyata belum 
dlsadari oleh Friedman. 

3. Tanggung jawab ekonomls dan tanggung jawab soslal 

Masalah tanggungjawab soslal perusahaan dapat menjadllebih 
jelas, jika kita membedakannya dar! tanggungjawab lain. Bisnis selalu 
mem!Uk! dua tanggung jawab In!: tanggung jawab ekonomis dan 
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tanggung jawab sosial. Tetapi langsung perlu dicatat bahwa hal itu 
hanya berlaku untuk sektor swasta. Dalam perusahaan negara atau 
Bad an Usaha Millk Negara (BUMN) dua mac am tanggung jawab in! 
tidak dapat dipisahkan. Serlng terjadl, sebuah perusahaan negara 
merugi bertahun-tahun lamanya, tetapl keglatannya dibiarkan 
berlangsung terus, karena suatu alasan non-ekonornis, misalnya 
karena perusahaan itu dinUai penting untuk kesempatan kelja di suatu 
daerah. Di banyak negara, perusahaan transportasi kereta api 
mengalam.I keruglan, secara menyeluruh atau di trayek-trayek 
tertentu, tetapl hal itu tidak menjadl alasan untuk menutup 
perusahaan itu. Pertimbangan dl belakangnya adalah kepentingan 
urn urn. Adanya transportasl kereta apl dianggap begitu penting untuk 
masyarakat umum, sehinggajasa in! harus tersedia terus, walaupun 
dari segi ekonomls tidak menguntungkan. Kalau perusahaan negara 
defisit terus, tidak perlu Is bangkrut, karena selalu ada kas negara 
untuk membantu. Pemerlntah dapat mengambll keputusan untuk 
melengkapl deflslt dari kas negara, karena dlanggap perlu deml 
kepentlngan masyarakat luas. 

Perusahaan swasta tidak mempunyai jalan keluar empuk begin! 
kalau mengalaml kerugian. Kelangsungan usahanya seluruhnya 
terletak dalam tangannya sendiri. Jika mengalaml defislt untuk 
periode lama, mau tldak mau perusahaan swasta harus ditutup. Dl 
sinllah letaknya tanggung jawab ekonomls sebuah perusahaan. Ia 
harus berusaha, agar klnerja ekonomlsnya selalu balk. Dalam 
kapitaUsme liberal is tis tanggung jawab ekonomls ltu dllihat sebagal 
profit maximization a tau mendapat untung sebesar mungkin. Dalam 
Bab 5 telah klta llhat bahwa konsepslltu berat sebelah sifatnya dan 
malah berbahaya dar! sudut etlka. Namun demlklan, setelah 
dltarnbah nuansa yang semestlnya tidak bisa dlpungkirljuga bahwa 
perusahaan yang sehat harus menghasilkan laba. Modal yang 
ditanamkan di dalamnya harus diperoleh kemball dalarn jangka waktu 
yang wajar (return on investment}, bersama dengan laba yang wajar 
pula. Hal itu merupakan tanggung jawab ekonomls perusahaan. 

Jlka Milton Friedman menyebut penlngkatan keuntungan 
perusahaan se-bagal tanggung jawab soslalnya, sebetulnva is 
berblcara tentang tanggung jawab ekonomls saja, bukan tanggung 
jawab soslal. Tetapl perlu diakul, tanggung jawab ekonomls lnl 
mempunyal aspek soslal yang penting dan mungkin terutama aspek 
itulah yang mau digarisbawahl oleh Friedman. Klnerja setiap 
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perusahaan menyumbangkan kepada kinerja ekonomi nasional 
sebuah negara. Jika suatu perusahaan berhasil memainkan 
peranannya dengan balk dl atas panggung ekonoml naslonal, dengan 
sendlrinya Ia member! kontrlbusl yang berarti kepada kemakmuran 
masyarakat Hal itu terutama kita sadarl dalarn keadaan krisls, blla 
terjadl banyak pemutusan hubungan kerja dan banyak perusahaan 
harus menghentlkan kegiatannya. 

Tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya 
terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomls. Jlka kita 
berblcara tentang tanggung jawab soslal perusahaan, klta 
memaksudkan kegiatan-keglatan yang dilakukan perusahaan deml 
suatu tujuan sosial dengan tldak memperhitungkan untung atau rug! 
ekonomls. Halltu blsa terjadi dengan dua cara: posltif atau negatif. 
Secara positlf, perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tldak 
membawa keuntungan ekonomls dan semata-mata dilangsungkan 
deml kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok dl 
dalamnya. Contohnya adalah menvelenggarakan pelatlhan 
ketrampllan untuk penganggur atau mendlrikan panti asuhan untuk 
anak-anak yatlm platu. Jlka perusahaan melibatkan dlri dalam 
keglatan serupa ltu, ia hanya mengeluarkan dana dan tldak mendapat 
sesuatu kembaU. Tujuannya semata-mata soslal dan sarna sekall 
tldak ada maksud ekonomls. Secara negatlf, perusahaan bisa 
menahan diri untuk tldak melakukan keglatan-kegiatan tertentu, yang 
sebenamya menguntungkan dar! segi bisnls, tetapi akan meruglkan 
masyarakat atau sebaglan masyarakal Keglatan-keglatan ltu blsa 
membawa keuntungan ekonomis, tap! perusahaan mempunyal 
alasan untuk tldak melakukannya. Dl sin! dapat ditunjukkan banyak 
contoh di bldang lingkungan hidup. Mfsalnya, bag! suatu pabrlk 
kertas, yang paling menguntungkan dar! segl ekonomls adalah 
membuang llmbah industrlnya ke dalam sungal saja. Setiap cara 
lain akan mengaklbatkan blaya produksl nalk, sehingga dar! segl 
ekonomls menjadl tldak menarik. Membuang llmbah industri ltu di 
tern pat lain akan memlnta biaya transportasi yang besar. Membangun 
lnstalasl pengolah limbah hingga menjadl cairan yang tldak 
berbahaya, akan meminta biaya leblh besar lagi. Darl segi ek.onomis, 
jalan keluar yang paling efektlf adalah membuang limbah ke dalam 
sungal. Setlap cara lain akan memberatkan pengeluaran bag! 
perusahaan, sehlngga mengurangi keuntungan. Hanya saja, 
membuang llmbah dalarn sungal akan merugikan banyak plhak lain. 
Masyarakat dl sekltar pabrik tldak lagi bisa memanfaatkan air sungai 
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untuk keperluan rumah tangga, seperti mandi atau cuci pakaian. 
Para petani tidak lagi blsa memakai air untuk lrigasi sawah. lkan 
dalam sungai akan mati semua dan seluruh ekosistemnya terganggu. 
Untuk pabrik kertas ltu membuang llmbah dalam sun gal adalah car a 
kerja yang paling ekonomis, tetapl sungai ltu bukanlah millk 

. perusahaan saja. Banyak pihak lain terkena karena utah pabrik kertas 
itu. 

Jika kita membedakan tanggungjawab sosial dalarn arti positif 
dan dalarn arti negatlf, langsung menjadl jelas konsekuenslnya dalam 
rangka etika. Bisnis memang memlkul tanggung jawab dalam artl 
negatif karena tidak boleh melakukan kegiatan yang meruglkan 
masyarakal PerUaku para manajer pabrik kertas dalam contoh tad! 
harus dinllal tidak etis, karena sangat merugikan masvarakat 
sekitarnya. Seandalnya tidak (atau belurn) dliarang oleh hukum, 
pembuangan llmbah ke dalaln sungal tetap tldak boleh dilakukan, 
karena meruglkan orang lain adalah tindakan yang selalu tidak etls. 
Suatu contoh yang sudah dapat dianggap klasik tentang tanggung 
jawab sosial dalam art! negatif adalah kasus susu formula Nestle (§ 
5, nr. 1). Darl segi ekonomis, strategi Nestle untuk mencari pasar 
baru di dunia ketlga, dapat dipahami. Tetapl dengan derniklan mereka 
merugikan kesehatan bayi di sana, karena hila dl Amerika Serlkat 
sudah leblh baik para lbu memberi ASI kepada baylnya apalagl dl 
negara-negara berkembang. Memang boleh dlkatakan, strategi bisnis 
In! rriembunuh bay! (walaupun tldak secara langsung) dernl perolehan 
untung. Dapat dicatat lag!, dengan strategi blsnls ini Nestle tldak 
melanggar peraturan hukum apa pun, darl Amerlka ataupun dar! 
negara lain. Namun demlkian, cara berbisnls lnl tetap tidak 
diperbolehkan, karena jelas tldak etls. 

Suatu kasus lain sudah beberapa kali terjadl dl benua Amerlka. 
Perusahaan buah kaleng yang besar dar! Amerlka Serlk8t membeH 
tanah subur dar! petani kecil di Am erika Tengah buat produksl buah 
ekspor. Perkebunan raksasa yang mereka bangun blsa menguasal 
hamplr seluruh tanah subur dl suatu daerah. Tetapi sesudah beberapa 
waktu keadaan ltu dapat mengaklbatkan kelaparan bagl masyarakat 
setempat, karena pemasokan pangan selama inl dengan mendadak 
terputus. Dengan saclar atau tldak, perusahaan Amerlka Serlkat 
menyebabkan kerugikan bag! masyarakat ltu dan harus memlkul 
tanggung jawabnya, walaupun dalam hallni mereka tldak melakukan 
sesuatu yang llegal. Masalah kelaparan ltu disebabkan oleh keglatan 
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ekonomis mereka. Karena itu mereka harus memikul tanggungjawab 
sosial dalam artl negatlf ini, artinya membeli tanah subur yang bisa 
mengakibatkan kondlsi tadi, harus dinilai tidak etis. 

Kalau perusahaan pastl terlkat dengan tanggungjawab soslal 
dalam artl negatlf, hal yang sama tldak dapat dlkatakan tentang 
tanggung jawab dalam arti posltlf. Thnggung jawab terakhir in! tidak 
bisa diwajlbkan kepada bisnis, karena tidak pernah suatu perusahaan 
berkewajiban untuk secara positif mewujudkan tujuan-tujuan sosial 
yang tldak sejalan dengan tujuan-tujuan ekonomlsnya. Tidak 
menjadl tanggung jawab perusahaan untuk memajukan kesehatan 
bay! pada umurnnya atau memerangi kelaparan yang terjadl dalam 
masyarakat. lldak pernah perusahaan wajlb mendlrlkan pant! 
asuhan, membangun pollkllnik untuk rakyat miskln, membuka 
perpustakaan untuk masyarakat umurn, dan sebagalnya. Sangat 
terpuji memang, jtka perusahaan melakukannya, tetapl mereka tldak 
wajlb. Hal seperti itu dalam etika dlsebut perbuatan-perbuatan 
supererogatoris (supererogatory acts), perbuatan-perbuatan yang 
meleblhl apa yang dlwajibkan secara moral. Dan tanggung jawab 
selalu berkaitan dengan yang wajlb dilakukan. 

Dengan demlklan menjadljelas juga jawaban atas pertanyaan: 
bagalmana kewajlban perusahaan, jlka terjadl konflik antara 
kepentlngab ekonomls dan kepentlngan soslal? Masalah lni dapat 
dlbahas dengan bertolak dar! suatu sltuasi konkret. Dalam suatu 
kota kecU, kehldupan sebaglan terbesar penduduknya tergantung 
pada suatu lndustrl tertentu. Jlka pabrlk Itu tutup, tldak tersedia 
kesempatan kerja lain. Tetapl pabrlk ltu adalah mlllk sebuah 
konglomerat yang menguasal banyak perusahaan dl kota-kota lain. 
Semua perusahaan ltu berklnerja bagus, hanya pabrlk satu ltu 
mengalaml kerugfan. Sudah diupayakan restrukturasl dan tlndakan 
manajeriallaln, tetapl tldak pernah berhasil. Jlka pabrlk ini dltutup, 
tlngkat kemlsklnan dl kota kecil itu akan naik drastis. Apakah 
konglomerat 1tu wajib tetap mempertahankan pabrik ltu? Apakah 
mereka wajlb mengorbankan kepentingan ekonomls yang terbatas 
lni kepada kepentlngan soslal dari kota kecU tersebut, karena secara 
menyeluruh sebagal konglomerat setiap tahun mereka memperoleh 
laba cukup besar? Secara konsekuen harus klta katakan, konglomerat 
itu tidak wajlb mempertahankan pabrlk yang merugl itu. Dalam 
mengambU keputusan, mereka tentu tidak boleh menutup mata 
terhadap aklbat-aklbat sosialnya, tetapi jlka sudah diusahakan 
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perbalkan ekonornis dan tidak berhasil, mereka tidak wajib tetap 
menerima kerugian ekonomis itu demi suatu tujuan di luar bisnis. 
Kesempatan kerja adalah urusan pemerlntah, bukan urusan blsnis. 
Karena itu jalan keluar terbaik dart kesulltan semacam itu adalah 
kerja sama antara pemerlntah - pemerlntah setempat atau 
pemerlntah pusat- dengan bisnls. Jlka kesempatan kerja di tempat 
itu sungguh penting, pemerlntah hangs menawarkan fasilltas khusus~ 
sepertl kredit dengan syarat lunak atau keringanan pajak, yan!~ 
memungkinkan konglomerat untuk mengatasi kerugian fmansialnya 
dan membuka perspektif baru untuk mencapai keseimbangan 
ekonomis. Klni dl negara-negara industri serlng dapat disakslkan 
kerja sama sema<:am ltu antara pemerlntah dan blsnls. 

Kasus tentang tanggung jawab sosiat perusahaan 

§ 5, kasus 2: "Muslbah pabrik Union Carbide dl Bhopal" 

kasus 3: Pabrik Multi Blntang dl Surabaya 

4. Kinerja Soslal Perusahaan 

Jlka kita menyimak sejarah lndustrl, memang ada pengusaha­
pengusaha besar yang memperoleh nama harurn bukan saja karems 
keberhasllan di bldang blsnls tetapl juga sebagal filantrop. Beberapa 
nama terkenal adalah Andrew Carnegie (1835-1919), raja best dan 
baja Amerlka dar! abad ke-19, John Rocke-feller (1839-1937), raj11 
mlnyak dl Amerika Serikat, dan putranyaJohn Rocke-feUer Jr. (187 4-
1960), Henry Ford ( 1863-197 4), pengusaha yang untuk pertama 

Perusahaan untuk menginvestasl dana dalam program-pro·­
gram khusus. Rupanya blsnls Am erika untuk pertama kalf memahami 
kenyataan ini. Perusahaan-perusahaan Jepang dalam hal lnl belaj8J!' 
dart blsnis Amerika. Blla beroperasi dl luar negeri, mula-multi 
perusahaan-perusahaan Jepang hanya memperhatlkzm aspek-aspek 
ekonomls dart usahanya. Lama-kelamaan mereka menginsafl bahwa 
aspek-aspek sosial pun tldak boleh dlabalkan. Contoh yang menarl•t 
adalah manajer dart Mitsubishl, yang setelah se1esai tugasnya dl 
Amerika Serlkat mula! mempraktekkan cara In! pada perusahaannycl 
sendlrl sekemballnya ke Jepang. Di Indonesia klta hanya dapatt 
mengharapkan bahwa blsnls akan semakln memahaml pentlngnycl 
klnerja soslal perusahaan. Jika klta mengfkuti pemberltaan tentanH 
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perusahaan besar seperti Caltex di Rlau atau Freeport dl Papua, tidak 
dapat dihindari kesan bahwa bagi mereka hubungan baik dengara 
masyarakat setempat merupakan hal yang sangat mendesak. Dan 
perusahaan lebih keen pun dapat memperoleh banyak manfaat, jlka 
kinerja sosial dlmasukkan dalam agenda usaha mereka. 

<Jpaya kinerja sosial perusahaan sebaiknya tidak dlkategorikan 
sebagai pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan. Walaupun 
tidak secara langsung dikejar keuntungan, namun usaha-usaha 
kinelja sosiallni tidakblsa dllepaskan dari tanggungjawab ekonomis 
perusahaan. Dl sini tetap berlaku bahwa blsnis bukan karya amal. 
Dan perbedaan yang menentukan an tara keduanya adalah pencarian 
keuntungan. Hanya saja, keuntungan blsa dicari secara langsung 
atau melalui jalan putar yang panjang. Kinerja soslal perusahaan 
akhlmya bertujuan juga untuk men carl keuntungan. Bahkan kasus 
yang pemah diajukan sebagat contoh perllaku berkeutamaan dar! 
perusahaan farmasl Mer<::k mudah dapat ditempatkan dalam konteks 
klnerja sosial ini (Bab 2, § 4). Bagaimana pun juga, Merck sudah 
menglnvestasi banyak uang dalam mengembangkan obat Mectizan 
itu. Ketlka ternyata tldak bisa dibell oleh masyarakat Afrika yang 
mernbutuhkannya, Merck sendlri membagl obat lnl dengan gratis dl 
tempatnya. Dengan demlklan mereka sempat menlngkatkan nama 
baiknya dl mata masyarakat Konsepsl klnerja soslal ini memang 
tldak asing terhadap tanggung jawab ekonomis perusahaan, tetapl 
konsepsllnl sangat cocok juga dengan paham stakeholders man­
IJ(Jement. Citra baik merupakan aset yang sangat berharga bagl 
sebuah perusahaan. Dan tldak boleh dllupakan bahwa citra balk itu 
dibentuk dalam hubungan dengan semua stakeholders. 

5. Beberapa kasus 

5.1. Susu formula Nestle 

Hanya sebaglan kecil dar! lbu-ibu muda tidak bisa 
menyusul anaknya sendiri. Untuk membantu mereka, pada 
akhir abad ke-19 dlkembangkan susu formula sebagal 
penggantl Air Susu lbu (ASI). Tetapi karena peibagai alasan, 
lama-kelamaan semakin banyak ibu mulai member! susu botol 
kepada baylnya. Dl Amerlka Serlkat antara 1950-1970 hanya 
sekltar 22 persen lbu-lbu maslh member! ASI kepada baylnya. 
Jadl, sekltar 78 persen member! susu formula. lndustri susu 
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formula menjadi bisnis yang penting. Tetapi sekitar pertengahan 
1970-an keblasaan lnl mula! berubah. Diperkirakan, sekltar 
1978 persentase ibu-ibu yang memberi susu formula berkurang 
sampal 50 persen. Alasannya, secara ilmiah telah terbukti 
bahwa ASijauh lebih balk untuk kesehatan bayi. Penyusutan 
pasar lnl tentu merupakan pukulan berat untuk produsen susu 
formula. Mereka mencari jalan keluar dengan memasarkan 
produknya di Dunia Ketlga. <Jsaha lni dlpelopori oleh Nestle, 
suatu korporasl multlnaslonal terbesar di bldang produksi 
makanan, yang berasal dart Swiss. Dladakan kampanye 
promosl besar-besaran, yang menurut banyak pengamat 
melanggar etika. Dalam kampanye itu dipergunakan !klan 
seperti "lbu modem tahu yang terbalk untuk bayinya, yaitu susu 
formula Nestle", "lbu yang menyayangi anaknya tentu member! 
susu formula Nestle". Di samping itu dlbagJ sample kepada 
dokter, bidan, atau petugas kesehatan lain untuk dlsalurkan 
kepada ibu-lbu baru. Dokter spesialls kebidanan dan dokter 
spesialls anak diberl hadiah, jlka mereka mempromosikan susu 
formula Nestle kepada paslennya. Wanita muda berpakalan 
perawat dlklrim ke desa-desa untuk mempromoslkan susu for­
mula. Dl mata banyak ibu dart Dunla Ketlga, apa yang berasal 
dar! Amerlka Serlkat atau negara Barat lain tentunya paling 
balk untuk kesehatan dan pertumbuhan bay! mereka, padahal 
yang paling baik adalah ASI mereka sendlrl. Jlka ASI sudah 
leblh sehat til Am erika, apalagi dl Dunia Ketlga. Menurut para 
ahll glzi, terutama ada lima alasan untuk member! ASI kepada 
bay! dl negara-negara berkembang. 

(1) Dar! segl ekonomi: member! susu botol akan 
menambah beban bagi keluarga yang sudah mlskin; 
leblh balk uang itu dipakal untuk menlngkatkan glzi 
dari ibu-ibu yang menyusul. 

(2) Pencegahan infeksl: melalul ASI bay! mendapat 
antibodi. 

(3) ASIIebih bergizl; susu formula yang paling bermutu 
pun kalah dengan ASI. 

(4) ASIIebih higlenls; air yang dltambah pada bubuk 
susu serlng terkontamlnasi atau botol dan dot tldak 
bersih. 

(5) Dengan member! ASI dlkurangl rislko untuk 
kehamUan baru. 

7imggung JIJwiJb PerUSIJhiJIJn / 197 



Alasan-alasan inl amat meyaklnkan untuk memberi ASl 
kepada bayi di negara-negara berkembang. Karena ltu 
kampanye promosi Nestle ini menimbulkan kemarahan banyak 
orang. Beberapa L.SM mengadakan aksi melawan perusahaan 
Nestle, antara lain dengan menyebarkan di berbagai negara 
brosur berjudul Nestle Kills Babies. Jutaan orang dari puluhan 
negara bergabung dalam The International Nestle Boyt:>otyang 
memboikot semua produk Nestle dan berlangsung selama 
enam setengah tahun. Boikot lni diselenggarakan oleh The 
Infant Formula Action CoaUtion (INFACT). 

Pada Mel 1981 , dalam World Health Assembly yang 
diselenggarakan oleh WHO dan UNICEF, diterima sebuah kode 
etik pemasaran susu formula yang dlsebut International Code 
of Marketing for Breastmilk Substitutes. Dalam pemungutan 
suara, dari 119 wakll negara yang hadlr, hanya satu menolak, 
yaitu Amerika Serikat, yang pada waktu itu dlpimpin oleh 
Presiden Ronald Reagan. Kode etik yang meliputi delapan 
halaman lnl melarang setiap cara pemasaran yang tldak 
mengakui dengan jelas keunggulan ASI dl atas susu formula. 
Tetapl kesulltannya adalah bahwa pelaksanaannya tldak bisa 
diberikan sanksl dan lnterpretasi otentlk kalau tidak dljadlkan 
peraturan hukum oleh maslng-maslng negara. Larna-kelamaan 
Nestle dapat menerima semua ketentuan, dan pada 26 Januarl 
1984 boikot lnternasional dlhentlkan oleh INFACT. Nestle malah 
menjadl produsen susu formula pertama yang menghllangkan 
gambar bay! montok dari kaleng produknya. 

(Sumber: Th. Donaldson/P. Werhane (eds.), Elhicill Issues in 
Business, hlm.187-199; W ShawN. Barry (eds.), Morlll Issues in 

Business, hlm. 227-231). 

5.2. Mus/bah pabrik Onion Carbide di Bhopal 

Pada 3 Desember 1984 malam pkl. 00.40 terjadl 
kecelakaan besar dalam pabrlk pestlslda millk Union Carbide 
di kota Bhopal di negara baglan Madya Pradesh, India. Sampal 
saat ltu belurn pemah terjadi kecelakaan industrl pada skala 
begltu besar. Muslbah lni menewaskan seketlka leblh dari 2000 
orang. Harl-harl berikut jurnlah korban matl naik lagi sampai 
3500 orang. Dlduga, ada 5000 orang menjadl buta dan 
200.000 orang mengalaml gangguan kesehatan lainny a Sebab 
kecelakaan adalah kebocoran methyl Isocyanate (MIC) dari 
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tangki E61 0 yang menyimpan 40 ton lebih dari bahan kimia 
yang sangat berbahaya ini. Agaknya kebocoran lni disebabkan 
karena salah satu plpa baru saja dlberslhkan, sehingga air 
masuk ke dalam tangkl. Hal itu mengakibatkan suhu MIC, yang 
disimpan dalam bentuk calran, naik terus sehlngga tekanan 
gas yang terbentuk membuat tangki meledak. Awan gas maut 
yang keluar dar! tangkl menyelimutl kampung kumuh dl sekitar 
pabrlk dan meluas sampal mengena sebagian besar kota 
Bhopal yang saat itu sedang tidur lelap. 

Tidak lama sesudahnya timbul pertanyaan siapa yang 
bertanggungjawab atas kejadian tragis lnl. Sepertl sering teljadl, 
kecelakaan ini pun disebabkan oleh pelbagai faktor berbeda 
yang memalnkan peranan sekaligus. Pabrlk dl Bhopal lnl 
memproduksi pestlsida Sevin yang sangat pentlng untuk 
pertanian India, khususnya pestlslda inl dianggap efektff pada 
kedele. Sesual dengan kebijakan pemerlntah India, manajemen 
pabrik seluruhnya dipegang oleh orang India. Tetapi pabrik lnl 
sedang merugl dan hanya memakal 40 persen dart 
kapasitasnya. Jtmlah l<aryawan telah dikurangi. Sebetulnya Sevin 
blsa dilmpor dar! Amerlka dengan harga leblh murah. Union Car­
bide sudah mula! memlklrkan untuk menjual pabrlknya di India 
in!. Tetapi pemerlntah India tentu lngln sedapat mungkln 
mempertahankan kesempatan kelja. Pemerlntah India juga 
membiarkan orang-orang mlskln mernbangun daerah kwnuh 
di sekitar pabrik yang berisiko tlnggllni. Sebagai pemillk mayoritas 
saharn, Union Carbide Amerika mempunyai tanggung jawab 
khusus. Peraturan keamanan untuk pabrik di Bhopal kurang 
Ketimbang pabriknya dl Virginia, Am erika, yang juga memproduksi 
MIC. lnspeksi terakhlr darl pabrik dl Bhopal dllakukan oleh tim 
Amerika pada Mel 1984. Pad.a waktu ltu dJtemukzm sepuluh 
kekurangan pada tangki-tangki MIC. 11dak jelas sejauh mana 
kekurangan-kekurangan ltu telah dlperbalkl pada saat kecelakaan, 
tetapl yang pasti adalah bahwa lima slstem pengaman tangkl 
yangbisa mencegah terjadlnya kecelakaan, pada saat yang kritis 
itu tidak berfungsl. Bagalmanapun kita hendak membagf 
tanggungjawab pemerintah India, manajemen lokal. dan pemllik 
Amerika itu, kecelakaan yang merugikan begftu banyak orang 
semestlnya tidak pemah terjadl 

(Sumber: R. De George, Competln[j with Integ~ him. 80-95; J . 
Boatright. Ethics llFld the Conduct of Business, him. 425-433). 

7imggung JllWllb PerUSiiMlln / 199 



~ . 
5.3. Pabrlk .Multi Bintang di Surabaya 

Ketlka saya memutuskan agar PT Multi Bintang Indone-­
sia membangun fasilitas pengolahan llmbah (waste-water 
treatment plant) dl Surabaya pada 1984, mula-mula saya 
dlanggap tldak raslonal. Hampir semua eksekutif Multi Bintang 
geleng-geleng kepala. Soalnya, mesin yang dlperlukan amat 
mahal harganya: OS$ 2 juta. Pembel!an mesln tersebut 
dianggap investasl yang tidak meningkatkan produks~ atau aset 
yang tidak produktif. Tetapi saya kukuh bahwa pengeluaran 
untuk fasllitas itu bukan "biaya", melainkan "investasl" unit k 
jangka panjang. Hasllnya bisa dilihat sampai sekarang: tidak 
ada Jag! pengaduan dan prates masyarakat terhadap Umbah 
pabrlk. 

Waktu itu saya sudah merasakan benar perlunya 
reorlentasi ke stakeholder-management, karena hamplr tiap 
harl pabrik Multi Blntang dl Surabaya ltu dlprotes gara-gara 
limbah .•. 

(Sumber: Tanrl Abeng, Dtlri mejtJ Tllnrl Abeng, Jakzuta, Pustaka 
Sinar Harapan, 1997, hlm. 191). 

6. Dasar etika untuk tanggung jawab terhadap Ungkungan 
hJdup 

Hasil anallsis klta sampai sekarang adalah bahwa hanya 
manusla mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungan. 
Walaupun manusla termasuk alam dan sepenuhnya dapat dianggap 
sebagal baglan alam, namun hanya dialah yang sanggup melampaui 
status alaminya dengan memikul tanggung jawab. lsi tanggung 
jawabnya dalam konteks ekonoml dan blsnis adalah melestarikan 
llngkungan hldup atau memanfaatkan sumber daya alam demlkian 
rupa sehlngga kualltas llngkungan tldak dikurangl, tetapi bermutu 
sama seperti sebelumnya. Kegiatan ekonomisnya harus 
memungkinkan pembangunan berkelanjutan. Di slnl klta mencarl 
dasar etika untuk tanggung jawab manus! a itu Seperti sering terjadi, 
dasar etika ltu dlsajlkan oleh beberapa pendekatan yang berbeda. 

6.1 HIJk dan deontologl 

Dalam sebuah artikel terkenal yang untuk pertama kali 
terblt pada 197 4, William T. Blackstone mengajukan piklran 
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bahwa setiap man usia berhak atas llngkungan berkualltas yang 
memungkinkan d!a untuk hid up dengan baik.la menyebutnya 
the right to a livable environment Lingkungan yang berkualitas 
tidak saja merupakan sesuatu yang sangat dlharapkan, tetapi 
juga sesuatu yang harus dlrealisaslkan karena menjadl hak 
setiap manusia. Blackstone menslnyalir bahwa para politlsi -
secara lmpllslt maupun ekspllsit- mula! berbicara tentang hak 
serupa itu, jfka mereka membahas permasalahan lingkungan 
hldup. Dari segi etika, cara berblcara itu dapat dlbenarkan, 
karena ada alasan kuat untuk mengakul adanya hak ltu. 
Memang betul, dulu hak seperti itu tidak pernah disebut-sebut 
Tahu-tahu hak atas llngkungan yang berkualitas muncul sebagai 
suatu hak baru Akan tetapl, jangan klta lupa, hal ttu terjadi 
karena seluruh permasalahan sekitar lingkungan hidup 
merupakan sesuatu yang baru. Hak moral ini baru sekarang 
tampil ke permukaan, tetapl secara impllsit selalu sudah ada. 
~tapt kalau hak inl sungguh-sungguh ada, orang lain wajlb 
memenuhinya. Dan hal itu baru menjadi aktual dalam situasi 
klta sekarang. 

Mengapa manusta berhak atas llngkungan yang 
berkualltas? Karena !a mempunyal hak moral atas segala 
sesuatu yang perlu untuk hidup dengan pantas sebagai 
manusla, artlnya yang memungklnkan dla memenuhi 
kesanggupannya sebagal makhluk yang rasional dan bebas. 
Pada zaman klta sekarang seseorang tldak blsa hldup pantas, 
blla tidak dapat mengandalkan llngkungan yang sehat dan balk. 
Akibatnya Ia sungguh-sungguh memiliki hak moral ini, yang 
sebaiknya dijadlkan juga hak legal, supaya leblh efektif. 

Jika klta memang mempunyai hak atas llngkungan yang 
berkualit.as, bisa saja hak In! mengalahkan hak-hak.lain. Menurut 
Blackstone, hal ftu klni menjadl aktual dengan hak-hak 
ekonomls yang didasarkan atas hak milik prlbadl. Dalam 
konteks ekonoml pasar bebas, setiap orang berhak untuk 
memakal millknya guna menghasllkan keuntungan. Tetapi hak 
atas llngkungan yang berkualltas blsa saja mengalahkan hak 
seseorang untuk memakai miliknya dengan bebas. Jika 
perusahaan memlllkl tanah sendlrl, ia toh tldak boleh 
membuang llmbah beracun dl situ, karena dengan ltu Ia 
mencemarlllngkungan hidup yang tidak pemah menjadl mlllk 
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pribadi begitu saja. Contoh lain adalah pemllikan pohon. Dapat 
dibenarkan, bila pemerintah melarang para warganya 
menebang pohon milik sendiri dengan seenaknya. ·Pohon 
adalah unsur berharga dalam lingkungan hidup, sehingga bisa 
saja dlbuat peraturan bahwa pohon - termasuk pohon milik 
prlbadi - tldak boleh ditebang tanpa izin khusus, yang tidak 
dJkeluarkan bila tidak ada alasan yang meyakinkan. Dengan 
banyak cara lain lagi hak milik pribadi dari beberapa orang 
bisa dibatasi atau malah dikalahkan oleh hak seluruh 
masyarakat atas llngkungan berkualltas. Pandangan hak lni 
akhlrnya berdasarkan teori deontologi yang menegaskan bahwa 
manusla selalu harus dlperlakukan juga sebagai tujuan pada 
dirlnya dan tidak pernah sebagal sarana belaka. 

Jlka klta bisa menyetujui hak atas lingkungan berkualltas 
lnl pada taraf teori, maka pada taraf praktek masih-tlnggal 
banyak kesulitan. Tldak menjadi jelas sejauh mana hClk atas 
mllik pribadl atau hak atas usaha ekonomis harus dibatasi. 
Apakah kita harus melarang segala macam polusi atau 
menentukan suatu ambang toleransi? Kalau kita memilih 
toleransl, toleransi ltu mestlnya sampa.l di mana? Apakah kita 
harus melarang produksl barang yang tertentu? Siapa yang 
harus membayar blla lingkungan sampai dlrusak? Stapa harus 
menanggung blaya, jika klta putuskan melestarlkan llngkungan 
untuk masa mendatang? Semua pertanyaan in! tidak bisa 
dijawab dengan hanya mengacu kepada hak. 

Dalam konteks hak dan lingkungan hidup kerap kall 
dJperdebatkan lag! pertanyaan apakah kita harus mengakul 
adanya hak untuk generasl-generasl yang akan datang dan 
malah binatang atau barangkall malah pohon dan makhluk 
hldup lalnnya? Masalah kontroverslallnl ditanggapl oleh para 
ahli etika dengan cara yang berbeda. Ada etikawan yang amat 
yakln tentang adanya hak untuk generast-generasl yang akan 
datang dan malah untuk binatang. Etlkawan lain menolak 
dengan tegas hak-hak serupa itu. Kaml berpendapat bahwa 
lstllah "hak" dipakai dalam arti kiasan saja, blla orang berblcara 
tentang hak generasi-generasi yang akan datang dan hak 
binatang." Hak dalam art! yang sebenarnya selalu 
mengandalkan subyek yang raslonal dan bebas, jadi manusia 
yang hldup. Hanya saja, dengan menyangkal adanya hak-hak 
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ini, kita tidak menyangkal adanya kewajiban untuk me-wariskan 
llngkungan hidup berkualitas kepada generasi-generasi yang 
akan datang dan kewajiban untuk memellhara keanekaan 
hayatl. Walaupun serlng kall kewajlban dart plhak satu sepadan 
dengan hak dari pihak lain, di sin! tidak dem.lkian. Sumber bag! 
kewajiban kita di slni adalah tanggung jawab kita terhadap 
generasi-generasi sesudah kita dan keanekaan hayati, bukan 
hak-hak mereka. 

6.2 atl'litar/sme 

Teori utilitarisme dapat dJpakai juga guna menyediakan 
dasar moral bagi tanggung jawab kita untuk melestarikan 
lingkungan hidup. Malah utilltarisme bisa menunjukjalan keluar 
bagi beberapa kesulitan yang dalam hal inl ditimbulkan oleh 
pandangan hak. Menurut utilltarisme, suatu perbuatan (atau 
aturan) adalah balk, kalau membawa kesenangan paling besar 
untuk jumlah orang paling besar atau- dengan kata lain- kalau 
memaksimalkan manfaat Kiranya sudah jelas, pelestarian 
lingkungan hldup membawa keadaan paling menguntungkan 
untuk seluruh umat manusla, termasukjuga generasl-generasl 
yang akan datang. Jika kelompok terbatas - mlsalnya, para 
pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) - mengeksploitasl 
alam dengan seenaknya dan dengan demlkian memperoleh 
untung banyak, hal itujustru bisa mengaklbatkan kondlsl yang 
membawa penderitaan besar bagi banyak orang. Jika kita t!dak 
menjalankan pembangunan berkelanjutan, kita akan merugikan 
semua generasl sesudah kita. Perhitungan ekonomls t!dak boleh 
dibatasl pada keuntungan untuk kelompok kecll atau saat 
sekarang saja. 

Dalam perspektlf utilltarlsme, sudah menjadi jelas 
bahwa lingkungan hldup tldak lagi boleh diperlakukan 
sebagal suatu eksternalltas ekonomls. Perhltungan cost­
benefit pada dasarnya menjalankan suatu pendekatan 
utilltarlstis, tetapl - kalau begltu - dampak ekonomis atas 
lingkungan hidup harus dlmasukkan dl dalamnya. Jika 
dampak atas lingkungan tidak dlperhltungkan dalam blaya 
- manfaat, pendekatan itu menjadi tldak etis, apalagl jlka 
kerusakan lingkungan dlbebankan pada orang lain. 
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6.3 Keadilan 

Pendasaran bagi tanggung jawab untuk melestarikan 
llngkungan hldup, dapat dicari juga dalam tuntutan etis untuk 
mewujudkan keadilan. Kalau begltu, keadUan di sini harus 
dlpahami sebagal keadllan distrlbutlf, artlnya keadilan yang 
mewajlbkan kita untuk membagi dengan adU. Sebagalmana 
sudah kita lihat, lingkungan hldup pun menyangkut soal 
kelangkaan dan karena itu harus "dlbagl" dengan adil. Perlu 
dlanggap tidak adll, blla kita memanfaatkan alam demlkian 
rupa, sehlngga orang lain - misalnya generasl-generasi yang 
akan datang - tldak lag! blsa memakai alam untuk memenuhi 
kebutuhan mereka dengan baik. Hal in! dapat dijelaskan dengan 
pelbagal cara. Dl bawah inl kaml menyajlkan tlga cara, tetapl 
tidak mustahil ada cars lain lag! untuk mengaitkan keadilan 
dengan masalah Ungkungan hldup. 

a. Persamaan 

Jika blsnls tldak melestarikan llngkungan, akibatnya 
untuk semua orang tldak sama. Dengan cara 
mengeksploltasl edam In! para pemlllk perusahaan -
termasuk pemegang saharn - justru akan maju, tetap! 

- terutama orang kurang marnpu akan dlrugllam. Dalarn 
studi-studl ekonoml, sudah sering dlkemukakan bahwa 
aklbat buruk dar! kerusakan llngkungan hldup terutama 
dlrasakan oleh orang miskln. Mereka pertama-tama 
terkena, blla terjadl kemarau berkepanjangan atau banjlr 
akibat kerusakan llngkungan. Atau klta llhat saja 
bagaimana keadaan dl perkarnpungan kumuh yang 
mengellllngl banyak daerah Industrl. Hal-hal semacam 
itu harus dlnllal tldak adll, karena menurut keadllan 
distrlbutlf semua orang harus diperlakukan dengan cara 
sama, jika tidak ada alasan relevan untuk memperlakukan 
mereka dengan cara berbeda. Gagasan lnl sudah kita 
kenai sebagal "prlnsip formal keadllan distributlf" (Bab 3, 
§ 3). Llngkungan hldup harus dllestarikan, karena hanya 
cara memakal sumber daya alarn itulah memajukan 
persama-an (equality}, sedangkan cara memanfaatkan 
alam yang merusak llngkungan mengakibatkan 
ketldaksamaan, karena membawa penderitaan tambahan 
khususnya untuk orang kurang mampu. 
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b. Prinsip penghematan adil 

Dalarn rangka pembahasannya tentang keadilan 
dlstrlbutlf, John Rawls pun berblcara tentang masalah 
lingkungan hidup, tetaplla mengaitkannya bukan dengan 
keadaan sekarang, melalnkan dengan generasi·generasi 
yang akan datang. Klta tidak berlaku dengan adil, bila 
kita mewarlskan lingkungan yang rusak kepada generasi­
generasl sesudah kita. Untuk itu Ia merurnuskan the just 
savings principle, "prlnsip penghematan ad !I". Artlnya, 
kita harus menghemat dalam memakai sumber daya 
alam, sehingga maslh tersisa cukup bag! generasl­
generasi yang akan datang. Waktu Rawls merurnuskan 
prlnsip ini agaknya ia terutama memlkirkan surnber daya 
alam yang tidak bisa dlperbaharul sepertl batu bara, gas, 
logam, dan mlnyak bum!. Tetapl surnber daya alam 
semacam itu mau tidak mau kita hablskan, blla kita pakai 
terus. KaJau klta mengekstraksi minyak bumi sekarang, 
tldak mungldn ldta serentakjuga menyimpannya untuk 
semua generasi yang akan datang. Keadllan hanya 
menuntut bahwa klta meninggalkan sumber-sumber 
energl alternatlf bagl generasl-generasi sesudah ldta. 
Tetapl prinslp penghematan adll leblh mendesak untuk 
dlterapkan pada lntegrltas aJam. Kita wajlb mewarlskan 
llngkungan hldup yang utuh kepada generasl·generasl 
mendatang, agar mereka bisa hidup pantas sepertl klta 
sekarang in!. Supaya leblh konkret, dl sin! boleh klta 
lngat akan masalah pemanasan bum! atau lubang 
laplsan ozon. 

Rawls mendasarl prlnslp inl dengan cara yang sama 
sepertl prlnslp·prlnslp lain yang sudah klta l!hat 
sebelumnya (Bab 3, §4). Kfta harus memasukl poslsl asali 
(original posiUon) - katanya - dl mana kita tidak tahu 
akan termasuk generasl mana. Dalam posisf ltu tentu klta 
menghendaki, agar generasl-generasi sebelurn kita akan 
meninggalkan llngkungan hldup dalam keadaan utuh bagi 
kita. Karena ltu daJam posisl asaJi, semua generasi akan 
menerlrna prinslp penghematan adll sebagal cara yang 
adll untuk membagl. 
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c KetJdl!an sos/al 

Masalah llngkungan hldup dapat disoroti juga dari 
sudut keadUan sosial. Sebelumnya keadUan soslal sudah 
dljelaskan menurut perbedaannya dengan keadilan Indi­
vidual (Bab 3, §2, nr.3). Pelaksanaan keadilan lndMdual 
semata-mata tergantung pada kemauan balk (atau buruk) 
dari lndvldu tertentu. Pelaksanaan keadUan sosial justru 
tidal< tergantung pada kemauan orang Yang tertentu, 
melalnkan pada struktur-struktur yang terdapat dalam 
masyarakat di bidang polltik, sosial, ekonomi, kultural, 
dan sebagalnya. Secara tradislonal, keadilan sosial hamplr 
selalu dlkaltkan dengan kondlsl kaum buruh dalam 
lndustrlallsasl abad ke-19 dan ke-20. Pelaksanaan keadilan 
dl bldang kesempatan kerja, pendldikan, pelayanan 
kesehatan, dan sebagalnya, tidak tergantung pada satu 
orang, perusahaan, sekolah, rumah saklt, atau 
sebagalnya. Keadilan sosial d! sektor pelayanan kesehatan 
- mlsalnya • cukup teiWUjud di negara yang mempunyai 
sistem asuransl kesehatan nasional, sehlngga semua 
warganya tercakup. Hal yang sejenis berlaku juga dalam 
konteks llngkungan hid up. Jlka di Eropa satu perusahaan 

- memutuskan untuk tldak lagl membuang llmbah 
lndustrlny21 ke dalam Laut Utara, kualltas air laut dan 
keadaan flora serta faunanya hampir tidak terpengaruhl, 
selarna terdapat rlbuan perusahaan lain dl kawasan ltu 
yang tetap mencemarl laut dengan membuang 
llmbahnya. Jika saya memutuskan untuk tidak lag! 
memakal mobil prlbadl tapi untuk seterusnya beljalan kaki 
saja atau nalk sepeda, saya tldak sedikitpun membantu 
memperballd efek rurnah kaca, selama maslh ada jutaan 
warga negara lain yang mencemarl udara dengan emisl 
karbondlokslda dart mobil pribadl mereka. Masalah 
lingkungan hid up sama sekali tldak mungkln dlselesalkan 
pada taraf lndMdual, bahkan tidak dapat dlselesalkan 
dengan tuntas pada taraf nasional. Walaupun setlap 
negara dapat dan harus membuat banyak untuk 
melestarlkan Ungkungan dalam wilayahnya, dengan 
banyak contoh sudah klta llhat bahwa akhlrnya masalah 
lingkungan hidup mellputi seluruh bum! dan harus diatur 
pada taraf global. 
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Kini sudah tampak beberapa gejala yang 
menunjukkan bagaimana lingkungan hidup memang 
mulai disadarl sebagai suatu masalah keadilan sosial yang 
berdimensl global. Di mana-mana ada Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang aktif dl bldang llngkungan hldup. Di 
beberapa negara Eropa Barat malah ada parta1 polltlk 
yang mernlllkl sebagai program pokok memperjuangkan 
kualltas Ungkungan hldup. Sebagalmana dulu kaum buruh 
memperjuangkan keadllan sosial melalui partal-partal 
sosialls, begitu pun partal-partal hljau (demikian namanya 
di Eropa Barat) berjuang untuk menomorsatukan 
lingkungan pada agenda polltlk. Namun demlklan, hamplr 
tidak blsa dlharapkan bahwa partal·partal sadar 
lingkungan akan menjadl sebesar dan sekuat sepertl 
partai-partal soslalls dulu, karena kepentingan dl slnl 
terletak leblh jauh dari kepentingan kaum buruh dulu (yaltu 
kesejahteraan mereka bersarna keluarganya). Politis! yang 
memperjuangkan kepentingan blsnls, sampai sekarang 
maslhjauh leblh banyakjumlahnya. Tetapi tampllnya LSM 
dan partal polltlk pejuang llngkungan merupakan gejala 
yang dapat membesarkan hatl. Dan gejala yang paling 
menggemblrakan adalah kegiatan-kegiatan internaslonal 
dalam rangka PBB seperti &rth Summ/tdl Rio de Janeiro 
(1992) dan sesudahnya, dl mana permasalahan 
llngkungan hldup dikaltkan dengan problematlk Utara -
Selatan. 

Blarpun dl bldang llngkungan hldup sebagai 
masalah keadUan soslal para individu maslng-maslng tldak 
berdaya, ltu tldak berarti bahwa manusla perorangan 
sebalknya dlam saja. Dl slnl tetap aktual semboyan yang 
pemah dllontarkan oleh Rene Dubos: "think globallj: but 
ad locally"/" Keadllan soslal dalam konteks llngkungan 
hldup barangkallleblh mudah terwujud dengan kesadaran 
atau keija sama semua lndivldu, ketimbang keadllan soslal 
pada taraf perburuhan, karena pertentangan kelas dan 
kepentlngan prlbadl dl sinl tldak begltu tajam. Masalah 
Ungkungan hidup menyangkut masa depan ldta semua. 
Jika ada kesadaran umum, bersama-sama blsa dicapai 
banyak kemajuan. flendaur ulang bahan bekas, 
menghemat pemakaian energl. mengurangf emisl industri 
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dan kendaraan bermotor, membuat produk-produk 
ramah lingkungan, mempergunakan kemasan ramah 
lingkungan, dan sebagainya adalah langkah-langkah 
sederhana yang satu deml satu tldak mempunyal banyak 
arti pada skala kec::il. Tetapl kalau dipraktekkan bersama­
sama berdasarkan kesadaran umum pada skala besar, 
pastl dapat dicapai kemajuan besar dalam memperbaikl 
dan melestarikan lingkungan hidup. 

7. lmplementasl tanggung jawab terhadap lingkungan hid up 

Jika polusl memang merugikan lingkungan, salah satu tlndakan 
yang logls adalah melarang semua keglatan yang akan 
mengaklbatkan polusl. Dalam konteks lain klta kadang-kadang 
mengikuti kebljakan seradikal itu. Tetapl mengenalllngkungan hldup 
sulit untuk memillh solusl yang tidak kenai kompromls lnl, karena 
klta harus memenuhl kebutuhan hldup klta, yang mau tidak mau 
akan memberatkan llngkungan. Tetapijuga keglatan yang sebenamya 
tldak perlu untuk memenuhi kebutuhan hldup, tidak bisa dllarang 
begitu saja. Contoh terkenal adalah pemakalan kendaraan bermotor 
prlbadl (sepeda motor atau mobll). Pemakalan kendaraan bermotor 
memangmencemarlllngkungan hldup dan tldak perlu klta memilikl 
kendaraan prtbadi untuk memenuhl kebutuhan hidup, namun 
seandalnya dllarang kfta akan merasa hak klta dllanggar di luar batas. 
Walaupun tldak mutlak perlu, kendaraan prlbadi adalah fasilltas yang 
amat menyamankan kehldupan kita. Sistem transportasi umum 
sebagus apa pun tldak sanggup mengimbangi fasllitas prlbadl ltu. 
Karena ltu tanggung jawab moral klta untuk mellndungi lingkungan 
harus dlpertlmbangkan terhadap faktor-faktor lain, khususnya 
keglatan-kegfatan ekonomis klta. 

7.1. Slapa h11rus membiJ)'IJr? 

Jika klta menyetujuf bahwa terutama blsnislah yang 
mencemari lingkungan dan karena itu bertanggungjawab untuk 
meUndungl dan memullhkan llngkungan, timbul pertanyaan: 
slapa yang membayar? Dalam konteks blsnis, setlap tindakan 
untuk melindungl atau memperbaiklllngkungan, mempunyal 
konsekuensl flnanslal juga. Akibat tinanslalltu harus dibebankan 
kepada slapa? Biesanya ada dua jawaban yang diberlkan atas 
pertanyaan inl: sl pencemar membayar dan ytJng menlkmati 
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lingkungan bersih mernbayar. Mari kita menyelidiki dua jawaban 
ini. 

Jawaban pertama mengatakan: the polluter pBys, "sf 
pencemar membayar". Orang atau perusahaan yang 
mengakibatkan pencemaran harus juga menanggung blaya 
untuk memberslhkannya. lndustri yang membuang lirnbah ke 
dalam sungai, harus juga membersihkan air sungai sampai 
kembali ke keadaan sebelumnya. Pemegang Hak Pengusahaan 
Hutan (HPH) harus juga melakukan reboisasi, agar hutan tetap 
lestari untuk masa mendatang. Pada umumnya bisa 
dikatakan, produsen harus memlkul beban untuk 
memulihkan kemball lingkungan, khususnya produsen 
besar yang mengakibatkan banyak polusi atau kerusakan. 
Mereka mendapat juga paling banyak untung dar! kegiatan 
yang merusak ltu. Seandalnya mereka tldak memlkul beban 
fmanstal ftu mereka menjadl free rideratau benalu saja, yang 
mengambil keuntungan dan membebankan konsekuensl 
negatlfnya kepada orang lain. 

Jawaban pertama tad! masuk akal saja dan tidak begltu 
sulft untuk dfbenarkan. Namun demiklan, dalam praktek prlnsfp 
"si pencemar membayar" tldak selalu mudah dlterapkan juga. 
Sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya, kerusakan 
lingkungan terutama dlsebabkan, karena kuantltas dl sfnl 
meng-akibatkan perubahan kualitas. Jika satu keluarga 
membuang sampah atau satu perusahaan klmla menyalurkan 
llmbahnya ke dalam !aut, belum terjadi kerusakan llngkungan. 
Kerusakan lingkungan dlsebabkan karena kuantitas 
pembebanan llngkungan melampaui kesanggupan alam untuk 
membersihkan dirf. Manus fa modem hid up dalam konglomerasl 
pemuklman yang besar dan produksl modern dilakukan dalam 
kawasan lndustrl yang luas. Dalam keadaan ltu, tfdak gam pang 
untuk mengatakan slapa yang menyebabkan polusl atau slapa 
menyebabkan polusi lebih banyak. Yang mencemarl adalah klta 
semua dan yang harus membayar kita semua juga. Apalagi, 
pencemaran Ungkungan sudah terjadi sebelum zaman klta. 
Banjlr yang k!ta alaml sekarcmg sebagian dlsebabkan karena 
orang-orang sebelum klta tidak memelihara keutuhan alam. 
Mereka sekarang tidak mungkln diidentlflkasl lagl, sehingga 
harapan pupus juga blaya blsa ditaglh dart mereka. 
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Jawaban kedua mEmgatakan: those who wiD benefit from 
environmental improvement should pay the costs, "yang ingin 
menlkmati lingkungan bersih harus menanggung juga 
biayanya". Jawaban inl pun ada logikanya. Jika klta lngln 
memperoleh manfaat tertentu, klta harus berusahajuga. Dalarn 
konteks ekonomls, tldak ada sesuatu pun yang dlbagl dengan 
gratis. Yang lngin mendapatkannya harus mengeluarkan biaya. 
Tetapi prlnsip ini pun tidak luput dari kesulltan Jlka saya membayar 
untukdapatmenikmati udarayang berslh, umparnanya, tetangga 
saya lkut menlkmati juga, walaupun Ia tidak membayar. 
Ungkungan yang berslh tldak merupakan suatu masalah Indi­
vidual saja, sehlngga tldak mungkln memperolehnya juga 
berdasarkan suatu prlnslp Individual Apalagl, berbeda dengan 
prlnslp pertama, prinslp kedua lni tldak menghlraukan tanggung 
jawab. Hal ltu harus dlanggap tldak adU. Yang mengaklbatkan 
kerugian, harus bertanggungjawab juga. Keruglan itu tldak boleh 
dlbebankan pada orang lain saja. 

Dapat dlsimpulkan, dua jawaban tadi atas pertanyaan 
"slapa harus membayar?" bisa diterlma, tetapl dengan tekanan 
leblh besar atas jawaban pertama. Ungkungan yang berslh dan 
sehat menjadl tanggung jawab klta semua, tap! terutama dar! 
f1lereka yang mengakibatbn polusl. Pada skala global, halltu 
membawa konsekuensl bahwa negara-negara lndustrl maju 
harus memberikan kontribusl paling besar dalam membiayal 
llngkungan hldup yang berslh dan sehat, karena mereka pun 
mengaklbatkan paling banyak pencemaran. 

7.2. B11gaiman11 beban dibllgi? 

Jika klta menyetujui bahwa semua plhak lkut serta dalam 
memblayal llngkungan berkualltas, tlnggal lag! pertanyaan 
bagalmana beban finanslal ltu dapat dlbagl dengan !IJir. Hal 
ltu harus dUakukan oleh pemerlntah bekerja sama dengan 
bisnls. (Jntuk ltu mereka antara lain blsa memanfaatkan 
lnstrumen ekonomls sepertl mekanlsme pasar. Terutama tlga 
cara telah dlusahakan· yang maslng-maslng mempunyal 
kekuatan dan kelemahan. 

a. Pengaturan 

Cara pertama adalah membuat peraturan mengenal 
polusi darl industrl. Peraturan itu blsa melarang 
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membuang limbah beracun dalam air sungal atau !aut 
dan menentukan denda bila peraturan ltu dllanggar. Atau 
peraturan blsa menentukan tingglnya cerobong dan 
kuantltas emlsl beracun berapa boleh dlbuang ke dalam 
udara melalul cerobong-cerobong ltu. Kekuatan 
pengaturan ltu adalah bahwa pelaksanaannya dapat 
dlpaksakan secara hukum. Bag! yang melanggar ada 
sankslnya. Dlpandang dari sudut moral, blsa dlkatakan 
juga bahura pengaturan lnl cukup fair, karena dlterapkan 
dengan cara yang sama kepada semua lndustrl. 

Tetapi cara menanganl masalah llngkungan lni 
mempunyal beberapa kelemahan yang dapat dlslngkatkan 
sebagalberikut. 

• Pelaksanaan kontrol terhadap peraturan-peraturan 
macam 1tu menuntut tersedlanya teknologl tlnggl 
serta personel berkualitas dan karena ltu menjadl 
mahal. (nstansl pengontrolan pemerlntah tidak 
mungkln menguasai seluk-beluknya begitu banyak 
lndustrl yang berbeda. Karena ltu mudah terjadi 
kesalahan, sehlngga dar! beberapa lndustri dltuntut 
terlalu banyak, sedangkan lndustrl lain barangkall 
lotos darl pengontrolan yang tepat 

• Pengontrolan efektif menjadl suatu kesulltan ekstra 
untuk negara-negara berkembang. Kalau negara 
industrl maju sudah mengalami banyak kesulltan 
dengan mengontrol peraturan llngkungan, apaiagl 
negara berkembang yang tldak cukup menguasal 
teknologl cangglh. Karena alasan finanslal pula tldak 
dapat dlharapkan negara berkembang memllikl 
lnstansf pengontrolan yang efektif. 

• Dl satu plhak pengaturan tentang llngkungan dapat 
diteraplam dengan cara egalitarian untuk semua 
lndustrl dan karena ltu harus dlanggap !IJir. Tetapl 
dllain pihak situasi semua lndustri dan lokasi tldak 
sama juga, sehingga penerepan norma-norma yang 
sama kadang-kadang menjadl tldak efektlf. Mlsalnya, 
bisa saja bahwa cerobong-cerobong sebuah pabrlk 
yang letaknya dl plngglr taut hamplr tidak 
mengganggu kualitas udara, sedangkan cerobong-
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• 

• 

b. 

cerobong dari seratus pabrik dekat tempat 
pemukiman padat sangat mencemarl udara, 
walaupun emisi masing-maslng pabrik hanya 
separuh dar! pabrik pertama tad!. 

Pengaturan dl bidang polusl industrl dapat 
menimbulkan suatu sikap mlnimalistis pada blsnls. 
Mereka hanya berusaha untuk tidak melanggar 
peraturan (kalau pengontrolan memang efek:tif), tap! 
barangkali mereka bisa melakukan leblh banyak 
tanpa keruglan ekonomls. Melalui pengaturan, blsnls 
tidak mend a pat motivasl kuat untuk berusaha opti­
mal bag! kualltas llngkungan. 

KesuUtan lain adalah bahwa pengaturan ketat blsa 
menimbulkan efek negatif untuk ekonoml. Pabrik­
pabrlk yang tidak mungkin memenuhl norma 
peraturan barangkali harus ditutup, sehlngga akan 
mengaklbatkan pengangguran dan masalah 
ekonornls lain untuk masyarakat bersangkutan. Blsa 
juga blsnls memlndahkan lndustrl yang 
mengaklbatkan polusl ke negara lain yang tidak 
mempunyal peraturan tegas. Kalau begltu, pada 
taraf global tidak ada perbalkan llngkungan sama 
sekall. 

lnsentif 

Cara menanganl blaya perbalkan llngkungan yang 
menemul Jeblh banyak slmpatl pada blsnls adalah 
memberlkan lnsentlf kepada lndustri yang bersedla 
mengambll tlndakan khusus untuk mellndungl 
lingkungan. Misainya, dengan memberikan kredit dengan 
syarat lunak, subsldl, pengurangan pajak, atau 
sebagalnya. Atau insentif berupa penghargaan bag! 
perusahaan yang mempunyal jasa khusus dalam 
memperbaiki lingkungan. Kekuatan cara lni adalah bahwa 
peranan pemerlntah dengan itu dapat dikurangi dan 
lnlslatlf bebas dar! blsnls dimajukan. Bisnis tidak 
dipaksakan sepertl dengan cara pertama. Dengan 
demlkfan blsa dlhindarkan juga penutupan perusahaan 
atau pemindahan pabriknya ke tern pat lain, karena tidak 
mampu memenuhl peraturan tentang polusl. 
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Tetapi cara ini mempuyai juga beberapa kelemahan. 

• Metode ini akan berjalan pelahan-Iahan. Padahal, 
banyak rnasalah polusl yang disebabkan oleh industrl 
harus segera dlatasl dan tidak boleh dlblar-kan 
berlarut-larut. 

• Cara lni menguntungkan para pencemar. Mereka 
yang sudah lama mem-produksi barang yang ramah 
lingkungan tidak memperoleh manfaat dar! metode 
insentif In!. Apalagl, kontrol dart pihak pemerintah 
dl slni agak sulit dljalankan, sehlngga lnsentlf lni 
mudah disalahgunakan atau tidak dlterapkan pada 
semua perusahaan dengan cara yang sama. 

c. Mekanlsme harga 

Mereka yang mementingkan ekonomi pasar bebas, 
cenderung memasang harga pada polusi yang 
dlsebabkan lndustri. Pabrik-pabrik yang menyebabkan 
polusi harus membayar sesual dengan kuantltas emlsi 
dan tingkatan ~ncemar-an. Dengan demlklan 
mengakibatkan polusl menjadl sama dengan 
menambah-kan blaya produks~ sehingga harga produk 
menjadi lebih mahal dan konkuren-si dengan pesalng 
bertambah sulll Secara otomatis blsnis akan berusaha 
agar blaya produkslnya serendah mungkln dan karena 
ltu akan berusaha pula agar polusi yang dlsebabkan oleh 
kegigtan ekonomisnya seminlmal mungkin. Cara 
berproduksi yang paling berslh menjadi juga cara 
berproduksi yang paling murah. 

Mekanisme harga in! memungklnkan lag! beberapa 
varlasl sesual dengan sltuasL Polus! dl daerah dl mana 
lndustrl hanya sedlklt, bisa dibebankan dengan harga leblh 
rendah ketimbang polusl dl daerah industrl padal Dan dJ 
daerah industrl padat dl Eropa atau Amerlka Serikat blsa 
dlpasang harga polusl lebih tinggi waktu muslm panas, 
ketlmbang muslm dlrlgin, karena polusi waktu muslm 
panas mempunyal dampak paling jelek atas lingkungan. 

Cara menangani blaya pencemaran inl mempunyal 
keuntungan bahwa yang harus mernbayar di slnl adalah 
si pencemar. Banyak ekonom akan menye-tujul cara In!, 
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karena dengan demikian beban pada lingkungan tidak 
lag! dljadikan suatu eksternalitas ekonomis tetapi 
dimasukkan dalam biaya produksi. Secara teoretis, 
industri blsa diwajlbkan membayar untuk setlap polusl 
yang disebabkannya. Suatu kesulitan adalah mengukur 
dengan persis kuantltas polusl dan tingkatan jeleknya 
suatu polusi. Tetapl kesulitan ln1 secara teknls blsa diatasl. 

Dlbandingkan dengan para ekonom, para pejuang 
lingkungan (the environmentalists)pada umumnya tidak 
begltu antuslas tentang metode lni, terutama para 
penganut deep ecology. Mereka menekankan bahwa 
mengkalkulaslkan biaya kerusakan llngkungan hldup ke 
dalam harga produk, secara implisit tetap mengizinkan 
polusl dan perusakan llngkungan. Dengan demiklan hanya 
toleransi ekonomis darl masyarakat dipertimbangkan, 
bukan "toleransi" alam atau kemampuan alam untuk 
memberslhkan diri. 

Klta dapat menylmpulkan, dari tiga metode untuk 
membagl blaya perusakan llngkungan tad~ tidak satu pun 
yang seratus persen memuaskan. Semua metode ini 

- berguna, tetapl mempunyai kelemahan maslng-masing. 
Karena ltu ketlga-tlganya harus dtpakal sekallgus, 
khususnya metode pertama dan ketlga. Pengaturan 
tentang llngkungan memang sangat penting. Mlsalnya, 
harus ada peraturan yang mengawast setiap proyek 
pembangunan yang pentlng. Sudah sedarl perencanaan 
pertama, proyek pembangunan baru harus dlpelajari 
bukan saja dari segi ekonomls, flnanslal, sostal, dan 
sebagainya, tetapi juga dart segi Ungkungan hldup. Hal 
itu klnl dlsebut anallsis mengenal dampak Ungkungan 
(AMDAL). AMDAL ltu harus dladakan menurut kriteria 
yangjelas dan harus dilaksanakan dengan tegas dan tanpa 
kompromls. Suatu pertanyaan yang relevan adalah 
bagalmana AMDAL itu dllakukan dalam kasus "PT Inti 
lndorayon Otama dan Danau Toba" (§6, kasus 2), yang 
menyangkut sebuah monumen alam Indonesia yang amat 
berharga. 

214 I .Aspek Hukum Dtllam Persaing11n U!mht1 

7.3 Etika dan hukum Ungkungan hidup 

Apa yang berlaku tentang etika bisnis pada umumnya, 
berlaku juga mengenai masalah lingkungan hldup. Peblsnis 
belum tentu memenuhi norma-norma ettka, bila Ia berpegang 
pada aturan-aturan hukurn. Memang benar, sebagian besar 
hukum mempertegas norma-norma etika, tetapi hal itu tidak 
berartl bahwa hukum menampung semua nilai dan norma 
etika. Etlka secara logis mendahului hukum dan refleksi etls 
selalu harus mendampingi dan menilai hukum. Pebisnls juga 
belum tentu berlaku etls, bUa ia berpegang pada semua 
peraturan hukum tentang lingkungan hidup. Perusakan 
Ungkungan hid up hlngga tldak blsa dlperbaikl lag1 selalu harus 
dianggap tidak etis, juga kalau tidak atau belum dilarang 
menurut hukum. Jika besok diberlakukan peraturan hukum 
yang melarang membuang limbah lndustri dalam sungal, 
perusahaan yang maslh melakukannya hari inl tldak melanggar 
hukum. Tetapi dar! segi etika bagaimana? Atau blla cara 
berproduksi yang tertentu dUarang menurut hukum di dalam 
negerl, perusahaan bisa memlndahkan pabriknya ke negara 
lain di mana tidak ada peraturan hukum semacam itu. Menurut 
hukum perilaku seperti itu diperbolehkan saja, tetapl menurut 
etlka bagalmana? Dl slsi lain, jika satu perusahaan berlaku etls 
dengan tldak mem-buang llmbah ke dalam sungai, sedangkan 
begltu banyak perusahaan lain membuang llmbah seenaknya, 
sikap etisnya yang sangat terpuji ltu sama sekali tldak efektlf. 
Barangkall klta semua sepakat bahwa perilaku semua 
perusahaan - kecuali yang satu ltu - tidak etis, namun mereka 
lakukan juga, karena dar! segl ekonomis lebih menguntungkan. 
Bagi mereka mottvasl untung leblh kuat daripada motivasl 
moral. Pada 1981 Presiden Ronald Reagan dari Amerika Serlkat 
mengeluarkan executive order yang memerintahkan mencek 
semua peraturan llngkungan baru dengan cost-benefit anaty. 
sis sebelum dlimplementaslkan. Dengan ltu Ia menempatkan 
keuntungan bisnis di atas kepentlngan lingkungan hldup. 

Kepatuhan pada norma etika tldak blsa dipaksakan. 
Karena ltu terutama dalam konteks Ungkungan hidup In! klta 
sangat membutuhkan peraturan hukum. Ungkungan hidup 
hanya bisa dllindungl dengan balk, jika tercipta peraturan 
hukum yang efektlf dan lengkap deml tyjuan ltu. Mestlnya bisnls 
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bersedia membantu dalam membuat slstem peraturan hukum 
lingkungan yang balk. Sebab, menciptakan peraturan-peraturan 
ltu tidal< mudah, karena materinya sangat teknis dan cangglh. 
Dalam hal ini bisnis mempunyal keahlian leblh banyak daripada 
pemerintah. Dan slstem hukum llngkungan yang balk adalah 
demi kepentingan semua plhak, termasuk blsnis sendlrl. Harus 
dianggap tidal< etis, bila bisnis dengan lobbying atau cara lain 
mencoba menghambat terbentuknya peraturan hukum 
Ungkungan, karena menyadari konsekuensl ekonomisnya yang 
berat Dalam materi yang begitu penting Seperti pelestarian 
lingkungan hldup, mereka seharusnya bersedla menempatkan 
kepentingan llngkungan di atas segala kepentingan lainnya. 

Kalau sudah ada slstem peraturan llngkungan yang baik, 
masalahnya belum selesal, sebab masih tinggal pelaksanaan. 
Justru karena segi teknlsnya Bering kall sangat kompleks, 
pengontrolan d1 bidang In! menjadl arnat sulit. Plhak kepollsian 
dan kejaksanaan kerap kali tldak mempunyai personel dan 
keahlian cukup untuk mengontrol polusl dengan efektif. Karena 
itu kans untuk ditangkap blla melanggar, bagi perusahaan 
barangkall tidak besar. Apalagl, denda acap kall relatlf kecil, 
sehlngga bag! perusahaan leblh menguntungkan membayar 
denda daripada membangun instalasl mahal untuk mengurangi 
polusi atau mengolah limbah. Karena itu setelah terbentuk 
slstem peraturan llngkungan yang balk, tetap dlperlukan 
k.emauan moral dari dunla blsnis untuk mewujudkan tujuannya. 

Malah pelaksanaan peraturan-peraturan hukum pada taraf 
naslonal belum cukup. Polus! yang dlsebabkan industri tidal< 
berhenti pada perbatasan negara. Peraturan hukum llngkungan 
harus dibuat pada taraf irltemaslonal dan dlkontrol juga. Hal 
itu tentu leblh sullt lagi untuk dipaksakan dan hanya blsa 
dllaksanakan, blla negara-negara bersangkutan menyetl.Vui. Kin! 
permulaannya sudah ada dengan Agenda 21 dari Konferensl 
PBB tentang Ungkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro 
(1992). 

Karena semua pertimbangan inl, kita tidak mungkin 
berhasll dalam upaya melestarlkan lingkungan hldup, jlka blsnis 
tldak ikut menegakkan etika dan hukum dl bidang ini. Khusus 
dar! sudut etika, perlu ditekankan bahwa blsnls mempunyai 
tanggung jawab moral untuk tidak merusak lingkungan hid up. 
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Seperti kita Jihat dalam Bab 9, tanggung jawab moral bisnis 
terhadap masyarakat berslfat negatlf: bisnls tidak boleh 
melakukan kegiatan yang - walaupun menguntungkan bag! 
dlrinya - meruglkan masyarakat. Alasannya tidak dapat 
dlragukan. Kita tldak berlaku etls sama sekali, jlka mencarl 
untung dengan membebankan kerugian pada orang lain. 

Namun demikian, dalam konteks pelestarlan llngkungan 
hidup, kami berpendapat bahwa tanggung jawab blsnis tldak 
terbatas pada segl negatff saja. Bisnls mempunyai juga 
tanggung jawab poslt!f untuk mengajukan pelestarlan 
lingkungan hldup. Blsnis wajib member! kontrlbusl kepada 
perbalkan dan pelestarlan llngkungan hldup. Ada dua alasan 
untuk itu. Pertarna, sejak permulaan industrlallsasl bisnis telah 
merusak lingkungan. Selama satu abad leblh lndustrl tldak 
memiliki wawasan Hngkungan. Klta membutuhkan waktu lama, 
sebelum hal itu disadarl dengan jelas. Kinl bisnls wajlb 
membantu mengoreksl tradlsi lama yang buruk ltu. Kedua, 
alam mempunyai nllai sendiri. Anggapan lama bahwa alam 
hanya merupakan instrumen untuk dlmanfaatkan oleh 
manusia, harus ditinggalkan. Jika alam mempunyai nllal sendlr~ 
ia pab,rt dihormatl pula. Karena manusla termasuk alam, 
dengan menghormatl dan memelihara alam manusla serentak 
juga menghormatl masa depannya sendiri. 

Tetapl jika blsnls mempunyal tanggung jawab moral, 
dalam art! kewajiban posltff untuk memajukan kepentlngan 
llngkungan hid up, halltu tidak berarti bahwa seluruh tanggung 
jawab harus diplkul oleh produsen saja. Produsen dan 
konsumen bersama-sama memlkul tanggungjawab ltu. Dalarn 
segala pertimbangannya, produsen harus menomorsatukan 
kepentlngan lingkungan hidup. Tentu saja, tujuan mencarl 
untung tldak pemah dapat dllepaskannya. Tetapl jika Ia 
mempunyal pilihan antara cara berproduksl leblh beruntung 
dengan merugikan lingkungan dan cara berproduksl dengan 
untung leblh kecil tap! ramah llngkungan, Ia wajib memlllh 
kemungkinan kedua. Kepentlngan llngkungan harus diberi 
prlorltas tlnggl dalam segala rencana dan kegiatan produsen. 
Di slsi Jain, dalam membell produk, konsumen pun harus sadar 
llngkungan. Walaupun harga produk tertentu leblh murah 
daripada produk lain, Ia harus memlllh produk kedua, jlka 
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diketahui produk pertama merusak lingkungan. Kualitas 
Jingkungan harus mendapat prioritas tinggl juga untuk 
konsumen. Ada tanda-tanda yang menunjukkan kesadaran 
llngkungan dari konsumen sudah mulai terbentuk, terutama 
di Eropa Barat ada Salah satu adalah pemakalan ecolabel. 
Label khusus lnl dlpasang pada Produk yang dapat dlpastikan 
tldak merusak llngkungan. Antara lain dlpakai untuk produk 
kayo tropls. Jika produk itu dllengkapl dengan ecolabe~ sudah 
terjamin produk itu dibuat dengan tidak merusak hutan tropis. 
Ecolabe/itu dikeluarkan oleh suatu lembaga independen 
(bukan oleh produsen)yang mempergunakan kriteriajelas dan 
ketat. Tentu saja, eflslensllabel ltu seratus persen tergantung 
pada kredlbllitas lembaga tersebut. Lembaga-lembaga 
konsumen juga blsa menllai produk dan jasa darl sudut 
pandang dampaknya terhadap lingkungan dan daJam hal inl 
member! penyuluhan kepada anggotanya. Cara ampuh lain 
lag! yang dlmlllki oleh konsumen adalah memboikot produk­
produk darl perusahaan yang diketahul merusak lingkungan. 
Dengan memanfaatkan media komunlkasi modem boikot 
sepertl ltu tldak sullt dlselenggarakan. Sangat dlharapkan, 
kesadaran llngkungan pada konsumen akan bertarnbah besar. 
Jumlah produsen dalam masyarakat sangat terbatas, 
sedangkan jumlah konsumen luas sekall, sehingga pengaruh 
mereka blsa besar pula. 

8. Beberapa kasus llngkungan hidup 

8.1 Musibah reaktor nuklir di Chernobyl 

Pada 26 April 1986 dlnf harl terjadl kecelakaan dahsyat 
dengan reaktor no. 4 dl kompleks Pembangklt Ustrik Tenaga 
Nukllr dl Chemobyl, Ukraina, suatu republlk dari Unf Soviet. 
Reaktor ltu termasuk tlpe RBMK, yang terkenal lebih murah 
untuk dlbangun dan dieksploltasi dibandlng tlpe-tipe lain, tetapl 
rlsikonya juga lebih besar. Kecelakaan terjadl dalam rangka 
mengujl run down systemnya, yang dikomblnaslkan dengan 
pemellharaan dan penglslan beberapa elemen. Reaktor no. 4 
lni sudah operasional sejak dua tahun lebih sedlkit. Yang mau 
dluji adalah apakah slstem llstriknya tetap stabil blla reaktor 
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pelahan-lahan dihentikan. Para ahll tidak sepakat tentang dte­
tall-detail sebab kecelakaan, tapi dalam waktu singkat prosesnya 
tldak blsa dikontrol dan terjadl sekurang-kurangnya dua 
ledakan, yang satunya diduga tergolong ledakan nuklir. Serta­
merta reaktor no. 4 berubah menjadl gunung apt radloaktlf. 
Bahan radloaktif yang terlepas dlperklrakan tlga kalllebih bes~ar 
darl pemboman atom di Hiroshima. Sekitar 50 ton bahan bak;ar 
nuklir dilepaskan ke daJam atmosfer dalam bentuk uap d<m 
partikel-partikel haJus dan 70 ton lagi dilemparkan ke sek:ltar 
kompleks daJam bentuk bongkah. Segera terjadi beberapa 
kebakaran, antara lain di atas atap dari reaktor no. 3. Tetapi 
berkat tlndakan heroik dar! petugas, kebakaran inl dap•at 
dlpadamkan; kaJau tldak, muslbah lni akan berdimensl jauh 
lebih besar lagi. Lebih sulit adalah menguasai kebakaran detri 
1700 ton grafit dalam reaktor no. 4. 

8.2 /t11JSa/1Jh "dumping"dalam bisnis internasional 

Salah satu toplk yang jelas termasuk etlka blsnis 
lnternaslonal adalah dumping produk, karena praktElk 
kurang etls inl secara khusus berlangsung dalam hubungcm 
dengan negara lain. Yang dlmaksudkan dengan dumping 
adalah menjual sebuah produk dalam kuant!tas besar dl 
suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dcsn 
kadang-kadang malah dl bawah blaya produksi. Dapat 
dimengerti bahwa yang menllsa keberatan terhadap prakt~~k 
dumping ini bukannya para konsumen, melainkan para 
produsen dar! produk yang sama dl negara di mana dump­
ing dllakukan. Para konsumen justru merasa beruntung -
sekurang-kurangnya dalam jangka pendek - karena dap.at 
membell produk dengan harga murah, sedangkan patra 
produsen menderlta kerugfan, karena tldak sanggup 
menawarkan produk dengan harga semurah itu. 

Dumping produk bfsa dladakan dengan banyak motif 
yang berbeda. Salah satu motif adalah bahwa si penjual 
mempunyal persedlaan terlalu besar, sehlngga Ia memutuskcm 
untuk menjuaJ produk bersangkutan dl bawah harga saja. 
Daripada produknya sarna sekall t!dak terjual, leblh balk 
sekurang-kurangnya sebagtan blaya dikemballkan, waJauptm 
dengan demikian Ia tetap merugl Motif leblh jelek adalnh 
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berusaha untuk merebut monopoU dengan membanting harga. 
Produk ditawarkan dengan harga begltu murah, sehlngga 
produsen dl negara lain ltu merasa tidak sanggup bersalng 
Jag! dan terpaksa harus menutup usahanya. Setelah monopoll 
dlperoleh, sl pelaku dapat menentukan harga dengan 
seenaknya. Jadl, Ia bersedla menderita rug! untuk sementara, 
supaya dalam jangka panjang Ia dapat meraup keuntungan 
sebesar-besarnya. Di banyak negara maju, khususnya di 
Amerika Serlkat, praktek sepertl itu dllarang di dalam negeri 
!<arena adanya perundangan-udangan anti-trust dan anti­
monopoli. Tapl pada tarat lntemaslonal dumping Jeblh sullt 
dikontrol dan dlbuktlkan pula. Pada a.khit tahun 1980-an dalam 
hal lnl teijadl konfllk blsnis antara Amerika Serikat dengan 
Jepang mengenal semlkonduktor. Amerlka menuduh Jepang 
bahwa mereka lngln menyingklrkan produk Amerika ltu dar! 
pasaran lnternaslonal dengan cara dumping, supaya akhlrnya 
dapat memperoleh monopoU untuk blsnls lnl. 

Mengapa praktek dumping produk ltu tidak etis? Karena 
melanggar etika pasar bebas. Kelompok blsnls yang lngin teljun 
ke dalam blsnls lntemasional, dengan sendlrinya meUbatlam 
dlri untuk menghormati keutuhan slstem pasar bebas. 
Sebelumnya sudah kita llhat bahwa kompetlsl y6ng f6ir 
merupakan suatu prlnslp dasar dar! etlka pasar bebas (Bab 4, 
§ 4). Prinslp In! denganjelas dilanggar dengan mempraktekkzm 
dumping produk. Sebagalmana doping dalam perlombean 
olah raga harus dlanggap tidak etis karena merusak kompetlsl 
yang fair, demlklan juga praktek sepertl ·dumping 
menghancurkan kemungkinan bagi orang blsnis untuk bersalng 
pada taraf yang sama. Kalau dllakukan dengan maksud 
merebut monopoll, dumpingmenjadi kurang etls juga karena 
meruglkan konsumen. Blarpun untuk sementara para 
konsumen blsa membell produk dengan harga murah, dalam 
jangka panjang mereka akan dlpaksakan membayar harga Jeblh 
mahal, blla nantl sudah tidak ada saingan lagi. Jadl, dumping 
tlpe lnl menjadl tldak etis juga karena akibat buruk bagl 
konsumen. 

Akan tetapl, tldak etls pula blla suatu negara menuduh 
negara lain mempraktekkan dumping, padahal maksudnya 
hanya mellndungl pasar dalam negerfnya. Kalau begltu, 
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tuduhan dumping menjadi sekadar dalih untuk memperbaiki 
posislnya sendlrl di pasaran. Jlka negara lain bisa memproduksi 
sesuatu dengan harga lebih murah, karena cara produkslnya 
lebih eflslen atau karena blsa menekan blaya produksl, 
kenyataan ltu harus diterima oleh semua negara lain. Dalam 
beberapa dekade terakhlr berulang kali teljadl bahwa negara 
maju menuduh negara berkembang melakukan dumping 
dengan produk seperti pakaianjadl. Kalau negara berkembang 
sanggup memproduksl pakalanjadl dengan leblh murah karena 
biaya produkslnya lwrang, mlsalnya karena upah karyawannya 
relatlf kecll, halltu tldak boleh dinilai sebagal dumping. Tldak 
etis blla menuduh dumpmgsemata-mata menjadi kedok untuk 
menylngkirkan salngan dar! pasar. 

Tetapl krlteria apa harus dlpakal untuk menentukan ada 
tldaknya dumping? Mfsalnya, jlka produsen sanggup 
mengekspor produknya ke luar negerl dengan harga murah 
karena membayar upah terlalu kecll kepada pekerja, apakah 
perilaku lnl termasuk dumping? Kwik Kian Gle pernah 
menegaskan bahwa menekan harga ekspor dengan 
memberlkan upah yang tldak adil, menurut pendapatnya 
tergolong "dumplng"juga, sehlngga kfta harus menerima saja, 
kalau negara lain lkut menllai adll tldaknya upah yang dlberlkan 
dl negara kfta. Jlka faktor penyusutan aktlva sepenuhnya 
dlbebankan pada harga produk yang dljual dJ dalam negerf, 
sedangl<an faktor ltu tldak dlkalkulasfkan dalam harga ekspor, 
keadaan 1tu harus dlnllai sebagal dumping. "Dalam hal dump­
Ing, satu faktor blaya tertentu, yaltu penyusutan aktlva tetap 
harus sama standamya. Mengapa dalam hal buruh tidak 
boleh dltentukan standar y6ng tldak keterlaluan? Apa 
perbedaan dampak ekonomls dart harga penjualan yang 
dimungklnkan sangat rendah karena penyusutan aktlva 
tetap direndahkan, dengan dlmungklnkannya menjual 
barang dengan harga rendah dengan menggencet buruh, 
dalam bentuk upah buruh yang kelewat rendah? ... Saya 
tldak lngln mengatakan bahwa standar upah buruh dl negara 
berkembang harus persls sama dengan negara Barat yang 
sudah maju. Standar upah buruh harus ada batasan 
mJnlmumnya. Negara berkembang tldak boleh seenaknya 
menentukan upah buruh serendah mungkfn". 
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Kasus di atas hanya satu di antara sekian banyak contoh 
yang menunjukkan betapa sulitnya menentukan adanya dump­
ing. Bertumpu pada kesadaran etls saja di sini tidak cukup, 
dibutuhkan suatu pengertian jelas yang diterima secara 
intemaslonal dan suatu prosedur obyektif yang menerapkannya. 
Melanjutkan perbandingan tad!, sebagaimana kita memlllkl 
metode-metode yang obyektif dan pasti untuk membuktikan 
terjadinya doping dalam bidang olah raga, demikian juga kita 
membutuhkan prosedur yangjelas untuk memastikan adanya 
dumping. Kita membutuhkan suatu instansi supranasional 
yang sanggup bertlndak dan sekaligus diakui sebagal wasit yang 
obyektif. Tetapi dalam sltuasl dunia sekarang instansi seperti 
itu belum mungkln dlwujudkan. Dalam rangka Organlsasi 
Perdagangan Dunia (WHO) telah dibuat sebuah dokumen 
tentang dumping tetapl hanya sebagal model untuk membuat 
peraturan hukum di negara-negara anggotanya. 

8.3 Aspek-aspek et/s dar/ korporllsf multlnaslomJ! 

fenomena yang agak baru dl atas panggung blsnis 
dunia adalah korporasl mu1tlnaslonal {multinational cor­
porallons), yang juga disebut korporasl transnaslonal 
{trsnsnllt!Onlll corpor11t1ons). Yang dimaksudkan dengannya 
adalah perusahaan yang mempunyal investasl Jangsung 
dalam dua negara atau lebth. Jadl, perusahaan yang 
mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri, dengan 
demlkian belum mencapal status korporasl multinaslonal 
(KMN), tetapl perusahaan yang memillki pabrlk di beberapa 
negara termasuk dl dalamnya. Bentuk pengorganisasian 
KMN blsa berbeda-beda. Blasanya perusahaan-perusahaan 
dl negara lain sekurang-kurangnya untuk sebaglan dimlllkl 
oleh orang setempat, sedangkan manajemen dan kebljakan 
blsnls yang umum dltanggung oleh pimplnan perusahaan 
dl negara asalnya. KMN inl untuk pertama kali muncul 
sekltar tahun 1950-an dan mengalami perkembangan pesat 
Kfta semua mengenal KMN sepertl Coca-Cola, Johnson & 
Johnson, AT & T, General Motors, IBM, Mltsubishl, Toyota, 
Sony, Philips, Unilever yang mempunyai kegiatan dl seluruh 
dunia dan menguasal naslb jutaan orang. 
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Karena memiliki kekuatan ekonomis yang sering kall 
sangat besar dan karena beroperasl dl pelbagai tempat yang 
berbeda dan sebab itu mempunyal mobilitas tinggl, KMN 
menimbu1kan masalah-masalah etfs sendlrl. Dl slnl kita 
membatasi dlrl pada masalah-masalah yang berkaitan dengan 
negara-negara berkembang. KMN-KMN tentu juga 
menlmbul.kan masalah etls kalau kejujuran. Peblsnls kedua itu 
menjalankan pekerjaannya dengan balk. Hat! nuraninya juga 
akan menyaksikan hal itu. Mestinya setlap peblsnis berlaku 
seperti dia dan tldak berkelakuan seperti yang pertama tadi. 
Yang baik harus menjadi tujuan setlap perllaku manusla. 

Tetapl, bagalmana kalau pebisnis ltu nekad, sambll 
menandaskan: "balk atau tidak. saya tidak pedull, asal saja 
cepat-cepat dapat memperoleh untung"? Kalau begltu, Ia 
menempatkan dlrl dl luar moral community. la membuang 
martabatnya sebagal manusla. Ia tidak lagi bisa dlanggap 
makhluk moral. Dengan menlruAristoteles, dapatkita katakan: 
is akan lebih atau kurang dari manusla; barangkali dewa, 
barangkali binatang, tetapi pasti tldak lagllnsan blasa. Selama 
dia seorang manusla, Ia tldak blsa diplsahkan dart moralitas. 

9. Kode etlk perusahaan 

9.1 /t1anfaat dan /resUitan aneka I11I1CIJI11 Jcrxle etik perusahaan 

Dalam sejarah, sudah lama klta mengenal kode etik 
profesl dalam berbagal bentuk. Sebagal kode etlk lprofesl yang 
paling tua dapat dlpandang "Sumpah Hlppokrates" (abad ke-
5 SM) yang merupakan permulaan suatu tradlsi panjang kode 
etik kedokteran sampai pada har! lnl. Dalam zaman modem, 
selain profesl medis, ada bartyak profesl lagl yang memlllki 
sebuah kode etik khusus, m!salnya para pengacara, wartawan, 
akuntan, lnsinyur, dan psikolog. Banyak karyawan yang 
berkeclmpung di bldang bisnls, terlkat dengan salah satu kode 
etlk profesi. Tetapl suatu fenomena yang maslh agak baru 
adalah kode etlk tertulis khusus untuk sebuah perusahaan. 
Fenomena inl mula! mencuat dalam dasawarsa 1970-an, antara 
lain karena teJjadlnya beberapa skandal korupsl dalam kalangan 
bisnis. Tergugah karena pengalaman pahit Itu, mula! tumbuh 
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keinsafan bahwa sebalknya perusahaan mempunyai peraturan­
peraturan ketat dan jelas, guna mencegah terjadinya hal-hal 
negatif sepertJ ltu. Perkembangan lnl mulai tampak di Amerika 
Seril<at dan kemudlan dilkutl oleh lnggris dan negara-negara 
Eropa Barat lalnnya. Menurut sUJVel yang dllakukan oleh Cen­
ter for Business Ethics dart Bentley College, Amerlka Sertkat, 
pada 1990, maka 93 persen dari perusahaan pada daftar 
majalah Fo/tUneyang disebut "Fortune500 service" dan "For­
tune 500industrlal" memllikl suatu kode etik perusahaan yang 
tertulls. Dalam sebuah survei sejenis lima tahun sebelumnya 
jumlah ltu sudah mencapai 75 persen. Di samping kode etik, 
menurut survei dar11990 lbl25 persen perusahaan membentuk 
suatu komisl etlka dan 52 persen menyelenggarakan pelatlhan 
dalam etika untuk karyawan. Dl Eropa Barat juga hamplr semua 
perusahaan besar mempunyai sebuah kode etlk. DL Indonesia 
ldta belum mendengar tentang kemungkfnan lnl, kecuall pada 
perusahaan lnternaslonal yang beroperasi dllndonesia. 

Apa yang sampal sekarang kami sebut "kode etik 
perusahaan", pad a kenyataannya blsa beraneka ragam. Patrick 
Murphy menggunakzm lstllah umum ethics statements dan 
membedakan tlga macam. Pertama, terdapat vlliues state­
ments atau pernyataan nilaJ. Dokumen seperti itu slngkat saja 
dan melukiskan apa yang dlllhat oleh perusahaan sebagai 
mlsinya. Serlng kaU dlsebut nllai·nilal yang d.ljunjung tlnggl oleh 
pendlri perusahaan. Banyak pemyataan nJ1ai itu menegaskan 
bahwa perusahaan lngln beroperasl secara etis serta fair dan 
menggarisbawahl pentingnya lntegrltas, teamwork, kredlbfiltas, 
dan keterbukaan dalam komunikasl. Jadl, nllal-nllai yang 
dlkemukakan dl sinl serlng kall leblh luas darlpada nilal-nllai 
etls saja. Kedua, ada corporate credo atau kredo perusahaan, 
yang blasanya merumuskan tanggung jawab perusahaan 
terhadap para stakeholder, khususnya konsumen, karyawan, 
pemUik saham, masvarakat umum, dan llngkungan hldup. 
Dlbandlngkan dengan pernyataan nllai tad!, kredo perusahaan 
lnl serlng kaiJ leblh panjang dan mellputl beberapa allnea, tetapl 
maslh tergolong slngkat Ketlga, terdapat lag! kode etik (dalam 
art! semplt) yang kadang-kadang dlsebut juga code of con­
duct atau code of ethical conduct Kode etlk lnl menyangkut 
kebljakan etls perusahaan berhubungan dengan kesulitan yang 
blsa tlmbul (dan mungldn dl masa lampau pernah tlmbul), 
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sepertl konfllk kepentlngan, hubungan dengan pesaing dan 
pemasok, menerima hadiah, sumbangan kepada partai politlk, 
dan sebagalnya. Pada umumnya kode etik lnllebih panjang. 
Panjangnya blsa bervarfasi dari dua tlga halaman sampai 
menjadl buku kecll berislkan sekitar 50halaman. 

Kadang-kadang perusahaan hanya mempunyal satu 
macam pemyataan etlka ibl, kadang-kadang juga dua atau 
malah tlga-tlganya. Kalau dl sin! kami berbi<:ara tentang kode 
etlk perusahaan, maksudnya adalah pemyataan etlka pada 
umumnya, dengan tidak memperhatikan penggolongan yang 
dibuat oleh Murphy dan past! tldak bersifat mutlak, !<arena blsa 
saja pengarang lain akan membuat penggolongan yang 
berbeda. Pembuatan kode etlk adalah cara ampuh untuk 
melembagakan et.ika dalam struktur dan keglatan perusahaan. 
Jika perusahaan memilikl kode etik sendlrl, Ia mempunyai 
beberapa keleblhan dibandingkan dengan perusahaan yang 
tldak memlllklnya. Manfaat kode et.lk perusahaan dapat 
dlluklskan sebagai berlkul 

1) Kode etik dapat menlngkatkan kredlbllltas suatu 
perusahaan, karena etlka telah dljadlkan sebaglan corpo­
rate culture. Hat ltu terutama pentlng bagi perusahaan 
besar, dl mana tidak semua karyawan mengenal satu 
sama lain. Dengan adanya kode etlk, secara Intern semua 
karyawan terikat dengan standar etf.s yang sama, sehlngga 
akan mengarnbU keputusan yang sama pula untuk kasus­
kasus yang sejenis. Mlsalnya, selalu akan mereka tolak 
dlllbatkan dalam tindak korupsi. Secara ekstem, para 
stakeholder lain - sepertl pemasok dan konsumen -
memalduml apa yang blsa dlharapkan dari perusahaan. 
Reputasl yang baik dl bidang etlka merupakan aset yang 
amat pentlng bagl suatu perusahaan. 

2) Kode etlk dapat membantu daiam menghllangkan grey 
area atau kawasan kelabu dl bldang etlka. Beberapa 
amblgultas moral yang serlng merongrong klnerja 
perusahaan, dengan demlklan dapat dlhlndarkan. 
Mlsalnya, menerlma komlsi atau hadlah, kesungguhan 
perusahaan dalam memberantas pemakalan tenaga kelja 
anak, dan keterllbatan perusahaan dalam mellndungi 
llngkungan hldup. 
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3) Kode etlk dapat menjelaskan bagaimana perusahaan 
menllai tanggung jawab sosialnya. Sudah kita lihat 
sebelumnya (Bab 9) bahwa tanggungjawab sosial dalam 
art! negltJf secara moral cukup jelas, sedangkan tanggung 
jawab soslal dalam art! posltlf pada umumnya tidak 
mewajlbkan perusahaan. Tetapi sangat diharapkan 
perusahaan tldak membatasl dlri pada standar minimal. 
Melalui kode etiknya ia dapat menyatakan bagaimana ia 
memahami tanggung jawab sosial dengan melampaui 
minimum tersebut. 

4) Kode etik menyedlakan bag! perusahaan- dan dunla blsnis 
pada umumnya - kemungkimm untuk mengatur dirinya 
sendlrl (sell regulation). Dengan demlklan, negara tidak 
perlu cam pur tangan. Nege~ra baru membuat peraturan, 
bila dunla bisnls tidak berhasll mengatur dlrlnya sendlrl 
dan menciptakan kerangka moral untuk perilaku yang 
benar. Hal ltu pentlng dari sudut ekonomi, karena 
sistem ekonoml pasar bebas dengan itu disertal 
perangkat etika. Hal itu pentlng juga dar! sudut 
demokrasl, karena - sesual dengan prlnsip subsidlaritas 
- sedapat mungkln pemerlntah menunjang prakarsa 

- dart masyarakat bisnls. Kerangka moral yang berasal 
dar! masyarakat blsnls ltu sendlri, jauh lebih efektif 
ketlmbang dlpaksakan dar! luar. 

Namun demiklan, penguraian tentang kode etlk 
perusahaan lnl akan menjadi terlalu optimlstls, kalau tidak 
disorotl juga kelemahan besar yang menyangkut upaya 
melembagakan etJka dalam perusahaan inL Mernang benar, 
serlng dltlmbulkan harapan terlampau besar dengan adanya 
kode etlk perusahaan. Harapan In! dalam kenyataan konkret 
kerap kal1 tldak terpenuhl, sehingga banyak orang bersikap 
skeptls terhadap manfaat kode etlk perusahaan. Membuat 
sebuah kode etfk temyata tldak merupakan solusl yang cukup 
untuk memecahkan semua kesulltan moral bagi perusahaan. 
Ki!lrena ltu tfdak mengherankan, blla kode etfk perusahaan 
menemul kritlkjuga. Antara lain dikemukakan tlga butir kritik 
sebagal berikul 
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1) Kode etik perusahaan sering kali merupakan formalitas 
belaka. Fungsinya sebatas window dressing: membuat 
pihak luar kagum dengan perusahaan. Kode etlk dalam 
blngkal kencana digantungkan pada dlndlng ruang kerja 
para direktur, tetapi kurang berperanan dalam keglatan 
sehari-hari dari perusahaan. Dengan demlklan kode etlk 
menjadl suatu unsur public relatk>nssaja, tanpa substansl 
real. 

2) Banyak kode etik perusahaan dlrumuskan dengan terlalu 
umum, sehlngga tidak menunjukkan jalan keluar bagl 
masalah moral konkret yang dlhadapl oleh perusahaan. 
Setiap peraturan tertulis harus dllnterpretaslkan. Tetapl 
untuk kode etik tidak ada lnstansl dan prosedur yang 
menyedlakan interpretasi berlbawa, kecuall keputusan darl 
plrnplnan. Dengan demlklan, manfaat kode etlk sangat 
berkurang, karena jika yang menentukan adalah 
keputusan plmpinan, mengapa perusahaan 
membutuhkan kode etfk lag!? 

3) Krltlk yang paling berat adalah bahwa jarang sekall tersedla 
enforcement untuk kode etlk perusahaan. Jarang sekall 
ada sanksl untuk pelanggaran. Dengan demlklan kode 
etlk menjadl kurang efektif, karena hamplr tldak dlrasakan 
perbedaan jlka ada kode etik atau tldak. Agar efektlf, kode 
etfk (dan peraturan apa saja) harus ditegakkan juga dan 
untuk ttu mau tidak mau diperlulam sanksinya. 

Semua keberatan ini tldak menunjukkan bahwa kode etlk 
ltu sendirl tanpa art!. Kode etik perusahaan tetap berguna untuk 
merumuskan standar etls yang jelas dan tegas untuk semua 
karyawan dan jangkauan tanggung jawab soslal perusahaan. 
Hanya perlu dlcarllagi jalan untuk rnenjamln keefektifan kode 
etlk. Supaya usaha ltu akan berhasll, terutarna faktor-faktor 
berlkut lnl dapat membantu. 

1) Kode etlk sebaiknya dirumuskan berdasarkan masukan 
darl semua karyawan, sehlngga mencermlnkan 
kesepakatan semua plhak yang terlkat olehnya. Kode etlk 
perusahaan tidak blsa berfungsl dengan balk, kalau dldrop 
begltu saja dari atas (plrnpinan). 
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2) Harus dlpertimbangkan dengan telltl bidang-bidang apa dan 
topik-topik mana sebaiknya tercakup oleh kocle etik perusahaan. 
lldak perlu dimuat hal-hal yang kurang berguna dan tldak 
mempunyal dampak nyata, tetapl tldak boleh eliabalkan juga 
masalah moral apa pun yang berperanan dalam kalangan 
perusahaan atau berhubungan dengan st8keholdets. 

3) Kode etik perusahaan sewaktu-waktu harus dlrevisl dan 
clisesuaikan dengan perkembangan Intern maupun ekstern. 
Untuk hal inl beberapa perusahaan besar sudah memanfaatkan 
jasa sebuah komlsl etika atau seorang pejabat etlka yang 
khusus (ethical officer). 

4) Yang paling pentlng adalah bahwa kode etik perusahaan 
ditegakkan secara konsekuen dengan menerapkan sanksl. 
Tetapl, tentu'Saja, hal itu harus dllakukan dengan lair dan adll. 
Harus ada prosedur juga untuk nalk banding. Kehadlran "om­
budsman" dalam perusahaan dapat membantu agar semua 
mesalah blsa cliselesalkan dengan memuaskan. 

9.2 Ethic8lauditing 

- Suatu inlslatlf yang menarlk adalah pemerlksaan atas 
klnerja etls dan soslal perusahaem oleh sebuah lnstltut 
lndependen. Dl Amerlka Serlkat lnlslatlf ln1 sudah dllaporkan 
dalam dasawarsa 1980-an, sedangkan eli Eropa baru tampak 
akhlr-akhlr 1nl. KeberhasOan pemeriksaan seperti itu tentu untuk 
sebaglan besar tergantung pada kredlbllitas instltut yang 
melakukannya. Beberapa institul: dl Eropa yang bergerak d1 bidang 
itu adalah European Institute for Business Ethics dl Breukelen, 
Belanda, !Yew Economic Foundation dl London, Inggrls, lnstl­
ture of Soc!BJ and Ethlcllf Accountltbili/;H dl London juga, dan 
Copenhagen Business School di Denmark. Nama yang dlpakal 
untuk pemeriksaan ln1 berbeda-beda, seperti sering teljadl dengan 
bidang baru yang bel urn mantap. Sela!n ethical auditing, dipakai 
juga nama ethlcaii!ICCOUfJUng, socitJJ auditing, stakeholder au­
diting, soc/tJI performance report, dan la!n-laln. Tentang lslnya 
pula ada banyak varlasl. Kadang-kadang aspek etls d!perlksa 
dalam kerangka soslal yang leblh Juas. Tapl blsa juga segl etika 
disoroti dengan ekspllsit, terutama jlka kode etik perusahaan 
menjadl obyek langsung dari pemerlksaan. 
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Untuk menllai kinelja finansial sebuah perusahaan sudah 
lama ada standar~standar accounting yang dlterima secara 
nasional dalam suatu negara dan malah secara internasional. 
Pada akhlr tahun setlap perusahaan membuat laporan yang 
didasarkan atas standaMtandar terse but. Untuk menllai kualitas 
manajemen sudah terbentuk standar juga, sepertl ISO 9000. 
Tetapi untuk menllal kinerja sosial dan etls belum ada standar 
yang jelas. lnstitut-institut yang disebut di atas mencoba 
membuat standar dl bidang itu dan untuk sebagian sudah 
berhasil. Jika perusahaan mem!llkl sebuah kode etlk, ethical 
auditingitu secara khusus terfokuskan pada kode etik tersebut. 
Sebagalmana langsung dlmengertl, dengan demikian tersedia 
metode yang balk sekall untuk menegakkan kode etlk 
perusahaan dengan ikhlas dan konsekuen. Kode etlk tldak lagi 
sebatas perhlasan saja. Pemerlksaan atas kinerja etis dan soslal 
itu tidak saja d!lakukan terhadap perusahaan, tapi juga terhadap 
organisasl nlrlaba. Organisasl-organisasl sepertlltu pun harus 
berpegang pada standar-standar etis, entah mereka memillkf 
kode etik tertulis atau tidak. Mlsalnya, menjadl aneh sekal~ bUa 
organisasl nlrlaba sepertl Palang Merah lnternaslonal 
menginvestaslkan sebaglan dananya dalam lndustrl senjata. 
Namun hal sepertl itu bisa saja terjadl. 

9.3 The Body Shop sebagai contoh 

The Body Shop adalah sebuah perusahaan intemaslonal 
yang berasal dar! lnggrls dan bergerak di bidang kosmetlka 
serta toiletrfes. Perusahaan ini didlrlkan oleh Anita Roddick pada 
1976, dan 20 tahun kemudlem sudah mempunyal omzet 
setengah mlllar dollar AS. Klnl The Body Shop mempunyai 
toko tersebar dl seluruh dunla, antara Jain sekitar 300 toko dl 
Amerika Serlkat. Perusahaan lnf selalu menltlkberatkan 
manajemen yang etis. "First and foremost are the values" 
merupakan ungkapan terkenal dart Anita Rodelick. Rupanya 
Roddick pula yang pertama kal1 melontarl<an gagasan mengenal 
audit sosial dan etls. 

Setlap dua tahun The Body Shop membiarkan dlr!nya eli 
audit dari segl soslal dan etis. Audit pertama itu dllakukan oleh 
Institute of Soc/Ill MJd Ethical Accounta.bUity dan dlterbttkan 
dengan judul The V.,Jues Report 1995 (1996). Dalam audit lni 
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antara lain diperiksa pelaksanaan dua dokumen etika yang 
dimiliki perusahaan ini: The Body Shop Mission Statement 
dan The Body Shop Ti'ading Charter sebagai berikut. 

THE BODY SHOP MISSION STATEMENT 

Mission Statement - Our Reason lor Being 

To dedicate our business to the pursuit of social and environ­
mental change 

To Creatively balance the financial and human needs of our 
stakeholders: employees, customers, franchisees, and 
shareholders. 

To Courageously ensure that our business is ecologically sus­
tainable: meeting the needs of the present without com­
promising the future. 

To Meaningfully contribute to local, national and international 
communities In which we trade, by adopting a code of con­
duct which ensure care, honesty, fairness and respect. 

. To Passionately campaign for the protection of the environ­
ment, human and civil rights, and against animal testing 
within the cosmetics and toiletries Industry. 

To 11relessly work to narrow the gap between principle and 
practice, whilst making fun, passion and care part of our 
daily lives. 

THE BODY SHOP TRADING CHARTER 

Our 'li'adlng Charter 

The way we trade creates profits with principles. 

We aim to achieve commerc:tal success by meeting our cus­
tomers' needs through the pr<Mslon of high qual~ good value 
products with exceptional service and relevant information 
which enables customers to make informed and responsible 
choices. 
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Our trading relationships of every kind- with customers, fran­
chisees and suppliers - will be commercially viable, mutu­
ally beneficial and based on trust and respect. 

Our trading principles reflect our core values 

We aim to ensure that human and civil rights, as set out in the 
Unlversal Declaration of Human Rights, are respected through­
out our business activities. We will establish a framework based 
on this declaration to Include criteria for workers' rights em­
bracing a safe, healthy working environment, fair wages, no 
discrimination on the basis of race, creed, gender or sexual 
orientation, or physical coercion of any kind. 

We will support long term, sustainable relationship with com­
munities in need. We wvill pay special attention to those mi­
nority groups, women and disadvantaged peoples who are 
socially and economically marglnalised. 

We will use environmentally sustainable resources wherever 
technically and economically viable. Our purchasing will be 
based on a system of screening and Investigation of the eco­
logical credentials of our finished products, ingredients, pack­
aging and suppliers. 

We will promote animal protection th oughout our business 
activities. We are against animal testing in the cosmetics and 
toiletries industry. We will not test ingredients or products on 
animals, nor will we commission others to do so on our be­
half. We wm use our purchasing power to stop suppliers ani­
mal testing. 

We wiD institute ~propriate monitoring, auditing and dis­
closure mechanisms to ensure our accountab/Uf¥ and dem­
onstrate our compUance with these plinclples. 

Pelaksanaan teknis dari audit etis dan sosial lnl hanya bisa 
dislnggung dengan singkat Values Report 1995 terdiri atas tiga 
pemyataan yang membahas kinerja perusahaan d1 bidang soslal 
(HAM, kesehatan dan keselarnatan kerja, diskrimlnasl, dan 
sebagalnya), di bidang llngkungan hldup, dan d1 bidang perlindungan 
binatang (masalah yang aktual khususnva untuk perusahaan 
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kosmetika). Dalam laporan dari 1997 diberl uraian lebih terintegrasi. 
Values Report 1995 membedakan 10 macam stakeholders dan 
membuatwawancara serta angket di antara mereka. Dltentukan juga 
lndlkator-indlkator kJnerja. Manajemen dlberl kesempatan untuk 
me-nanggapl kelemahan yang dlstnyaUr dengan merumuskan /"/ext 
Steps. Dalam audit berlkutnva diperiksa lagl bagaimana rencana· 
rencana 1nl dltindaklanjuti. L.aporan akhlr dipublikaslkan (bersama 
dengan rlngkasan dan lembar khusus untuk karyawan) dan 
diharapkan komentar dari luar. 

10. Good ethics, good business 

Sebagalmana sudah beberapa kall disebut sebelumnya, 
gerakan etika blsnls mula! bergulir dl Am erika Serikat setelah terjadl 
sejumlah skandal blsnls. Pada permulaannya serlng diragukan entah 
etlka bisnis itu mungkln. Malah ditanyakan apakah paham "etika 
blsnis" tidak merupakan sebuah oxymoron atau kontradlksi dalam 
sebutan, karena menurut kodratnya blsnls sering dianggap justru 
tldak etls. Keraguan ltu sekarang sudah banyak hilang. Rupanya 
dalam dunJa blsnts kinl telah terbentuk slkap leblh posltlf. Sudah 
tertanam k.elnsafan bahwa blsnls harus berlalru etis deml k.epentingan 
blsnis itU sendlrl. Terdengar semboyan baru seperti Ethics }My(etlka 
membawa untung), Good business is ethical business, Corporate 
ethics: a prime business asset. Pada sampul buku populer tentang 
etlka blsnls yang dltulls oleh Kenneth Blanchard dan Norman Vincent 
Peale tertulls dengan huruf besar: Integrity pl'ysl You don't have to 
chellt to win (lntegritas moral membawa untungl 'Ddak perlu Anda 
menlpu untuk menang). DaJam kode etlknya atau dengan cara lain, 
klnl banyak perusahaan mengalrul pentlngnya etlka untuk bisnls 

mereka. 

Bahkan telah dlusahakan untuk menunjukkan secara empiris 
bahwa pei'US8haan yang mempunyal standar etis tlnggl tergolong 
juga perusahaan yang sukses. Mark Pastln menyusun daftar 25 
perusahaan yang high ethics - high profit. Dan ada beberapa stud! 
lain yang memperllhatkan perkaitan positlf antara perhatlan untuk 
etlka dan keuntungan finanslal. StudJ·studl lain lagi tldak berhastl 
membuktlkan adanya perkaltan. 

StudJ yang menunjukkan perkaitan antara etika yang balk dan 
keberhasilan dalam blsnis tldak tanpa masalah. Sebab, kalaupun 
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dapat dlbuktikan adanya perkaitan macam itu, dengan demikian 
belum terbukti pula bahwa bisnls ltu sukses karena etikanya balk. 
Hubungan kausalitas di sin! belum dipastikan. Bisa terjadi juga, 
perusahaan yang sukses mempunyal perhatian khusus untuk etika, 
justru karena mereka sukses. Kalau hegitu, sukses perusahaan 
menjadl penyebab dan bukan akibat darl perhatlannya untuk etlka. 
Tetapi, terlepas dari berhasil tidaknya pembuktlan empiris, tidak 
begitu sulit untuk diterfma bahwa etika perlu untuk mencapai sukses 
dalam bisnls. Tentang topik-topik spesifik dalam buku lni sudah serlng 
ditekankan bahwa tuntutan etis sejalan dengan sukses dalam bisnis. 
Hal itu terutama berlalru untuk blsnls jangka panjang. Mungkin 
dengan menipu dan praktek kurang etis lalnnya kita dapat 
memperoleh untung untuk sesaat, tetapl cara berblsnis ltu tldak tahan 
lama. Penlpuan bisa meralh keuntungan untuk sementara waktu, 
tetapl sekaligus berfungsl sebagal born waktu yang akan 
menghancurkan perusahaan padajangka panjang. Ketlka membahas 
keutamaan kejujuran, sudah klta llhat penjualan mobil bekas sebagaJ 
contoh yang hamplr klasik tentang bisnls rawan penlpuan. 

Dl situ sl penjual dan si pembeli hanya bertemu satu kaJI. 'Ddak 
begltu mendesak menjaUn hubungan balk dengan sl pernbell sebagal 
pelanggan. Dalarn sltuasl bisnls sepertlltu paling menonjol jangka 
pendek. Akan tetapl, kalau perusahaan penjual mobil bekas lngln 
menjadl blsnis yang mantap la akan menjaga nama balk perusahaan. 
Mlsalnya, Is akan member! garansl sekian bulan atau sekian kilome­
ter untuk setiap mobD bekas yang dljual. Dalam blsnls, kepercayean 
(trust) adalah unsur yang sangat pentlng dan kepercayaan tentu 
mengandalkan bonafldltas pada plhak lain. Banyak perusahaan 
irnpor-ekspor menjadl besar dan dapat mencapal umur panjang 
karena dldasarkan atas kepercayaan antara berbagal mitra bisnls 
yangbertempat tlnggal jauh satu sam a lain. Dalam sektor perbankan 
pun kepercayaan adalah sangat haklki. 

Semuannya ltu tidak berarti bahwa etika yang baik selalu dan 
tanpa kecuali merupakan kuncl untuk mencatat sukses dalam bisnls. 
lldak mustahil bahwa perusahaan yang leblh etis mendapat 
k.euntungan finanslal kurang, dlbandingkan dengan perusahaan yang 
tldak begltu mempedulikan etlka. Mlsalnya, hal ltu mudah terjadl 
dalam hubungan dengan lingkungan hldup. Perusahaan yang 
menggunakan cara berproduksi yang ramah ilngkungan, blsa saja 
memperoleh keuntungan kurang, dlbandlngkan dengan perusahaan 
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yang tidak sadar lingkungan (walaupun masih tinggal dalam batas 
ketentuan hukum). Tetapi tidak bisa diragukan bahwa perusahaan 
pertama ltu lebih etis. Ia mempunyai keberanian moral untuk 
menempatkan lingkungan hldup di atas keuntungan sebesar­
besarnya. Ia tetap mendapat laba blarpun tldak sebesar seperti 
perusahaan lain yang kurang sadar lingkungan. Tetapl perbedaannya 
tidak boleh menjadl terlalu besar. Negara harus rnengintervensi 
dengan peraturan hukum jika perusahaan sampai kalah bersaing 

gara-gara sadar lingkungan. 

Kendatl tidak ada jaminan mutlak. pad a umumnya perusahaan 
yang etis adalah perusahaan yang mencapai sukses juga. Good eth­
Ics, good business. Keyaklnan in! sekarang terbentuk cukup urn urn. 
Namun demlldan, halltu tidak berartl bahwa harapan akan sukses 
boleh menjadi satu-satunya motivasi atau malah motivasl utama 
untuk berperllaku etls. Yang balk harus dilakukan karena halitu balk. 
bukan karena membuka jalan menuju sukses, walaupun mot!vasi 
lni tidak senantiasa perlu dihayati secara eksplisit. Sudah sejak 
Arlstoteles, hal itu disebut bertlngkah laku "menurut keutamaan". 

Dllndonesla, sampai sekarangjarang tampak keyaklnan bahwa 
moralitas yang balk merupakan salah satu kunci untuk berhasll di 
bldang blsnls. Seballknya, dalam diskusl tentang etika blsnis, berulang 
kall terdenQar keluhan: "ldta pasti kalah dalam blsnis, kalau berpegang 
pada etlka". Maksudnya tentu kalah terhadap peblsnls--peblsn!s lain 
yang tldak pedull dengan etlka. Apal<ah pandangan lni benar? Seluruh 
penguralan dalam buku inl sebetulnya berusaha menunjukkan bahwa 
pandangan lnl tidak tahan ujl. Karena itu cukuplah klranya, b!la di 
sinl hanya dltambah beberapa catatan, sekaUgus berupa penutup. 

• Etil<a blsn!s hanya blsa berperan dalam suatu komunit.as moral. 
Moralltas tldak merupakan suatu komltmen individual saja, 
tetapl tercantum dalam suatu kerangka sosial. 01 Indonesia, 
cukup lama etlka bisnis mengalamJ kesulltan karena tldak 
dldukung oleh suatu kerangka soslal-polltlk yang sehat Salah 
satu buktlnya, dl Indonesia pun tidak kekurangan 
skandal-skandal blsnls (seperti juga dl negara-negara lain), 
tetapl tldak satu pun dlselesalkan sam pal tuntas, karena beking· 
bekingan dari plhak penguasa. Banyak pengamat berpendapat 
bahwa krisis yang dialaml bangsa Indonesia saat pergantian 
abad pada dasarnya merupakan krisis moral, bukan krlsls 
moneter, ekonomis, atau politik saja. Jika pelaksanaan hukum, 
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umpamanya, dapat dibeli dengan uang dan direkayasa oleh 
penguasa politik, hal itu merupakan masalah moral yang amat 
mendasar. Dalam suasana sepertl itu mudah timbul plklran: 
"kita pastJ kalah, kalau tidak ikut dalam permainan kotor itu". 
Akan tetapl, apakah rea.ksllni tepat? Mernang benar, peblsnls 
perorangan tidak berdaya terhadap kebobrokan moral dart 
penguasa dl atas. Selama ia tinggal sendiri, barangkall 
satu-satunya Jalan keluar adalah secara radlkal menghentlkan 
segala keglatan blsn!s, karena tidak mau terkontamlnasi oleh 
suasana moral yang begltu busuk. Tetapi janganlah pebisnls 
berjuang sendirl. Dan janganlah dltarik keslmpulan bahwa 
dalam keadaan pub..IS asa ltu etika sebalknya dltinggalkan saja. 
Kalangan bisnis sebagai keseluruhan harus berusaha 
meng-ubah haluan moral dan menuntut agar penguasa di atas 
menjamln suatu kerangka moral yang sehat Rupanya dengan 
penggantlan pemerintah Oktober 1999 hal itu akhlrnya 
dimungklnkan. Namun demlkian, membangun suatu etlkzl 
bisnis yang baik tetap akan merupakan suatu pe!juangan berat, 
tetapl perjuangan juga yang sangat dlperlukan. 

Orang yang berpendapat "dengan berpegang pada etlka klta 
past! kalah", kemungkinan besar terlalu menitikberatkanjangka 
pendek dalam proses berbisnls dan mengabalkan jangka 
panjang. Padaha~ jangka panjang justru paling haklld untuk 
berhasfi dalam blsnls. Kecenderungan mengutamakan jangka 
pendek, barangkall berkaltan dengan sifat watak yang seklan 
tahun yang lalu oleh Prof. Koenijaraningrat disebut "mentalitas 
menerobos". Rupanya. dalam sltuasl sekarang pun pengertian 
yang dlrumuskan oleh ahll antropologl budaya lnl tetap aktual. 
"Dalarn masyarakat Indonesia sekarang lnJ tampak terlampau 
banyak usahawan baru yang mau saja mencapal dan 
memarnerkan taraf hldup yang mewah dalam waktu secepat­
cepatnya, dengan cara-cara yang tfdak lazim, atau dengan cera 
'menyikat keuntungan sebesar-besarnya mumpung ada 
kesempatan', tanpa kerelaan untuk juga mengunyah pahlt 
getimya masa permulaan berusaha. Sekarang ini tampak pula 
terlampau banyak pegawal junior yang mau saja mencapal 
fasiUtas-fasllttas pangkat-pangkat atasan secepat-cepatnya 
dengan cara-cara menerobos, tanpa kerelaan untuk berkorban 
dan berjuang melawan kesukaran-kesukaran dalam hal 
mencapal suatu ketrampllan dan kepandaian Umu yang 
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-
diperlukan". Apakah selama dasawarsa-dasawarsa terakhir ini 
para pebisnis Indonesia cukup memperhatikan kata-kata 
bijaksana lni? 

Mereka yang meragukan perlunya etika dalam bisnis, sebaiknya 
tidak melupakan sejarah industrialisasi dan khususnya 
peljuangan an tara liberallsme dan sosialisme yangberlangsung 
di situ. Jika kita mulai mengembangkan industrl, tidak layak 
ldta mengulangi kesalahan dari masa lampau dengan 
mengabaikan kepentingan dan hak para pekeija. Apalagi, kalau 
keadilan sosial menjadi salah satu dafar dalam ideologl negara 
kita. Kesejahteraan kaum buruh dan karyawan harus menjadi 
trade mar.kdarllndustrl yang kita bangun, bukan gedung kantor 
yang rnentereng, ruang kerja direksl YlfiiD mewah, dan mobil 
direktur yang mahal dan bergengsi (semuanya berasal dar! 
utang). Para pekerja harus dlakui sebagal stake-holders yang 
paling penting dan diperlakukan juga demlkian. 

Akhimya, orang yang belum diyakinkan tentang pentingnya 
etlka dalam bisnis, perlu mempertimbangkan persepsi dunia 
luar tentang klnerja bisnis Indonesia. Dalam forum 
lnternaslonal, Indonesia dlnilal termasuk negara yang paling 
korup. Hal ltu sudah lama klta dengar darl kenalan-kenalan 
luar.negerl yang bercerita tentang pengalamannya berblsnls dl 
Indonesia. Atau kita mendengar dan mernbaca tentang ltu dart 
media massa luar negerl. Sejak beberapa tahun ada cars leblh 
obyektlf lagl untuk mernandang kenyataan inL Lembaga 7i'ans­
parency lntemational, yang berkedudukan dl Berlin, Jerman, 
setiap tahun mempublikaslkan Corruption Perceptions Index 
(lndeks Persepsl Korupsl). Lembaga ini mendapat kredlbllltas 
lnternaslonal dan bekerja sama dengan heberapa lnstansl 
internaslonal yang penting. Dalam indeks mereka sudah 
beberapa tahun berturut-turut tampak bahwa Indonesia 
dlpandang sebagai salah satu negara yang paling korup di 
dunia. Dalam lndeks Persepsl Korupsl dari tahun 1999, Indo­
nesia menempati urutan ke-97 dalam daftar 99 negara dengan 
skor 1, 7 pada skala 10. Di bawah Indonesia masih terdapat 
dua negara Afrika, masing-masing dengan perbedaan satu 
des !mal. Hanya Denmark menduduki peringkat teratas dengan 
skor bulat 10 untuk ke-dua kalinya berturut-turut Singapura 
menempati urutan ke-7, Malaysia urutan ke·33, dan Flllpina 
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urutan ke-54. Jika kita sudah dininabobokan karena 
pengalaman rutin setiap harl, rnungkin kita bisa tergugah 
dengan sorotan tajam dari Juar negerllnl. Setelah kita membuka 
mata dengan sungguh-sungguh, siapa dapat menyangkallagl 
bahwa etJka bisnis sangat mendesak untuk situasl klta yang 
amat memprihatinkan ini? Dan bagalmana dapat kita berhasll 
dalam globallsasi ekonomi dengan track record yang begltu 
jelek? Para ekonom tidak mengenallelah dengan menjelaskan 
bahwa korupsi mengakibatkan "biaya siluman" yang membuat 
suatu ekonomi menjadi tidak eflsien. Dengan demlkian peluang 
bersaing mau tldak mau menjadi sangat sulit Jika kekurangan 
moralitas dalam kegiatan blsnls klta berlangsung terus, kita 
semua sebagai bangsa kalah terhadap negara-negara tetangga 
dan negara-negara lebih jauh yang berhasll menjalankan 
ekonominya dengan efiSien. Realisasi AFTA dan APEC tinggal 
beberapa tahun lagi. Seperti halnya dengan ekonom~ moralitas 
pun merupakan suatu kenyataan universal yang berdampak 
universal pula. 
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FLEXIBIUTAS TEORI HUK<JM 
ANGLO SAXON 

1. liga Tradisl Hukum d1 DunJa. 

Yang dlmaksud dengan tlga tradisi hukum utama dl dun!a 
adalah Hukum dari Eropa Kontinental ( CMI LaW), Hukum Anglo 
Saxon (Common LaW) dan Hukum Sosialls (Socialist LaW). 

Menggunakan "tradlsi hukum" atau legal tradition, bukan 
"slstem hukum", tujuannya adalah untuk membedakan 2 (dua) 
konsep yang berbeda. Dalam hal lnl "system hukum" adalah 
sekelompok pranata hukum yang bersifat operatif, prosedur hukum 
dan peraturan hukurn. 

Di Am erika Serlkat. terdapat satu system hukum yang berbeda 
dan terplsah dl antara system hukum masing-maslng negara d1 
dunla. Selain itu masih ada suatu system hukum yang berbeda dari 
organlsasl-organlsasi internasional, mlsalnya Masyarakat Ekonoml 
Eropa dan PBB. Slngkatnya, dalam dunla yang terorganlslr dalam 
bentuk negara-negara berdaulat, dan organlsasl-organisasl 
lnternasional darl negara-negara tersebut, maslh terdapat pula 
banyaknya system hukum terhadap negara dan organlsasl-lrganlsasl 
intemaslonal tersebut. 

Sistem hukum naslonal dlgolongkan ke dalam beberapa 
kelompok. Sfstem hukum lnggris, Selandla Baru, California, New 
York dan lain-lain, dlsebut system hukum "common 1/IW'.Masing­
maslng negara atau negara baglan tersebut mempunyal pranata 
hukum, proses hukum dan peraturan-peraturan hukum yang belum 
tentu ldent!k. Sebaliknya di negara atau negara baglan tersebut 
sebenamya terdapat banyak perbedaan, balk mengenal ketentuan 
hukum, substansl, maupun mengenai pranata-pranata hukum dan 
hukum formal. 
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Perands, Jerman, !tali, Swiss mempunyai system hukumnya 
maslng-maslng. Mereka disebut sebagal negara-negara CJYi/ uw. 
Mesklpun negara-negara tersebut termasuk sebagal kelompok Civil 
Law, namun dalarn penerapannya, mereka mempunyai perbedaan 
- perbedaan mengenai peraturan hukum, prosedur hukum, dan 
pranata hukum. Bahkan dl negara-negara Eropa llmur, yang 
dlpaksakan untuk menerapkan dan menyeragamkan di bawah 
pengaruh Uni Sovyet, tetapi juga terdapat perbedaan-perbedaan. 

Meskipun negara-negara tersebut digolong-golongkan ke 
dalarn negara-negara soc/a/is /11w, tetapi maslh terdapat banyak 
varlasl di antara negara-negara terse but, bahkan terdapat masalah­
masalah yang fundamental. Perbedaan-perbedaan tersebut dalam 
system hukum adalah sebagal cermln dart fakta bahwa selama 
beberapa abad, dunla telah dlbagl ke dalam negara-negara berdaulat, 
dibawah pengaruh darl kondlsl-kondlsi lntelektual, telah menekankan 
akan pentlngnya kedaulatan negara dan telah pula mendorong untuk 
tlmbulnya penekanan-penekanan yang naslonalis terhadap karakter 
dan tradlsl naslonal. Jadi tidak pemah ada "satu system Civil uvl, 
satu system Common Law atau satu system Socialist uw. Yang 
ada hanyal8h system hukum yang berbeda-beda di dalarn maslng­
maslng kelompok system hukum tersebut. Namun kenyataannya, 
bahwa system-sslstem hukum yang berbeda tersebut dlgolongkan 
bersama-sama dl bawah kelompok "Civil Uvl. 

Tradlsl hukum, bukanlah suatu golongan peraturan I hukum 
tentang perjanjlan, badan hukum dan perbuatan hukum pldana. 
Tradlsl hukum sangat berakhar dan dipengaruhl oleh sejarah 
terhadap perbuatan I slkap tentang haklkat dari hukum, tentang 
peranan hukum dalarn masyarakat dan polltlk, tentang organlsasl­
organlsasl hukum dan pelaksanaan hukum tersebut dan tentang 
cara hukum dlbentuk I seharusnya dlbentuk, diterapkan, dipelajari, 
dlsempumakan dan dlajarkan. Tradlsl hukum menghubungkan sys­
tem hukum dengan kultur, yang menempatkan system hukum dalarn 
suatu perspektlf kebudayaan. 

Dar! ketiga tradlsl hukum ( cM/ItJw, common law dan sosftJ/Ist 
laW), eM/ law merupakan tradlsl hukum yang paling tua dan yang 
paling luas penyebarannya. Secara tradlslonal, timbulnya eM/ ltJw 
adalah 450 sebelum MasehL Dewasa lnl, eMf lswrnerupakan tradlsl 
hukum yang paling domlnan dl kebanyakan negara Eropa Barat, 
semua negara Amerlka Tengah dan Selatan, dl banak negara Asia 
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dan Afrika bahkan di beberapa bagian adalah dalam negara com­
mon law. Sedangkan sampai sekarang eMf Jawmaslh mendominasl 
kebanyakan negara Eropa Timur (termasuk Uni Sovyet) ang 
kemudian masuk sebagai negara soslallst /tJw. Ovil Jawmerupakan 
tradisl hukum yang tidak asing bagi kaum polltikus dan sarjana­
sarjana Eropa Barat yang merupakan ahll-ahll hukum lntemaslonal. 
Konsep dasar dam operasional serta pembangunan hukum yang 
kontinyu darl masyarakat Eropa adalah hasil kerja dari mereka yang 
mendapat pendJdikan llatihan mengenal tradisi hukum cMJ Jaw 

Dalam dunla common law, penyebarannya lebih luas dan 
uslanya lebih tua, narnun banyak yang berpendapat bahwa civil law 
lebih pentlng kedudukannya dan lebih per<:aya bahwa eM/ Jawsecara 
culturallebih unggul dari pada common Jaw. Pandangan dart negara 
yang menganut system eM/ /awadalah menganggap common Jaw 
relatJf kasar dan tidak terorganislr. Yang penting maslng-maslng 
negara selalu menganggap system hukum merekalah yang pallng 
unggul. Jadl apablla suatu negara menganut cMllaw, maka negara 
tersebut past! menganggap bahwa eM/ Jawyang leblh baik daripada 
common Jaw, demlkian sebaUknya. 

Lahlrnya common ltJW diperkirakan pada t.ahun 1066 Masehl. 
yaltu ket1ka "TTle NormanD mengalahkan orang-orang pribuml dl 
"Hastings" dan menaldukan lnggris. Berarti tradisl common Jawberusla 
941 tahun. DaJam tradisl civil I~ "Corpus Juris CMJS' dart Justinian 
di publlkasl dl Constantfnopel pada tahun 533 Nlasehl, yang merupakan 
suatu baglan terpenting dart cMIIIIW. Makanya tradlsl eM/ ltJW jauh 
lebih tua dlbandlngkan dengan tradlsi common Jaw. Namun demlklan 
sebagai aklbat dart ekspansi dan kemajuan yang pesat dari kerajaan 
lnggrls pada masa koloniallsme, common Jaw tel8h sangat meluas 
berlakunya. Akhlr-akhlr 1nl common Jaw merupakan tradisl hukum 
yang diberlakukan dJ lnggris, lrlandla, USA, Canada, Australia dan telah 
berpengaruh terhadap hukum di berbagal negara Asia dan Afrika. 

Tradl.s! sositJ/Ist Jaw blasanya dianggap lahlr dan berakar pada 
Revolusl Oktober dl Unl Sovyet. Sebelumnya tradisl yang domlnan 
d1 kekalsaran Rusla adalah eM/ Jaw. Salah satu tujuan dari Revolusl 
Rusla adalah untuk menghapuskan system eMf l11w, yang dianggap 
berslfat borjuls, dan menggantikannya dengan suatu ketertlban 
hukum soslalls yang baru. Efek nyata dar! reformasllnl adalah dengan 
memasukkan prlnsip-prinsp tertentu dart ideology soslalJStterhedap 
tradisi atau system eMf Jaw yang sedang berlaku. 
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Dl bawah pengaruh Onl ·Sovyet dan paham Markisme, 
reformasi hukum yang serupa telah pula dilaksanakan di negara­
negara Eropa llmur dan di negara-negara lain seperti Cuba, padahal 
sebelumnya dl negara-negara tersebut telah berlaku cMJ Jaw. 
Konsekuensinya, tradlsl hukum yang masih muda tetapi sangat 
bersemangat maslh menunjukkan slfat campurannya, yaltu antara 
eM/ Jaw dan sosialist law. 

Kaum sosialis berpendirian bahwa semua hukum merupakan 
Instrument terhadap policy ekonomi dan social, dimana tradisi com­
mon l8W dan civil law pada dasamya akan merefleksi kapitalls, borjuis 
dan eksploltasl pemerlntahan, ekonoml dan social. Kaum soslallst 
menganggap common law sebagal suatu system hukum yang 
dlsusun untuk mencapal tujuan-tujuan yang menurut mereka secara 
ekonoml dan social tldak adll. Common law dlanggap oleh ahll­
ahll hukum Soviet sebagal suatu system hukum yang tldak 
sistematls, tldak dlbangun dengan rapi jika dlbandingkan dengan 
peraturan-peraturan Soviet yang dlrancang secara hati-hatJ dan 
dibangun atas system dan ketertlban hukum civil law. Akhlrnya 
bagi ahJI hukum soslalis, balk tradlsl hukum civil law maupun 
common law merupakan subyek untuk dlkecam, karena kedua 
tradisl hukum tersebut dibentuk tetapl tidak dengan penetapan 
ldeology_mereka yangjelas. Para ahli hukum soslalls menganggap 
system hukum clvll law dan common law sebagai alat dengan 
mana Ideology borjuls dlsembunylkan dalam bentuk klausula­
klausula hukum yang seolah-olah netral, yang kemudlan 
digunakan untuk mengeksploitasi kaum proletar. 

Fakta menunjukkan bahwa ketiga tradJsi tersebut berasal dar! 
Eropa, tetapl sebenarnya masih banyak tradlsi hukum yang lain dl 
dunla lni, dan tradlsi baru juga dlbentuk. Dominannya tiga tradlsl 
hukum tersebut merupalam aklbat langsung dati imperallsme dl 
eropa Barat di abad-abad sebelumnya dan lmperalisme Sovyet dl 
awal abad 20 fni. 

2. Teorl Hukum Anglo Saxon. 

Sebenarnya maslh banyak bangsa-bangsa penting lainnya 
yang hukumnya tldak dapat dlgolongkan ke dalam salah satu dart 
tlga tradisl hukum tersebut, mlsalnya slstim hukum dl Scandinavia 
{Eropa Barat) yang terplsah, baik darl tradlsi hukum cMJ Jaw 
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maupun common law. Afrika Otara, Tunur Tengah dan Asia lainnya 
dengan adanya .. Hukum lslam", merupakan hukum yang 
berorlentasi pada agama mempunyal pengaruh yang pentlng dl 
negara-negara dl dunia. 

Di beberapa negara Asia dan Afrika, tradisl hukum adat yang 
merupakan hukum asn mereka seringkali terbatas pada wUayah yang 
relatif kecU atau terbatas pada kelompok kesukuan ma.slh sering 
dijumpa.i. 

Kebanyakan hukum adat telah rnengalaml kontak-kontak 
tertentu dengan system hukum utama dari daerah lalnnya dl dunia 
inl. Hal inl serlng membawa aklbat pada keadaan yang tidak stabll 
dar! berlakunya beberapa system hukurn, yang pada akhirnya tldak 
ada kejelasan atau kepastian. Misalnya dl India, komblnasi khasnya 
dar! hukum Hindu, hukum adat selain Hindu dan common lawdarl 
lnggris (kebanyakan hukum di lnggris ditulis secara sistematls) yang 
hallnl dllngrls sendlrl tidak pernah dilakukan. 

Dl Jepang, pada perlode awal memberlakukan tradlsl hukum 
civil law dengan kodifll<aslnya dar! Jerman, kemudian setelah perang 
dunia kedua berada dl bawah pengaruh tradlsl hukum common IIIW, 
khususnya di bidang hukum pubUk. Balk tradlsl hukum common 
law maupun civil Jaw sejauh yang dlberlakukan dl Jepang, dl 
berlakukan atas tradlsl hukum yang terdahulu yang maslh tetap 
mempunyal kekuatan berlaku, tetapl tetap bukan merupakan civil 
Jaw maupun common Jaw. 

2.1. Perbandfngan. 

Tradlsl cMJ law dapat dltelusurl sampal kepada hukum 
Romawf, yang berkernbang sesuai dengan perkembangan wiJayah 
kekalsaran Rornawl. Bersamaan dengan dlslntegrasl dart kekalsaran 
Romawl, hukumnya pun hilang sifat unfversalnya. Dimanapun hukum 
Rornawl dlterapkan, hukum tersebut akan bercampur dengan 
kekalsaran setempat yang berbeda secara substanslal di antara 
masing-maslng daerah di Eropa. CMJ Jawmendapat dasar-dasarnya 
yang modern dl awal abad 19, yaknl pada waktu code-code Perancfs 
dlciptakan oleh para ahll hukum Perancls, yang dlplmpln langsung 
oleh Napoleon Bonaparte. Dlslsl lain, common Jaw merupakan 
produk dari perkembangan konstltusi lngrts. 
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Perbedaan dasar dar! cMJ!aw dengan common law terletak 
pada sumber dasar hukumnya. Common law menggunakan 
keputusan pengadilan sebelumnya sebagal surnber tertinggf dar! 
suatu otorlta.s. Doktrln "Stare Decisis" (biarlah keputusan yang 
dJterapkan), adalah esensl dar! common I11W. Doktrin stare decisis 
tersebut menetapkan bahwa pengadllan-pengadllan mendasarl 
hukumnya seperti yang sudah pemah diputuskan terhadap kasus­
kasus sebelumnya oleh pengadllan tinggi, sejauh prinsip-prinsip yang 
diambU dar! kasus-kasus tersebut dengan esensi logis dari suatu 
keputusan, adalah masuk akal, serta sesual pula dengan keadaan­
keadaan kontempore~ Pengadilan-pengadllan yang berbeda 
menerapkan poUcyumum tersebut dengan derajat keketatan yang 
berbeda. Ml.salnya : pengadllan-pengadiJan di lnggrls leblh ketat dan 
leblh bersemangat dalarn menerapkan doktrin stare decislsdaripada 
pengad!Jan-pengadllan di Amerika. 

Pada plhak lain, civil law adalah berorientasi pada kitab 
undang-undang produk legislative, yakni perumusan ketentuan­
ketentuan hukum yang komprehenslf terhadap semua hukum dasar 
di negara yang bersangkutan. Jlka suatu kasus diajukan ke 
pengadllan atau kepada pengacara, maka problem yang segera 
muncul adalah mendapatkan ketentuan yang layak dar! undang­
undang yang mellputl sltuasl dalam kasus tersebut, dan seterusnya 
menerapkan kepada kasus yang bersangkutan. Kasus-kasus 
pengadllan yang telah dltetapkan sebelumnya tidak sama sekall 
dlabalkan hanya saja kasus-kasus tersebut tldak mempunyal 
kekuatan mengtkat terhadap para hakim. 

2.2. Kedudukan Ondang-undang Dalam Jurisdlksl Common 
Law. 

Common l11w berpegang pada undang-undang seperti juga 
pada putusan-putusan pengadfian. <Jntuk meningkatkan peranan 
dart undang-undang dan memperluas jangkauannya, sehtngga 
undang-undang tersebut dapat mencakup problem-problem hukum 
dalam proporsl yang luas. Dt Amerika, mereka menggabungkan 
beberapa undang-undang menjadl apa yang mereka namakan 
sebagai "codt!. Tambahan lag!, baglan-bagian tertentu dart hukum 
dlkodlfikasik.an dl seluruh jurtsdlksl, sehlngga muncullah seperti 
kodlfikasl hukurn pidana ( crimfn11l codtf), undang-undang tentang 
surat berharga, undang-undang tentangjual-beiL Akhir-akhlr in! juga 
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ada kodifikasi hukum dagang yang meliputl spectrum hukum dagang 
dalam artlluas. 

(a) Penafslran Undang-undang; 

Sepertl di eM/ /IJw, pengadUan-pengadllan common /11w 
mempunyal hak untuk menafsirkan undang-undang, tetapl 
ketentuan-ketentuan tentang lnterpelasl undang-undang 
tersebut sangat kompleks dan sullt dlterapkan. Dl USA, policy 
umum adalah untuk berusaha menafslrkan undang-undang 
dengan berpegang pada "kehendak" dari pihak pembentuk 
undang-undang (legislative). SebaUknya di lnggrls, pengadilan­
pengadllan telah sering berprinslp bahwa undang-undang harus 
dlbaca tanpa rujukan kepada kehendak pembentuk undang­
undang. 

(b) Judicial Review: 

Hak ujl materiel adalah lebih popular dengan sebutan "ju­
dicial RevieW'. Pengadflan-pengadllan dl USA, bersama-sama 
dengan pengadilan di Jerman Barat dan Australia, dapat 
bertindak lebih maju dari sekedar menafslrkan undang-undang. 
Mereka dapat menetapkan bahwa suatu undang-undang adalah 
tidaksah karena undang-undang tersebut bertentangan dengan 
konstltusl tertulls mereka. Hak mengjuf materiel terhadap suatu 
produk legislative adalah sesuatu yang aslng bag! kebanyakan 
negara cMflllw. Konsekuenslnya, pembentuk undang-undang 
membuat keputusan terakhlr terhadap konstltuslonal atau 
lnkonstituslonal suatu produk legislative. Jerman Barat adalah 
suatu kekecuallan, dan Brasil, Burma serta Jepang juga 
mempunyal hak ujl materiel sampal batas-~ tertentu. Sejak 
tahun 1958, Perancls mempunyal Badan Konstitusl, dengan 
kewenangan sepertl hak ujl materiel, walaupun bad an tersbeut 
sebenarnya bukan merupakan baglan darl system hukum 
Perancls. lnggrls tidak mempunyal konstltusl tertulls, tetapl 
bentuk pemerlntahannya merupakan campuran dar! keblasMn 
dan undang-undang kuno, yang merupakan konstltusl tldak 
tertulls mereka dan lni tldak kurang pastlnya dari sU8tu konstJtusl 
tertulls. Faktor yang merupakan arahan dari Pemerlntah lnggrls 
adalah system kablnetnya yang murnl berasal darl hukum 
keblasaannya dan tldak bergantung pada otorltas perundang­
undangan. Keterbatasan-keterbatasan terhadap pemerlntah 
adalah unsur penting dar! system Pemerlntah fnggrls, dan salah 
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satu bagian dari konstitusi tertulls di USA, yang disebut "BUJ of 
Righf, juga mempunyal kesamaan-kesamaan dan banyak segi 
dengan lnggris. 

Hakim-hakim lnggris beranggapan bahwa tidak ada pengadllan 
di lnggrls yang dapat menetapkan bahwa suatu undang-undang 
batal dengan alas an bahwa undang-undang tersebut tldak 
konstituslonal. Hal tersebut tldak berartl pengadilan-pengadllan 
lnggris tidak dapat melaksanakan kontrol terhadap undang­
undang. Melalui perangkat interpretasl misalnya. apakah dalam 
civil law maupun dalam common law setiap pengadilan dapat 
searah dengan prinsiJ>prinsip yang urnurn diterlrna dan bahkan 
serlngkall mengeblrl undang-undang tersebut. 

(c) Common Law dan Equity. 

Sebutan common Jaw dlgunakan juga untuk 
membedakan suatu bagian dar! hukum Anglo Amerika dengan 
baglan lalnnya yang disebut "Equity". 

Selama berabad-abad, system hukum lnggrls telah 
mempunyal due tlpe pengadUan, yang keberadaannya saling 
berdamplngan. Yang leblh tua dlkenal dengan Pengadllan com­
mon J6W. Kelompok pengadllan yang lain, termasuk pengadllan 
Chancel)'dan Star Olambermengembangkan prinsiJ>prinslp 
hukum yang sekarang dlkenal dengan Equity. 

Pada dasrnya, pengadllan-pengadllan yang menerapkan 
prlnslp-prlnslp equity bertindak jlka pengadllan-pengadllan 
common Jaw tidak mau bertindak atau jika pengadllan­
pengadUan common Jaw tersebut sangat kaku dan sangat 
teknls, sehlngga menimbulkan hal-hal yang tidak adiL HasU 
akhlr dar! aktlvltas pengadUan-pengadllan equity adalah 
terdptanya seperangkat prlnsiJ>prlnslp hukum untuk dlterapkan 
Jlka common Jawtldak menyedlakan gantl rugl (remedY! yang 
layak terhadap kesalahan-kesalahan tertentu. Maslh merupakan 
teorl yang mendasar, bahwa seseorang tldak dapat mempunyal 
gantt rugl secara equity kalau terdapat ganti rug! yang Jayak 
menurut common Jaw. 

Equity mempunyai aspek-aspek substantif maupun 
prosed ural. Mlsalnya sebuah pertanyaan muncul dari penerapan 
sebuah "TROSr yaltu suatu pengaturan dengan mana 
seseorang atau badan hukum dlpercaya untuk mengurus 
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sesuatu harta kekayaan untuk kepentingan plhak lain. Hal ini 
merupakan bagian yang d!atur oleh equity. Sebab suatu 
Pengadllan Chancery tempo dulu yang mengembangkan 
hukum tentang Trust, dan pada waktu ltu, pengadilan­
pengadllan common lawtldak memberlakukannya. 

Beberapa jurusdiksi dl USA, mlsalnya jurisdiksi federal 
dan New York, telah menghapuskan perbedaan antara 
pengadilan common lawdengan pengadUan equitydan kedua 
jenis pengadilan tersebut digabung ke dalam satu jenis 
pengadilan saja. Beberapa jurusdiksi dl New Jersey masih 
sepenuhnya memlsahkan antara pengadUan common Jaw 
dengan pengadUan equity. Dl jurlsdiksllaln sepertl Pennsylva­
nia, seorang hakim duduk secara alternatlf sebagal haldm com­
mon law dan hakfm equity. 

Perbedaan antara common law dengan equity 
sebenanmya sudah ketinggalan zaman, tetapl bahkan di tempat 
dl mana pengadllan common Jaw dan equity sudah bersatu, 
prinsiJ>prinsip hukum dar! maslng-maslng tetap dlpisahkan. 
Alasannya, semua jamlnan dart konstftusi USA terhadap 
pengadUan oleh juri untuk kasus-kasus perdat.a, adalah hanya 
terhadap kasus-kasus dalam jangkauan prlnsiJ>prinslp com­
mon J11w. Juri tidak dlpergunakan oleh Pengadllan Chancery 
dahulu di lnggrls, dan sekarang tJdak digunakan terhadap 
kasusu-kasus equity. Baik penghapusan slstlm juri terhadap 
kasus-kasus perdata, maupun perluasan jangkauan juri 
terhadap kasus-kasus equ/O'diperlukan agar pemlsahan antara 
dua langkah tersebut akan terjadl minimal dalam kurun waktu 
dl masa depan. 

2 .3. Doktrin Precedent 

(a) Pengertian: 

Hukum Anglo - Am erika (common Ia~ menerapkan 
doktrln precedentyaitu doktrln yang sudah ada sejak tempo 
dulu, yang mengajarkan bahwa kasus-kasus sekarang harus 
diputus dengan cara yang sama dengan yeng telah dlputuskan 
di masa lalu. Nama lain dar! doktrln precedent adalah "St:Bre 
DecisiS' (Stare decisis et non quita mover11), 
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{b) Efisiensi: 

Precedent menolong para hakim melaksanakan tugasnya 
secara lebih efJS!en darlpada jika setiap isu yang tidak jelas 
dilingkupi oleh undang~undang, dlproses dart permulaan pada 
setlap kasus. Keputusan~keputusan terdahulu menyediakan 
rujukan yang cepat kepada keputusan-keputusan pengadllan 
mengenai problem-problem dewasa ini. 

(c) Daya Penafslran; 

Berpegang pengadilan kepada keputusan-keputusan 
terdahulu akan menolong terciptanya lltigasi dari setiap prob­
lem secara leblh predictable. Mlsalnya : seorang konsultas 
hukum merancang sebuah kontrak, maka dia akan meyaklnl 
bahwa kemungklnan besar keputusan sebelumnya tentang 
klausula gantt rugl dengan jumlah yang pastl (liquidated dam­
age clause) akan d.itukutl, sehingga ia akan menempatkan 
klausula tersebut dalam kontrak yang akan dibuatnya. Predlct­
abil1ty akan mengurangi rlsiko yang berhubungan dengan 
berbagaJ macam aktMtas hJdup yang mungkin berakhir dl 
pengadllan. Pengurangan rlslko tersebut akan membuat 
berfungslnya masyarakat secara lebih efisien dan karenanya 
sesual· tujuan akan mudah dlcapai. Predictability juga akan 
mengurangljumlah lltlgast. Jika tlmbul problem, perkara akan 
cenderung berkurang seandainya para plhak tahu bagalrnana 
agaknya hasll dar! litlgasl yang bersangkutan. Hal In! akan 
mendorong terclptanya perdamaian yang akan menahan 
sesuatu kasus tetap berada dlluar pengadilan, sehingga dapat 
menghemat sumber daya social yang sangat berharga itu. 

(d) Unlfikasl. 

Dengan perlakuan yang sama terhadap para plhak 
bersengketa yang mempunyal problem serupa, doktrin stare 
decisis akan menjamln pelayanan yang adil, tldak membeda­
bedakan para plhak yang bersengketa. 
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OJ 
LAMPI RAN 

UNDANG-UNDANQ REPUBUK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHQN 1999 

lr:NTANG 

l.ARANGAN PRAKTEK MONOPOU DAN 
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa pembangunan bldang ekonoml harus 
diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan 
rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang­
Undang Dasar 1945; 

b. bahwa demokrasi dalam bldang ekonomi 
menghendakl adanya kesempatan yang sama 
bagi setlap warga negara untuk berpartislpasl 
dl dalam proses produksi dan pemasaran 
barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang 
sehat, efektif, dan efisien sehlngga dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; 

c. bahwa setlap orang yang berusaha dl Indone­
sia harus berada dalam situasi persaingan yang 
sehat dan wajar, sehingga tidak menlmbulkan 
adanya pernusatan kekuatan eko-nomi pada 
pelaku usaha tertentu, dengan t:Jdak terlepas dar! 
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Mengingat 

kesepa-kat!m yang telah dUaksanakan oleh 
negara Republik Indonesia terhadap perjanjlan­
perjanjlan lntemaslonal; 

d. bahwa untuk mewujudkan seba-gaimana yang 
dlmaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
atas usul inislatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu 
dlsusun Undang- Undang tentang Larangan 
Praktek MonopoU dan Persalngan Usaha T dak 
Sehat; 

Pasal 5 ayat ( 1 ), Pasal 21 ayat (1 ). Pasal27 ayat 
(2). dan Pasa133 Undang-Undang Dasar 1945; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKilAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA 

Menetaplam: 

MEMUTUSKAN: 

UNDANG-UNDANGTENTANG LARANGAN 
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN 
USAHA TIDAK SEHAT 

BAB I 

KETENTOAN OMOM 

Pasal 1 
Dalam undang-undang lni yang dlmaksud dengan: 

1. MonopoU adalah penguasaan atas produksl dan atau pemasaran 
barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku 
usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 

2. Praktek monopoU adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh 
satu atau leblh pelaku usaha yang mengaldbatkan dlkuasalnya 
produksf dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa 
tertentu sehlngga menlmbulkan persalngan usaha tldak sehat 
dan dapat meruglkan kepentlngan urn urn. 

3. Pemusatan kekuatan ekonoml adalah pengua-saan yang nyata 
atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau leblh pelaku usaha 
sehlngga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. 
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4. Posts! dominan adalah keadaan dl mana pelaku usaha tidak 
mempunyai pesalng yang berarti di pasar bersangkutan dalam 
kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasal, atau pelaku usaha 
mempunyai poslsl tertlnggl dl antara pesalngnya dl pasar 
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan. 
kemampuan akses pada pasok.an atau penjualan, serta 
kemampuan untuk menyesualkan pasokan atau permintaan 
barang atau jasa tertentu. 

5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 
usaha, balk yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang didlrlkan dan berkedudukan atau melakukan 
keglatan dalam wtlayah hukum negara Republik Indonesia, balk 
sendlrl maupun bersama-sama melalul perjanjian, 
menyeJenggarakan berbagal kegiatan usaha dalam bidang 
ekonom!. 

6. Persalngan usaha tldak sehat adalah persaing-an antarpelaku 
usaha dalam menjalank.an kegiatan produksl dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa yang diJakukan dengan cara 
tldakjujur atau melawan hukum atau menghambat perse.lngan 
usaha. 

7. Perjanjlan adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 
untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha 
Jain dengan nama apa pun, balk tertuUs maupun tldak tertuUs. 

8. Persekongkolan atau konsplrasi usaha adalah bentuk kerja sama 
yang dllakuk.an oleh pelaku usaha dengan peJaku usaha Jain 
dengan mak-sud untuk menguasai pasar bersangkutan bag! 
kepentlngan peJaku usaha yang bersekongkol. 

9. Pasar adalah lembaga ekonoml dl mana para pembell dan 
penjual balk secara langsung maupun tldak langsung dapat 
melakukan transaksl perdagangan barang dan atau jasa. 

10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berk.ait-an dengan 
jangkauan at.au daerah pemasaran tertentu oleh peJaku usaha 
atas barang dan atau jasa yang sama a tau sejenis atau substltusi 
dari barang dan atau jasa terse but 

11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberlkan 
petunjuk tentang aspek-aspek yang memUiki pengaruh pentfng 
terhadap periJaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain 
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jumlah penjual dan pembeli hambatan masuk dan keluar pasar, 
keragaman produk, sistem dlstribusi, dan penguasaan pangsa 

pasar. 

12. PerUaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeU 
barang dan atau jasa untuk mencapal tujuan perusahaan, 
antara lain pencapalan laba, perturnbuhan a set, target 
penjualan, dan metode persaingan yang dlgunakan. 

13. Pan gsa pasar adalah persentase nllai jual a tau bell barang atau 
jasa tertentu yang dikuasal oleh pelaku usaha pada pasar 
bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. 

14. Harga pasar adalah harga yang dlbayar dalam transaksl barang 
dan atau jasa sesual kesepa-katan antara para plhak di pasar 
bersangkutan. 

15. Konsumen adalah setiap pemakal dan atau pengguna barang 
dan ataujasa balk untuk kepentlngan dirl sendlri maupun untuk 
kepentingan plhak lain. 

16. Barang adalah setiap benda, balk berwujud maupun tidak 
berwujud, balk bergerak maupun tldak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dlpak.al, dipergunakan, atau d1manfaatkan 
oleh konsumen atau pelaku usaha. 

17. Jasa adalah setlap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang dlperdagangkan dalam masyarakat untuk 
dlmanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

18. Komlsi Pengawas Persalngan Gsaha adalah komlsl yang 
dibentuk untuk mengawasl pelaku usaha dalam menjalankan 
keglatan usahanya agar tldak melakukan praktek monopoll dan 
atau persalngan usaha tldak sehat 

19. Pengadllan Negerl adalah pengadllan, sebagai-mana dimaksud 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tern pat 
kedudukan hukum usaha pelaku usaha. 

252 I Aspek Hukum D6Mm Peamlngtm G!mh11 

BABD 

ASAS DAN TOJUAN 

Pasal 2 
Pelaku usaha dl Indonesia dalarn menjalankan kegiatan usahanya 
berasaskan demokrasi ekonoml dengan memperhatikan 
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan 
umum. 

Pasal3 
Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: 

a. rnenjaga kepentlngan umt.rn dan meningka:t:kan efisiensi ekonoml 
naslonal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat; 

b. 

c. 

d. 

mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persalngan usaha yang sehat sehing-ga menjamln adanya 
kepasttan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha 
besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kectl; 

mencegah praktek monopoU dan atau persalngan usaha tidak 
sehat yang dltirnbulkzm oleh pelaku usaha; dan 

terciptanya efektivitas dan eftslensl dalam keglatan usaha. 

BABm 
PERJANJIAN YANG Dll..ARANQ 

Bagtan Pertama 

OllgopoU 

Pasal4 

(1) Pelaku usaha dllarang membuat perjanjlan dengan pelaku usaha 
lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan 
produksl dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat 
mengaklbatkan terjadinya praktek monopoll dan atau 
persalngan usaha tldak sehat 

(2) Pelaku usaha patut dlduga atau dlanggap se<::ara bersama-sama 
melakukan penguasaan produksl dan atau pemasaran barang 
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dan ataujasa, sebagaimana dilnaksud ayat (1), apabila 2 (dua) 
atau 3 (ttga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai leblh dari 75% (tujuh puluh Uma persen) pangsa 
pasar satu jenls barang atau jasa tertentu. 

Bagian Kedua 

~enetapan Harga 

Pasal 5 
(1) Pelaku usaha dllarang membuat perJanjian dengan pelaku usaha 

pesalngnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan 
atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelang-gan 
pada pasar bersangkutan yang sama. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalain ayat (1) tidak berlaku 
bagi: 

a. suatu peljanjtan yang dibuat dalam suatu usaha patungan; 
a tau 

b. suatu perjanjtan yang didasarkan undang-undang yang 
berlaku. 

. Pasal 6 
Pelaku usaha dllarang membuat perjanjlan yang mengaklbatkan 
pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda 
darl harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan 
atau jasa yang sama. 

Pasal 7 
Pelaku usaha dUarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaJngnya untuk menetapkan harga dl bawah harga pasar, yang 
dapat mengaklbatkan terjadlnya persalngan usaha tldak sehat 

Pasal 8 
Pelaku usaha dllarang membuat perjanjlan dengan pelaku usaha lain 
yang memuat persyaratan bahwa penerlma barang dan atau jasa 
tldak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa 
yang dlterlmanya, dengan harga yang leblh rendah darlpada harga 
yang telah diperjanjlkan sehlngga dapat mengaklbatkan terjadinya 
persalngan usaha tidak sehat. 
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Bagian Ketiga 

Pembaglan Wilayah 

Pasal 9 
Pelaku usaha dllarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesalngnya yang bertujuan untuk membagl wilayah pemasaran atau 
alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehlngga dapat 
mengaklbatkan terjadlnya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tli::lak sehat 

Bagian Keempat 

Pemboikotan 

Pasal 10 

(1) Pelaku usaha dllarang membuatperjanjlan, dengan pelaku usaha 
pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha laln untuk 
melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam 
negerl maupun pasar luar negerl. 

(2) Pelaku usaha dllarang membuat perjanjtan dengan pelaku usaha 
pesalngnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau 
jasa darf pelaku usaha lain sehlngga perbuatan tersebut: 

a. merugfkan atau dapat dlduga akan merugl-kan pelaku 
usaha lain: atau 

b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau 
membell setiap barang dan atau jasa dari pasar 
bersangkutan. 

Bagian Kelima 

Kartel 

Pasal 11 
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 
pesalngnya. yang bermaksud untuk mempengaruhf harga dengan 
mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan ataujasa, 
yang dapat mengaklbatkan terjadinya praktek monopoll dan atau 
persalngan usaha tidak sehat 
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. 
Bagian Keenam 

Trust 

Pasal 12 
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan 
perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga 
dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-maslng 
perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk 
mengontrol produksi dan atau pemasaran alas barang dan atau jasa, 
sehlngg:a dapat mengaklbatkan terjadfnya praktek monopoli dan atau 
persalngan usaha tldak sehat 

Bagian Ketujuh 

Ollgopsonl 

Pasal 13 
(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjlan dengan pelaku usaha 

lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai 
pembellan atau penerfmaan pasokan agar dapat mengendallkan 
harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, 
yang dapat mengaldbat:J<an terjadlnya praktek monopoll dan atau 
persalngan usaha tfdak sehal 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama 
menguasal pembelian atau pene-rimaan pasokan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) apabUa 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku 
usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai leblh dar! 75% 
(tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenls barang a tau 
jasa tertentu. 

Baglan Kedelapan 

Integrasi Vert:lkal 

Pasal 14 
Pelaku usaha dllarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 
yang bertujuan untuk menguasal produksi sejumlah produk yang 
termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu 
yang mana setfap rangkaian produksl merupakan hasU pengolahan 
atau proses lanjutan, balk dalam satu rangkalan langsung maupun 
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tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat 

Baglan Kesembilan 

Perjanjlan Tertutup 

P8Sal 15 
(1) Pelaku usaha dUarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

Jain yang memuat persyaratan bahwa plhak yang menerima 
barang dan ataujasa hanya akan memasok atau tldak memasok 
kern bali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu 
dan atau pada tempat tertentu. 

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan plhak lain 
yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang 
dan ataujasa tertentu harus bersedia membell barang dan atau 
jasa Jain darl pelaku usaha pemasok. 

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga 
a tau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang 
memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima 
barang dan a tau jasa dari pelaku usaha pemasok: 

a. harus bersedla membell barang dan atau jasa lain darl 
pelaku usaha pemasok; atau 

b. tldak akan membell barang dan ataujasa yang sama atau 
sejenls darl pelaku usaha lain yang menjadi pesalng dar! 
pelaku usaha pemasok. 

Bagian Kesepuluh 

Perjanjian denglm Piha.k Luar Negeri 

Pasal 16 
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjlan dengan plhak lain dlluar 
negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengaklbatkan terjadinya 
praktek monopoll dan atau persaingan usaha tldak sehat 
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BAB IV 

KEGIATAN YANG DIL.ARANG 

Bagian Pertame 

fw\onopoll 

Pasal 17 
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksl 

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persalngan usaha tidak sehat 

(2) Pelaku usaha patut didugr:~ atau dianggap melakukan 
penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 
atau jasa sebagaimamt dimaksud dalam ayat (1) apabila: 

a. baranm dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 
substltusinya; atau 

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; 
a tau 

c.- satu pela.ku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Bagian Kedua 

.Monopsoni 

Pasal 18 
(1) Pelaku usaha dilarang menguasaJ penerimaan pasokan atau 

menjadi pembeli tunggal atas barang dan &au jasa dalam p8sar 
bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
rnonopoli dan atau persaingan usah8 tldak sehat. 

(2) Pel8ku usaha patut diduga atau dlangg8p menguasal 
penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku 
usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dan 
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau 
jasa tertentu. 
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Baglan Ketiga 

Penguesean Peser 

Pasal 19 
Pelaku usaha diJarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, balk 
s endiri maupun bersama pelaku usaha hl!in, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopolJ dan atau persaingan 
usaha tldak sehat berupa: 

a. menolt~k dan atau rnengh8langi pelaku usaha tertentu untuk 
melakukan kegiatan usahayang sarn8 pacta~ bersangkutan 
atau 

b. menghtdangl konsumen atau pelanggan pelaku usaha 
pesalngnya untuk tldak melakulam hubungan usaha dengan 
pelaku usaha pesalng-nya itu atau 

c. membatasl peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa 
pt:ld8 pt~sar bersangkutan, t~tau 

d. melakukan praktek diskriminasi terht:ldap pelaku usaha tertentu. 

Pasal 20 
Pel8ku usah8 dllt~rang melakukan pemasokan barang dan atau jasa 
dengan cara melakukan jual rugi atau rnenetapkan harga yang sang at 
rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematlkan usaha 
pesaingnya di pasar bersangkutan sehlngga dapat mengakibatkan 
terjadlnya praktek monopoli dan atau persalngan usaha tidak sehat . 

Pasal 21 
Pelaku usaha dllarang melakukan kecurangan dlllam menetapkan 
biaya produksl dan bleya lainnya yang menjadi bagian darl komponen 
harga barang dan atau jasa yang dapat meng8kibatkml terjadinya 
persaingan usaha tldak sehat 

Bagian Keempat 

Persekongkolan 

Pasal 22 
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan plhaklain untuk mengatur 
dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat 
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Pasal 23 
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang 
dikklsifikasllaln sebagal rahasla perusahaan sehingga dapat 
rnengakibatkan teljadinya persalngan usaha tidak sehal 

Pasal 24 
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
menghmnbat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau 
jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangl:a.Jtan menjadl 
berkurang balk darl jumlah, kualftas, maupun ketepatan waktu yang 
dipersyaratkan. 

BABY 

POSISI DOMINAN 

Baglan Pertama 

Urn urn 

Pasal 25 
(1) NakU usaha dilarang menggunakzm posisi dominan balk secara 

Jangsung maupun tidak Jangsung untuk: 

a . menetapkan syanrt-syarat perdagangan dengan tujuan 
untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen 
memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik 
dari segi harga maupun kualitas: atau 

b. membatasl pasar dan pengembangan teknologi; atau 

c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi 
pesaing untuk memasuld pasar bersangkutan. 

(2) PelaloJ usaha memiliki posisi dornlnan sebaga.l-mana dimaksud 
ayat (1) apabila: 

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 
menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebit:l. pangsa 
pasar satu jenls barang atau jasa tertentu; atau 

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasal 75% (tujuh puluh Uma persen) atau lebih 
pangsa pasar satu jenfs barang atau jasa tertentu. 

260 1 Aspek Hukum lmMm Prtrsmnl}IJI) asaha 

Bagian Kedua 

Jabatan Rangkap 

Pasal 26 
Seseorang yang mendudukl jabatan seb11gal dlreksi atau komisarls 
dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang 
merangkap menjadi direksl atau komisarls pad8 perusaha80 lain, 
8pablla perusahaan-perusahaan tersebut: 

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau 

b. memllik1 keterkaitan yang erat d8lam bldang dan atau jenis 
usaha; atau 

c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar bar8J19 dM 
~tau jasa tertentu, yang dapat mengakibfltkan teljadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tfdak sehat. 

Bagian Ketlga 

Pemillk Saham 

Pasal 27 
Pelaku usaha di18f80g memllikl saham mayoritas peda beberdl'a 
perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bldang 
yang sama pada pasar be!Sallgkutan yang sarna, atau mendltikan 
beberapa perusahaM yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada 
pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemillkan tersebut 
mengakibatkan: 

a. satu pelaku usah1l atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 
leblh dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu; 

b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai leblh dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa 
p~r satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Bagian Keempat 

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambllallhan 

Pasal 28 
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan 
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badan usaha yang dapat mengakibatkan teljadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalih-an saham 
perusahaan lain apabia tlndakan tersebut dapat mengakibatkan 
te~zt<:flnya praktek monopoll dan zstau persaingan usaha tidak 
sehat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal penggabungan atau peleburan 
bztdan usaha yang dilarang sebagalmana dimaksud ayat (1), 
dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan 
sebagalmana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

PasaJ 29 
(1) Penggabungan atau peleburan bad8n usaha, atau 

pengambilalihan saham sebag81mana dimaksud dalam Pasal 
28 yang beraklbat nilai 85et dan atau nllai penjualannya meleblhi 
jumlah tertentu, wajib dlberitahukan kepada Komlsi, selambat­
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak umggal penggabungan, 
peteburan atau pengam-bilalihzm tersebut. 

(2) Ketentuan tentang penetapan nllal aset dan atau nilai penjualan 
serta tata cara pemberitahuan sebagalmana dimaksud dalam 
ayat (1), diatur dedam Peraturan Pemerintah. 

BAB VI 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

Bagian Pertama 

Status 

Pual30 
(1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dlbentuk 

Komtsl :Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya dlsebut 
Komisi. 

(2) Komisi .adalah suatu Jembaga lndependen yang terlepas dart 
pengaruh dan kekuasaan Pemerln-tah serta pihak Jain. 

(3) Komlsi bertanggung jawab kepada Presiden. 
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Bagian Kedua 

Keanggotaan 

Pasal 31 
(1) Komlsi terdili atas seorang Ketuzt merangkap anggota, seorang 

Wakll Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 
(tujuh) orang anggota. 

(2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

(3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kemball untuk 1 (satu) kaJi masa jabatan berikutnya. 

(4) Apabila karena berakhimya masa jabatan akan terjadl 
kekosongan dalam keanggotaan Komlsi, maka masa jabatan 
anggota dapat diperpanjang sampal pengangkatan anggota 
baru. 

Pasa.l 32 
Persyaratan keanggotaan Komisi adalah: 

a . warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 
30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) 
tahun pada saat pengangkatan; 

b. setia kepada Pancasila dan Und8ng-Undang Dasar 1945; 

c. beliman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. jujur, adil, dan berkelakuan baik; 

e. bertempat tinggal di wilayah negara Republlk Indonesia; 

f. berpengalamen dalam bidang usaha atau mempunyai 
pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi; 

g. tidal< pemah dipidana; 

h. tidal< pemah dlnyatakan paillt oleh pengadUan; dan 

i. tidak terafillasl dengan suetu badan usaha. 

Pasa) 33 

Keanggotaan Komisi berhenti, lalrena: 
a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri atas permlntaan sendiri; 
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c. 

d. 

e. 

f. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

bertempat tinggal dlluar wilayah negara Republik Indonesia; 

sakit jasmani atau rohanl terus menerus; 

berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau 

diberhentikan. 

Pasal 34 
Pernbentulam Komisl serta susunan organiSasi, tugas, dan 
fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh 
sekretariat 

Kornisi dapat membentuk kelompok kerja. 

Ketentuan mengenal susumm organisasi, tugas, ·dan fungsl 
sekretariat dan kelompok kerja dJatur lebih lanjut dengan 
keputusan Komlsl. 

Baglan Ketlga 

Tug as 

PasDl 35 
Tugas Kcmlsl mellputf: 

a. melakukan penilalan terhadap perjanjian yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persalngan usaha tldak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 
4 sampai <iengan Pasal 16; 

b. melakukan penDaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan 
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan tetjadinya praktek 
monopoll dan atau persaingan usaha tidak sehat ~aimana 
dlatur dalam Pasal 17 sampal dengan Pasal 24; 

c. melakukan penllalan terhadap ada atau tidak adanya 
penyalahgunaan posisf domlnan yang dapat .mengakibatkan 
teljadlnya praktek monopoll dan atau persaingan usaha tidak 
sehat sebagalmana diaturdalam Pasal25 sampai dengan Pasal 
28; 

d. mengambil tindakan sesual dengan wewenang Komisi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 36; 

e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 
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I 

I 

~ 

f. 

g. 

a. 

Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoll dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 

menyusun pedoman dan at:au publikasi yang berkaitan dengan 
undang-undang ini: 

memberfkan Japoran secara berkala atas hasil kerja Komisi 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Baglan Keernpat 

Wewenang 

Pasal 36 

Wewenang Komisl mellputi: 
menerlma laporan dan masyarakat dan atau dart pelaku usaha 
tentang dugaan terjadinya praktek monopoll dan atau 
persaingan usaha tldak sehat; 

b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya keglatan usaha 
dan atau tlndakan pelaku usaha yang dQPat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoll dan atau persaingan usaha tlqak 
sehat; 

c. melakukan penyelidikan dan at.au pemerlksaan terhadap kasus 
dugaan praktek rnonopoli dan atau persaingan usaha tfdak 
sehatyang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pefaku usaha 
atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari 
penelitiannya; 

d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang 
ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tldak sehat; 

e. memanggil pelaku usaha yang dlduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 

f. memanggU dan menghadirkan saksl, saksl ahli, dan setiap or­
ang yang dianggap mengetahul pelanggaran terhadap 
ketentuan undang-undang ini; 

g. meminta bantuan penyidlk untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saksl, saksi ahll, atau setiap orang sebagalmana dimaksud huruf 
e dan huruf f, yang tldak,bersedia memenuhi panggllan Komisi; 
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h. 

I. 

j. 

k. 

I. 

' 

meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya 
dengan penyeHdikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; 

mendapatkan. meneUtl, dan atau menllai surat, dokumen, etau 
alet buktllain guna penyelidikan dan atau pemeri.ksaan; 

memutuskan dan menetapkan ade atau tidak adanya kerugian 
dl pthak pelaku usaha lain atau masyarakat; 

memberitahukan putusan Komlsl kepada petaku usaha yang 
diduga melakuk8n praktek monopoU dan atau persaingan 

usaha tidak sehat; 

menjatuhk.an sanksi berupa tindakan administratif kepada 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang lni. 

Baglan KeUma 

Pembiayaan 

Pasal 37 
Biaya untuk peJaksaniWl tug as Komisi dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Betanja Negaro dan atau sumber-sumber Jain yang 
dipelbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABVIJ 

TATA CARA PENANGANAN PERKARA 

Pasal 38 
(1) Setiap orang yang mengetahul telah t.eljadi atau patut diduga 

telah teljadi pelanggaran terhadap undang-undang lnl dapat 
melapork8n secara tertulis kepada Komisl dengan keterangan 
yang jelas tentang telah terjadlnya pelanggaran, dengan 
menyel'tak.an ldentitas pelapor. 

(2) Pihak yang dlrugikan sebagai akfbat terjadinya petanggaran 
terhadap undang-undang lni dapat melapork.an secara tertulis 
kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas 
tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang 
ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor. 
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(3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajlb 
dirahasiakan oleh Komisi. 

(4) Tata cans penyarnpalan laporan sebagaimana dimaksud dalam 
8Yat: (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi. 

Pasal 39 
(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasat38 

ayat (1) dan ayat: (2}, Komisi wajlb melakukan pemeriksaan 
pendahuluan dan dalarn waktu selambat-lambatnya 30 (tlga 
puluh) han setelah menerima laporan, Komisl wajlb mene­
tapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemetik-saan Janjutan. 

(2) Dalam pemerlksaan lanjutan, Komisi wajlb mela-kukan 
pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dllapork.an. 

(3) Komlsi wajib menjaga kerahasiaan lnformasi yang dlperoleh 
dari pelaku usaha yang dlkatego-rikan sebagal rahasia 
perusahaan. 

(4) Apabila dlpandang perlu Komisl dapat mende-ngar keterangan 
saksi. saksl ahli, dan atau plhak lain. 

(5) Dalam melakukan kegiatan sebagalmana dimaksud dalam ayat 
(2) dan ayat (4), anggota Komisi dllengkapl dengan surat:tugas. 

Pasal 40 
(1) Komisi dapat metakukan perneriksaan terhadap pelaku usaha 

apabila ada dugaan teljadi pelanggaran undang-undang ini 
walaupun tanpa adanya laporan. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) 
dllaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur 
dalam Pasal 39. 

Pasal 41 
(1) Pelaku usaha dan atau plhak lain yang diperfks8 wajlb 

menyerahkan alat bukti yang diperlukan -dalam penyelidikan 
dan atau pemeriksaan. 

(2) ~laku usaha dilarang menolak diperiksa. menolak memberikan 
informasi yang dtperlukan dalam penyelfdikan dan atau 
pemeriksaan, atau meng-hambat proses penyeUdikan dan atau 
pemerlksaan. 
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(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komlsi 
diserahkan kepada penyldik untuk dUakukan penyidlkan sesual 
dengail ketentuan yang berlaku. 

Pasal 42 
Alat-alat buktf pemerlksaan Komisl berupa: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat dan atau dokumen: 

d. petunjuk: 

e. keterangan pelaku usaha. 

Pasal 43 
(1) Komlsi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat­

lambatnya 60 (enam puluh) harl sejak dilakukan pemeriksaan 
lanjutan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal39 ayat (1). 

(2) Bllamana diperlukan, jangka waktu pemerlksaan Janjutan 
sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dapat dlperpanjang 
paling lama 30 (tiga puluh) harl. 

(3) Komlsi wajlb memutuskan telah terjadl atau tldak terjadl 
pelanggaran terhadap undang-undang inl selarnbat-lambatnya 
30 (tlga puluh) harl terhltung sejak selesalnya pemerlksaan 
lanjllttln sebagal-mana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2). 

(4) Putusan Komlsl sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus 
dlbacakan dalam suatu sidang yang dlnyatakan terbuka untuk 
umum dan segera diberltahukan kepada pelaku usaha. 

Pasal44 
(1) Dalam waktu 30 (tlga puluh) hari sejak pelaku usaha menerlma 

pemberltahuan putusan Komlsl sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan 
tersebut dan menyampaikan laporan pelaksana-annya kepada 
Komisl. 

(2) Pelaku usaha dapat rnengajukan keberatan kepada Pengadllan 
Negerl selarnbat-lambatnyB 14 (empat belas) harl setelah 
menertma pemberltahuan putusan tersebut 

268 I Aspek Hulaun D41am Pers1Jing11n asM111 

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka 
waktu sebagalmana dimaksud dalam ayat (2) dianggap 
menerima putusan Komisi. 

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) tldak dljalankan oleh pelaku usaha, Komfsl 
menyerahkan putusan tersebut kepada penyldik untuk 
dllakukan penyidlkan sesuaJ dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Plltusan Komisl sebagalmana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 
(4) merupabn buktJ permulaan yang cukup bag! penyidlk untuk 
melakukan penyidibn. 

Pual 45 
(1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha 

sebagatmana dlmaksud dalam Pasal44 ayat (2), dalam waktu 
14 (empat belas) hart sejak dlterimanya keberatan tersebut 

(2) Pengadilan Negeri harus memberlkan putusan dalam waktu 
30 (tlga puluh) han sejak dlmulaJnya pemerlksaan keberatan 
tersebut. 

(3) Plhak yang keberatan terhadap putusan PengadU-an Negeri 
sebagalmana dimaksud dalam ayat (2), dalarn waktu 14 (empat 
belas) hari dapat menga-jukan kasasl kepada Mahkamah Agung 
Republlk Indonesia. 

(4) Mahbmah Agung harus memberlkan putusan dalam waktu 
30 (tlga puluh) harl sejak permohonan kasasl dlterlma. 

Paslll 46 
(1) Apabila tldak terdapat keberatan, putusan Komisl sebagalmana 

dlmaksud dalam Pasal43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap. 

(2) Putusan Komlsl sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) 
dlmintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. 
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. 
BABVIR 

SANKS I 

Bagian Pertama 

Tindakan Administratif 

Pasal 47 
(1) }(Dmisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan admin­

istratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
undang-undang inl. 

(2) Tlndakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat berupa: 

a. penetapan pembatalan perjanjlan sebagai-mana 
dimaksud dalam Pasal4 sampal dengan Pasa] 13, Pasal 
15, dan Pasal16; dan atau 

b. perlntah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 
integrasl vertikal sebagal-mana dimaksud dalam Pasal14; 
dan atau 

c:. perlntah kepada pelaku usaha untuk menghentlkan 
'kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoll 
dan atau menyebabkan persalngan usaha tldak sehat dan 
atau meruglkan masyarakat; dan atau 

d. perlntah kepada pelaku usaha untuk menghentlkan 
penyalahgunaan posisi domlnan; dan atau 

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau 
peleburan badan usaha dan peng-ambUalihan saham 
sebagalmana dlmaksud dalam Pasa128; dan atau 

f. penetapan pembayaran gantl rug!; dan atau 

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 
1.000.000.000,00 (satu mlLlar rupiah) dansetlnggi­
tlngglnyaRp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar 
rupiah). 

Baglan Kedua 

Pldana Pokok 
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Pasal 48 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal4, Pasal9 sampai dengan 

Pasal 14, Pasal16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 
27, dan Pasal28 dlancam pidana denda serendah-rendahnya 
Rp 25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan 
setinggi-tingginyaRplOO.OOO.OOO.OOO,OO(seratusmiliarrupiah), 
atau pldana kurungan penggantl denda selama-lamanya 6 
(enam) bulan. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal5 sampai dengan Pasal 
8, Pasall5, Pasal20 sampai dengan Pasal24, dan Pasal26 
undang-undang lni diancam pldana denda serendah-rendahnya 
Rp 5.000.000.000,00 (lima millar rupiah) dan setlnggl-tingginya 
Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh Uma mlllar rupiah), atau 
pldana kurungan penggantl denda selama-lamanya 5 (lima) 
bulan. 

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang inl 
dianc:am pldana denda serendah-rendahnya Rp 
1.000.000.000,00 (satu mlliar rupiah) dan setinggi-tlngginya 
Rp 5.000.000.000,00 (lima millar rupiah), atau pidana kurungan 
pengganti denda selama-lamanya 3 (tlga) bulan. 

Baglan Ketiga 

Pidana Tambahan 

Pasal 49 
Dengan menunjukketentuan Pasall 0 Kltab Undang-Undang Hukum 
Pldana, terhadap pldana sebagai-mana dlatur dalam Pasal48 dapat 
dijatuhkan pidana tambahan berupa: 

a. penc:abutan lzin usaha; atau 

b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbuktl meJakukan 
pelanggaran terhadap undang-undang in! untuk mendudukl 
jabatan direksl atau komisarls sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau 

c. penghentian keglatan atau tindakan tertentu yang 
menyebabkan tlrnbulnya keruglan pada pihak lain. 
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BAB IX 

KETENTCJAN LAIN 

Pasal 50 
Yang dlkecualikan dan ketentuan undang-undang ini adalah: 

a . pe.-buatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku: atau 

b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual 
seperti lisensl, paten, merek dagang, hak clpta, desaln produk 
industrl. rangkalan elektronik terpadu, dan rahasia dagang, 
serta perjanjian yang berkaltan dengan waralaba; atau 

c. perjanjlan penetapan standar teknls produk barang dan atau 
jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangl persaingan; 
a tau 

d. perjanjian dalarn rangka keagenan yang isfnya tldak memuat 
ketentuan untuk memasok kemball barang dan atau jasa 
dengan harga yang leblh rendah darlpada harga yang telah 
diperjanjlkan; atau 

e. perjanjlan kerja sama penelitlan untuk peningkat-an atau 
perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau 

f. perjanjlan lnternaslonal yang telah diratlflkasl oleh Pemerintah 
Republlk Indonesia; atau 

g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor 
yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar 
dalam negerl; atau 

h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha keel!; atau 

I. keglatan usaha koperasl yang sec:ara khusus bertujuan untuk 
melayanl anggotanya. 

Pasal 51 
MonopoU dan atau pemusatan keglatan yang berkaltan dengan 
produksi dan atau pemasaran barang dan ataujasa yang menguasal 
hajat hldup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang 
pentlng bag! negara dlatur dengan undang-undang dan 
diselenggarakan oleh Badan Usaha Millk Negara dan atau badan 
atau lembaga yang dlbentuk atau ditunjuk oleh Pemerlntah. 
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BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 52 
(1) Sejak berlakunya undang-undang ini, semua pereturan 

perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan 
praktek monopoli dan ata1:1 persaingan usaha dlnyatakan tetap 
berlaku sepanjang tldak bertentangan atau belum diganti 
dengan yang baru berdasarkan undang-undang inl. 

(2) Pelaku usaha yang telah membuat perjemjian dan atau 
melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan undang-lmdang ini diberi waktu 6 (enam) 
bulan sejak undang-undang ini dlberlakl:lkan untuk melakukan 
penyesuaian. 

BABXI 

KETENTOAN PENUTUP 

Pasal 53 
Gndang-undang ini mulai berlaku terhftung 1 (satu) tahun sejak tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe-ngundangan 
undang-undang lni dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

Dlsahkan dl Jakart.ll 

pada tanggal 5 Maret 1999 

PRESIDEN REPUBUK lNDONESIA 

ttd. 

BACHARGDDlN JUSUF HABIBIE 
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Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Maret 1999 

MENTERJ NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBUK INDONESIA 

ttd. 

AKBAR TANDJUNQ 

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA 

TAHUN 1999 NOMOR 33 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABlNET Rl 

Kepala Biro Peraturan 

Penrndang-undangan 

Lambock V. Nahattands. 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-ONDANG REPOBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHON 1999 

TENTANG 

LARANGAN PRAKTEK MONOPOU DAN PERSAINGAN 
USAHA TIDAK SEHAT 

CJMUM 

Pernbangunan ekonomi pada Pernbangunan Jangka Panjang 
Pertama telah menghasllkan banyak kemajuan, antara lain dengan 
menlngkatnya kesejah-teraan rakyat Kemeju~m pembangunan yang 
telah dlcapa.l di atas, didorong oleh kebljakan pembangunan dl 
belb8Qai bldang, terrMSUk kebijakan pernbangun~m bldang ekonomi 
y~mg tertuang dalam Garis-Garis Besar Ha.luan Negara dan Rencana 
Pembangun~m Uma Tahunan, serta belbagal kebljakan ekonomi 
lainnya. 

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapal selama 
Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditun-jukkan oleh 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapl masih banyak pula 
tantangan atau persoalan, khu-susnya dalam pembangunan 
ekonoml yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya 
kecenderungan globalisasi perekonomian serta dlnamika dan per­
kembangan usaha swasta sejak awal tahun 199Q..an. 

Peluang-peluang usaha yang terdpta selama tfga da~ 
yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh ma~akat 
mampu dan dapat berpartisfpasl dalam pemb~mgunan dl berbagal 
sektor ekonomt. Perkembangan usaha swasta selama perlode 
tersebut, di satu sisf diwarnai oleh berbagai bentuk kebija\kan 
Pemer1ntah yang kurang tepat sehingga pasar menjadf terdistorst 
Df sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya 
sebagian besar men.q>akan perwujudan dari kondisf persaingan usaha 
yang tidak sehat 
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Fenomena dl atas telah berl<:embang dan didukung oleh adanya 
hubungan yang terlalit antara pengambil keputusan dengan para 
pelaku usaha, balk secara langsung maupun tidak lemgsung, 
sehingga lebih memperburu.k keadaan. Penyelenggaraan ekonomi 
nasional kurang mengaou kepada amanat Pasa133 Undang-Undang 
Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat 
monopolistik. 

Para pengusaha yang dekat dengtm elit kekuasaan 
mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berfebi-han sehingga 
berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasl 
dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak dldukung oleh 
semangat kewirausahaan sejati meruptlkan saJah satu faktor yang 
mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadl sangat rapuh dan tldak 
mampu bersaing. 

Memperhatikan situasl dan kondlsl tersebut dJ atas, menuntut 
kita untuk mencermatl dan menata kemball kegiatan usaha di Indo­
nesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara 
sehat dan benar, sehingga terclpta ikllm persaingan usaha yang sehat, 
serta terhindamya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan 
atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoll 
dan persalngan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang 
bertentangan dengan cita-clta keadilan sosial. 

Oleh karena itu, perlu d1susun Undang-Undang tentang 
Larangan Praktek MonopoU dan Persaingan Usaha lidak Sehat yang 
dimaksudkan untuk mene-gakkan aturan hukum dan memberikan 
perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dl dalam upaya 
untuk menclptakan persaingan usaha yang sehat 

Undang-undang in1 memberikan jaminan kepastian hukum 
untuk leblh mendorong percepatan pemba-ngunan .ekonoml dalam 
upaya men1ngkatkan kesejahteraan umum, serta sebagal 
implementasi dari semangat dan jlwa Undang-Undang Oesar 1945. 

Agar implementasl undang-undtmg ini serta peratunm 
pelaksananya dapat berjalan efektif sesual asas dan tujuannya, maka 
perlu dibentuk Komlsi Pengawas Persalngan Usaha, yaltu lembaga 
independen yang terlepas dari pengaruh pemerlntah dan pihak lain, 
yang berwenang melakukan pengawasan persalngan usaha dam 
menjatuhkan sanksi. Sanks! tersebut berupa tindakan administratif, 
sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadUan. 
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Secara umum, materi dari Undang-Undang tentang L.arangan 
PraktekMonqpoli dan .Persaingan USl.IM TtdakSehat inf mengandung 
6 (enam) bagian pengaturan yang terdlri dari: 

1. 

2. 

3. 

perjanjlan yang dllarang; 

kegiatan yang dllarang; 

posisi domlnan; 

4. Komlsl Pengawas Persalngan Usaha; 

5. penegakan hukum; 

6. ketentuan lain-lain. 

Undang-undang inl disusun berdasarkan Pancaslla dan 
Undang..(Jndang Dasar 1945, serta berasask.an kepada demokrasi 
ekonomi dengan memperhatlkan keseimbangan antara kepentingan 
pelaku usaha<ian kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga 
!repenting an umum dan meUndungi konsumen; menumbuhkan lkllm 
usaha yang kondusif melalui terciptanya persalngan usaha yang 
sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama 
bmgf setlap orang; mencegah praktek-praktek monopoll dan atau 
persalngan usaha tldak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta 
mendptakan ef-ektivftas dan efislensi dalam kegiatan usaha dalam 
rangka menlngkatkan efislensl ekonomi nasional sebagal salah satu 
upaya meningkzrtkan kesejahteraan rakyat 

PASAL DE/t\1 PASAL 

Pasall 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka3 

Cukup jelas. 

Anglal4 

Cukup jelas. 
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Angka5 

Cukup jelas. 

Angka6 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Cukup jelas. 

Angka8 

Cukup jelas. 

Angka9 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Cukup jelas. 

Angka 11 

Cukup jelas. 

Ang)<a !2 
Cukup jelas. 

Angka 13 

Cukup jelas. 

Angka 14 

Cukup jelas. 

Angka 15 

Cukup jelas. 

Angka 16 

Cukup jelas. 

Angka 17 

Cukup jelas. 

Angka 18 

Cukup jelas. 
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Angk819 

Cukup jelas. 

Pasal2 

Cukup jelas. 

Pasal3 

Cukup jelas. 

Pasal4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal6 

Cukup jelas. 

Pasal7 

Cukup jelas. 

Pasal8 

Cukup jelas. 

Pasal9 

Peljanjian dapat bersifat vertikal atau horisont81. PeJjanjfan inl 
dilarang karena pelaku usaha meniadakan atztu mengurangi 
persaingan dengan cara membagl wilayah pasar atau alokasi 
pasar. Wtlayah pemasaran dapet ber811i wilisyah negara Republik 
Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia 
misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lalnnya. 
Membagl wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti 
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membagl wilayah untuk memperoleh atau mernasok barang, 
jasa, atau barang dan jasa, me-netapkan dari siapa saja dapat 
memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan 
jasa. 

PasaJ 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasall3 

Ayat(l} 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Yang dimaksud dengan mengutJSIJi produksi sejumlah produk 
yang termtJSUk diJ/am rangktl1MI produksl atau yang lazim 
disebut lntegrasi vertikal adalah penguasaan serangkalan proses 
produksi etas barang tertentu mula! dari hulu sarnpai hilir atau 
proses yang berlanjut atas soatu layanan jasa tertentu oleh 
pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat 
menghasUkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi 
dapat menlmbulkan perSlllngan usaha tldak sehat yang 
merusak sendl~sendi perekonomian masyarakal Praktek·seperti 
ini dilarang ~jang menimbulkan persalngan usaha tidak 
sehat dan atau meruglkan masyarakat. 
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Pasal 15 

Ayat (1) 

Yang termasuk daJam pengertlan memasok adalah 
menyediakan pasokan, balk barang maupun jasa, dalam 
keglatan jual bell, sewa menyewa, sewa beU, dan sewa 
guna usaha (/etJsing). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Pasal16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1} 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Yang dimaksud dengan pei/Jku uSIJhtJ 18in adalah 
pelaku usaha yang mempunyai kemampuan 
bersaing yang signiflkan dalam pasar bersangkutan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Pasal18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jetas. 

Pasal19 

Hurufa 

Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak 
boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan 
alasan non-ekonomi, rnisalnya karena perbedaan suku, 
ras, status sosial, dan lain-lain. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jetas. 

Hurufd 

Cukup jetas. 

Pasal20 

Cukup jelas. 

Pasal21 

Kecurttng"n dtllttm menetapklln biaya produksi d11n biLlY" 
IIJinnY!I adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang­
lmdangan yang berlaku untukmemperoleh blaya faktor-faktor 
produksi yang lebih rendah dari seharusnya. 

Pasal22 

Tender adalah tawaran mengl1jukan harga untuk memborong 
suatu pekeljaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk 

. menyediakan jasa 

Pasal23 

Cukup jelas. 
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PasaJ 24 

Cukup jelas. 

Pasal25 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Hurufc 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Pasal26 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Perusahaan-perusahaan memiliki keterkllitan yang er11t 
apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling 
mendukung atau berhubungan langsung dalam proses 
produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran. 

Hurufc 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Hurufb 

Cukup jelas. 

Pasal28 

Ayat (1) 

Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, .baik 
yang berbentuk badan hukum (mlsalnya perseroan 
terbatas) maupun bukan badan hukum, yang 
menjalankan suatu jenis usaha yang berslfat tetap dan 
terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Culwp jelas. 

Pasal29 

Ayat (1) 

Culwp jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal30 

Ayat (1) 

·Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal31 

Ayat(l) 

Ketua dan Wakil K-etua Komisi dipilih dari dan oleh 
Anggota Komlsi. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Perpanjangan masa keanggotaan Komisi untuk 
menghindari kekosongan tidak boleh lebih dari 1 (satu) 
tahun. 

Pasal 32 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Hurufc 

Cukup jelas. 

Hurufd 

Cukup jelas. 

Hurufe 

Cukup jelas. 

Huruff 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan tldak pemllh (/jpf-dlU1a adaJah 
tidak pemah dfpfdana kanma meiSkukan kejahatan berat 
atau karena melaku.kan pelanggaran kesusftaan. 

Hurufh 

Cukup jela.s. 
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Hurufi 

Yang dimaksud tidtlk teralilJils/ denglJ/1 suatu badanusaha 
adalah bahwa sejak yang bersangkutan rnenjadi anggota 
Komisi tidak menjadi: 

1. anggota dewan komlsarls atau pengawas, atau direk.si 
suatu perusahaan: 

2. anggota pengurus atau badan 
pemeriksa suatu koperasi: 

3. pihak yang mernberikan layanan jasa 
kepada suatu perusahaan, seperti 
konsultan, akuntan publik, dan penilal: 

4. pemillk saham mayoritas suatu 
perusahaan. 

Pl!ssal33 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 
-

Cukupjelas. 

Hurufc 

·Cukup jelas. 

Hurufd 

Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang 
berwenang. 

Hurufe 

Cukup jelas. 

Huruff 

Dlberhentikan, antara lain dikarenakan tldak lagi 
memenuhi persyaratan keanggotaan Komlsi 
sebagaimana dimaksud Pasal 32. 

P8saJ 34 

Ayat {1) 
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Cukup jelas. 

Ayat (2} 

Yang dJmaksud sekret1U111t adalah unit organisasl untuk 
mendukung atau merribantu pelaksam1an tugas Komisi. 

Ayat(3) 

Yang dimaksud kelompok kelj11 adalah tim profesional 
yang ditunjuk oleh Komisi untuk mernbantu pe.laksanaan 
tugas tertentu dalam waktu tertentu. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal35 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Hurufc 

Cukup jelas. 

Hurufd 

Cukup je!as. 

Hurufe 

Cukup jelas. 

Huruff 

Cukupjelas. 

Huruf g 

Cukup jeJas. 

Pasal36 

Hurufa 

Cukup jelas. 
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Hurufb 

Cukup jelas. 

Hurufc 

Cukup jelas. 

Hurufd 

Cukup jelas. 

Hurufe 

Cukup jelas. 

Huruff 

Cukupjelas 

Hurufg 

Yang dlmaksud dengan penyldik adalah penyfdik 
sebagaimana dlmaksudkan dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981. 

Hurufh 

Gukup jelas. 

Hurufl 

Cukup jelas. 

Hurufj 

Cukup jelas. 

Hurufk 

Cukup jelas .. 

Hurufl 

Cukup jelas. 

Pasal37 

Pada dasarnya Negara bertanggungjawab terhadap operasionm 
pelaksanaan tugas Komisi dengmt memberikan dtoo.mgmt darns 
meimui Anggarmt Pendapatan dan Betanja Negara. Namun, 
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mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas Kom.isi yang 
demikian Juas dan sangat beragam, maka Komisi dapat 
memperoleh dana dari sumber lain yang tfdak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
sifatnya tldak menglkat serta tldak akan mempengaruhf 
kemandirlan Komisl. 

Pasa138 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal39 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasa140 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

CuJrup jelas. 

Pasal41 

Aytrt (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

<:ukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk 
dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak 
pidana sebagaimana dimaks~:~d ayat (2), tetapi juga 
termasuk pokok perkara yang sedang diselldiki dan 
dfperiksa oleh Komlsl. 

Pasal 42 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Hurufe 

Cukup jelas. 

Pasal43 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Pengambilan keputusan Komisi sebagai-mana dimaksud 
ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang 
beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. 

Ayat (4) 

Yang dfmaksud diberitshukan adalah penyampaian 
petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha. 

Pasal44 

Ayat (1) 

30 (tiga puluh) harl dihitung sejak dlterimanya petikan 
putusan Komlsi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat(4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal45 

Ayat(l) 

CuJrup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat(3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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PasaJ 46 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal47 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Penghent/an integras/ vertikal antara lain 
dilaksanakan dengan pembatalan perjanjfan, 
pengalihan sebagian perusahaan kepada petaku 
usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian 
produksinya. 

Hurufc 

Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan 
atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha 
pelaku usaha secara kesellilruhan. 

Hurufd 

Cukup jelas. 

Humfe 

Cukup jelas. 

Huruff 

Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada 
pihak lain yang dirugikan. 

Hurufg 

Cukup jelas. 
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Pasa148 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2} 

Cukup jeJas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal49 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Hurufc 

Cukup jelas. 

Pasa150 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Hurufc 

Cukup jelas. 

Hurufd 

Cukup jelas. 

Hurufe 

Cukup jelas. 

Huruff 

Cukup jelas. 
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Hurufg 

Cukup jelas. 

Hurufh 

Pellllcu uSIJIJ6 y8/Jg tergolong d111MTI usaha kecU adalah 
seb8galmana dimaksud Gndang-Undang Nomor 9 Tahun 
1995 tentang Usaha Ked!. 

Hurufl 

P8saJ 51 

Yang dimaksud dengan melayan/ 8/Jggo-tlmya adalah 
memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan 
kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan 
pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan 
bahan baku. serta pelayan-an rUntuk memasarlam dan 
mendistrlbuslkan hasil produksl anggota yang tidak 
mengaklbatlam terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan USllha tidak sehat 

Cukup jelas. 

Pasa152 _ 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Cukup jelas. 

Pasal53 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN l...EMBARAN NEGARA REP<JBUK INDONESIA 
NOMOR3817 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 

NOMOR 75 TAHON 1999 

TENTANG 

KOMJSI PENOAWAS PERSAINGAN USAHA 

PRESIDEN REPQBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 
34 ayat (1) Gndang-undang Nomor 5 Tahun 1999 
ten tang l.Mangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, perf~:~ dltetapkan Keputusan 
Preslden mengenai pembentukan, susunan 
organisasi, tugas dan fungsi Komisl Pengawas 
Persaingan Usaha. 

Mengingat: 1. Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoll dan Persaingan 
Gsal:!a Tidak Sehat (Lembaran Negara RepubHk 
~ndonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
3817). 

MEMUTOSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANO KOMISI 
PENGAWAS PERSAINOAN USAHA 

BAB1 

PEMBENT<JKAN, TUJUAN, T<IOAS DAN FUNOSI 

Pasal 1 

(1) Dengan Keputusan Presiden inf dibentuk Komisf Pengawas 
Persaingan UMha, yang selanjutnya disebut dengan Komisi. 
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(2) Komisi sebagairnana dlmaksud pada ayat (1) merupakan 
lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan 
kekuasaan pemerintah serta pjhak lain. 

Pasal2 

Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk mengawasi pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek 
Monopoli dan Persalngan Usaha Ttdak Sehat. 

Pasal 3 

(1) Komisi berkedudukan di lbu Kota Negara Republik Indonesia. 

(2) Apablla diperlukan, Komisi dapat membuka kantor perwakilan 
di proplnsl. 

(3) Persyaratan dan tata kerja kantor perwakilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi. 

Pasal 4 

Tugas KomiSi meliputi: 

a. melakukan penilalan terhadap perjanjian yang dapat 
mengakibatkan tetjadinya praktek monopoli dan atau persalngan 
usaha tidak sehat sebagaimana dlatur <laiam Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 

b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan 
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoll dan atau persaingan usaha ·tidak sehat sebagalmana 
diatur dalam Pasal17 sampai dengan Pasal24 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999; 

c. melakukan penilaian terhadap ada atau tldak adanya 
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoll dan atau persaingan usaha tldak 
sehat sebagafmana diatur dala m Pasal25 sampai dengan Pasal 
28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 
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d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisl 
sebagaimana diatur dalam PasaJ 36 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999; 

e. memberikan saran dan pertlmbangan terhadap kebljakan 
pemerintah yang berkaitan praktek monopoll dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 

f. menyusun pedoman dan atau publi.kasl yang berkaitan dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 

g. memberikan laporan secara berkala atas hasll kerja Komfsi 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 5 

fungst Komisl sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal4, meliputi: 

a. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan 
penyalahgunaan poslsi dominan; 

b. pengambllan tlndakan sebagai pelaksanaan kewenangan; 

c. pelaksanaan administratif. 

Pasal 6 

(1) Dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari 
pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. 

(2) Anggota Komlsi yang menangani perkara dilarang: 

a. mempunyaJ hubungan sedarah atau semenda sampai 
derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara; 
atau 

b. mempunyai kepentingan dengan perkara yang 
bersanglrutan. 

(3) Anggota Komisi yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib menolak untuk menangani 
perkara. 

L11mplrtJn /297 



(4) Apabila terbukti anggota Komisi memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang berperkara 
berhak menolak anggota Komisi yang bersangkutan untuk 
memeriksa atau memutuskan per.kara dengan melampirkan 
bukti-bukti tertuHs. 

PasaJ 7 

(1) Untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi mdalukan sidarig 
majelis. 

{2) Pengambilan keputusan Komist dllakukan dalam sung majelis 
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) yang ber;aggotakan 
sekurang-kurangnya '3 (tfga) orang anggota Komisi. 

(3) Keputusan Komisl sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) 
ditandatanganl oleh seluruh anggota majells. 

BAB n 
ORGANISASI 

Pasal8 

Susunan organisasi Komisis terdiri dari: 

a. anggota Komisi; 

b. Sekretariat. 

Pual9 

Komisi terdiri atas Ketua m~rangkap anggota, seorang Wakil Ketua 
merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya, 7 (ttiJuh} orang 
anggota. 

Pasal 10 

Tata <:ara pelaksanaan tugas dan wewenang Komlsidatur lebih lanjut 
dengan keputusan Kornisl. 

298 I Aspek Hukum DalMTJ 'Pei'SllingBn Gsllhll 

Pasal 11 

(1) Anggota Komisi wajib melaksanakan :tugas berdasarkan pada 
asas kelldllan dan perlakuan yang sama 

(2) Dalam menjalankan tugas, anggota Komisi wajib mematuhi 
tata tertib Komisi. 

(3) Tata tertib Komfsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dlsusun oleh Komlsl. 

Pasal 12 

(1) Untuk kelancaran ;pelaksanaan tugas, Komisl dibantu oleh 
sekretariat. 

(2} Ketentuan mengenai susunan organlsasi, tugas dan fungsi 
sekretariat dlatur Jebih lanjut dengan keputusan Kornisi. 

Pasal 13 

(1) Apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk kelompok kerja 
sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Kelompok kelja sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri 
dari orang-orang yang berpengamalan dan ahli sesuai bidang 
masing-masing yang dlperlukan dalam menanganl perkara 
tertentu dand alam waktu tertentu. 

(3) Ketentuan mengenai keanggotaan, fungsi dan tugas Kelompok 
Kelja diatur lebih lanjut oleh Komisi. 

BAB HI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 14 

(1) Anggota Komisi diangkat dan diberhentfkan oleh Presiden atas 
persetujuan Dewan Perwakilarn Rakyat berdasarkan usul 
pemerintah. 
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(2) Usul pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlajukan dalam jumlah 
sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah anggota Kornisi yang 
akan diangkat. 

(3) Ketua dan Wakil Ketua Korniis dipillh dari dan oleh anggota 
Kornisi. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 15 

Semua unsur di lingkungan Kornisi dalam melaksanakan tugasnya 
wajib menerapkan plinsip koordinasi, integrasl dan sinkronisasl. 

BABY 

KETENTUAN PENUT<IP 

Pasal 16 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Juli 1999 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

ttd. 

BACHRUDDIN JCJSQF HABIBJE 

Ttdak ada lsi Penjelasan untuk Peraturan ini 

300 I Aspek Hukum DBllNT1 PeTSI1ingmJ GSIIhll 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 

NOMOR 162/M TAHON 2000 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Sur at Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan Nomor 29/MPPP/1/ 2000, 
tanggal 18 Januad 2000, dan sebagal tlndak 
lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persalngan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan 
Preslden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Kornisi 
Pengawas Persaingan Usaha, perlu mengangkat 
Anggota Kornisi Pengawas Persaingan Usaha 
masa jabatan tahun 2000-2005,-

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada 
dlktum PERTAMA Keputusan Preslden ini telah 
mendapatkan persetu}uan Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagaimana tertuang dalam Surat 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KD.02/ 
2235/DPR Rt/2000, tanggal 31 Mei 2000 dan 
dianggap memenuhi syarat-syarat untuk 
diangkat sebagai Anggota Kornisi Pengawas 
Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2000-
2005. 

Mengingat: 1. Pasal4 ayat (1} Undang-Undang Dasar 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Gsaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3817): 

3. 1Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 
:tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
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MeneU!pkan 

PERTAMA: 

/t\EMOT!ISKAN: 

Meng8Ilgkat dalam keanggotaan Komisl Pengawas 
Persaingan Osaha masa jabatan Tahun 2000-2005, 
masing-masing: 

1. Sdr. Dr. Didik Junaedi Rachblni • sebagai Anggota; 
2. Sdr. ln H. Tadjuddin Noersald • sebagal Anggota; 
3. Sdr. Falsal Hasab Basri, S.E., M.A.- sebagai Anggota; 
4. Sdr. Dr. Syamsul Maarlf, S.H., <l.M. - sebagai Anggota; 
5. Sdr. Nabiei.Makarim - sebagal Anggota; 
6. Sdr. It. H . .Moh. lgbal - sebagal Anggota; 
7. Sdr. Dr. Pan de Radja SDalahl - sebagai Anggota; 
8. Sdr. Dr. Soy Martua Pardede, S.E. - sebagai Anggota; 
9. Sdr. Erwin Syahril, S.H. - sebagai Anggota; 
10. Sdr. Dr. It. Bambang Purnomo Adiwlyoto, .M. Sc. - sebagai 

Anggota; 
11. Sdr. Dr. Jr. Sutrisno lw811tono, M.A. - sebagai Anggota. 

KEIXlA 

KETIGA 

Pelaksana811 lebfh lanjut Keputusan Preslden iru 
diserahkan kepada Menter! Perindustrian dan 
Perdagangan. 

Keputusan lni berlaku mulai tanggal ditetapkan. 

SAUNAN Keputusan Presiden lni disampaikan kepada: 
1. Ketua Majelis Permusyawaratan R&<yat; 
2. Ketua Dewan Perwakif'an Rakyat; 
3. Ketua Dewan Pertimbangan Agung; 
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
5. Ketua Mahkamah Agung; 
6. Para Menteri Negara Kabinet periode Tahun 1999-2004; 7. Para 

Plmpinan 
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PETIKAN I<eputusan Presiden ini disampaikan 
kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 7 Juni 2000 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

ttd. 

ABDURRAHMAN WAHID 

Tida ada lsi Penjelasan untuk Peraturan ini. 
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KEPUTUSAN KOMISl PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

NOMOR 05/KPPU/KEP/IX/2000 TAHUN 2000 

TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN 
PENANOANAN DUGAAN PELANQOARAN TERHADAP 

ONDANQ-CJNDANQ NOMOR 5 

TAHClN 1999 

KO/t\181 PENQAWAS PERSAIN<W't USAHA, 

.MenimbMQ : Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan 
Undang..{Jndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek .Monopoli dan Persalngzm 
Usaha 1idak Sehat, perlu ditetapkan tata cara 
penyampalan laporan dan pemmganan dugaan 
pelanggaran terhadap Undang-(lndang Nomor 
5 Tahun 1999. 

.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pldana (Lembaran Negara 
RepubUk Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone­
sia Nomor 3817); 

2. Undang-Unclang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek.Monopoti dan ~an Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indone­
sia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Nega:ra'"Republik Indonesia Nomor 3817); 

3. Keputusan Preslden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha 

4. Keputusan Preslden Republlk Indonesia Nomor 
162/.M Tahun 2000 tentaOQ Pengangkatan 
dalam Keanggotaan Komisl Pengawas 
Persaingan Usaha .Masa Jabatan 2000-2005; 
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5. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 04/KPPU/KEPIVIII/2000 tentang 
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

.Memperhatlkan : 1. Pendapat dan saran Penegak Hukum, Praktlsl, 
Pengamat, dan Akademisi dalam Seminar 
tenusng Tata cara Penyampalan Laporan dan 
Penanganan Dugaan Pelanggaran T:erhadap 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pl2da 
tangga16 September 2000; 

2. Hasil rapat Komisl pada tanggal 8 September 
2000 . 

.MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : TATA CARA PENYA.MPAIAN LAPORAN DAN 
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN 
TERHADAP UNDANG-<JNDANG NOMOR 5 
TAHUN 1999 

BAB I 

KETENT<JAN O.M<JM 

Pasal 1 

Dalam keputusan inl yang dlmaksud dengan; 

I. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hi!!ri Jumat kecuali 
hari libur naslonal; 

2. Komfsl adalah Komlsi Pengawu Persafng8n Usaha 
sebagafmana diatur dalam Undang-Undang Nornor 5 Tahun 
1999; 

3. Laporan adalah pemberitahuan yang disampalkan Pelapor 
kepada Komlsi mengenai telah teljadi dan atau patut telah 
teljadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek MonopoU dan Persaingan 
Usaha Tidek Sehat; 
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4. Laporan Lengkap adalah laporan yang memenuhi ketentuan 
Pasal3 Keputusan inl; 

5. Laporan Tidak Lengkap adalah laporan yang tidak memenuhl 
ketentuan Pasal 3 Keputusan Ini; 

6. Majelis Komisi adalah suatu forum yang dlbentuk oleh Kornisi 
sekurang~kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komlsi 
untuk melaksana.kan Pemerlksaan Lanjutan; 

7. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu 
atau lebih pelaku usaha yang tidak sesual dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 

8. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan Majelis Komisi untuk 
memeriksa Pelapor, Terlapor, Saksi, Saksl Ahli, serta pihak Jain di 
Kantor Komisl dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi 
sebagai tempat pemeriksaan untuk rnemperoleh keterangan dan 
atau bukti yang diperlukan dalam pengambllan keputusan; 

9. Pemeriksaan Pendahuluan adalah tindakan Komlsl untuk 
menellti dan atau memeriksa Laporan untuk menllal perlu atau 
tidak perlu Pemeriksaar:t Lanjutan; 

10. Peme!!}<saan Lanjutan ~dalah serangkaian pemerlksaan dan 
atau penyelldikan yang dilakukan oleh Majells Komlsi sebagai 
tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan; 

11. Penyelidikan adalah keglatan Anggota Majelis Komisi dan atau 
llm Penyidik untuk rnendapatkan bukti dan atau informasi di 
lokasi atau tempat yang diduga atau patut dlduga sebagal 
tempat dlsimpannya l:ltau beradanya alat bukti; 

12. Penilaian adalah pendapat Kornisi tentang perlu atau tidak perlu 
dilakukan Pemeriksaan lanjutan; 

13. Penasihat Hukum adalah Advokat atau Pengacara yang 
mempunyai izln praktek dan atau konsultan hukum yang 
terdaftar pada instl:lnsi yang be!Wenang di Indonesia; 

14. Penyldik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang diber:i wewenag 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan; 

15. Putusan Komisl adalah pen&pan yang dibaca'kan oleh Majelis 
Komisi dalam suatu sidang yang dinyatakzm t:ert>uka untuk urnum; 
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16. Pelapor adalah setiap orang dan atau plhak lain yang 
rnenyarnpaikan Iaporan kepada Kornisl adanya kegiatan dan 
atau peljanjian yang didugll atau patut diduga melanggar 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1'999; 

17. Panlterl!l Majells l!ldall!lh pegawai Sekretariat Komisi yang 
mendapatkan tugas untuk mernbantu Majelis Kornisi di daJam 
melakulam Pemeriksaan dalam sidang MajeJis Komisl; 

18. Sekretariat Komisl ·adalah unit administrasi dan teknls 
operaslonal Komisl sebagalmana dimaksud Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999; 

19. Saksi adalllh seseorang yang mengetahui atau dianggap 
mengetahui terjadlnya Pelanggaran; 

20. Saksi Ahil adalah seseorang yang memillki keahlian khusus 
yang memberi'kan keterangan kepada Majells Komisi; 

21. Sidang Komtsi adalah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah 
anggota Komisi yang memenuhi kourum untuk melakukan 
pengambilan Putusan Kornisi; 

22. Tim Penyldlk adalah anggota Majells Komlsi dan atau staf 
Sekretariat Kornisi yang ditU:gaskan untuk melakukan 
Penyidikan dan atau Pemeriksaan terhadap para pihak dan atau 
plhak lain herl<altan dugaan ;pelanggaran; 

23. Terlapor adalah setlap orang atau pihak yang dilasporkan oleh 
Pelapor; 

24. Undang-Undang adalah tUndang~Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoll dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat. 

BAB U 

PENYAMPA!Mi l.APORAN 

Pasal2 

(1) Laporan diajukan secara tertuJls dengan ditandatangani oleh 
Pelapor dalam bahasa lndoensia dan disampaikan kepada 
Kornisl. 
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(2) Dalam hal Komisi telah memilikl kantor perwakllan dl daerah, 
laporan sebagaimana dlmaksud Ayat (1) Pasal lni dltujukan 
kepada Ketua Komisi dan dapat disampaikan melalui kantor 
perwakilan Komisi dl daerah. 

Pasal3 

(1) Laporan dlbuat dengan uralan yang jelas mengenai telah teJjadi 
atau dugaan terjadlnya pelanggararn terhadap Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999. 

(2) Laporan harus dilengkapi dengan: 

a. Nama dan alamat lengkap ?elapor; dan 

b. Surat dan atau dokumen serta lnformasi pendukung lain 
yang memperkuat dugaan telah terjadf Pelanggaran 
terhadap Undang-Gndang Nomor 5 Tahun 1999. 

(3) Kornisi menjaga kerahasiaan ldentitas ?etapor. 

Pasal 4 

(1) Laporan yang memenuhJ ketentuan sebagaimana dimaksud 
Pasal 3 akan dlproses lebfh lanjut oleh Komisi dan untuk itu 
Komisl akan memberitahukan kepada ?elapor. 

(2) Komlsl memberitahukan kepada Pelll_Por apabila dlketahui 
bahwa Laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dfmaksud Pasal 3 dan memberlkan ·penjelasan ketidaklengkap­
an laporan dlmaksud. 

(3) ApabOa ?elapor tidak rnemberikan uraian yangjelas mengenal 
dugaan pelanggar~"'dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja 
terhltung sejak tanggal dfterfmany.a pemberltahuan 
sebagaimana dlmaksud Ayat (2) Pasal lnl, maka Laporan 
dianggap sebagal Laporan Tldak Lengkap. 

(4) Apabila dalam waktu t 0 (sepuluh) han kerja sejak tanggal 
diterfmanya Laporan, Komisi tidak memberitahu Pelapor 
tentang kekurangan Laporan, maka Laporan dianggap lengkap. 
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BAB HI 

TOGAS DAN WEWENANG 

Bagfan Kesatu 

Tugas dan Wewenang Ketua KomJsf 

Pasal 5 

(1) Ketua Komisi mempunyal tugas untuk: 

a. Meminta Sekretariat Komisl melakukan penelitian 
kelengkapan Laporan; 

b. Menyampalkan berkas Laporan kepada sidang Komisi; 

c. Meminta sidang Komisi melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan; dan 

d. Menindaldanjuti Putusan Komisi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaim~ma dlmaksud Ayat (1), 
Ketua Komisi melakukan tindakan yang dlperfukan. 

Wakil Ketua Komisi 

Pasal 6 

(1) Wakil Ketua Komisl melaksanakan tugas-tugas Ketua Komisi 
sebagalmana dimaksud Pasal 5 dalam hal Ketua Komisi 
berhalangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) 
Pasal ini, Wakil Ketua Komisi berwenang mengambil tindakan 
sesuai dengan kewenemgan Ketua Komisi. 

Majelis Komisi 

Pasal7 

(1) Majelis Komlsi mempunyai tugas: 

a. Melaku:kan Pemerlksaan Lanjutan; 
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b. Menilaf ada atau tidak ada Pelanggaran; 

c. Menelltl dan menilal alat-alat bukti; 

d. Menylmputkan dan menetapkan hasll Pemeriksaan 
Lanjuum; 

e. Menyusun, menandatangani, dan membacakan Putusan 
Komisi dalam sidang Majelis )'21ng dlnyatakan terbuka 
untuk umum; dan 

f. Memberitahukan Putusan Komisi kepada Terlapot 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
Ayat (1) Pasal ini, Majelis Komfsi mempunyai wewenang: 

a. .Menetapkan hart sfdang Komisl; 

b. Mernanggll Tertapor, memanggll dan menghadirkzm Saksi, 
Saksl Ahli, dan pihak lain; 

c. Mernlntapembentukan Tun Penyelidik dan atau Kelompok 
Kerja; 

d. .Melakukan dan atau memerintahkan Penyidikan; 

e. .Memlnta bantuan Penyidik; 

f. Meminta keterangan darl pihak yang dlanggap perlu; 

g. .Mendapatkan surat, dokumen, alat buktl lain yang 
dlperlukan dalam :Pemeriksaan dan Penyidlkan; 

h. Menjatuhkan sanksi; 

i. Memberikan keterangan kepada media massa berkaitan 
dengan Laporan yang sedang ditanganl; dan 

j. Menandaumgani berita acara sldang Majelis Komisl. 

Panitera Majelis 

Pasal 8 

(1) Panitera MajeUs mernpunyai tugas: 

a. Membantu Majelis Komisi memanggil para pihe~k untuk 
hadir dale~m suatu pemeriksaan dalam persidangan; 
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b. Mencatat jaiannya Pemeriksaan dalam persidangan; 

c. Menyimpan berkas laporan; 

d. Menjaga barang bukti; 

e. Membantu Majelis Komisi menyusun Putusan Komisi; 

f. Membantu penyarnpaian Putusan Komisi kepada Terlapor; 
dan 

g. Membuat berita acara Pemeriksaan. 

(2) Panitia MajeJis wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan atau 
informasi yang disampaikan oleh Terlapor dan atau pihak lain 
ser'ta yang didapatkan dalam Pemeriksaan dan atau 
persidangan. 

Tim Penyidik 

Pasal 9 

(l) Tim Penyidik mempunyai tugas: 

a. Mendapatkan bukti-bukti guna pengambilan Putusan 
Komisl; 

b. Menyusun hasil penyidikan dan temuan secara sistematis 
untuk memudahkan .Majelis Komisi dalam pengambilan 
Putusan Komisi; dan atau 

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penyidikan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) 
Pasal ini, Trm Penyidik beiWenang: 

a. Merencanakan langkah-langkah dan teknik Pen:ye.Udikan; 

b. Mencari keterangan dan atau informasi guna pengambilan 
Putusan Komisi; dan 

c. Menelitl hasil PenyeHdlkan. 

(3) Tim Penyidik berkewajiban untukmelenglalpi diri dengan surat 
tug as serta menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang 
diperlukan untuk kepentingan penyidikan. 

Kelompok Kerja 
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PasaJ 10 

Tug as dan kewenangan serta kewajiban kelompok kelja dlatur dalam 
Keputusan tersendiri. 

BAB IV 

PENERIMAAN DAN PENELI11AN LAPORAN 

Bagian Kesatu 

PenerJma Laporan 

Pasal 11 

{1 ) Semua Laporan yang masuk ke Komlsi dan dibacakan oleh 
Ketua Komlsi. 

(2) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hart kerja setelah 
menerlma Laporan, Ketua Komisi melalui nota dinas 
menugas.kan Sekretariat Komisi untuk melaku.kan penelitian 
kelengkllpan Laporan. 

Bagfan Kedua 

Penelltlan Laporan 

Pasal 12 

(1) Sekretariat Komisi menellti kelengkapan Laporan 
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari keljl!! setelah menerlma nota 
dinas dart Ketua Komisi. 

(2) Sekretariat Komlsi mencatat Ulporan ylUlg sudah lengkap ke 
dalam Buku Daftar Perkara (Buku I) dan membuat resume 
Lap or an. 

(3) Sekretariat Komisi menyampaikan berkas Laporan Lengkap 
dan resume Laporan kepada sidang Komisi melalul Ketua 
Komlsl selambat-lambatnya 10 (sepuluh) harl kerja sejak 
diterimanya nota dlnas ketua Komisi. 

(4) Sekretariat Komisi memberitahukan kepada Pelapor tentang 
tanggal dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan. 
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Pasal 13 

(1) Apabua d itemukan Laporan 1idak Lengkap, Sekretariat Komisf 
memberitahukan kepada Pelapor selambat-lambmya 5 Oima) 
hart kerja ter.hitung sejak dJtertmanya Ulporan. 

(2) Dalam surat pemberitahuan sebag&mana dlmaksud Ayat (1) 
Pasal ini, Sekretariat Komisi menguraikan tentang ketldakleng­
kapan Lltporan dan memlnta untuk melengkapl Laporannya. 

(3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, harus 
dJsampalkan kepada Sekretariat Komlsl selambat-lambatnya 
10 (sepuluh) hart keJja sejak diterimanya pemberitahuan. 

(4) ApabUa dalam waktu sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal 
inf, Pelapor tldak melengkapJ Laporannya, maka Ulporan 
dlmaksud dianggap sebagai Laporan Tidak Lengkap. 

(5) Sekretariat Komlsi mencatat Laporan Tidak Lengkap 
sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasalini dalam Buku Daftar 
Laporan (Buku II). 

(6) Komlsl menentukan tindak lanjut penanganan laporan Tidak 
Lengkap. 

BABY 

PEMERIKSAAN PENDAHOLUAN 

Pemer1ksaan Berkas U.poran, PeniJalan, 
dan Jangka Waktu 

Bagian Kesatu 

Pemerfksaan Berkas U.poran 

Pual 14 

(1) Segera setelah menerima Laporan Lengkap dan resume 
Laporan dari Sekretarilrt Komisl, Ketua Komisi menyampaikan 
berkas laporan tersebut kepada Komisl dengan dJsertal 
permintaan agar Komisl melakukan 1Pemeri~an Pendahuluan. 

(4) Berdasarkan berkas Laporan sebagalmana dfmaksud Ayat ( 1) 
Pasallni, Sidang Komisi menilal perlu atau tidak perlu dilakukan 
Pemeriksaan Lanjutan. 

L 11 m p I r 11 n / 313 



(3) Dalam melakukan penilaian 'Sidang Komisl dapat memanggil 
Pelapor dan atau Terlapor untuk diminta keterangannya. 

Bagian Kedua 

Penfiafan dan Jangka Waktu 

Pasal 15 

Penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dlbuat 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 
dJterimanya berkas uporan dari Ketua Komisl. 

BAS VI 

PE/t\ERIKSMN LANJOTAN 

llndakan Majelis Komisl dan Jangka Wa.ktu Penyelesaian 

Baglan Keaw2tu 

Tindakan MajeUs Komisl 

Pasal 16 

(1) Majelis Komisi melakukan penfiaian teljadi atau tidak terjadi 
pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan atau ada atau 
tidak ada keruglan sebagai aJdbat dari Pelanggaran dlmaksud. 

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan, Mejelis Kornisi dibantu oleh 
Panltera Majelis. 

Pasal 17 

Dalam melakulam Penllaian•febagaimana dimaksud Pasal16, Majelis 
Komisi dapat: 

a. Melakukzm penelitian, penyelidikan, dan atau pemerlksaan 
terhadap Tertapor dan atau pihak lain; 

b. Membentuk 11m Penyidik dan atau Kelompok Kelja; 

c. Merrumggil Tertapor, memanggil .dan menghadlrkan Saksl, 
Saksi Ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui 
Pelanggaran yang dilakukan oleh Tertapor; 
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d. Merninta bantuan Penyidlk menghadirl<an Saksi, Saksi AM, dan 
setiap orang yang dianggap mengetahul Pelanggaran yang 
dilakulam oleh Tertapor; 

e. Mendapatkan, meneliti dan atau menUal surat, dokumen, atau 
alat buktf lain guna Penyidikan dan atau Pemeriks8an terhadap 
Terlapor; 

f. Meminta keterangan dari lnstansi pemerintah berkaitan dengan 
dugaan Pelanggaran yang dllakukan oleh Terlapor; 

g. Menyimpulkan hasil Penyidikan dan atau Pemeriksaan terhadap 
Terlapor dan atau pihak lllin; dan ata1:1 

h. Menjatuhkan sanksi sebagaimana dlmaksud Pasal4 7 Undang­
Undang. 

Pasal 18 

Penllalan Alat Bu.ktf 

(1) Majells Komlsi menentulam sah atau tldak sahnya suatu ~t bukti. 

(2) Dalam menilaian kebenaran alat buktl, Majells Komisl 
memperhatflam persesuaian an tara alzrt bukti yang satu dengan 
cllat buktJ yang lain. 

Pasal 19 

(1) Pernbentukan Tim Penyelidlk sebagalrnana dimaksud Pasal 9 
Ayat (2) dfiakukan oleh Sekretariat Komisi setelah melakukan 
konsultasi terlebih dahutu dengan M8jelis Komist 

(2) Pembentuk Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 
Ayat (2) dllakukan oleh Majelis Kornlsl setelah melakukan 
koordinasi dengan Sekretariat Komlsf. 

Pasal 20 

Penasihat Hukum 

Para pihak dan atau pihak laln yang diperiksa dan atau diminta 
keterangannya berhak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. 
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Bagfan Kedua 

Jangb Waktu Penyelesalan Pemerlksaan 

Pasal 21 

(1) Majelis Komisi menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat­
lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak 
berakhimya Pemeriksaan Pendahuluan. 

(2) Jangkz! waktu Pemeriksaan Lanjutan sebagairnana dimaksud 
Ayat (1) Pasal inl, dapat diperpanjang oleh Majelis Komisi pal­
ing lama 30 (tiga puluh) hari kerja. 

BAB VII 

P<JTOSAN KO/t\151 

Cara Pengambllan Putusan Komlsf dan 
Jangka Wektu Putusan Kornlsl 

Bagfan Kesatu 

Cara PengambDan Putusan Komlsl 

Pasal 22 

(1) Majells- Komisi memuruskan telah terjadi atau tidak terjadl 
Pelanggaran terhadap (Jindang-Ondang berdasarkan alat buktl 
yang diperoleh dalam Pemeriksaan dan Penyidikan. 

(2) Dalam putusan sebagaimana dimaksud ~at (1) Pasal ini, 
majeUs Komisi memberikan alasan atau pertlrnbangannya. 

(3) Apabila dlkehendaki alasan atau pertirnbangan Anggota MajeUs 
Komisi yang mempunyal pendapat yang berbeda dengan 
pendapat Anggota ~jells mayoritas (dissent opinion) dapat 
dimasukkml dalam Plftusan Komisi. 

(4) Seluruh Anggota Majelis wajlb menandatanganl Putusan 
Komisl. 

(5) Bentuk Putusan Komlsi akan dlatur leblh lanjut oleh Komisi. 
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Baglan Kedua 

Jangka Waktu Putusan 

Pasal 23 

(1) Putusan Komisi tentang telah terjadl atau tidak terjadi 
Pelanggaran Ondang-<.lndang, diarnbil selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak seJesainya Pemerlksaan 
Lanjutan. 

(2) Putusan Komisi sebagaimana dlmaksud dalarn Ayat (1) Pasal 
inl, dibacwn dalmn sidang Majelis Komisf yang dinyatakan 
terbuka untuk umum. 

BABVIII 

PEUJ<SANAAN POTOSAN KOMJSI 

Pasal 24 

(1) Setelah mernbacakan Putusan Komlsf, Majelis Komlsl segera 
memberitahukan Putusan Komlsi kepada Terlapor. 

(2} Dalam waktu 30 (tiga puluh) harl kerja dlterlmanya 
pemberitahuan Putusan Komisi, Terlapor wajib melaksanakan 
Putusan Komlsl tersebut dan melaporkan pelaksanaannya 
kepada Komlsl. 

Pasal 25 

(1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan 
Ko-misf dalam waktu selarnbat-larnbatnya 14 (empat belas) 
hart terhitung sejak menerima pemberftahuan. 

(2) Terlapor yang tidak mengajukan keberatan d81am jangka waktu 
sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal inl, dlanggap menerima 
Putusan Komisi. 

(3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 
ini, telah mempunyal kekuatan hukum yang tetap. 

(4) Terhadap Putusan Komisi yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, Komisi mengajukan perrnohonan 
penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. 
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(5) Permohonan penetapan eksekusl dapat dilakukan oleh Komisl 
segera setelah batas waktu berakhir pengajuan keberatan 
terhadap Putusan Komisi. 

(6) Ap8bila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan 
(3) Pasal lnl, tidak dljalankan oleh Terlapor, Komisi dapat 
menyer-ahkan Putusan Komisi tersebut kepada penyidik untuk 
di1akukan penyidlkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
per-undang-undangan yang berlaku. 

BAB IX 

KETENTCJAN PENOTGP 

Pasal 26 

Hal-hal yang belum dlatur dalam Keputusan lni ·diatt.u lebih lanjut 
dalam K.eputusan Komisi. 

Keputusan lni berlaku sejak ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 8 September 2000 

KOMJSI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

Ketua, 

ttd. 

BAMBANG p ADIWIYOTO 

11dak ada lsi Penjelasan untuk Peraturan ini 
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KEPUTOSAN ·KOM.ISf PENOAWAS PERSAINGAN OSAHA 

NOMOR 06/KPP<J/KEP/XI/2000 TAHON 2000 

TENTANQ 

KODE E11K DAN MEKANISM.E KERJA 

KOMISI PENGAWAS PERSNINOAN OSAHA 

KOMISI PENGAWAS PERSAINQAN OSAHA, 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan 
Undang-Gndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Osaha Tidak Sehat, perlu ditetapkan kocle etik 
dan mekan!sme kerja Kom!sl Pengawas 
Persaingan Usaha; 

b. bahwa untuk ltu perlu dlkeluarkan Keputusan 
Komisi Pengawas Persaingan Osaha. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817); 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komlsl Pengawas 
Persaingan Osaha; 

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 22/DPRRVIV/ 1999-2000 
tentang Persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat 
Republlk Indonesia Terhadl!q> Pengusulan Calon 
Anggota Komisi Pengawas Persalngan Usaha; 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
dalam Keanggotaan Komisl Pengawas 
Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005; 
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MEMCJTUSKAN: 

Menetapkan 

PERTAMA : Kode etik dan mekanisme kerja sebagaimaAa 
tercantum pada Lampiran Keputusan ini adalah 
pedoman yang wajib dipatuhl o1eh anggota Komisl 
Pengawas Persaingan Usaha dalam bertlndak dan 
berperilaku selama menJadi anggota ·Komisi. 

KEIXJA : Keputusan ini mulai berltllru pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta. 

Pada tanggal 7 November 2000 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, 

Ketua, 

ttd. 

BAMBANG P ADIWIYOTO 

·~ 
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KEPOTUSAN KOMISI 

PENQAWAS PERSAJNGAI'i USAHA 

NOMOR 07/KPPQ/KEPIXI/2000 TAHUN 2000 

TENTANG 

KELOMPOK KERJA 

KO/t\ISI PENGAWAS PERSAINGAI'i USAHA. 

Menimbang: 

Mengingat: 

Bahwa untuk membantu kelancaran 
pelaksanaan penanganan perkara serta sesual 
dengan ketentuan Pasal13 Keputusan Presiden 
Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha, pertu ditetapkan 
Keputusan Komisi Pengawas Persalngan Usaha 
tentang Keanggotaan, Fungsl dan Tugtts 
Kelompok Kerja. 

Pasal 34 ayat (3) dttn {4) Undang~Undang 
Nomor 5 Ttthun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persalngan Usaha 1ldak Sehat. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN 
USAHA TENTANG KELOMPOK KERJA 

Pasal 1 

(1) Untuk membantu Korhisl PengttWas Persalngan Usaha yang 
selanjutnya dlsebut Komlsl dalam menangani suatu perkara 
tertentu serta tuga~tugas lain dan dalam waktu tertentu 
dlbentuk Kelompok Keija. 

(2) Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Komisi. 
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Pasal 2 

Keanggotaan 

(1) Keanggotaan Kelompok Kerja ditentukan oleh Komisi melalul 
Rapat KomisL 

(2) Anggota Kelompo k Kerja terdlrl atas orang-orang yang 
berpengalaman dan ahli sesuai dengan bldang masing-masing 
yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam 
waktu tertentu. 

(3) Apabila Anggota Kelompok Kerja lebih dari seorang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompc>k Kelja dipimpin 
oleh seorang anggota Kelompok Kerjayangbersangkutan yang 
ditunjuk oleh Komisi. 

(4) Jumlah Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditenttikan berdasarkan kebutuhan dan beban ke!ja. 

Pasal3 

Tugas dan Tanggung Jawab 

(1) Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Komisi dalam 
menanganf suatu perkara tertentu serta tugas-tugas lain dan 
dalam waktu tertentu. 

(2) Kelompok Kerja bertanggung jawab untuk membuat rencana 
dan reallsasi keglatan dalam rangka melaksanakan tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada a)'8t (1) Pasal ini, dan 

(3) Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi 
dengan Direktur Eksekutlf. 

Pasal 4 

Fungsl 

Fungsi Kelompok Kerja: 

1. rnenggali ~n mendalami informasl ytmg diperlukan oleh 
Komlsl dalam rangka melaksanakan tugas Komfsi, 

2. melakukan analisa terhadap daW.nformasl yang berkaitan 
dengan perkara tertentu, 

3. memperslapkan kemungldnan-kemungkinan solusi/ 
rekomendasi untuk memutuskan suatu perkara, dan 
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4. meh2kukan kegiatankegiatan lain yang ditugaskan Komisi. 

Pasal 5 

Hubungan Kelja 

Kelompok Kerja melaksanakan pekerjaannYf2 berdasarkan sistem 
Kontrak Kerja yang dibuat antara Komisi dengan Kelompok Kelja. 

Pasal 6 

Laporan dan Penilaian 

(1) Kelompok Kerja melaporkan se<:ara tertulls hasil pelaksanaan 
pekerjaannya kepada Komlsl. 

(2) Komisi melakukan penilalan terhadap hasil pelaksanaan 
pekerjaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1). 

Paaal 7 

Pemblayaan 

Biaya untuk pelaksamsan kegilstan Kelompok Ke~"ja dibebankan 
kepada anggarlm Komlsi Pengawas Persaingan (Jsaha atau 
sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

.Pasal 8 

Penutup 

(1} Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini alum diatur 
lebih lanjut dalam Keputusan Komisi se<:ara terpisah. 

(2) Keputusan lni mulal berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 7 November 2000 

KOM.ISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

Ketua, 

ttd. 

BAMBANG P ADIWIYOTO 

Tldak ada lsi Penjelasan untuk Peraturan lnl. 
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KEPOTUSAN KO/t\151 PENGAWAS PERSAINGAN QSAHA 

NOMOR 08/KPPQ/KEP/XI/2000 TAHQN 2000 

TF.tfTANG 

TATA CARA DENGAR PENDAPAT KO/t\151 KOMJSI 
PENQAWAS PERSAlNGAN USAHA, 

Menlmbang : Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentu-an 
Ondang..Qndang Nornor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoll dan Per~lngan 
Usaha Tidak Sehat. pertu di-tetapkan tata cara 
dengan pendapat Komisi. 

Mengingat : 1. Ondang-<lndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek MonopoU dan Persalngan 
Usahll Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negarl! Republfk Indonesia Nomor 
3817); 

2. Keputusan Preslden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisl Pengawas 
Persaingem Usah11; 

3. Keputusan Presiden Republlk Indonesia No-rnor 
162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
dalam Keanggocaan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005; 

4. Kepu~n Komisi PengawM Persaingan Usa-ha 
Nomor OO/KPPu!KEPIIXI2000 tentm1g Tata Cara 
Penyampahm Laporan dan Penanganan 
DugiJ/l/7 Pelanggaran terhadap Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999. 

Memperilatikan : Hasil R!lpat Anggota Komlsi Pengawas Persaingan 
Usaha tanggal 7 November 2000. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : TATA CARA DENGAN PENDAPAT.. KOMlSI 

BAB I 

KETENTCJAN 0/t\0/t\ 

Pasal 1 

Dalam Keputusan lni Yllng dimaksud dengan: 

1. Dengan Pendapat adalah pertemuan terbuka yang 
diseleng-garakan oleh Komisi untuk mendapatkan informasf 
dari peserta dan atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

2. Pelanggaran adalah sufttu perbuatan yang dilakukan oleh satu 
atau lebih peJaku usaha yang tidak sesuaJ dengan ketentuan 
Ondang-undang Nomor 5 Tllhun 1999; 

3. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan pelapor 
kepadl! Komisi mengenai telah cerjadi dan atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap Undftng-undang Nomor 5 
Tahun 1999; 

4. lnisiatlf adalah upaya Komisi mencari informasi tentang-du-gaan 
pelanggaran terhl!dap Ondang-undang Nornor 5 Tahun 1999 
yang dlperoleh dari laporan yang tidak lengkap dan atau pihak­
pihak terkait serta pengetahuan K.omisi sendiri; 

5. Pertanyaan adalah permasalahan tentang dugaan ada atau 
tidak adanya tindakan pelaku usaha yang depat mengakibatkan 
terjGdinya praktek monopoU dan atau persaingan usaha tidak 
sehat yang dirangkum dart laporan masyarakat dan a tau plhak­
plhak yang terkait; 

6. Peserta adalah plhak-pihak yang diundang secarft resmi dan 
dlrnlnta olehAnggota Komisi untuk menjawab pertanyaan yang 
disampaikan Anggota Komisl pada acara Dengar Pendap22t 
dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh K.omisf; 

7. Peninjau adalah plhak yang dlundang oleh Komisl untuk hadir 
dalam acara Dengar Pendapat dan tldak mempunyai hak 
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bertanya serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 
Anggota Komisi; 

8. Risalah Resml adalah catatan acara Dengar Pendapat yang 
dibuat secantlengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan 
yang dllakukan dalam acara Dengar Pendapat serta dilengkapi 
dengan catatan tentang hari dan tanggal Dengar Pendapat, 
tempat, waktu pembukaan dan penutupan, Pimplnan dan 
Sekretaris, jumlah dao nama Anggota Komisl yang 
menandatangani daftar hadir dan Undangan yang hadir; 

9. Undang.undang adalah Undang.-undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
lidak Sehat; 

10. Komlsl .adalah Komisi Pengawas Persalngan Usaha. 

BAB U 

TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA TATA TERTIB 

Baglan Kesatu 

"fujuan 

Pasal 2 

(1} Dalam upaya Komisi mendapatkan masukan dar! berbagai 
kalangan masyarakat atas dugaan adanya pelanggaran 
terhadap Undang-undang yang telah menjadl _pembicaraan 
umum dan menyangkut kepentingan umum, Komisi 
menyelenggarakan acara Dengar Pendapat di kantor Komisi 
pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. 

(2) Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
dUakukan secara terbllka guna memperoleh keteFangan darl 
Peserta tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap 
Undang-undang. 

(3) Keterangan seb~gaimana dimaksud Ayat (2) merupakan dasar 
bagi Komisi untuk pembahasan dalam Rapat Komisi guna 
melakukan penilaian ada atau tidak adanya praktek monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

Bagfan Kedua 
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Hak dan Kewajlban 

Pasal ·3 

Dalam acara Dengar Pendapat, Anggota Komisl berhak untuk 
mengajukan pel'tMlyaan·pertanyaan dan atau memlnta ldarlflkasl 
kepada seseorang dan atau beberapa Peserta Dengar Pendapat yang 
diduga mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran terhadap 
Undang-undang. 

Pasal4 

(1) Peserta Dengar Pendapat yang dlmintakan jawaban atas 
pertanyaan Komisi wajib memberikan jawaban di hadapan 
Komisi, baik secara tertulis maupun lisan. · 

(2) Peserta Dengar Pendapa:t yang dimintakan klarifikasf 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 wajib memberi 
keterangan dan atau penjelasan kepada Komisi. 

Bagfan Ketfga 

Tata Tertib 

Pasal 5 

(1) Sebelum acara Dengar Pendapat dlmulai, Anggota Komisi, 
Peserta dan Peninjau, wajib mengi~ dan menandatangani daftar 
hadir. 

(2) Peserta dan Peninjau Dengar Pendapztt wajib datang tepat pad a 
wak.tunya. 

(3) Acara Dengar Pendapat dipirnpin, dibuka, dan ditutup oleh 
Anggota Komisi yang ditunjuk dala:m Rapat Komisi. 

(4) Pimpinan Dengar Pendap:at sebagaimana dimaksud Ayat (3) 
menunjuk Sekretaris untuk mencatat jalannya acara Dengar 
Pendapat. 

(5) Peserta dan Peninjau Dengar Pendapat tidak diperbolehkan 
meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang kuat sebelum 
acara dinyatakan selesai oleh Pimpinan Acara. 
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(6) Peserta dan Peninjau, wajib menaati tata tertib Dengar Pendapat 
dan atau ketentuan lain yang diatur oleh Komisi. 

Pasal6 

Sebelum Acara Dengar Pendapt~t dibuka sebt~gairnant~ dlmaksud 
Pasal 5 Ayat (3), Pimpint~n Dengar Pendapt~t menjelaskan tentang 
maksud dan tujuan diselenggarakmmya Acara Dengar Pendt~pat. 

BAB m 
PERTANYMN DAN JAWABAN 

Baglan Kesatu 

Pertllnyaan 

Pasal 7 

(1) Sebelum Acllra Dengt~r Pendapllt, Anggota Komisi 
memper~t~pkan daftar pertanyaan tertulis teriebih dahulu dan 
telah disamp&kan kepadt~ Peserta selambat-lamblltnya 3 (tiga) 
hari sebel.um Dengar Pendapat dilaksanakan. 

(2) Pertanyaan tidak tertulls yang alum diajukan oleh Anggota 
Komisi datam Dengar Pendapat, disamp&kan setelah jawaban 
Peserta secara tertulis disampaikan kept~da Komisi padt~ acara 
Dengar Pendapat. 

(3) Pertanyalln yang disampaikan secart~ lisan dan diajukan oleh 
Anggota Komisi tidak boleh diganggu atau disela oleh Peserta 
Dengar Pendapat 

., 
' Pasal 8 

(1) Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan secans lls8n kepllda 
Peserta Dengtu Pendt~pat, Anggota Komisf tidak boleh 
menyimp8ng dari pokok permasalahan. 

(2) Pertanyaan sebagalmt~na dlmaksud Ayat (1) disampaikan 
secar,l) singkat dan jelas. 
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Bagfan Kedua 

Jawaban 

Pasal 9 

(1) Plmpinan Dengar Pendapat dapat menentuktJn lamanya Peserta 
menjawab pertanyaan dan atau berbicara. 

(2) Apabila Dengar Pendapat yang melampaui batas waktu 
menjawab yang telah ditentulam sebagaimana dimaksud padll 
Ayat (1), Pimpinan Dengar Pendapat memperingatkan dan 
memlnta supt~ya yang bersangkutan mengakhlri 
pembicaraannya. 

(3) Apabita Peserta Dengar Pendapat dalam menjawab pertanyaan 
Anggota Komisi menurut pendapat Plmpinan Dengar Pendt~pt~t 
menyimpang darf pokok pemblcaraan, Pimpinan Oengar 

Pendapat memperingatkan dan meminta supt~ya kembali pada 
pokok pembicaraan. 

Pasal 10 

Apablla Peserta Dengar Pendapat dalam menyampaikmt jawaban 
menggunakan kata-kata yang tidak layak.atau melakukan perbuatan 
yang mengganggu ketertiban, Plmpinan acara Dengar Pendt~pat 
memperingatkan llgar yang bersangkutan menghentikem 
perbuatannya dan atau mernberikan kesempatan untuk menarfk 
kernbali kata-katanya. 

Pasal 11 

(1) ApabDa Peserta Dengar Pendapt~t tidak memenuhi perfngatan 
sebagaimant~ dlmaksud dalam Pasal 11, Pimplnan Acara 
Dengar Pendapat melarang yang bersangkutan meneruskan 
kallmatnya dan atau pernblcara8llnya. 

(2) Apablla .larangan sebagaimana dlmaksud pada Ayat (1) masfh 
juga tidak dilndahkan oleh yang bersangkutan, Plmpinan Acara 
Dengar Pendapat meminta kepada ytmg bersangkutan 
meninggalan Ruang Acara di mana Dengar Pendapat 
diselenggarakan. 
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(3) Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan permlntaan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka dikeluarkan 
dengan paksa dar! ruang Acara Dengar Pendapat 
dlselenggarakan. 

Pasal 12 

(1) Apabila terjadi peristiwa ~gaimana dimaksud dalam Pasal 
10 dan Pasal 11, serta Pimpinan aetna berpendapat bahwa 
Dengar Pendapat tldak mungkin dlhmjutkan, Pimpinan 
m~nutup atau menunda acara Dengar Pendapat tersebut. 

(2) Lama penundaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak boleh 
melebihi 24 jam. 

BAB IV 

RfSAI..AH RESMI DENGAR PENDAPAT 

Pasal 13 

(1) Untuk setlap acara Dengar Pendapat, dibuat Risalah Resml yang 
ditanqatangani oleh Plmplmm Dengar Pendapat. 

(2) Setelah acara Dengar Pendapat selesai, Sekretaris sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) secepatnya menyusun Risalah 
Resmi dan segera dibagilam kepada Anggota ·K.Gmisi. 

(3) Risalah sebagaimana dimaksud Ayat (1) berisl pendapat­
pendapat dan bukan berisl keslmpulan dan atau pendapat 
Anggota Komisi. 

·~ BAB V 

PENYEJ...ESAIAN DAN TINDAK LANJQT 
HASIL DENGAR PENDAPAT 

PasaJ 14 

ApabUa dari hasil Dengar Pendapat Komisi memperoleh informasi 
yang jelas dan lengkap dari Peserta Dengar Pendapat tentang dugaan 
pelanggaran terhadap Undang"'undang, maka Komisi akan 
memproses lebih lanjut dugaan pelanggaran sesuai dengan Tata 
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Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pe-langgaran 
terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 seba-gaimana 
dimaksud dalam ketentuan Keputusan Komlsi Pengawas Persaingan 
Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IXI2000. 

BAB VI 

KETENTGAN PEN(JTUP 

PasaJ 15 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut 
dalam Keputusan Komlsi. 

Pasal 16 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Dltetapkan di Jakarta. 

Pada tanggal 7 November 2000 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Ketua, 

ttd. 

BA/t\BANG P ADIWIYOTO 

Tidak ada lsi Penjelasan untuk Peraturan in! 
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